DR. ALYUMARDI AIRA, CBE 


PROF. 


INDONESIA 
PARIPURNA 


DR. M. IMDADUN RAHMAT 


ISLAM 
INDONESIA 

ISLAM 
PARIPURNA 


Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Transnasiona 


l 


ISLAM 
INDONESIA 
ISLAM 
PARIPURNA 


Pergulatan Islam Pribumi dan Islam 
Transnasional 


DR. M. IMDADUN RAHMAT 


OMAH AKSORO INDONESIA 


ISLAM INDONESIA, ISLAM PARIPURNA 
PERGULATAN ISLAM PRIBUMI DAN ISLAM TRANSNASIONAL 


Oleh : DR. M. Imdadun Rahmat 


Editor: Dwi Winarno dan A. Djunaidi Sahal 
Desain Sampul : Faridurrahman 
Tata Letak : Ibnu A'thoillah 


Penerbit: 
Omah Aksoro Indonesia 
Jl Taman Amir Hamzah No 5, Menteng, Jakarta Pusat 


Bekerjasama dengan: 

Forum Silaturahmi Bangsa 

Jl. Siaga Raya No. 87 Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan 


ISBN 978-602-61550-1-6 
Cetakan I, 2017 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbiatan (KDT) 


M. Imdadun Rahmat 

Islam Indonesia, Islam Paripurna: Pergulatan Islam 
Pribumi dan Islam Transnasional, Jakarta: Omah Aksoro 
Indonesia dan FSB, 2017, hal, 13.5 x 20.5 cm 

ISBN: 978-602-61550-1-6 


1. Agama 
I. Judul Il. M. Imdadun Rahmat 


vi 


Pengantar Penulis 


Ihamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT 

dan dukungan banyak pihak, buku ini dapat 

diterbitkan. Di tengah beratnya tugas dan 
kesibukan penulis sebagai anggota Komnas HAM RI, 
menyelesaikan penulisan buku ini adalah rahmat dan 
karunia Allah yang teramat besaryang harus disyukuri. 
Penulisan buku ini merupakan tanggapan intelektual 
penulis terhadap fenomena berkembangnya gerakan 
Islam transnasional di Indonesia. Sebagai peneliti 
yang telah cukup lama menggeluti gerakan Islam 
radikal di Timur Tengah dan di Indonesia, penulis 
ingin menyajikan kepada khalayak pengetahuan yang 
mendalam tentang berbagai akibat dari keberadaan 
gerakan ini di tengah konteks sosio-politik yang khas 
Indonesia. Implikasi kultural maupun politiknya akan 
berujung pada intoleransi dan kekerasan atas nama 
agama. 


Di sisi lain, penulis hendak turut berkontribusi 
dalam diskursus Islam Nusantara yang dikembangkan 
oleh para tokoh dan kaum intelektual pesantren. 
Islam Nusantara ditawarkan sebagai formula yang 
tepat hubungan antara keislaman dan keindonesiaan. 
Pola hubungan yang damai dan konstruktif tersebut 
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terkait dengan konteks kultur dan adat-istiadat lokal 
dan berbagai perkembangan politik dan tantangan 
baru yang muncul akibat modernitas di Indonesia. 


Bagi penulis, topik ini penting sebagai 
bagian dari upaya terus-menerus untuk mencari 
konsep yang tepat tentang hubungan Islam dan 
kebangsaan. Ikhtiar intelektual maupun aktivisme 
sosial-kebudayaan-keagamaan — dalam mencari 
kesesuaian (kompatibilitas) antara keislaman dengan 
keindonesiaan mesti terus dilakukan. Puji syukur, 
penulis menjadi bagian gerakan bersama para 
pemikir muda Nahdlatul Ulama untuk merevitalisasi 
tradisi dan memanfaatkan modernitas demi 
menjawab perubahan dan tantangan zaman. Adalah 
pengembaraan intelektual yang menggairahkan 
ketika mendialogkan warisan intelektual Islam (turats 
Islami) dengan ide-ide nasionalisme, liberalisme, 
keadilan gender, pluralisme-multikulturalisme, hak 
asasi manusia, dan demokratisasi. 


Terimakasih kepada Forum Silaturahmi Bangsa 
dan Omah Aksoro yang berkenan menerbitkan buku 
ini, Prof. Dr. Azyumardi Azra yang berkenan menulis 
kata pengantar, dan M. Nurul Huda yang dengan 
telaten membantu penulis dalam penelitian ini. 


Penulis menyampaikan takzim dan terimakasih 
kepada para kiai khususnya al-maghfurlah KH. M.A. 
Sahal Mahfudz, KH. Ahmad Mustofa Bishri, Rois Am 
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PBNU KH. Ma'ruf Amin, Wakil Rois Am, KH. Miftakhul 
Ahyar, serta guru saya almarhum KH. Wahab Chafidz 
dan KH. Ahmad Tammam Munji yang membimbing 
penulis menjadi santri. Terimakasih penulis tidak 
pernah berhenti kepada KH. Abdurrahman Wahid 
(Allahu yarhamuhu) yang telah berpulang, namun 
tidak pernah pergi dari kesadaran penulis sebagai 
teladan dan inspirasi intelektual dan aktivisme 
perjuangan. Penghormatan dan terimakasih juga 
penulis haturkan kepada pengurus harian PBNU, 
khususnya KH. Prof. Dr. Said Agil Siradj dan Dr. 
As'ad Said Ali yang telah memberikan bimbingan 
intelektual dan kepemimpinan. Terimakasih juga saya 
sampaikan kepada rekan-rekan pimpinan lembaga, 
lajnah, dan badan otonom di lingkungan PBNU 
yang menjadi partner pemberdayaan, pendidikan, 
pengkaderan, dan pengembangan intelektualisme 
warga Nahdliyyin. 


Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan 
kepada Dewan Pembina Paras Foundation, Almarhum 
Prof. Dr. Mochtar Buchori dan Ir. Laksamana Sukardi, 
dari beliau berdua penulis belajar tentang kerjasama 
kemanusiaan antar agama. Rasa terima kasih penulis 
sampaikan kepada kawan-kawan aktivis Lakpesdam 
NU, khususnya Kiai Masdar Farid Mas'udi, Pak 
Masykur Maskub (Almarhum), Mas Lukman 
Saifuddin Zuhri, Mas Ulil Abshar-Abdalla, Mas Helmi 
Ali Yafie, Mas Mufid A. Busyairi, Mas MM. Billah, 


Mbak Lilis Nurul Husna, Mas Yahya Maksum, Ahmad 
Baso, Rumadi, Syafig Hasyim, Ahmad Suaidi, Marzuki 
Wahid, Zuhairi Misrawi, Abdul Mugsith Ghazali, 
Sultonul Huda, dan Hamami Zada. Juga teman-teman 
aktivis lintas Iman (ICRP dan Madia), khususnya Mbak 
Musdah Mulia, Pak Gede Natih, Pak Machasin, Mbak 
Amanda Suharnoko, Mas Imam Addarugutni, Mas 
Abdul Mu'ti, Gus Abdul Ghafar Rozin, Pendeta Gomar 
Gultom, Mbak Sylvana Apituley, Romo Harianto, Kiai 
Muhaimin, Pak Michael Utama, Pak Candra Setiawan, 
Pak Sudhamek Agung, Pak Haris Chandra, Mas Trisno 
Sutanto, Pak Zafrullah Pontoh, Mas Zuli Kodir, Kang 
Engkus Ruswana dan Mas Monib. Tak ketinggalan 
teman-teman Gusdurian khususnya Mbak Allisa 
Wahid, Mbak Yeni Wahid, Mbak Inayah Wahid, Mas 
Syafig Alielha, Mas Sastro Ngatawi, Kiai Maman 
Imanul Hag, Guntur Romli, Kang Husein Muhammad, 
Mbak Nia Syarifudin, Mbak Cicik Farhah, Mbak Lies 
Marcoes, Mas Jadul Maula, Mas Hairus Salim, Mas 
Saiful Huda Sodig, Mas Candra dan Gus Baihagi. 
Komunitas aktivis yang merawat intelektualisme, 
idealism, dan perjuangan. 


Terakhir, buku ini penulis persembahkan 
kepada Ibunda Hj. Muslihah Rahmat, Istrinda Hj. Umi 
Kulsum, S.Ag, Ananda Rausyan Fikry Muhammady, 
Satyagraha Habibillah, almarhumah Ken Sayekti 
Rahmatillah dan Najad Ahmad Mujaddidy yang telah 
menjadi bulan dan matahari hidup penulis. Penulis 


senantiasa berharap agar buku ini bermanfaat bagi 
bangsa dan negara khususnya dunia keilmuan di 
Tanah Air, disertai doa agar semua upaya dan ikhtiar 
yang menghasilkan buku ini menjadi amal soleh yang 
diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal'alamin. 
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Kata Pengantar 


uku karya M. Imdadun Rahmat (IR) ini 

yang berjudul Islam Indonesia, Islam 

Paripurna: Pergulatan Islam Pribumi dan 
Islam Transnasional mengandung sejumlah istilah 
dan terminologi yang bagi sebagian orang bisa 
kontroversial dan perlu diperdebatkan. Misalnya 
saja ada istilah “Islam Indonesia' dan apalagi “Islam 
Paripurna”. Terlepas dari perdebatan yang bisa terjadi, 
jelas secara substantif karya ini dapat membantu 
pemahaman lebih baik tentang Islam Indonesia dan 
sekaligus Islam pribumi, khususnya dalam konteks 
tantangan Islam transnasional. 


Ada beberapa istilah yang digunakan, bukan 
hanya “Islam Indonesia's: di dalam buku ini juga 
dipakai istilah “Islam Nusantara' —dalam konteks NU 
khususnya. Saya juga sering menggunakan kedua 
istilah secara bergantian—meski ada konotasi sedikit 
berbeda. Bagi saya, istilah “Islam Nusantara” yang 
wasathiyah, inklusif, akomodatif dan toleran hanya 
absah bagi Indonesia setelah Perang Dunia II. Sejak 
Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila 
yang juga inklusif dan akomodatif, istilah “Islam 
Nusantara” hanya valid untuk Indonesia, tidak bagi 
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Malaysia misalnya yang menjadikan Islam sebagai 
“agama resmi' Federasi Malaysia. 


Dalam konteks itu, sejak masa kemerdekaan, 
Islam Indonesia' tumpang tindih dengan 'Islam 
Nusantara. Cuma saja belakangan, khususnya 
sejak Muktamar NU 2015 istilah terakhir tersebut 
cenderung menjadi privilege NU, sementara itu 
Muhammadiyah nampak enggan menggunakannya. 
Karena NU dan Muhammadiyah bersaudara dan 
saling melengkapi, saya juga sering menggunakan 
istilah “Islam Nusantara Berkemajuan'. 


Terkait eksistensi Islam Indonesia atau Islam 
Nusantara Berkemajuan yang khas telah banyak 
perdebatan di kalangan akademisi (Indonesia sendiri, 
pemikir dan ulama Timur Tengah dan ahli Barat) 
tentang validitas “Islam Indonesia”. Menurut mereka, 
Islam itu hanya satu, dan karena itu tidak ada “Islam 
Arab', “Islam Indonesia' dan seterusnya. 


Bagi saya, “Islam Indonesia” atau “Islam 
Nusantara Berkemajuan' sangat valid. Islam memang 
tidak monolitik, dan sebaliknya sangat majemuk. 
Islam monolitik atau tunggal hanya dalam al-Our'an: 
tetapi begitu ayat-ayatnya diterjemahkan dan 
ditafsirkan, terciptalah keragaman mazhab dan aliran 
sejak dari kalam, figh (fikih), tasawuf, sampai politik. 
Seperti disinggung di bawah nanti, menurut penulis, 
setidaknya ada delapan ranah budaya Islam. 
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Salah satu ranah budaya Islam itu adalah 
Nusantara. Islam Indonesia atau Islam Nusantara 
Berkemajuan memiliki tiga aspek ortodoksi: kalam 
Asy'ariyah, fikih Syafi'i dan tasawuf Ghazalian. Ketiga 
aspek ini kemudian berkembang dalam konteks 
Indonesia sehingga menambah kekuatan distingsi 
Islam Indonesia, misalnya dalam bidang fikih ada 
“fikih mazhab Indonesia'. 


Dengan ketiga aspek ortodoksinya itu, sekali 
lagi Islam Indonesia juga tidak monolitik karena 
kemudian mengalami pribumisasi (kerangka yang 
juga digunakan IR) dalam buku ini. Islam Indonesia 
menjadi terkontektualisasi dan  terindigenisasi 
dengan budaya lokal yang beragam—terkait etnisitas 
atau suku bangsa. Karena absah berbicara tentang 
Islam Aceh', “Islam Minang', “Islam Jawa', “Islam 
Bugis”, “Islam Sasak', dan seterusnya. 


Dinamika Islam Indonesia atau Islam 
Nusantara Berkemajuan yang distingtif sepanjang 
sejarahnya telah dan kian dikaji banyak ahli 
(indonesianis atau islamisis). Kian banyak pula 
kalangan Barat khususnya merasa semakin perlu 
memahami “Islam di Indonesia', atau yang juga 
mereka sebut sebagai 'Islam Indonesia'. Dorongan 
dan keperluan itu banyak disebabkan kian dikenalnya 
Indonesia sebagai negara paling banyak memiliki 
penduduk beragama Islam, sering juga Indonesia 
disebut "negara muslim terbesar' di dunia. Kenyataan 
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bahwa Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir juga 
merupakan negara demokrasi terbesar di muka bumi 
setelah India dan AS hanya memperkuat dorongan 
untuk lebih memahami Islam di negeri ini. 


Dalam konteks itu, adalah Robert Pringle, 
seorang Amerika yang pernah bertugas sebagai 
diplomat pada awal 1970-an di Indonesia menjadi 
contoh terakhir lewat karyanya Understanding 
Islam in Indonesia: Politics and Diversity (Singapore: 
Editions Didier Millet, 2010). Meski Pringle dalam 
judul karyanya ini memakai istilah Islam in Indonesia, 
ia juga menggunakan istilah “Islam Indonesia' secara 
bergantian. Istilah terakhir ini mengisyaratkan, 
dia melihat distingsi Islam Indonesia khususnya 
dalam politik dan keragaman (budayal, yang tidak 
ditemukan di tempat-tempat lain di dunia Muslim. 


Sebenarnya, banyak orang asing baik 
akademisi, diplomat dan masyarakat umumnya, dan 
juga kalangan masyarakat Indonesia sendiri tidak 
memahami Islam Indonesia dengan baik dan akurat. 
Seperti disimpulkan Pringle: “Persepsi-persepsi 
populer tentang Islam di negara mayoritas muslim 
terbesar (di muka bumil mencerminkan stereo-types 
saling bertentangan. Sebagian orang melihatnya 
sebagai mistikal dan jinak, sebagian lainnya ketakutan 
karena (bagi mereka) para ekstrimis Islam telah 
berada pada jalan untuk mendominasi demokrasi 
Indonesia yang tengah bergulat”. 


Bagi Pringle, orang harus melangkah keluar dari 
persepsi stereo-typical: dan berusaha memahami 
apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia dewasa 
ini. Untuk itu, orang perlu mengetahui tentang 
berbagai aspek masyarakat Indonesia, dan khususnya 
tentang peristiwa-peristiwa historis tertentu yang 
memiliki kekuatan penjelasan. Untuk kepentingan 
itu, perlu pengungkapan perjalanan historis Islam 
Indonesia yang begitu panjang, sejak kedatangan dan 
penyebaran Islam di kawasan ini, masa penjajahan 
Belanda dan Jepang sampai kepada masa Presiden 
Soekarno, Soeharto, dan dinamika terkini di masa 
reformasi. 


Tantangan Transnasionalisme 


Sekali lagi, Islam Indonesia dalam beberapa 
dasawarsa terakhir semakin mendapat perhatian 
dari berbagai kalangan luarnegeri. Tetapi, dinamika 
Islam dan masyarakat muslim dalam berbagai aspek 
kehidupan mereka, bagi sementara pengamat asing, 
kadang-kadang membingungkan. Pada satu pihak, 
Islam di kawasan ini kelihatan terus mengalami 
religio-cultural renaissance yang menjanjikan, tetapi 
pada pihak lain terlihat juga gejala intoleransi dan 
radikalisme yang mengkhawatirkan. 


Dalam konteks terakhir ini, Islam Indonesia 
bagi kalangan pengamat asing tertentu, sering dilihat 
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sebagai “security issues”, Islam mereka pandang 
sebagai ancaman terhadap keamanan internasional, 
dan karena itu harus dihadapi dengan pendekatan 
keamanan (security approach) juga. Pendekatan 
keamanan seperti itu, sebagaimana bisa dilihat dalam 
beberapa tahun terakhir ini, jelas kontraproduktif, 
dan justru berujung pada peningkatan ketegangan 
pada tingkat lokal maupun internasional. 


Lebih jauh lagi, pendekatan keamanan 
terhadap Islam wmengaburkan dinamika Islam 
Indonesia, yang sangat kompleks dan multi-facetted. 
Gejala intoleransi dan radikalisme di kalangan 
sementara muslim, hanya bagian kecil dari fenomena 
Islam Indonesia secara keseluruhan. Bagian terbesar 
muslim Indonesia tetap seperti dulu: mereka adalah 
orang-orang penganut Islam Wasathiyah, yang 
damai, toleran, dan tidak mau menjerumuskan diri ke 
dalam pikiran dan tindakan yang bukan hanya dapat 
mencemarkan nama baik, harkat dan martabat kaum 
muslimin, tapi juga Islam sebagai agama rahmatan 
lil Falamin. Karena itulah para peneliti dan pengambil 
kebijakan, baik pada tingkat domestik, maupun 
internasional seharusnya tidak melihat Islam sebagai 
masalah keamanan, tetapi sebagai sebuah ekspresi 
keagamaan, sosial, dan kultural sangat kompleks. 


Sekali lagi, dalam kacamata pendekatan 
keamanan, Islam Indonesia dianggap telah terseret 
ke dalam apa yang disebut sebagai 'jaringan 
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intoleransi dan radikalisme' transnasional sejak dari 
HTI dan berbagai kelompok Salafi—seperti dibahas 
karya IR ini. Selain itu, terkait dengan jaringan lebih 
radikal dan teroristik berpusat pada Taliban, Al- 
Oaidah, ISIS, dan Jama'ah Islamiyyah, MMI, JAT 
atau JAD. Semua jaringan ini dalam satu dan lain hal 
bertanggungjawab dalam berbagai pemboman dan 
aksi terorisme lain di Indonesia dalam waktu sekitar 
dua dasawarsa terakhir. 


Tetapi, sekali lagi, gejala tersebut hanya 
merupakan bagian kecil dan juga bukan baru dari 
pengalaman Islam Indonesia. Keterlibatan Islam 
Indonesia dalam jaringan transnasional sama sekali 
tidaklah baru. Kajian saya sendiri tentang jaringan 
ulama (1992) menemukan setidaknya sejak abad 17 
banyak ulama dan murid Jawi (ashab al-Jawiyyin) 
yang terlibat dalam jaringan Islam transnasional. 


Keterlibatan Islam Indonesia ini sangat 
instrumental dalam pembaharuan (tajdid dan islah) 
Islam di kawasan ini. Bahkan akar 'tradisionalisme' 
Islam —yang kemudian menjadi paradigma awal NU— 
berakar pada jaringan ulama transnasional tersebut. 
Gelombang Islam transnasional berikutnya, sejak 
akhir abad 19 dan awal abad 20, menjadi akar-akar 
modernisme Islam, yang kemudian terwujud dalam 
Muhammadiyah. Jika sumber transnasionalisme 
pertama adalah Mekkah dan Madinah, yang kedua 
adalah Kairo. 
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Terakhir adalah gelombang transnasionalisme 
pasca Revolusi Islam Iran, yang sedikit banyak 
mempengaruhi dinamika kaum muslimin Indonesia. 
Transnasionalisme Islam gelombang ini penting 
bukan dalam usaha reduplikasi Revolusi Islam Iran 
di Indonesia, tetapi dalam konteks kebangkitan 
self-esteem dan self-confidence baru di kalangan 
muslim Indonesia vis-a-vis kekuatan transnasional- 
internasional. 


Dengan demikian jelas dinamika Islam 
Indonesia tidak terlepas dari dinamika Islam 
transnasional. Penting diingatkan, — jaringan 
transnasionalisme itu lebih berpusat pada bidang 
keagamaan, intelektualisme, dan sosio-kultural 
daripada yang lain-lain. 


Pada akhirnya, kajian dan pembahasan tentang 
Islam —khususnya aspek — transnasionalisme— 
seharusnya menghindari persepsi yang bias dan 
simplistik. Sebab, selain menyesatkan, juga hanya 
bermuara pada peningkatan ketegangan dan konflik 
di antara masyarakat-masyarakat dunia. 


Revitalisasi Islam Wasathiyah Indonesia 


Islam Indonesia yang menganut Islam 
wasathiyah, Islam 'jalan tengah': kenapa perlu 
revitalisasi? Dalam konteks Indonesia, intoleransi 
dan kekerasan yang meski umumnya terjadi 
secara isolated di tanahair—tidak massif dan atau 


lama—yang melibatkan penggunaan sentimen 
dan simbol Islam tepat sungguh menyedihkan. 
Apapun alasannya, jelas intoleransi dan kekerasan 
tidak bisa dibenarkan. Intoleransi dan kekerasan 
hanya menciptakan kekerasan selanjutnya sehingga 
menghasilkan lingkaran kekerasan (circle of violence) 
yang sulit diakhiri. 


Islam wasathiyah jelas merupakan salah satu 
karakter dan ciri Islam khas Indonesia, meski terdapat 
keragaman mazhab dan aliran furu'iyah di kalangan 
kaum Muslim yang jumlahnya terbesar dibandingkan 
dengan negara-negara lain di Dunia Islam. Karena 
itu, saya gusar ketika beberapa media asing ketika 
mewawancarai saya menyatakan, sejumlah kekerasan 
kasuistik itu membuat wajah Islam Indonesia secara 
keseluruhan telah menjadi sangar atau smiling face 
telah lenyap dari wajah Islam Indonesia. 


Meski mayoritas mutlak kaum Muslimin 
Indonesia adalah orang-orang yang damai, jelas 
Islam wasathiyah tidak bisa dianggap sebagai 
sudah selesai (taken for granted). Intoleransi dan 
kekerasan yang masih saja terjadi justru merupakan 
pendorong untuk memperkuat dan merevitalisasi 
Islam wasathiyah. 


Islam wasathiyah yang dipegangi kaum 
Muslimin Indonesia bersumber dari konsep'ummatan 
washatan' (Our'an 2:143). Umat seperti inilah yang 
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dapat dan mampu menjadi saksi kebenaran bagi 
manusia lain. Ummatan washatan adalah umat yang 
selalu menjaga keseimbangan, tidak terjerumus ke 
ekstrimisme kiri atau kanan, yang dapat mendorong 
kepada tindakan kekerasan. 


Lebih jauh, ummatan wasathan adalah 
umat yang selalu bersikap tawashut (jalan tengah), 
tawazun (seimbang) dan 'i'tidal (bersikap adil): 
menyeimbangkan di antara iman, Islam dan 
toleransi. Keimanan tanpa toleransi menbawa 
ke arah eksklusivisme dan ekstrimisme: dan 
sebaliknya, toleransi tanpa keimanan berujung pada 
kebingungan dan kekacauan. Dengan toleransi, 
ummatan wasathan berusaha hidup bersama secara 
damai baik intra maupun antar-agama. Inilah wajah 
Islam Indonesia yang diwakili ormas-ormas Islam 
yang jauh lebih tua daripada Republik ini, semacam 
NU, Muhammadiyah dan seterusnyadi seluruh 
Nusantara. 


Memang keragaman internal umat Islam 
menjadi sunnatullah—sebuah keniscayaan. 
Keragaman itu sudah bermula sejak dari hal ibadah, 
meski umumnya pada tingkatan furu'iyah. Ini terlihat 
misalnya dalam soal salat (shalat) Subuh: ada umat 
Nahdliyyin yang merasa lebih afdal mengerjakannya 
lengkap dengan gunut, tapi ada juga yang tidak yaitu 
warga Muhammadiyah—salatnya sama-sama syah. 
Perbedaan dalam hal furu'iyah juga ada pada kalam, 
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atau teologi dan tasawuf. Ada mutakallimun yang 
sepenuhnya percaya kepada takdir, tapi juga ada 
yang percaya kepada potensi kemampuan manusia 
untuk “mengubah' takdirnya dengan mengerahkan 
semua potensi dirinya. 


Keragaman itu terlihat juga pada tingkat 
sosial-budaya, yang kemudian mengalir ke dalam 
aspek-aspek kehidupan lain seperti politik, 
pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Keragaman 
ekspresi sosial-budaya banyak bersumber dari tradisi 
dan adat lokal, yang kemudian mengalami proses 
'islamisasi' dan menjadi apa yang disebut sejarawan 
Marshall Hodgson sebagai 'islamicate', yakni bidang 
kehidupan yang dipengaruhi Islam sehingga menjadi 
Islami. 


Mengamati keragaman sosial-budaya 
'islamicate' itu, saya menawarkan adanya delapan 
ranah budaya Islam (cultural Islamic spheres) yang 
berbeda satu sama lain dan memiliki karakter dan 
distingsinya masing-masing. Kedelapan ranah budaya 
Islam itu: Arab, Persia (Iran), Turki, Anak Benua India, 
Nusantara, Sub-Sahara Afrika (Afrika Hitam), Sino- 
Islamic, dan Belahan Dunia Barat (Eropa, Amerika 
dan Australia). Sering orang Islam sendiri tidak 
merasakan perbedaan-perbedaan itu, karena tidak 
melihat langsung ekspresi kehidupan sosio-kultural 
kaum muslimin yang beragam: atau juga sebab tidak 
bisa menggunakan perspektif perbandingan di antara 
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masyarakat-masyarakat muslim. 


Bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan- 
perbedaan itu? Tidak bisa lain adalah dengan 
memperkuat sikap tasamuh, toleransi, khususnya 
intra-Islam. Dari sini kemudian dikembangkan 
tasamuh antaragama, dan juga tasamuh dengan 
negara. Untuk penguatan trilogi tasamuh itu tak bisa 
lain, jelas memerlukan penguatan dan revitalisasi 
Islam wasathiyah dari waktu ke waktu. 


Penutup 


Karya Imdadun Rahmat ini telah berhasil 
memetakan berbagai dinamika Islam Indonesia baik 
ke dalam (within) maupun keluar (without). Meski 
Islam Indonesia menghadapi berbagai tantangan 
paham dan gerakan transnasional, dia nampaknya 
meyakini sekali bahwa Islam Indonesia adalah “Islam 
Paripurna'. 


Boleh jadi klaimnya itu ditolak sebagian 
kalangan yang secara idealistik melihat Islam 
Paripurna itu justru ada di dunia Arab, misalnya di 
Mekkah dan Madinah atau bahkan Kairo. Karena 
itulah mereka menganggap Islam Indonesia tidak 
sempurna dan menganjurkan agar muslimin 
Indonesia justru mengadopsi Islam Arab misalnya. 


Anggapan ini sebetulnya kontraproduktif bagi 
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dinamika Islam Indonesia hari ini ke depan. Islam di 
tempat-tempat lain sebenarnya ahistoris dan tidak 
kontekstual bagi Indonesia. Karena itulah kaum 
muslimin ummatan wasathan Indonesia membuang 
sikap inferiority-complex vis-a-vis Islam Arab misalnya 
dan sebaliknya memiliki kebanggaan pada tradisi 
Islam Indonesia dan terus memperkuat marwah dan 
martabat vis-a-vis Islam Nusantara Berkemajuan. 


Meski Islam Indonesia juga menghadapi 
sejumlah masalah internal umat dan bangsa, 
jelas muslimin Indonesia yang menerapkan Islam 
wasathiyah menjadi faktor penting terciptanya dan 
sekaligus bertahannya negara-bangsa Indonesia. 
Tak kurang pentingnya, membuat Indonesia sebagai 
negara yang secara Umum stabil secara politik dan 
keamanan, Itulah yang membuat ekonomi Indonesia 
bisa bertumbuh, yang pada gilirannya memungkinkan 
bangkitnya “kelas menengah muslim Indonesia' yang 
jumlahnya sangat besar. 


Mengingat kandungannya yang komprehensif, 
karya Imdadun Rahmat ini, tak ragu lagi merupakan 
kontribusi penting untuk memahami Islam 
Indonesia—khususnya dalan perspektif seorang 
pemikir muda Nahdliyyin. Tahniah buat Imdadun 
Rahmat dan bagi para pembaca, selamat membaca. 


Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE 
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Pendahuluan 
AS 


Islam Indonesia 


Islam Paripurna 


Pengantar 


alam perjalanan sejarah, umat Islam di 

Indonesia senantiasa mengalami berbagai 

corak interaksi antara Islam dengan dunia 
di sekitarnya. Interaksi itu bisa berupa ketegangan, 
pergulatan, dialog, rekonsiliasi, dan adaptasi. Sejak 
awal perkembangannya di nusantara, Islam telah 
berhadapan dengan situasi sosio-politik dan kultural 
yang berbeda dengan situasi Jazirah Arab dari 
mana Islam berasal. Kondisi itu bisa berupa agama 
setempat (Hindu, Budha, dan agama lokal), budaya 
setempat (pada umumnya budaya agraris), struktur 
sosial setempat, dan sistem politik setempat (sistem 
kekuasaan kesukuan maupun kerajaan). Selain itu, 
kolonialisme juga memaksa Islam berinteraksi dan 
bernegosiasi dengan gagasan, sistem dan struktur 
yang datang dari dunia Barat seperti modernitas, 
sekularisme, kapitalisme, sosialisme, dan demokrasi. 


Pengalaman berinteraksi ini telah melahirkan 
sebuah corak khas Islam Indonesia yang tidak hanya 
berbeda dengan Islam di Arab atau Timur Tengah, 
tetapi juga berbeda dengan Islam di belahan dunia 
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yang lain. Islam nusantara dikenal sebagai Islam 
toleran, Islam damai (peaceful Islam), Islam ramah 
(smile Islam), moderat, dan Islam yang membudaya. 
Islam yang tumbuh di belahan khatulistiwa ini 
memiliki kemampuan adaptasi sangat tinggi 
terhadap unsur tradisi lokal serta terbuka terhadap 
modernitas. 


Islam Indonesia direpresentasikan oleh umat 
Islam yang mengikuti aliran Ahlussunnah wal Jama'ah 
yang berpedoman pada Alguran, sunah nabi, ijma', 
dan giyas. Keislaman mereka diwarnai mazhab fikih 
Syafi'i yang sangat kental, namun juga memakai 
mazhab fikih Maliki, Hambali, dan Hanafi dalam 
situasi tertentu. Mereka menjadikan kitab-kitab 
karya para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah abad 
pertengahan yang disebut al-kutub al-mu'tabarah 
(kitab-kitab yang diakui secara konsensus) sebagai 
panduan memahami dan mengamalkan ajaran 
Islam. Umat Islam nusantara juga dikenal sangat 
akrab dengan amalan-amalan spiritual dalam bingkai 
tasawuf dan tarekat. Mereka sangat menghormati 
para wali, ulama, habaib (keturunan nabi), dai (da'i), 
guru agama, dan para raja Islam (sultan). Religiusitas 
mereka diperhalus dengan berkembangnya tradisi 
dan ritus-ritus keagamaan serta kesenian yang 
merupakan perpaduan Islam, tradisi Timur Tengah, 
dan tradisi lokal. Islam semacam inilah yang secara 
antropologis membentuk berbagai organisasi massa 
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Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU), 
Mathlaul Anwar (MA), Nahdlatul Wathan (NW), 
Persatuan Tarbiyah Islamiyyah (Perti), Al-Washliyah, 
Jamiatul Khair, dan sebagainya. 


Dalam rumpun Islam Indonesia ini juga 
tumbuh kelompok pembaru yang ingin memurnikan 
ajaran Islam dari unsur luar (purifikasi) khususnya 
dari tradisi lokal dengan membawa agenda 
pemberantasan syirik, bidah (bid'ah), dan khurafat 
ala gerakan Wahhabiah. Namun berbagai gerakan 
ini tidak sepenuhnya berhasil mencapai cita-cita 
awalnya dan secara alamiah tumbuh kemampuan 
beradaptasi dengan kondisi lokal. Berkat ide-ide 
pembaruan Al-Manar asuhan Muhammad Abduh 
yang juga mereka bawa dari Timur Tengah, karakter 
puritan-fundamentalis kelompok ini ternetralisir 
dengan sendirinya. Maka organisasi massa Islam 
seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad juga 
terasa warna keindonesiaannya. 


Dua dekade terakhir ini, Indonesia diramaikan 
oleh munculnya kelompok-kelompok keagamaan 
Islam yang menarik perhatian publik karena tingkah 
polahnya yang “asing”. Asing bukan hanya karena 
berbeda dengan ekspresi Islam Indonesia pada 
umumnya tetapi juga karena penolakannya yang 
terang-terangan terhadap realitas Islam yang telah 
beradaptasi dengan nilai-nilai keindonesiaan. 
Kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian 
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dari jaringan organisasi yang bergerak di berbagai 
negara dengan sifatnya yang lintas negara, lintas 
kawasan, dan lintas benua. Kelompok-kelompok itu 
belakangan ini sering disebut dengan istilah “Islam 
transnasional”. 


Jauh sebelumnya, istilah “transnasionalisme” 
sudah lebih dulu dikenal publik terutama 
identifikasinya dengan kejahatan lintas negara 
baik dalam bentuk gerakan kriminal internasional 
(transnational crime) maupun eksploitasi oleh 
kapitalisme di kawasan dunia berkembang yang 
dipelopori oleh perusahan-perusahaan multinasional 
atau yang dikenal dengan sebutan Transnational 
Corporations (TNCs). 


Istilah ini belakangan memiliki nuansa baru 
karena dilekatkan dengan Islam sebagai agama yang 
dianut oleh hampir 1/3 umat manusia yang tersebar 
baik di kawasan Timur maupun Barat. Kendati 
demikian, Islam transnasional di sini bermakna 
spesifik, yakni merujuk pada berbagai gerakan 
yang menganut ideologi, gerakan sosial politik dan 
keagamaan yang tunggal, dan lintas negara, serta 
berbasis pada tradisi Timur Tengah. Bentuk gerakan 
Islam semacam ini direpresentasikan oleh sejumlah 
organisasi seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut 
Tahrir (HT), Salafiyah, Jama'ah Tabligh, Ahmadiyah, 
Syi'ah, Jama'ah Islamiyah, Tanzim Al-Oaidah, dan ISIS. 
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Fenomena gerakan Islam transnasional ini 
sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari 
globalisasi. Hal penting yang menandai peradaban 
manusia adalah semakin intensifnya kontak dan 
hubungan antar manusia yang dipisahkan oleh jarak 
yang jauh sekalipun. Karena kemajuan teknologi 
transportasi dan komunikasi, seseorang bisa 
berpindah tempat dengan mudah dan cepat, dan 
pada saat yang sama seseorang bisa berkomunikasi 
dengan orang lain di tempat yang jauh. Kecanggihan 
teknologi transportasi dan komunikasi telah 
membuat semua orang bisa menjelajah ke dunia 
yang ia kehendaki, untuk bertemu, berhubungan, 
saling bertukar pengetahuan dan kebudayaan, serta 
saling mempengaruhi cara hidup. Human movement 
(perpindahan orang) yang semakin intensif 
menyebabkan umat manusia yang tinggal di belahan 
dunia yang satu bisa berinteraksi dengan penghuni di 
belahan dunia yang lain. Maka terwujudlah sebuah 
"global village” di mana bola dunia yang besar itu 
seolah-olah menjadi sebuah kampung kecil di mana 
penghuninya bisa saling berhubungan dengan mudah 
dan semakin intensif. 


Dalam dunia yang demikian, maka batas- 
batas yang sebelumnya menjadi penyebab isolasi 
tertembus. Dunia menjadi borderless (tak berbatas). 
Batas-batas geografis, teritorial negara, batas-batas 
etnisitas, kebudayaan, bahasa, adat dan tradisi, 
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agama dan aliran (sekte/mazhab) serta batas-batas 
yang lain yang sebelumnya memisah-misahkan 
umat manusia telah kehilangan keperkasaannya. 
Akibatnya, berbagai bidang kehidupan bisa dengan 
mudah melintas batas-batas itu. Baik ekonomi, 
politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, agama dan 
juga gerakan keagamaan bisa memiliki ruang edar 
dan ruang gerak yang melintasi batas-batas yang 
secara tradisional menjadi benteng isolasi antar 
kelompok manusia. 


Dalam dunia gerakan Islam, sebenarnya, batas- 
batas tersebut telah sejak berabad-abad yang lalu 
tertembus. Masuknya Islam ke nusantara merupakan 
bukti bahwa dakwah Islam telah memiliki kekuatan 
untuk melintasi benua, negara, dan melintasi batas 
budaya. Tetapi, saat ini, kemampuan menerobos 
batas tersebut berlipat ratusan kali karena globalisasi. 
Jika dahulu hanya gerakan Islam mainstream yang 
memiliki kekuatan dan sumberdaya besar serta 
didukung oleh imperium kekuasaan besar yang 
mampu melintasi batas, maka sekarang gerakan 
Islam atau organisasi Islam kecil pun bisa melakukan 
itu. Buktinya, banyak gerakan Islam "gurem” yang 
di tempat asalnya tidak laku, lemah pengaruhnya, 
dan tidak mendapatkan tempat yang signifikan 
di masyarakatnya, namun bisa menyebar dan 
berkembang di wilayah yang baru. 


Kelompok-kelompok Islam transnasional ini 
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berkembang cukup pesat dan menyebar ke seluruh 
pelosok Indonesia. Mula-mula, mereka merekrut 
anggota jamaah melalui diskusi dan pengajian- 
pengajian kecil secara diam-diam. Namun pada masa 
berikutnya, mereka membentuk jamaah hingga 
organisasi dan menjalankan aktivitas dakwahnya 
secara terbuka dan massif. 


Di negeri kita, kelompok-kelompok Islam 
transnasional tersebut melahirkan Jamaah Tarbiyah 
(belakangan  bermetamorfosa menjadi Partai 
Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
Jamaah Salafi (neo-Wahhabi, termasuk Laskar 
Jihad), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan 
pecahannya (Jama'ah Ansorut Tauhid dan Jama'ah 
Anshorud Daulah), dan Jama'ah Islamiyah (JI), serta 
kelompok teroris yang berbaiat kepada ISIS. Jauh 
sebelumnya, gerakan Islam transnasional yang telah 
hadir di Indonesia, antara lain: Syiah, Ahmadiyah, 
dan Jamaah Tabligh. Namun Syiah, Ahmadiyah, 
dan Jama'ah Tabligh tidak begitu menonjol karena 
pengaruhnya yang kecil dan sikapnya yang apolitis 
serta tidak tampil dalam kancah nasional. 


Berbagai organisasi tersebut memiliki tali- 
temali yang terhubung dengan organisasi serupa yang 
berkembang, eksis dan menjalankan aktivitasnya 
di negara lain, kawasan lain, maupun benua lain. 
Gerakan Tarbiyah (PKS) ditengarai sebagai gerakan 
yang memiliki dasar ideologi IM. Maka ia sering 
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disebut “anak ideologis” IM. PKS merupakan IM-nya 
Indonesia sebagaimana HAMAS di Palestina, AKP 
di Turki, Partai Nahdlah di Tunisia, PAS di Malaysia, 
dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam yang 
menjadikan IM sebagai acuan ideologis dan kiprah 
keagamaan dan politiknya eksis di lebih 15 negara. 


HTI jelas-jelas menyatakan cabang dari HT 
yang didirikan oleh Tagiyyuddin An-Nabhani di Haifa, 
Palestina. HT juga memiliki cabang di banyak negara 
dan berkembang tidak saja di dunia Muslim tetapi 
juga merambah ke Eropa. 


Demikian juga dengan Dakwah Salafi, yang 
juga merupakan jaringan dakwah lintas negara yang 
pengaruh pemikiran salafiahnya bersumber dari 
Arab Saudi, Yaman, dan Kuwait. MMI juga ditengarai 
menganut ideologi yang sama dengan jaringan Jl 
yang berkiprah di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, 
Thailand, dan Filipina). Pemimpin MMI, Ustadz Abu 
Bakar Ba'asyir adalah juga muassis (pendiri) Jl yang 
anggotanya adalah para alumni pelatihan militer di 
Afghanistan. 


Kemunculan aktor baru gerakan Islam 
transnasional ini menimbulkan gelombang dakwah 
baru yang membawa semangat (ghirroh) baru 
untuk meningkatkan kesalehan dan daya juang pada 
sebagian umat Islam, sekaligus melahirkan polemik 
dan pertentangan terkait asas-asas kebangsaan 
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dan kenegaraan serta bangunan sosio-kultural yang 
telah ada. Ia juga menyebabkan gejolak dan konflik 
di kalangan internal gerakan Islam maupun dampak- 
dampak negatif bagi umat. Kiprah positifnya ada pada 
meluasnya area dakwah. Mereka menggarap umat 
yang selama ini kurang tersentuh oleh dakwah Islam 
yang telah ada yakni para mahasiswa perguruan tinggi 
umum yang sebagian besar belum berhubungan 
dengan dunia pesantren dan pendidikan keagamaan 
yang dikelola oleh ormas Islam yang telah ada. 


Sisi negatifnya, gerakan baru ini sering 
berbenturan dari sisi paradigma dakwah, pandangan 
politik, strategi gerakan, maupun pada tingkat aksi di 
lapangan dengan golongan Islam yang lain. Kelompok 
baru tersebut memiliki perbedaan yang signifikan 
dengan aktor gerakan Islam yang telah lama eksis 
seperti NU, Muhammadiyah, MA, NW, Perti, 
Persis, Al-lrsyad, Al-Washliyah, Jamiatul Khair, dan 
sebagainya. Perbedaan ini menjadi jelas dirasakan 
karena gerakan mereka berada di luar kerangka 
mainstream paham keagamaan di Indonesia. Dengan 
basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang 
memiliki karakter cenderung radikal, kelompok- 
kelompok transnasional ini berbeda dengan karakter 
Islam Indonesia yang damai, toleran, dan bervisi 
kebangsaan kuat. 


Pada tataran praktek di lapangan, mereka 
acap kali menerapkan taktik infiltrasi. Mula-mula, 
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mereka memasuki komunitas umat Islam yang 
telah dibina sejak lama oleh ormas Islam yang telah 
eksis. Pada tahap ini belum menimbulkan masalah 
karena biasanya mereka mengedepankan titik temu, 
persamaan, dan ukhuwah. Namun selanjutnya, 
infiltrasi ini berujung perebutan umat maupun 
pengambilalihan institusi-institusi keagamaan dan 
juga aset-aset milik ormas pendahulunya. 


Pada masa-masa awal perkembangannya, 
kelompok ini menjadikan kampus umum sebagai 
kelompok sasaran dakwahnya. Karena kampus 
umum merupakan “lahan kosong” maka dakwah 
yang mereka lakukan tidak menyebabkan benturan 
secara langsung dengan kelompok Islam yang lain. 
Tetapi ketika kelompok ini melebarkan wilayah 
dakwahnya kepada masyarakat umum, maka 
terjadilah benturan. Ormas-ormas yang ada merasa 
dizalimi dan diperlakukan dengan cara tidak ber- 
akhlakul karimah. Hal ini tak ayal melahirkan 
ketegangan baru di tubuh umat Islam. Ketegangan 
lama yang disebabkan persaingan antara Islam 
tradisionalis (NU dan sejenisnya) dengan Islam 
modernis (Muhammadiyah dan sejawatnya) baru 
saja mereda di satu dekade terakhir, maka ketegangan 
sejenis muncul kembali karena strategi ofensif yang 
dilakukan oleh kelompok Islam transnasional ini. 


Bersamaan dengan arus reformasi, gerakan 
Islam transnasional ini melakukan ekspansi besar- 
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besaran. Gerakan mereka tidak terbatas menguasai 
masjid-masjid kampus, tetapi juga di masjid-masjid 
di perkotaan. Dan belakangan mereka secara 
spektakuler bergerak memasuki masjid-masjid 
desa dan perkampungan dan menguasai serta 
mengontrol manajemen ta'mir di dalamnya. Fakta 
ini telah disinyalir oleh mantan Ketua Umum PBNU, 
KH. Hasyim Muzadi pada Kata Pengantar buku K.H. 
Masdar Farid Mas'udi, Membangun NU Berbasis 
Masjid dan Umat (2007) dengan mengatakan: 
“Sejak tahun 90-an masjid-masjid di negeri kita 
semakin banyak yang disatroni oleh kelompok- 
kelompok dakwah yang dipengaruhi bahkan 
menjadi perangkat dari poros-poros ideologi 
transnasional yang asing bagi bangsa Indonesia 
yang majemuk, seperti Ikhwanul Muslimin, 
Jama'ah Tabligh, Jaulah, dan Hizbut Tahrir. Masjid 
yang menjadi basis utama kelompok-kelompok ini 
pada awalnya adalah masjid-masjid kampus milik 
publik yang diakuisisi. Namun, belakangan mereka 
juga masuk ke masjid di kampung-kampung yang 
sebagian besar merupakan masjid dan basis 
Nahdliyin.” 


Kenyataan ini pun dialami oleh organisasi 
modernis Muhammadiyah. Gerakan Islam 
transnasional tidak hanya mengambil alih masjid- 
masjid, tetapi juga badan amal usaha seperti 
lembaga pendidikan dan rumah sakit. Tak heran 
jika Muhammadiyah lebih tegas terhadap warganya 
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dengan memberikan opsi: ikut partai politik atau 
organisasi Muhammadiyah. Tidak sulit sebenarnya 
kita memprediksi implikasi apa yang terjadi bila 
gerakan Islam transnasional ini mendominasi corak 
keislaman di Indonesia. 


Kita bisa membedakan dua implikasi, yakni 
kultural dan politik. Pertama, Implikasi kultural. 
Semakin dominannya Islam transnasional akan 
berpeluang mengubah orientasi keagamaan umat 
Islam Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, umat 
Islam Indonesia sebagian besar berafiliasi dengan 
dengan dua organisasi besar: Muhammadiyah 
dan NU. Keduanya adalah dua organisasi Islam 
yang moderat, toleran, dan menawarkan corak 
keberislaman yang cinta damai, plural, dan inklusif. 
Kedua organisasi ini pula yang telah menanam 
saham bagi terbentuknya negara-bangsa Indonesia 
yang berbhinneka. 


Posisi ini jelas berbeda dengan corak dan 
karakteristik Islam transnasional yang pada 
dasarnya bersifat intoleran dan tidak menghargai 
keberagamaan. Secara keagamaan — mereka 
menggunakan tafsir keagamaan yang ekstrem dan 
inkontekstual dengan kondisi sosial dan budaya 
masyarakat Indonesia sehingga berakibat pada 
intoleransi dalam kehidupan sosial dan keagamaan. 
Karena mereka gencar — mengkampanyekan 
gerakannya di masjid-masjid dan gemar menyesatkan 
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komunitas Islam lain, gerakan ini berpeluang 
memancing benturan antara sesama umat Islam dan 
menciptakan konflik horizontal. Ketegangan antara 
kaum Nahdliyin (terutama Banser Ansor) dengan 
para pengikut HTI dan Dakwah Salafi di berbagai 
tempat membuktikan bahwa konflik horizontal telah 
manifest, bukan lagi laten. Fakta ini, telah disinyalir 
sejak lama oleh KH. Masdar Masudi terutama 
terkait ancaman bahaya yang bakal menimpa NU. 
Masdar menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang 
memprovokasi dan mengadudomba para tokoh NU 
dengan menciptakan konflik horizontal antar warga 
NU. Kelompok-kelompok ini menuduh NU sesat dan 
menyimpang, penuh tahayul, bidah, dan khurafat, 
sementara hanya kelompok mereka sendiri yang 
paling benar dalam beragama.! 


Kedua, Implikasi politik. — Sebagaimana 
sudah disinggung di atas bahwa gerakan Islam 
transnasional lahir dan tumbuh di Timur Tengah, dan 
dalam perkembangannya memakai jalur komando 
yang terpusat di negara tempatnya kelahirannya. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa corak dan 
agenda organisasi ini sepenuhnya dikendalikan oleh 
kekuataan luar. Dampaknya adalah kegiatan-kegiatan 
mereka tidak sejalan dengan dinamika sosial dan 
budaya serta kebutuhan masyarakat lokal, bahkan 


1 Lihat Laporan utama majalah Risalah NU, No. 2/ 
Thn I/Jumadil Tsaniyah 1428 H. 
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akan merusak tradisi dan ruang batin kehidupan 
masyarakat. Dalam konteks ini ia berpeluang 
mengancam harmoni sosial dan menimbulkan konflik 
batin dan pemikiran dengan masyarakat setempat 
yang pada akhirnya bisa melahirkan konflik sosial. 


Secara politik, karakteristik dasar Islam 
transnasional adalah bersifat anti terhadap nilai- 
nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan 
pluralisme, dan sebagian malah menolak sistem 
negara-bangsa modern. HT misalnya, organisasi ini 
secara terus terang menganggap nasionalisme dan 
Pancasila sebagai paham jahiliah dan thaghut yang 
tidak memiliki landasan dalam Islam. Oleh karena itu, 
menurut mereka, Indonesia adalah negara jahiliah 
dan pemerintahan thaghut yang harus digantikan 
dengan ideologi Islam dan harus ditata di bawah satu 
kepemimpinan dalam sistem khilafah. Dari sudut 
ideologi politik semacam ini bisa diperkirakan bahwa 
organisasi ini berpotensi menyeret agama ke dalam 
benturan sosial dan politik. Mereka juga berpeluang 
melakukan makar terhadap kekuasaan NKRI, dan 
membahayakan keberadaan ideologi Pancasila yang 
telah kita sepakati bersama. Dalam jangka panjang 
ideologi Islam tansnasional berpeluang menciptakan 
perpecahan umat Islam, merusak tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara serta kedamaian kehidupan 
masyarakat Indonesia. 


Buku ini ingin mengulas bagaimana ideologi, 
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pandangan keagamaan, visi sosial dan politik, aktivitas 
dan strategi gerakan kelompok-kelompok gerakan 
Islam transnasional ini, serta apa pengaruhnya bagi 
kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia. 
Selanjutnya, gerakan Islam transnasional ini akan 
dibandingkan dengan gerakan “pribumisasi Islam” 
yang dikembangkan di kalangan Nahdlatul Ulama 
(NU). Dalam bagian kedua, buku ini akan menyajikan 
pandangan-pandangan NU terkait dengan konteks 
lokal Indonesia baik dalam ranah kegamaan, sosial, 
budaya, dan politik, serta bagaimana NU menyikapi 
ideologi dan gagasan gerakan Islam transnasional 
tersebut. 


Pijakan Teoritis: Islam Transnasional, Globalized 
Islam dan Pribumisasi Islam 


Secara akademis, kajian tentang Islam 
transnasional mula-mula muncul di negara-negara 
Barat sebagai respon terhadap ketidakmampuan 
umat Islam di sana untuk berintegrasi dengan 
kondisi sosial, kultural, dan politik setempat. Umat 
Islam yang semakin meningkat jumlahnya, di Eropa 
sekitar 10-15 juta dan terus bertambah oleh migrasi 
besar-besaran akibat konflik di Irak dan Suriah, tetap 
menjadikan negara asal mereka sebagai rujukan 
keagamaan. Meskipun mereka tinggal atau bahkan 
lahir dan tumbuh di Eropa, namun mereka tetap 
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meminta fatwa kepada ulama-ulama di negara asal 
atau negara leluhur mereka bukan kepada ulama 
yang tinggal di Eropa. Mereka mengasosiasikan Islam 
dengan tanah asal mereka. Islam yang berkembang 
di Eropa bukanlah Islam yang benar menurut 
mereka. Akibatnya, antara keislaman dan identitas 
kebangsaan (identitas bangsa Eropa) mereka tidak 
terjembatani.2 


Pada kasus ini, karakter transnasional terwujud 
dalam bentuk mengimpor apa adanya pemahaman 
agama dari sumber asalnya, yakni pemahaman agama 
dari asal-usul nenek-moyang atau asal-usul gerakan 
induknya. Pemahaman agama yang demikian terputus 
dengan konteks di mana penganut agama hidup. 
Tidak mengalami proses adaptasi dengan kondisi 
dan situasi sosio-kultural dan kondisi politik lokal. 
Kajian ini kemudian berkembang semakin luas tidak 
saja mengamati fenomena demografi keberadaan 
imigran muslim di Eropa, tetapi menjangkau Islam 
transnasional sebagai wilayah untuk perdebatan 
tentang Islam serta keberadaan organisasi-organisasi 
atau jaringan gerakan Islam transnasional. 


Karakter lain Islam transnasional juga muncul 
dalam berbagai organisasi atau gerakan yang tidak 
memperoleh sambutan luas di dalam negeri asalnya, 
yang lalu terpaksa mengembangkan organisasi dan 


2 T. Gerholm dan GX. Lithman (ed.), The New Islamic 
Presence in Western Europe, London: Mansell Publishing, 1988. 
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gerakan itu di luar negeri. Mereka kalah bersaing 
dengan gerakan lain dan gagal menjadi mainstream, 
atau menjadi gerakan terlarang yang membuat 
mereka lari ke negeri lain. Mereka mencari pengikut 
baru di luar negeri, mendirikan organisasi di sana 
dan mengembangkan jaringan lintas negara. 
Pilihan lain adalah menjadi gerakan berbasis 
virtual, memanfaatkan teknologi komunikasi, 
khususnya internet. Dalam konteks Indonesia, kajian 
transnasional lebih banyak diarahkan untuk melihat 
eksistensi organisasi-organisasi Islam transnasional 
atau jaringan gerakan Islam yang melintasi batas- 
batas negara, sebab munculnya, dan apa dampak 
yang ditimbulkan oleh mereka terhadap keberadaan 
Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa. 


Secara sosiologis, rujukan kepada corak Islam 
puritan dan penolakan pada warna Islam lokal 
berhubungan dengan gejala “globalisasi Islam”. Sejak 
dari namanya, globalisasi dalam bentuk apapun 
bersifat lintas teritorial. Persebaran atau pertukaran 
barang atau gagasan berlangsung melintasi batas- 
batas teritorial entah itu negara, kepulauan maupun 
benua. Itu bila dilihat dari sudut sifatnya yang 
mengglobal. Sementara itu dari sudut subjeknya, 
sesuatu yang bisa mengglobal mengandaikan bahwa 
ia mampu melepaskan dirinya dari ikatan kultural 
dan sosial dari wilayah tertentu yang menjadi 
akarnya. Dengan kata lain, globalisasi yang semakin 
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ekspansif oleh kecanggihan teknologi sekarang ini 
meniscayakan deteritorialisasi, yakni “hilangnya relasi 
kebudayaan dari teritori sosial dan geografisnya”.? 


Gerak modal dalam globalisasi memperlihatkan 
karakteristiknya yang deterritorialized. Demikian 
pula barang dan gagasan yang menyebar ke seluruh 
penjuru dunia dan kemudian diaplikasi pada suatu 
tempat dan situasi yang lepas dari konteks sosial 
dan geografis asalnya. Barang-barang dan gagasan- 
gagasan itu bersifat deterritorialized, dalam arti 
bahwa muatan isi dan aplikasinya tidak lagi terikat 
pada negara atau kebudayaan yang spesifik. Gejala 
ini ternyata juga menimpa agama, termasuk Islam. 


Gejala kontemporer belakangan ini 
memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi 
komunikasi telah melahirkan apa yang disebut 
Olivier Roy sebagai “Globalized Islam”. Istilah 
ini dipakai untuk menandai gejala baru Islam 
yang bercorak individual, tercerabut dari konteks 
sosial dan kultural, serta bersifat lintas negara 
(transnasional). Globalized Islam dalam pandangan 
Roy sepenuhnya adalah anak kandung globalisasi. 
Globalisasi telah membentuk perkembangan 
Islam kontemporer dengan coraknya yang spesifik, 
yakni terdeteritorialisasi dan  terindividualisasi 
(deterritorialized and individualized-Islam). 


3 J. Tomlinson, Globalization and Culture, Chicago: 
The University of Chicago Press, 1999, hal. 107. 


20 


Islam Paripurna 


Corak ini merepresentasikan ekspresi Islam 
kontemporer yang tidak terikat pada suatu teritori 
atau budaya yang spesifik. Proyek Islam kontemporer, 
dalam pandangan Roy, menjadi semakin terlepas 
dari keterkaitannya dengan negara tertentu, 
khususnya sebagai akibat dari kegagalan semua 
upaya untuk membangun negara Islam. Ini terbukti, 
misalnya, dengan tumbuhnya sejumlah kaum muda 
muslim di Barat yang mendefinisikan identitas- 
identitas mereka sebagai muslim belaka, ketimbang 
mengidentifikasikan diri dengan asal-usul orang tua 
mereka atau kultur mereka sendiri di mana mereka 
hidup. 


Islam global adalah Islam yang terdekulturasi. 
Dalam pengertian luas, Islam global adalah Islam 
yang bisa hidup di dunia Barat tidak dalam pengertian 
bahwa ia menjadi lebih liberal, atau Islam yang ada 
di dunia non-Barat yang tidak dalam pengertian 
bahwa ia menjadi lebih tradisional atau sinkretik, 
tetapi bahwa ia berbasis pada individu yang secara 
sukarela bergabung dengan komunitas iman yang 
baru, universal, dan global. 


Dengan kata lain, trend Islam ke depan akan 
bergerak ke arah islamisasi individu-individu di 
dalam konteks pembentukan suatu gagasan tentang 
umat yang terdeteritorialisasi dan bersifat global. 
Trend ini selanjutnya akan membentuk dua alternatif 
wajah Islam: pertama, gerakan yang menonjolkan 
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kesalehan individual dan moderat, dan kedua gerakan 
dakwah pemurnian oleh kaum neo-fundamentalis 
dan gerakan politik Islam yang bersifat radikal. Dan 
sayangnya, kenyataan belakanganinimemperlihatkan 
bahwa alternatif yang kedua mengambil lebih banyak 
manfaat dari perkembangan globalisasi. 


Di sini, ada titik temu antara gagasan 
wahhabisme yang menjalari hampir semua gerakan 
Islam dari Timur Tengah dengan fenomena Islam 
global. Wahhabisme yang memusuhi akulturasi 
dengan konteks teritori tertentu, cocok dengan 
Islam global yang terdeteritorialisasi. Bagi banyak 
kaum Wahhabis, terlebih kaum neo-fundamentalis, 
globalisasi adalah sebuah kesempatan. 
Deterritorialization bekerja dan menguntungkan 
neo-fundamentalisme karena ia percaya bahwa 
Islam adalah agama 'belaka' dan bahwa agama akan 
kehilangan “kemurnian dan dimensi holistiknya bila 
tertanam di dalam budaya yang spesifik”. 


Ketika kaum muslim terdiskoneksi dari 
kebudayaan aslinya, baik dari tradisi orang tuanya 
maupun dari lingkungan barunya yang non-lslam, 
maka kondisi itu merupakan kesempatan untuk 
membangun kembali sebuah komunitas muslim 
yang semata berbasis pada prinsip-prinsip Islam. 


4 Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for The 


New Ummah, New York: Columbia University Press, 2004, hal. 
259. 
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Di masjid-masjid lokal di mana ia menjadi sarang 
gerakan mereka, neo-fundamentalis mempengaruhi 
dan merekrut muslim yang tercerabut dan 
sedang mencari identitas ini untuk membentuk 
komunitas keagamaan yang baru. Jadi, bagi mereka, 
deteritorialisasi Islam adalah kesempatan bagi 
kelahiran kembali agama dan pembangunan ummah 
yang baru. 


Selain mengambil masjid sebagai basis 
gerakannya, Olivier Roysecara tegas menggarisbawahi 
peran internet dalam membentuk “The New Global 
and Imagining Ummah” ini. Internet adalah sarana 
paling sempurna untuk menciptakan komunitas 
iman yang bersifat abstrak dan virtual yang terputus 
dari konteks nasional dan budaya manapun. Situs- 
situs neo-fundamentalis diciptakan dan banyak link- 
nya merujuk pada korpus pemikir kontemporer yang 
kebanyakan adalah kaum Salafis. 


Lebih jauh lagi, internet memungkinkan 
individu-individu berbicara dalam derajat yang sama 
dengan yang lain, tidak ada hierarki pengetahuan. 
Otoritas ulama dan tokoh agama maupun lembaga 
keagamaan tertentu tidak penting lagi. Internet 
juga memungkinkan penciptaan institusi virtual 
yang menyediakan fatwa bagi orang-orang yang 
memintanya. Internet memainkan peran sebagai 
pasar bebas keagamaan di mana setiap orang bisa 
memesan informasi apa yang ia inginkan dari fatwa 
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sampai resep makanan atau nasehat perkawinan 
tanpa meninggalkan rumahnya. Selain internet, 
buku-buku keagamaan yang bercorak puritan yang 
diproduksi secara melimpah di pasaran juga ikut 
membentuk lapisan ummah baru ini. Keberadaan 
internet dan buku-buku keagamaan semacam 
ini semakin memperkuat proses individualisasi 
religiusitas dan deteritorialisasi Islam baru ini. 


Singkatnya, globalized Islam adalah produk 
dari era globalisasi di mana neo-fundamentalisme 
dan radikalisme berkembang berkat tumbuhnya 
teknologi komunikasi dan deteritorialisasi Islam. Hal 
ini menyebabkan adanya penolakan dari kalangan 
Islam setempat yang memandang bahwa sifat dan 
karakter Islam transnasional tidak sesuai dengan 
konteks sosial, kultural dan politik dunia Islam yang 
tidak monolitik dan beraneka rupa. Dalam konteks 
kita, paham Islam transnasional dipandang sebagai 
gagasan asing yang tidak berpijak pada realitas, 
potensi, masalah, dan kemaslahatan Indonesia. 


Di sisi lain, kecenderungan adaptatif 
dan akomodatif dari Islam Nusantara yang 
direpresentasikan oleh sub kultur Islam pesantren 
yang dinaungi organisasi massa terbesar, NU bisa 
dilihat dari perspektif “Pribumisasi Islam”. Sebagai 
istilah, pribumisasi Islam pertama kali dilontarkan 
tahun 1980-an oleh Abdurrahman Wahid sebagai 
ganti atas istilah indigenousization dalam bahasa 
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Inggris. Istilah ini menunjuk corak keislaman yang 
dipraktekkan oleh NU dan kaum pesantren yang 
melakukan akomodasi terukur terhadap sosio- 
politik dan sosio-budaya yang ada dan hidup di 
Indonesia. Lokalitas yang mengandung nilai-nilai 
luhur dipandang bisa diserap dan menjadi bagian 
yang sah dari praktik keislaman. Islam dan lokalitas 
tidak saling menolak, tetapi saling menerima. Terjadi 
proses konvergensi antara Islam dan budaya. Budaya 
terserap dalam Islam dan Islam menjadi bagian yang 
integral dalam kebudayaan. Dengan kemampuan 
adaptasi demikian, Islam bisa membumi secara 
kukuh di nusantara. 


Pribumisasi Islam juga lahir dalam konteks 
pengamatan Gus Dur bahwa pesantren dan NU 
tidak menjadikan Islam sebagai alternatif tunggal 
terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan 
kebangsaan. Ini berbeda dengan arus yang dibawa 
“Islam transnasional”. Sebagian komunitas gerakan 
Islam pemurnian, para pencari “Islam asli dan 
otentik”, di Indonesia ada yang menghendaki 
pengislaman negara. Atau, mengangkat ajaran 
Islam sebagai alternatif tunggal untuk mengatasi 
persoalan-persoalan kebangsaan seperti tampak 
dalam tuntutan pendirian negara Islam atau khilafah, 
penegakan syariat Islam, dan Piagam Jakarta. Krisis 
ekonomi misalnya, dibaca dengan mengedepankan 
Islam sebagai alternatif pemecahan. Ada yang sekedar 
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sloganistik dengan mengatakan krisis ekonomi akan 
teratasi dengan penerapan hukum syariat Islam. 
Ada yang lebih konseptual, maka dilontarkanlah 
gagasan islamisasi ekonomi atau ekonomi syariat 
untuk mengatasi kebuntuan ekonomi yang dinilai 
kapitalistik dan eksploitatif, Dengan pribumisasi, 
Islam merespon berbagai masalah bangsa dengan 
bergandengan tangan dengan kebajikan-kebajikan 
yang hidup dalam kebudayaan bangsa Indonesia. 
Maka segenap ajaran keluhuran Nusantara yang telah 
diterima oleh Islam dan Islam yang telah diserap oleh 
kultur lokal akan tetap dipertahankan dalam bingkai 
lokalitasnya tersebut. 


Pribumisasi Islam mendorong Islam sebagai 
etika sosial. Islam yang menjadi kenyataan 
hidup masyarakat dalam bingkai nilai-nilai, etika 
dan kebudayaan. Islam perlu dihadirkan dalam 
kebudayaan. Maka pendekatan budaya bagi 
perjuangan Islam harus dikedepankan. Sebab, jika 
antara Islam dengan budaya ada ketegangan, maka 
Islam akan terjebak kepada perjuangan simbolis. 
Manakala simbolisme agama telah membumi 
dalam kutur masyarakat, maka Islam mampu 
keluar dari simbolisme itu menuju tujuan utama 
(welstanchauung) yakni: demokrasi (syura), keadilan 
(al-adalah), dan persamaan (musawah). Hal ini 
searah dengan watak Islam yang kosmopolitan yang 
mampu berdialog dengan modernitas di mana Islam 
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melindungi lima hak asasi (al-dloruriyyatul khomsah), 
hak hidup, kemerdekaan berfikir, kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, perlindungan 
kepemilikan pribadi, dan kesucian keluarga. 


Gagasan mainstreaming pribumisasi Islam, 
sebagaimana segenap pemikiran dan praktek gerakan 
Gus Dur, mengarah pada aras filosofis pemanusiaan 
manusia melalui pemanusiaan kehidupan. Hal ini 
terlihat dari usahanya yang tak kenal lelah dan takut 
membebaskan rakyat dari praktek otoritarianisme 
rezim Orde Baru. Bahkan, untuk ini, Gus Dur juga 
menggerakkan pembebasan diri dari ideologisasi 
demi murninya perjuangan kemanusiaan. Artinya, 
Gus Dur kritis tidak hanya kepada kekuatan otoriter, 
bahkan terhadap ideologi pembebasan, seperti 
marxisme, teologi pembebasan, milleniarisme Islam, 
dan islamisme (Islam sebagai ideologi politik) yang 
tidak membebaskan lagi karena telah terkungkung 
oleh watak ideologis. Usaha deideologisasi ini 
ditujukan sebagai usaha untuk menjaga pembebasan 
kemanusiaan secara murni, tidak ditumpangi 
oleh kepentingan ideologis tertentu. Gus Dur 
mengamalkan ajaran Gandhi bahwa pembebasan 
yang sejati adalah, “pembebasan yang tanpa 
landasan apapun, kecuali manusia itu sendiri.” 


Pribumisasi Islam bersikap kritis terhadap 
ideologi sektarian yang tidak mengacu pada gerak 
pembebasan, termasuk terhadap islamisme. Sebab, 
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islamisme telah terjebak dalam perjuangan semu 
karena capaian-tujuan yang bersifat simbolis: 
jilbabisasi, formalisasi salat (sholat) jamaah, etika 
pakaian arabis, syariatisasi bank, alguranisasi 
konstitusi, dan segenap jihad reislamisasi kultural. 
Kenapa disebut simbolis? Karena aspek yang 
diperjuangkan bukan unsur substantif dalam 
ajaran Islam. Bagi Islam pribumi, yang substantif 
adalah tujuan utama syariat yang merujuk pada 
penghormatan terhadap hak dasar kemanusiaan. 
Jadi, kemanusiaan (HAM) merupakan arah pijak dan 
tujuan dari pemikiran serta gerakan Islam pribumi. 


Lebih lanjut, pribumisasi Islam yang telah hidup 
di sub kultur pesantren merupakan syarat kultural 
bagi tergeraknya ide Gus Dur tentang “Islam sebagai 
etika sosial”, dan “Islam berwawasan struktural”. Jadi, 
gagasan pribumisasi Islam tidaklah berdiri sendiri. Ia 
berjalin dengan dua gagasan di atas. Karena tanpa 
pembumian Islam pada ranah kultur, agama ini akan 
tetap tergelut dalam ketegangan simbolis, antara 
hukum Islam dengan realitas budaya di mana Islam 
terjebak pada gerakan syariatisasi budaya. Oleh 
karena Islam telah membumi dalam kultur lokal, 
maka ia bisa “keluar dari dirinya” untuk melakukan 
kritik-etik atas ketimpangan sosial yang secara 


5 Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam”, dalam 
Agama, Negara dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001, hal. 
7-9. 
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struktural diciptakan oleh ketidakadilan politik. 


Segenap pemikiran Gus Dur saling terjalin 
dalam kesatuan struktural yang mengarah pada satu 
tujuan: transformasi. Transformasi diartikan sebagai 
perubahan struktural yang bermanfaat bagi suatu 
pembebasan kemanusiaan. Titik sentral dalamjalinan 
ini adalah kemanusiaan, yang mendapatkan legitimasi 
dan rasionalitasnya dari tradisi (hukum) Islam, yakni 
magashid al-syari'ah. Titik sentral kemanusiaan ini 
tidak akan bisa terpatri, tanpa adanya “pengondisian 
kultural” yang dilakukan oleh pribumisasi Islam. Jadi, 
gagasan pribumisasi ini menjadi pangkalan kultural 
bagi tergeraknya fungsi etik pada ranah sosial, dan 
kritik struktural pada level supra-politik. Di sini 
digunakan terma Islam berwawasan struktural, yang 
diadopsi dari istilah Gus Dur: gerakan keagamaan 
berwawasan struktural, yakni gerakan keagamaan 
yang kritis terhadap ketimpangan struktural, 
dan hendak memerankan fungsi komplementer 
(penyempurna) bagi kelemahan dan “lubang hitam” 
pembangunan. 


Pribumisasi Islam juga menjelmakan pesantren, 
melalui suatu “perwujudan kultural Islam”. Istilah 
yang dipakai Gus Dur ini untuk menggambarkan 


6 Saiful Arif, “Gus Dur “Adalah Kebudayaan' Sebuah 
Filsafat Politik”, dalam Jurnal Kajian Kebudayaan dan 


Demokrasi, Pesantren Ciganjur, Edisi VITh 6/2010. 
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wujud antropologis dari keberislaman, hasil dari 
pribumisasi Islam. Wujud antropologis inilah yang 
melembaga dalam pesantren (sebagai sub-kultur) 
dan terorganisasi dalam NU. Karena wataknya yang 
kultural, maka NU-pun menggerakkan deideologisasi 
Islam, yang pada ranah konstitusional berjasa bagi 
pembentukan negara-bangsa modern. Hanya saja 
karena watak ontologis dari keislaman NU adalah 
magashid al-syari'ah, maka rasionalitas politik NU 
ala Gus Dur adalah konstitusionalisme kritis. Yakni 
konstitusionalisme yang menggunakan konstitusi 
untuk mengritik penindasan konstitusional negara. 
Pada level sosial, paradigma kritis ini kemudian 
menggerakan demokratisasi yang terlambari oleh 
paradigma etis dari pemikiran Islam transformatif. 
Jadi, watak kritis dari konstitusionalisme Gus Dur 
dan watak etik sosial dari pemikiran Islam-nya, 
meniscayakan perlunya demokratisasi, baik sebagai 
perealisir kemanusiaan, maupun sebagai conditio 
sine gua non bagi kemanusiaan.' 


Dalam konteks hubungan antara Islam dan 
kebudayaan lokal, pribumisasi Islam bertujuan, 
seperti dikatakan Abdurrahman Wahid sendiri, 
“Mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan 
tetap berusaha menciptakan masyarakat yang 


7 Lihat Syaiful Arif, Gus Dur dan Ilmu Sosial 
Transformatif, Sebuah Biografi Intelektual, Jakarta: 


Koekoesan, 2009. 
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taat beragama.”8 Kalau ideologi “islamisasi” atau 
“arabisasi” bergerak pada level bahasa, kultur, politik 
dan pemikiran, maka pribumisasi Islam juga bergerak 
melakukan perlawanan pada level-level tersebut. 
Pada level bahasa, pribumisasi Islam tidak setuju 
dengan keharusan pergantian sejumlah kosa kata 
dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, seperti 
“ulang tahun” diganti dengan “milad”, “selamat pagi” 
harus “assalamu'alaikum”, “teman atau sahabat” 
dengan “ikhwan”, “sembahyang” harus diganti 
dengan “sholat”, dan sebagainya. 


Dengan buku ini, diharapkan masyarakat 
mendapatkan informasi yang memadai mengenai 
gerakan-gerakan Islam transnasional. Sebagai bagian 
dari dialog antar komponen umat Islam, pandangan 
dan perspektif NU, dimana penulis merupakan bagian 
dari kaum Nahdliyin yang tumbuh dan berkembang 
secara kultur keagamaan dan intelektual NU, akan 
ditampilkan untuk memandang kelompok Islam 
transnasional tersebut. Dengan metode komparatif 
ini diharapkan khalayak pembaca bisa mendapatkan 
sajian yang lebih lengkap dan lebih bermanfaat. 


8 Wahid, Pribumisasi Islam, Op. Cit., hal. 117-136. 
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Islam Politik dan Salafisme 


erakan Islam transnasional menjadi topik 

bahasan hangat di kalangan para ilmuwan, 

pakar dan pemerhati Islam akhir-akhir ini. 
la juga diperbincangkan dengan serius oleh para 
sosiolog, pakar politik dan para pegiat cultural 
studies bukan saja di tanah air, melainkan di seluruh 
belahan dunia. Fenomena ini sangat menarik karena 
ia potensial melahirkan perubahan sosial politik 
hingga destabilisasi tidak saja pada tingkat negara 
tetapi juga kawasan. Ia juga menghadirkan tantangan 
baru dalam kehidupan keagamaan, kebudayaan, dan 
sosial-politik. 


Bagi kalangan eksponen Islam yang telah 
lebih dahulu eksis di Indonesia, baik ormas Islam, 
parpol Islam, aktivis dakwah, maupun gerakan 
Islam, fenomena gerakan Islam transnasional 
ini datang sebagai sebuah tantangan yang 
mengkuatirkan. Gerakan Islam yang baru muncul 
ini mengangkat kembali masalah lama, yang oleh 
kalangan Islam yang telah eksis dapat diselesaikan, 
yakni mengenai posisi Islam di tengah kondisi 
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sosial-politik dan kebudayaan Indonesia yang 
berbhinneka tunggal ika. Bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), Pancasila sebagai dasar 
negara, kebhinekaan (pluralisme), serta sistem 
demokrasi di kalangan gerakan Islam yang telah 
menjadi kesepakatan bahkan menjadi bentuk 
final. Kalangan gerakan Islam transnasional 
mempersoalkan kembali pilar-pilar kebangsaan di 
atas dengan mengintrodusir dan memperjuangkan 
bentuk negara Islam, khilafah islamiyyah, Islam 
sebagai ideologi negara, Islam sebagai sumber 
hukum dan undang-undang, serta sistem politik 
Islam (nidlam islami). 


Selainitu, persoalanadaptasidanpersenyawaan 
antara ajaran Islam dengan ekspresi budaya dan 
adat-istiadat yang hidup di Indonesia serta adaptasi 
dengan perkembangan jaman juga digugat oleh 
gerakan transnasional ini. Dialog antara ajaran Islam 
dengan kultur Indonesia yang melahirkan warna 
"Islam Indonesia” dianggap sebagai Islam yang tidak 
murni dan tidak otentik. Ia dianggap penuh dengan 
syirik, bidah, dan khurafat. Sedangkan ijtihad-ijtihad 
baru dalam kerangka pembaruan Islam juga dituduh 
telah menyebabkan sekularisme, penyelewengan 
Islam, dan kesesatan. Oleh karena itu, pedang 
pemurnian kalangan transnasional ini diarahkan 
kepada dua pihak sekaligus, Islam tradisionalis dan 
Islam modernis. 
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Formula baru yang mereka tawarkan baik 
politik maupun paham keagamaan semata-mata 
adopsi dari organisasi-organisasi yang menjadi induk 
mereka. Organisasi-organisasi yang berasal dari 
Timur Tengah menjadi acuan dan rujukan gerakan 
Islam transnasional. Melihat hal ini, tampak adanya 
kesamaan fenomena antara Islam transnasional 
sebagai gejala demografis dan Islam transnasional 
dalam konteks jaringan gerakan dan organisasi, yakni 
sama-sama merujuk kepada paham Islam di negara 
asal yang puritan dan tidak mengakui paham Islam 
yang tumbuh di negara setempat. 


Dilihat dari segi tujuannya, Islam transnasional 
memiliki berbagai varian dan perbedaan. Secara 
umum, ada yang memiliki tujuan ideologis politis 
seperti keinginan untuk menyatukan semua aspirasi 
dan tindakan dari seluruh kaum muslim di seluruh 
penjuru dunia untuk mendukung adanya satu entitas 
kekuasaan Islam yang terpusat dan terkoordinasi 
pada suatu sistem kekuasaan tertentu (khilafah 
islamiyah). Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir 
(HT), dan jaringan Islam Jihadis merupakan varian 
ideologis-politis Islam transnasional ini. 


Ada pula yang berwatak non-politis di mana 
mereka mengutamakan penyebaran dakwah 
kesalehan Islam menurut versi yang mereka yakini. 
Gerakan non-politis ini tidak sepenuhnya memiliki 
cita-cita menyatukan seluruh dunia Islam dalam satu 
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kesatuan geografis dan politis tertentu, akan tetapi 
cukup menyatukan dan menyeragamkan paham 
keagamaan sebagaimana yang mereka anut.? Wakil 
terkuat dari varian ini adalah kelompok yang oleh 
Olivier Roy disebut sebagai neo-fundamentalis yakni 
gerakan Dakwah Salafi internasional. 


Dalam konteks Indonesia, antara varian politik- 
ideologis dengan varian dakwah kultural terjadi 
simbiosa yang saling menguatkan. Maka di sini, 
gerakan Islamtransnasional merupakan sebuah istilah 
bagi gerakan keagamaan sekaligus politik bersifat 
lintas negara yang berusaha mengubah tatanan dunia 
berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalistik 
dan sangat puritan. Ideologi fundamentalisme dan 
puritanisme ini dalam pengertian umum menunjuk 
pada cara pandang dan ideologi yang berusaha 
mendirikan sebuah sistem pemerintahan mendunia 
atau yang biasa disebut khilafah dan menjadikan 
paham Salafi (Wahhabi) sebagai satu-satunya cara 
memahami Islam. Agenda utama gerakan ini adalah 
membangun kembali sistem khilafah Islamiyah dan 
menegakan hukum Islam, dalam perspektif mazhab 
Salafi, bagi seluruh umat manusia. Tatanan hidup 
masyarakat dan sistem politik berskala internasional 
tersebut akan dibangun berdasarkan landasan Islam 


9 Syafig Hasyim, “Revitalisasi Keagamaan, Islam 
Transnasional dan Teologi Salaf”, dalam Al-Washatiyyah volume 
3, No. 12, 2008, hal. 109. 
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Salafi ini. Dalam khilafah islamiyah versi ini, Islam 
Salafi harus menjadi tata aturan kemasyarakatan dan 
menjadi dasar konstitusi dan undang-undang.” 


Gerakan yang secara ideologis berakar pada 
dua sumber utama: Ikhwanul Muslimin dan Salafi 
ini berasal dari "pusat dunia Islam”, Timur Tengah 
dan kemudian disebarkan ke negeri-negeri Islam 
di seluruh dunia. Meminjam ungkapan Abdullah 
Azzam, seorang tokoh jihad legendaris yang berjuang 
mengusir Uni Soviet dari Afghanistan pada tahun 
1980-an, para aktivis gerakan ini dipandang sebagai 
pengikut "kafilah fundamentalis global”. Kafilah 
ini juga melewati Indonesia dan meninggalkan 
pengaruh Timur Tengah di sini. Negeri yang sering 
dipandang sebagai contoh masyarakat muslim damai 
ini diradikalisasi oleh pengaruh luar yakni Timur 
Tengah. Meskipun harus segera diingat bahwa 
"kafilah fundamentalisme global” tersebut lambat 
laun tercerabut dari ikatan sosio-kultural maupun 
sosio-politik dari negara asalnya (deteritorialisasi) 
dan berkembang menjadi globalized Islam dengan 


10 KH. Husein Muhammad, “Ideologi Transnasional”, 
dalam KH. Abdurrahman Wahid, KH. Hasyim Muzadi, dkk., 
Mewaspadai Gerakan Transnasional, Cirebon: Lakpesdam NU 
Cirebon-PP Fatayat NU, 2007, hal. 23-24. 

11 Anthony Bubalo dan Greg Fealy, Joining The 
Caravan? The Middle East, Islamism And Indonesia Alexandria: 
Lowi Institute, 2005, hal. Vii. 
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kesadaran sebagai "the new global and imagining 
ummah”. 


Gerakan Islam transnasional ini berakar pada 
semangat aktivisme dan kebangkitan Islam yang 
lahir dan berkembang di Timur Tengah. Gerakan ini 
sendiri, di Timur Tengah, mengalami evolusi sesuai 
dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di 
wilayah ini. Dalam proses evolusi ini terdapat tiga 
tema yang menonjol: upaya ke arah kebangkitan 
Islam pada paruh pertama abad 20 di mana dunia 
muslim berusaha mengatasi dampak buruk akibat 
runtuhnya kekhalifahan Utsmani dan mengatasi 
penjajahan baik secara fisik maupun intelektual oleh 
Barat, radikalisasi pemikiran pada paruh kedua abad 
20 di mana para aktivis Islam muda, yang dirangsang 
oleh krisis sosial, ekonomi, dan politik, terlibat konflik 
dengan pemerintahan yang berkuasa, dan terakhir, 
peninjauan kembali model gerakan (reassessment) 
pada akhir abad 20 di mana kegagalan politik 
mendorong para aktivis gerakan ini sebagian besar 
memilih integrasi politik di masyarakat mereka 
sendiri atau berkembang menuju bentuk aktivisme 
supranasional atau transnasional.!? 


Secara umum, kebangkitan Islam (islamic 
revivalism), yang menjadi akar gerakan Islam 
transnasional, menunjuk fenomena munculnya 


12 Ibid., hal. vii dan viii. 
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gerakan keagamaan Islam kontemporer di Timur 
Tengah. Gerakan ini tidaklah monolitik, tidak tunggal, 
dan bertingkat-tingkat. Di sana terdapat keragaman 
dan gradasi-gradasi aktifitas. Ini tercermin dari istilah 
Arab yang digunakan untuk menggambarkannya baik 
sebagai fenomena perorangan maupun kelompok. 
Ada yang menyebut diri mereka sebagai islamiyyin 
atau ashliyyin (orang Islam yang asli, otentik), 
mukminin atau mutadayinin (orang beriman yang 
saleh), Mereka juga suka memakai kosa kata 
yang berkonotasi ajaran dan gerakan seperti al- 
ba'ats al-islamy (kebangkitan kembali Islam), al- 
shahwah al-islamiyah (kebangkitan Islam), ihya 
al-din (menghidupkan agama), dan al-ushulliyyah 
ol-islamiyyah (fundamentalisme Islam). Kosa kata 
terakhir ini dipakai dalam pengertian “usaha mencari 
keyakinan-keyakinan yang fundamental, dasar-dasar 
komunitas dan pemerintahan Islam dan dasar-dasar 
hukum syariat (syar'iyyat al-hukm). 


Kebangkitan Islam (islamic — revivalism) 
ditandai dengan tingginya kesadaran Islam di 
kalangan umat. Bentuknya antara lain marak dan 
berkembangnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan 
dan persaudaraan-persaudaraan sufi dan ketaatan 
yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran- 
ajaran Islam. Pada umumnya, kecenderungan ini 
ditandai pasivitas politik, kecuali ada dorongan 
dari pemerintah atau pihak-pihak musuh dari 
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luar. Namun, dalam lingkungan kebangkitan Islam 
ini, yang secara umum tidak berbentuk, terdapat 
serangkaian aktivisme keagamaan yang melibatkan 
kelompok-kelompok Islam militan. Kelompok 
militan ini memiliki kesadaran politik yang sangat 
tinggi, bersikap melawan negara, penguasanya serta 
lembaga-lembaganya. Antara pendukung gerakan 
kebangkitan yang lebih luas dengan kelompok- 
kelompok militan terjadi hubungan yang simbiotik 
di mana kelompok militan akan mudah melakukan 
rekrutmen anggota-anggota baru dan mudah pula 
bersembunyi di balik gerakan kebangkitan Islam 
ketika berkonfrontasi dengan aparat penguasa. Maka 
tidak heran gerakan kebangkitan Islam dianggap 
sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis 
antara spiritualisme pasif-apolitis dengan militansi 
dan radikalisme. 


Kebangkitan Islam  (al-ba'ts — al-islami), 
revitalisasi Islam (as-shahwah al-islamiyyah) dan 
pencarian akar Islam (al-ushuliyyah al-Islamiyyah) 
sebelum mengalami distorsi merupakan gerakan 
Islam yang betul-betul berakar pada tradisi, latar 
historis, sosiologis, psikologis, semangat Islam, dan 
landasan intelektual Islam. Kebangkitan ini telah 
dimulai jauh sebelum revolusi Islam Iran yang sering 


13 Shireen T. Hunter, Politik Kebangkitan Islam 
Keragaman dan Kesatuan, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara 
Wacana 2001, hal. 3. 
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dianggap sebagai titik awal maraknya gerakan Islam. 
Kebangkitan Islam merupakan agenda peradaban 
Islam yang didukung oleh para pemikir, tokoh, dan 
ulama Islam terkemuka. Kebangkitan Islam, yang 
oleh peneliti disebut sebagai ”fundamentalisme 
Islam”, tidak memiliki makna sempit dan tidak 
menunjuk sama sekali pada paham pemikiran atau 
politik tertentu dengan konotasi negatifnya. Al- 
ushuliyyah al-islamiyyah (fundamentalisme Islam) 
sesungguhnya bermakna sebuah pencarian "asas” 
atau ”legalitas” dengan asumsi bahwa setiap aksi, 
sistem, atau negara harus berdiri di atas konsepsi atau 
gagasan sebagai landasan dasar. Dalam pengertian 
ini, tidak ada yang salah dengan upaya pencarian 
landasan legalitas Islam (al-syar'iyah al-islamiyyah) 
bagi sebuah negara Islam yang mau dibentuk setelah 
kemerdekaan berbagai negeri-negeri muslim." 


Kebangkitan Islam yang di maknai sebagai 
gerakan as-salafiyyah juga tidak menunjuk pada 
makna salafi sempit seperti yang dipahami orang 
saat ini. As-salafiyyah dalam sejarahnya pernah 
mengemuka dalam dinamika gerakan salafiyah 
yang didirikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan 
ditindaklanjuti oleh ulama-ulama Islam hingga Ibnu 
Taimiyah dan Ibn Al-Goyyim. Selanjutnya, gerakan 


14 Hassan Hanafi, Aku Bagian dari Fundamentalisme 
Islam, terj. Kamran Asad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, 
Yogyakarta: Islamika, 2003, hal. 107-108. 
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puritan ini mengambil pola populis sebagai "gerakan 
reformis modern” di tangan Muhammad bin Abdul 
Wahhab (Jazirah Arab), Asy-Syaukani, Gerakan Al- 
Mahdiyyah (Sudan), As-Sanusiah (Maroko) dan lebih 
lanjut dibidani oleh tokoh-tokoh reformis modern 
seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, 
Rasyid Ridla, Abdurrahman Al-Kawakibi, Ibnu Badris, 
Al-Basyir Al-Ibrahimi, Abdul Oodir Al-Jazairi, Tahir bin 
Asyur dan lain-lain. Artinya, Salafiyah menghimpun 
berbagai gerakan Islam yang meliputi pendekatan 
puritan hingga yang rasionalis bahkan reformis- 
liberal. 


Aspek lain adalah bahwa kebangkitan Islam 
telah melahirkan gerakan-gerakan kemerdekaan 
melawan penjajah baik di Sudan, Libya, Tunis, 
Mesir, Aljazair, Palestina, dan negara-negara 
berpenduduk mayoritas muslim lainnya, termasuk 
Indonesia. Dengan demikian kebangkitan Islam 
memiliki berbagai aspek perjuangan yang memang 
relevan dengan realitas, kebutuhan, dan dinamika 
masyarakat umat Islam.!$ 


Namun demikian, pada masa selanjutnya 
(paruh kedua abad 20), gerakan kebangkitan Islam 
ini telah mengalami proses penyempitan dan 
distorsi dalam bentuk radikalisasi. Dalam proses 
pencarian "asas” dan menformulasikan ”legalitas”, 


15  Ibid., hal. 109. 
16  Ibid., hal. 110. 
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merealisasikannya, membentuk sistem yang islami 
serta upaya-upaya mempertahankannya, gerakan 
ini telah terjebak pada ekslusifisme sehingga ia 
tidak mau mengacu kepada prestasi dan keunggulan 
sistem-sistem lain yang telah eksis. Gerakan yang 
telah terdistorsi ini lebih berpatokan kepada basis 
syar'i (pencarian legalitas syariat) daripada analisis 
atas realitas. Ia juga berdiri hanya pada aksioma- 
aksioma (fikrah mabdaiyyah) daripada kebutuhan 
riil umat. la juga lebih menggunakan metode 
deduktif (istinbhati) yang berlandaskan penafsiran 
teks-teks, bukan metodologi induktif (istigra'i) yang 
membutuhkan pengumpulan dan pengklasifikasian 
data-data riil." 


Distorsi lain yang terjadi adalah mengenai cara 
pandang terhadap as-salaf itu sendiri. Semangat 
kembali kepada yang salaf (masa terdahulu) diwarnai 
olehsikapghuluw(berlebih-lebihan) dalam arti bahwa 
segala yang terdahulu, lama, klasik, kuno dan antik 
selalu lebih baik, lebih suci dan lebih islami daripada 
yang datang kemudian, baru, modern, dan kekinian. 
Akibatnya, kebangkitan Islam atau fundamentalisme 
Islam cenderung menolak pembaruan, perubahan, 
transformasi dan ijtihad.8 


Penyelewengan lain yang terjadi pada 
fundamentalisme Islam kemudian adalah 


17  Ibid., hal. 108-112. 
18 bid. 
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mengemukanya sikap fanatisme, berwawasan 
sempit, menolak dialog, dan menutup diri. 
Akibatnya, fundamentalisme Islam yang dahulu tidak 
identik dengan konservatisme, keterbelakangan, 
dan penentangan kepada peradaban modern, kini 
berubah wajah. Dahulu kebangkitan Islam yang sering 
disebut sebagai fundamentalisme Islam ini didukung 
oleh para tokoh yang reformis, beraliran progresif 
bahkan mengadopsi teknik-teknik kebangkitan 
modern, menyerukan penguasaan sains dan industri 
juga sistem-sistem kebebasan dan demokrasi. 
Mereka juga menyerukan rasionalitas, wawasan luas, 
penguasaan pada peradaban-peradaban modern, 
bahkan menganjurkan toleransi, saling bekerjasama, 
serta menyerukan persaudaraan dan cinta kasih.'? 


Perubahan wajah ini membuat gerakan 
kebangkitan Islam berkembang menjadi organisasi- 
organisasi tertutup, lebih cenderung pada 
penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan, 
mengkudeta rezim-rezim peguasa dan merencanakan 
pembunuhan-pembunuhan politik terhadap orang- 
orang atau pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai 
"lawan”. 


Padahal, sejatinya, kebangkitan Islam tidak bisa 
dipandang sebagai hanya sekedar militansi ritual dan 
performa luar, memanjangkan jenggot, memakai 


19  Ibid. 
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hijab, tuntutan penerapan syariat Islam, mendirikan 
negara Islam dan aktifitas membangun masjid. Oleh 
karena itu, kebangkitan Islam mesti dikembalikan 
pada khittah awalnya yakni pembentukan pribadi yang 
sempurna untuk mengemban misi persatuan umat 
yang holistik dan menyeluruh, mendidik masyarakat, 
mendirikan negara umat, dan mempertahankan 
identitasnya. Gerakan kebangkitan Islam mesti 
direorientasi sebagai gerakan reformis dengan cara 
menembahkan "keberanian” kepada mereka untuk 
menghadapi realitas, pembumian ide, pencerahan 
akal, serta memberikan perspektif peradaban dan 
sensitifitas sejarah.2 


Gerakan kebangkitan Islam dalam wajah yang 
telah terdistorsi inilah yang kemudian pada dekade 
80-an, 90-an dan awal Abad 21 disebarkan ke luar 
Timur Tengah dan berkembang menjadi jaringan 
gerakan yang melintasi batas-batas negara bahkan 
batas-batas kawasan yang kemudian diimpikan 
menjadi gerakan internasional. 


Secara general, gerakan Islam transnasional ini 
mendakwahkan dua agenda: agenda islamisme atau 
Islam politik dan agenda salafisme atau wahhabisme. 
Islamisme adalah paham yang menjadikan ajaran 
Islam sebagai ideologi politik. Gerakan ini berorientasi 
pada perwujudan sistem negara berdasarkan pada 


20  Ibid. 
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ajaran Islam. Berdasarkan pada diktum al-Islam din 
wa daulah (Islam adalah agama sekaligus negara) 
gerakan ini bertujuan mewujudkan negara Islam 
atau khilafah islamiyah. Dalam sistem politik Islam 
ini pemberlakuan syariat sebagai undang-undang 
negara menjadi keharusan.2 Gerakan yang juga 
disebut sebagai Islam politik ini mengajak umat 
masuk ke wilayah politik dan membangun tatanan 
politik dengan menggunakan tanda dan simbol- 
simbol dari tradisi Islam.?? 


Sedangkan salafisme atau wahhabisme adalah 
gerakan untuk memurnikan ajaran Islam dari yang 
dianggap menyeleweng dari Islam yang murni. 
Agenda mereka adalah memberantas syirik, bidah, 
dan khurafat. Gerakan pemurnian ini disertai dengan 
cara pemahaman nash-nash Islam secara cenderung 
harfiah, anti takwil dan menghindari penggunaan 
rasionalitas. Akibatnya, pemaknaan serta identifikasi 
syirik, bidah dan khurafat cenderung berlebih- 
lebihan, sehingga apa yang dipandang umat Islam 
lain sebagai bukan syirik, bidah atau khurafat oleh 
kaum Salafi tetap diberantas. 


Bila kita membaca manhaj (metode) gerakan 
berbagai organisasi yang bisa disebut sebagai 


21 Olivier Roy, The Failure of Political Islam, London: 
I.B. Tauris & Co Ltd. 1994, hal. 2-4. 

22 Dale Eickelman dan Jamen Piscatori, Muslim 
Politics, Princeton N.J.: Princeton University Press, 1996. 
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Islam transnasional ini, maka akan sangat mudah 
untuk mengenali corak dan karakteristik gerakan 
mereka. Gerakan Islam transnasional bercorak lintas 
negara. Organisasi-organisasi semacam HT, Syiah, 
IM, Salafi dan lain-lain pada dasarnya berasal dan 
berpusat di Timur Tengah. Mereka melebarkan 
sayapnya ke berbagai kawasan lain dengan maksud 
mempersatukan umat Islam di bawah satu komando 
terpusat, misalnya sistem khilafah sebagaimana 
diupayakan oleh HT. Ini merupakan fenomena yang 
disebut Olivier Roy sebagai globalized Islam. Bagi 
mereka, persatuan Islam mustahil berdiri di atas 
landasan wilayah teritorial tertentu, baik regional 
apalagi nasional, karena justru sistem semacam itu 
menciptakan sekat-sekat teritorial, sosial dan budaya 
komunitas muslim. Oleh karena itu pula, pemahaman 
keagamaan mereka tidak pula mengakomodasi 
realitas keberagamaan sosial, latar belakang budaya, 
serta orientasi politik lokal. Sebagai akibatnya, 
gerakan transnasional cenderung mengalami 
deteritorialisasi, tercerabut dari akar lokalitas di 
mana ia berada. 


Pandangan semacam ini sebenarnya lahir dari 
keyakinan bahwa Islam adalah ajaran universal. 
Islam adalah keyakinan dan kebenaran tunggal yang 
melampui sekat-sekat sosial dan budaya, sehingga ia 
bisa diterapkan di segala tempat dan zaman. Ajaran- 
ajaran Islam yang bersumber dari Alguran dan hadist. 
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Ideologi politik Islam transnasional tidak 
bertumpu pada konsep nation-state (negara- 
bangsa). Oleh karena itulah ia terang-terangan 
menolak sistem negara-bangsa bagi kaum muslim 
karena bagi mereka negara bangsa telah memecah 
belah persatuan komunitas Islam di dunia. Hanya 
dengan menggantikan sistem negara semacam ini 
dengan khilafah islamiyah, demikian klaim mereka, 
persatuan seluruh umat Islam bisa dijamin. Oleh 
karena itu, organisasi ini berpeluang mendestabilisir 
sistem negara modern, dan itulah mengapa 
keberadaannya ditolak di berbagai kawasan dunia 
Islam sendiri. Bagi mereka visi kebangsaan telah 
mengingkari holisme Islam baik sebagai agama 
maupun sebagai ideologi politik. 


Selain itu, dalam hal visi sosial dan visi 
politik, mereka memiliki titik temu yang sama yakni 
perlawanan terhadap sistem negara yang mereka 
sebut sebagai ”sekular” dan pembentukan “negara 
Islam” (daulah islamiyyah) dan mewujudkan 
penerapan syariat Islam baik dalam wilayah sosial 
budaya, maupun negara. Gerakan islamisasi versi 
mereka lebih bercorak konfrontatif terhadap sistem 
sosial dan politik yang ada. Gerakan ini menghendaki 
adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang 
ada saat ini, yang mereka sebut sistem sekuler 
atau “jahiliah modern”, dan kemudian berupaya 
menggantinya dengan sistem baru yang mereka 
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anggap sebagai sistem Islam (nidzam Islami). “Islam 
sebagai alternatif “ (al-Islam ka badil), “Islam adalah 
solusi” (al-islam huwa al-hall), “syariat Islam adalah 
solusi krisis” dan sebagainya merupakan jargon- 
jargon yang menyemangati gerakan mereka. Agenda 
igamah daulah islamiyah (mendirikan negara Islam) 
dan formalisasi syariat Islam merupakan muara dari 
semua aktifitas yang mereka lakukan. 


Sebagai konsekuensi dari karakter lintas negara, 
kelompok-kelompok ini tidak atau kurang memiliki 
komitmen yang kuat pada visi kebangsaan (nasionalisme 
maupun patriotisme). Kelompok yang lebih berakar pada 
gerakaniIslam dariluarinitidak memilikihubungansejarah 
yang kental dengan perjuangan merebut kemerdekaan 
dan tidak terlibat dalam perjalanan bangsa yang panjang 
dalam pembentukan keindonesiaan (nation building). 
Oleh karena itu, kelompok transnasional ini relatif cair 
dalam visi kebangsaan dan acap kali berpandangan 
yang berbenturan dengan prinsip-prinsip kebangsaan 
(nation-state). 


Dalam hal strategi dakwah dan penyebarannya, 
kelompok Islam transnasional ini menerapkan strategi 
yang cenderung offensive. Untuk memperoleh 
pengikut dan pendukung, mereka tidak hanya 
mendakwahkan pemahaman keislamannya kepada 
masyarakat, tetapi juga menyerang pemahaman 
kelompok Islam yang lain. Biasanya, tuduhan syirik, 
melenceng (inkhirof), sesat dan bidah dialamatkan 
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kepada ormas-ormas Islam yang lain. Bahkan, tak 
jarang, pengkafiran dan pemurtadan mereka gunakan 
untuk “membusukkan” kelompok Islam yang lain. 


Para pendukung gerakan Islam transnasional 
ini secara garis besar menempuh tiga jalan gerakan: 
pertama, menjalankan perjuangannya dengan terus 
melakukan perlawanan ideologis maupun politis 
terhadap pemerintahan yang ada di dunia muslim. 
Mereka menolak sistem pemerintahan ”sekular” 
(dalam arti tidak menjadikan Islam sebagai dasar 
negara), menolak demokrasi, kapitalisme dan 
sosialisme serta menjalankan kegiatannya dengan 
pola bawah tanah. Pembentukan negara Islam atau 
khilafah islamiyah menjadi tujuan utama. 


Maka apa yang dilakukan saat ini adalah 
kampanye membebaskan umat Islam dari pemikiran, 
ide-ide, ideologi, sistem politik, sistem perundang- 
undangan, dan hukum-hukum yang tidak berasal 
dari Islam. Realitas sosial yang ada di negara-negara 
muslim diingkari sebagai bagian dari perwujudan 
Islam, dan dianggap sebagai sistem jahiliah baik 
karena terpengaruh Barat maupun oleh pengaruh 
kekufuran. Sistem politik yang berkembang di 
negara-negara muslim dianggap sebagai sistem kafir. 
Para pemimpinnya juga dituduh sebagai thaghut 
(berhala yang menyaingi kekuasaan Allah). Bahkan 
para ulama yang tidak menolak sistem yang ada di 
negaranya tidak diakui keulamaannya. 
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Eksponen utama dari kelompok ini adalah 
HT dan kelompok Jihadis. Hizbut Tahrir menempuh 
perubahan radikal dengan cara-cara non-kekerasan, 
sedangkan kelompok-kelompok Jihadis seperti Al- 
Oaidah, Jl, Al-Jihad, Takfir wal Hijrah, kelompok Abu 
Mus'ab Al-Zargawi dan kelompok-kelompok sejenis 
di lingkungan Sunni serta dari sayap Syiah antara 
lain Hizbullah dan Jihad Islami menempuh jalan 
kekerasan dan teror. 


Kedua, menempuh jalan integrasi dengan sistem 
politik yang telah ada dan masuk sebagai kontenstan 
dalam sistem demokrasi. Kelompok ini membentuk 
partai politik secara terbuka, resmi dan legal serta masuk 
dan berupaya menguasai parlemen, birokrasi, dan 
lembaga-lembaga yudikatif. Apa yang diperjuangkan 
oleh kelompok ini adalah mempengaruhi reformasi 
sistemik ke arah yang menurut mereka islami, serta 
memperjuangkan masuknya syariat Islam sebagai 
hukum negara. Pendekatan kompromis dan gradualis 
sejenis ini merupakan kecenderungan paling besar dari 
gerakan transnasional. Kelompok yang menempuh 
metode ini adalah kelompok-kelompok yang mengacu 
dan menginduk kepada IM baik secara ideologis 
maupun organisatoris, antara lain FIS (Aljazair), HAMAS 
(Palestina), Mahdiyah (Sudan), Partai Keadilan Dan 
Pembangunan (Maroko), Partai Nahdlah (Tunisia), Partai 
Refah ( Turki), PAS (Malaysia), Partai Keadilan Sejahtera 
(Indonesia), dan lain-lain. 
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Ketiga, menghindari benturan politik dengan 
pemerintah dengan jalan dakwah apolitis bahkan 
tidak berorganisasi secara formal. Kelompok ini 
memilih jalan pendidikan masyarakat dan dakwah 
untuk mewujudkan diterapkannya syariat Islam 
dalam kehidupan serta terwujudnya ajaran Islam 
yang bebas dari bidah, syirik, dan ajaran yang 
melenceng. Meskipun kelompok ini tidak bersikap 
radikal dalam soal politik dan negara tetapi radikal 
dalam gerakan pemurnian atau purifikasinya. 


Maka tak heran jika kelompok ini kerap 
berbenturan dengan ekaponen umat Islam 
yang lain baik dari kalangan Islam tradisionalis 
maupun modernis. Kalangan tradisionalis diserang 
karena praktek bidah, syirik maupun tahayul 
akibat akomodasi terhadap tradisi sufisme dan 
kultur lokal, maka kalangan modernis diserang 
karena akomodatifnya terhadap pembaruan dan 
rasionalisme yang berbau filsafat dan intelektualisme 
Barat. Jalan apolitis-puritanis ini direpresentasikan 
oleh kelompok-kelompok Salafis-Wahhabis. 


Corak Ideologi Gerakan Islam Transnasional 


Ada beberapa corak ideologi keagamaan 
gerakan Islam transnasional yang utama yakni: 
Pertama, pemahaman agama mereka cenderung 
bersifat tekstualis/harfiah (hanya mengakui makna 
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tersurat, makna tersirat tidak diakui), puritan (mudah 
menuduh kelompok lain bidah, syirik, dan sesat), dan 
radikal (menghendaki perubahan mendasar, cepat, 
tanpa kompromi, dan, cenderung pada kekerasan). 


Meskipun spektrum berbagai gerakan ini cukup 
luas dan kompleks tetapi secara ideologis, kelompok 
ini secara keseluruhan menganut paham “salafisme 
radikal”, yakni berorientasi pada penciptaan kembali 
masyarakat Salaf dengan cara-cara keras dan radikal. 
Maka, praktek beragama mereka dinilai cenderung 
ketat, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, 
skripturalis, konservatif, dan ekslusif. Bagi mereka 
Islam pada masa kaum Salaf inilah Islam yang paling 
sempurna, yang masih murni dan bersih dari berbagai 
tambahan atau campuran (bidah) yang dipandang 
mengotori Islam. Radikalisme religio-historis ini 
diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat 
Alguran dan hadis secara harfiah.2 


Islam — transnasional — mengklaim bahwa 
merekalah yang secara sungguh-sungguh 
menerapkan telogi Salaf (pendahulu) sebagai 
rujukan. Yakni teologi yang dibawa oleh Rasulullah 
dan diikuti oleh para sahabat nabi dan para penerus 
terdekat sahabat. Pada dasarnya semua umat Islam 
juga mengklaim teologi semacam ini karena dalam 
keyakinan seluruh umat Islam jenis teologi pada 


23 Azyumardi Azra, “Kelompok Radikal Muslim”, 
dalam Tempo, Edisi 26 Mei-1 Juni 2003, hal. 52. 
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zaman ulama Salaf-lah yang paling sahih. Kendati 
demikian, bagi kalangan Islam transnasional, teologi 
salaf memiliki pengertian yang lebih spesifik. Teologi 
salaf yang mereka yakini adalah sistem teologi 
yang mengacu pada teologi yang dirumuskan oleh 
imam tertentu. Tepatnya, teologi yang dianut oleh 
mereka yang mengaku sebagai pengikut Imam Ibn 
Hambal yang tumbuh pertama kalinya pada abad 
ke-4 H. Bahkan kelompok ini menganggap bahwa Ibn 
Hambal adalah imam yang menghidupkan kembali 
akidah kaum Salaf dan secara tegas memerangi jenis 
akidah yang lain.“ 


Pada Abad ke-7 H., Ibnu Taimiyah merevitalisasi 
mazhab ini dengan memberikan penguatan- 
penguatan argumentasi. Ia berusaha membersihkan 
teologi salaf dari filsafat, kalam dan pendekatan- 
pendekatan lain di luar pendekatan yang pernah 
dipakai oleh kaum salaf. Kemudian disusul oleh Ibn 
Oayyim Al-Jauziyah yang membangun argumentasi 
teologi salaf dengan pendekatan fikih. Muridnya 
yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab 
menghidupkan kembali mazhab ini pada Abad 
12 H. Pada masa Ibn Abdul Wahhab ini, teologi 
salaf berkolaborasi dengan kekuasaan sehingga 
persebaran ajaran-ajarannya nampak bergelimangan 
dengan aksi intimidasi dan kekerasan. Mereka 
mengklaim hendak membersihkan akidah umat 


24 Hasyim, Op. Cit. hal. 110-111 
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Islam dari praktek-praktek bidah, khurafat, dan 
tahayul. Sebagaimana nampak pada awal abad lalu, 
mereka hendak menghancurkan makam Rasulullah 
SAW yang dinilai sebagai situs yang menyuburkan 
praktek-praktek tersebut. 


Namun secara umum, jenis teologi salaf yang 
mereka anut adalah teologi yang bersumber pada 
pembacaan secara tekstual yang ada pada kitab suci 
dan sunah nabi. Kebenaran keagamaan yang paling 
tinggi bagi kelompok ini adalah kebenaran tekstual.? 
Oleh karena itulah pemikiran mereka cenderung 
puritan, non-kontekstual karena otentisitas Islam 
terletak pada konsistensinya dengan penafsiran 
tekstual. Jenis pemikiran semacam inilah yang 
kemudian menjadi bahan bakar dari hampir semua 
gerakan Islam transnasional mulai dari IM, HT, Tahrir 
Jihadi, Dakwah Salafi, Salafi Sururi, Jl, dan lainnya. 
Secara teologis, mereka menganut teologi tekstualis, 
dan secara politik pola gerakan mereka cenderung 
radikal dan ekstrem karena menganggap pihak di 
luar mereka sebagai kelompok yang menyimpang 
dan harus diluruskan. Umat Islam, menurut mereka, 
harus di satukan bukan hanya secara politik, tapi juga 
dalam pemikiran dan pandangan teologisnya. 


Selain itu, ciri formalisme juga sangat kental. 
Teks dan realitas dihubungkan dengan sangat kaku 


25  Ibid. 
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sehingga mereka gagal mengangkat substansi Islam. 
Dalam penerapan formalisme pada segala hal, Islam 
dibayangkan sebagai entitas yang solid, tunggal, 
dan seragam dengan “Arab” sebagai parameter 
kebenarannya. Kebenaran saat ini kemudian diukur 
dari citra ideal Arab pada Abad Pertengahan, tanpa 
melihat dan mempertimbangkan setting sosial 
budaya dan ekonomi politik yang menopangnya. 


Sembari memberangus khazanah perbedaan, 
formalisme Islam yang ketat dan kaku menutup 
peluang untuk membaca sumber ajaran Islam Alguran 
dan sunah dengan cara membumi, manusiawi, dan 
dinamis. Dengan demikian, Islam dihilangkan spirit- 
nya untuk menjadi rahmatan lil “alamin, tetapi justru 
dijadikan sebagai “banjir bandang” yangakanmerusak 
dan menghancurkan semua yang dilewatinya, 
yakni tradisi dan kearifan lokal. Pandangan dan 
sikap tersebut tentu saja berbeda dengan apa 
yang dipahami oleh masyarakat Islam pesantren. 
Masyarakat Islam pesantren meyakini bahwa “Islam 
laksana air suci, yang akan membersihkan dan 
mensucikan semua yang di lewatinya, meningkatkan 
derajat semua kebudayaan dan lain-lain lokalitas 
yang dipangkunya, menyuburkan apa saja yang kena 
sentuhnya, dan memberikan ruh kepada semua 
kebudayaan yang ditemuinya. Islam yang demikian 
adalah Islam yang berporos dari tradisi, laksana 
air suci, telah ditancapkan oleh para wali, ulama 
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awal yang mengembangkan Islam Nusantara, dan 
dikembangkan para generasi baru”.2 


Kedua, pemahaman keagamaan "Islam” yang 
tunggal dan eksklusif, memandang pemahaman 
dirinya benar dan pemahaman yang lain salah. Untuk 
mewujudkan impiannya, kelompok gerakan ideologi 
transnasional kemudian acapkali mengembangkan 
cara-cara pembusukan terhadap kelompok Islam 
yang lain, pemaksaan, dan kekerasan. Gerakan 
transnasional mengingkari keyakinan orang lain 
dan tak ragu-ragu melancarkan klaim kebenaran 
sepihak atas nama agama atau Tuhan. Semuanya 
dilakukan demi mewujudkan angan-angannya, 
menerapkan ”syariat Islam” dalam bingkai paham 
Salafi bagi semua wilayah kekuasaannya. Sebuah 
syariat yang dikembangkan dengan manhaj harafi, 
anti rasionalitas dan pembaruan, serta cenderung 
tathorrufy (berlebih-lebihan). 


Maka Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan 
istilah ekstremisme Islam untuk menggambarkan 
kelompok Islam tersebut. Mereka biasanya 
mengarahkan permusuhan dan perlawanannya 
kepada gerakan-gerakan Islam “tengah” atau 
“moderat”. Oleh Al-Jabiri disebutkan, musuh 
bebuyutan Islam ekstrem adalah kelompok yang 


26 Tim Penulis JMN, Gerakan Kultural Islam 


Nusantara, Yogyakarta: JMN dan Panitia Muktamar NU ke-33, 
2015, hal. 12-13. 
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paling dekat dengannya, yakni Islam moderat. Al- 
Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam 
ekstrem di masa kontemporer ini. Gerakan-gerakan 
ekstremis masa lalu mempraktekan ekstremisme 
pada tatanan akidah, sedangkan gerakan-gerakan 
ekstrem kontemporer menjalankannya pada tataran 
syariah dengan melawan mazhab-mazhab moderat.” 


Ketiga, politisasi agama. Para penganut gerakan 
Islam transnasional selalu mengumandangkan jargon- 
jargon umum yang indah-indah, mengibarkan simbol- 
simbol agama dan meneriakkan kalimat-kalimat 
ketuhanan untuk menarik dukungan politik. Dalam 
konteks masyarakat yang tengah dihimpit kemiskinan, 
terbelakang dan tak berdaya, jargon-jargon besar dan 
simbol suci tentu sangat menarik dan mempesona. 
Pada saat yang sama, mereka mencaci maki yang lain, 
yang berbeda dan menuduh ideologi-ideologi lain 
sebagai sesat dan menyesatkan. Ketika gerakan mereka 
memasuki musala (mushola), surau, atau masjid di desa- 
desa atau kampung-kampung yang mayoritas dihuni 
rakyat miskin, tak berpendidikan dan tak berdaya secara 
ekonomi, maka para jamaah akan terbuai dengan klaim- 
klaim mereka yang menjanjikan surga. 


27 Ekstremisme Islam pada periode awal sejarah 
Islam terdapat pada sekte Khawarij. Lihat Muhammad Abid 
Al-Jabiri, Agama, Negara, dan Penerapan Syariah, Yogyakarta: 
Pustaka, 2001, hal. 139-149. 
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Politisasi agama ini setali tiga uang dengan 
proses manipulasi politik dan pembodohan umat. 
Kalau masyarakat kita tidak berpikir panjang, maka 
mereka akan terpesona dengan jargon-jargon besar 
itu. Siapa yang akan menyalahkan atau menolak 
jika dikatakan, "Hukum-hukum Tuhan adalah Maha 
Benar dan Maha Adil. Hukum-hukum Tuhan pasti 
membawa kemaslahatan atau kesejahteraan?” 
Siapa yang menggugat jika diserukan untuk menaati 
hukum-hukum Tuhan? Siapa yang tidak membenci 
kekafiran? Seluruh pemeluk agama di dunia, pastilah 
membenarkan semuanya, tanpa harus berdebat 
panjang. 


Akan tetapi, tiba pada giliran pendefinisian dan 
penjelasan rinci istilah-istilah keagamaan itu, seperti 
siapa yang disebut muslim atau kafir, apa yang 
dimaksud dengan syariah dan kaffah, dan seterusnya, 
jawabannya menjadi tidak sempurna. Demikian 
juga pada tingkat mengoperasionalisasikan gagasan 
dan jargon-jargon besar tersebut. Bagaimana, 
misalnya, prosedur pemilihan kepala negara atau 
pemerintahan? Apakah rakyat memiliki hak atau 
mengontrol kekuasaan. Jika iya, lalu bagaimana 
caranya? Tetapi segera dapat dikemukakan bahwa 
hal yang sangat tampak vulgar adalah bahwa ideologi 
transnasional akan bergerak ke arah penerapan 
hukum-hukum, sistem politik, sistem ekonomi, dan 
kebudayaan yang pernah di berlakukan pada masa 
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lampau, Abad Pertengahan di Jazirah Arabia. Mereka 
akan membangun kembali sistem khilafah. 


Ini merupakan bentuk Islam ekstrem yang lain. 
Muhammad Sa'id Al-Asymawi juga menggunakan 
istilah ekstremisme untuk menggambarkan gerakan 
suatu kelompok untuk merebut kekuasaan dengan 
menunggangi isu-isu agama. Disebutkan oleh Al- 
Asymawi, bahwa faktor yang paling menonjol 
dari kemunculan ekstremisme Islam adalah krisis 
kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara, 
lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga 
politik. Wacana ekstremisme Islam memudahkan 
mereka untuk menyusupkan isu-isunya sebagai 
alat untuk merebut kekuasaan dan membangkang 
kepada hukum. Sebenarnya faktor utama dalam 
gerakan ini adalah kekuasaan. Sebagaimana 
perilaku kaum Khawarij sepanjang sejarah dan efek 
mencampuradukan agama dengan politik dengan 
disertai kekerasan dan intimidasi. 


Keempat, otoritas politik tunggal yang 
otoritarian atas nama Tuhan. Dengan sistem 
khilafah, warga dunia akan dikendalikan oleh 
satu orang pemimpin saja. Orang itu bukan nabi, 
karena nabi sudah tidak mungkin lahir lagi. Seluruh 


28 “Muhammad Said Al-Asymawi, Al-Islam Al-Siyasi, 
Kairo: Sina li Al-Nasyr, 1987, hal. 66. 
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kekuasaan negara dan pemerintah berada di tangan 
sang khalifah. Dialah yang membuat aturan hukum, 
mengontrol dan mengadili, dan rakyat dunia wajib 
tunduk kepadanya, tanpa syarat, karena rumusan- 
rumusan hukum yang dibuatnya akan diklaim sebagai 
kebenaran dan keadilan Tuhan. Di tangan dia yang 
bukan nabi itu, titah-titah Tuhan ditafsirkan menurut 
perspektifnya sendiri. Dia kemudian mengatakan, 
"Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum 
Tuhan, maka dia kafir, zalim, dan fasik (durhaka).” 


Kalimat suci itu akan terus dikumandangkan 
di seluruh pelosok bumi. Ia menjadi senjata paling 
ampuh untuk menundukan lawan-lawan politik 
atau ideologinya. Sekaligus memberikan harapan 
yang menyejukan hati. Dengan kalimat suci itu 
pula, setiap individu atau komunitas, mazhab 
politik, mazhab hukum, aliran kepercayaan, atau 
agama tertentu yang tidak sama, atau tidak 
sejalan dengan keyakinan atau tafsir keagamaan 
sang penguasa tunggal itu bisa jadi akan dianggap 
melawan Tuhan, karena itu harus ditumpas. Maka 
selain anti terhadap rasionalitas dia juga anti 
segala sesuatu yang datang dari luar, khususnya 
Barat. Demikian juga seluruh ekspresi kebudayaan, 
seperti tahlil, tawassul, muludan, ushalli, ziarah 
kubur, cium tangan, dan sebagainya, akan 
dianggap sebagai praktik-praktik yang sesat dan 
menyesatkan, bidah, menyimpang dari agama, 
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musyrik, dan sebagainya. Ekspresi kebudayaan 
tersebut harus di larang. 


Pada akhirnya "jihad” menjadi kata kunci untuk 
"menyelesaikan” (baca: memberangus) seluruh 
perilaku dan tindakan kebudayaan rakyat. Dengan 
begitu, ideologi transnasional adalah sebuah negara 
otoritarian, yakni sebuah negara yang ditegakkan 
melalui kekuasaan represif dan despotik (sewenang- 
wenang). 
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ebagaimana dikemukakan sebelumnya, gerakan 

Islam transnasional ini menyerukan perjuangan 

dua agenda: agenda islamisme atau Islam 
politik dan agenda salafisme atau Wahhabisme. Dua 
agenda ini sekaligus menjadi unsur sekaligus karakter 
yang melekat pada setiap gerakannya. 


Globalized Islamism 


Salah satu ideologi yang menonjol yang dibawa 
oleh gerakan Islam transnasional adalah Islam politik. 
Olivier Roy menyebutnya islamism, yakni gerakan 
yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik. 
Dalam bukunya The Failure of Political Islam, Olivier 
Roy menggunakan terma ”islamism” dan ”neo- 
fundamentalism” untuk menyebut gerakan Islam 
yang berorientasi pada pemberlakuan syariat. 


Untuk menggambarkan fenomena yang sama, 
pengamat lain menyebutnya ”Islamist Politic”. Istilah 
ini digunakan untuk menunjuk kegiatan organisasi- 


29 Olivier Roy, The Failure of Political Islam, (London: 
I.B. Tauris & Co Ltd. 1994), hal. 2-4. 
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organisasi dan gerakan-gerakan yang menggerakkan 
dan mengajak di wilayah politik yang menggunakan 
tanda dan simbol-simbol dari tradisi Islam. Istilah 
ini juga dipakai menunjuk aktivisme politik yang 
melibatkan kelompok-kelompok informal yang 
membentuk kembali repertoir dan bingkai-bingkai 
rujukan dari tradisi Islam. Istilah ini digunakan oleh 
Dale Eickelman dan Jamen Piscatori dalam buku 
mereka Muslim Politics. 


Bassam Tibbi memandang Islam politik 
sebagai salah satu jenis fundamentalisme. 
Menurutnya, fundamentalisme adalah suatu 
weltanschauung atau pandangan dunia (world 
view) yang berusaha membangun tatanannya 
sendiri, dan dengan demikian memisahkan 
masyarakat peradaban Islam dari sisi humanitas 
seraya mengklaim pandangan mereka sebagai 
suatu yang berlaku universal. Mereka menantang 
dan meruntuhkan tatanan sekuler tentang 
lembaga politik dan bermaksud menggantikannya 
dengan tatanan Tuhan yang disebut hakimiatullah. 
Tatanan yang dibayangkan mereka itu bukanlah 
tatanan domestik, tetapi fondasi dari tatanan 
dunia baru yang mereka harapkan tertanam di 
tempat tatanan yang ada. Dari perspektif ini, 
fundamentalisme Islam menjadi tantangan yang 


30 Dale Eickelman dan Jamen Piscatori, Muslim 
Politics, (Princeton N.J. Princeton University Press, 1996). 
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menakutkan bagi standar-standar politik dunia 
internasional sekarang ini.” 


Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 
fundamentalisme bukanlah mewakili keyakinan 
agama tetapi merupakan pandangan sosio-politik, 
yakni masalah yang luas menyangkut watak negara, 
masyarakat, dan politik dunia. Namun, masalah 
itu diartikulasikan dengan simbol-simbol agama. 
Meskipun kaum fundamentalis menggunakan 
agama untuk kepentingan pragmatis, konteksnya 
jelas lebih politis daripada agama, dania mencakup 
politik kawasan (domestik) dan politik global. 
Kaum fundamentalis menegaskan kembali doktrin- 
doktrin lama: mereka mencerabutnya secara kaku 
dari konteksnya yang orisinil, membumbuinya, 
dan menginstitusikannya, dan menggunakannya 
sebagai senjata ideologis melawan “dunia 
yang memusuhi” (Barat), Maka sejatinya 
fundamentalisme bukan ekspresi kebangkitan 
agama, tetapi lebih merupakan pernyataan 
tentang tatanan baru, karena kaum fundamentalis 
berupaya menggantikan struktur-struktur yang 
ada dengan sistem yang komprehensif (kaffah) 
yang berasal dari prinsip-prinsip agama. Sistem ini 


31 Bassam Tibbi, Ancaman Fundamentalisme Rajutan 
Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru, terj. Imron Rosyidi, 
Zainul Abbas, Sinta Carolina, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, 
hal. Xii. 
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mencakup hukum, politik, masyarakat, ekonomi 
dan budaya.? 


Maka setiap tema dalam ideologi mereka 
senantiasa berhubungan dengan sepasang dikotomi, 
tatanan Tuhan vs tatanan sekuler, nizam Islam vs 
negara bangsa sekuler, shura vs demokrasi sekuler, 
syariah vs hukum positif atau legislasi manusia, dan 
yang terpenting, al-hakimiyyatu lillah vs kedaulatan 
rakyat.” 


Dalam kaitan ini, terdapat dua varian 
fundamentalisme: fundamentalisme populis dan 
fundamentalisme totalitarian. Fundamentalisme 
populis masih menerima kedaulatan rakyat dengan 
pembatasan-pembatasan tertentu. Namun demikian, 
meskipun ada upaya mengakomodasi demokrasi, 
tetapi di kalangan mainstream kaum fundamentalis 
tetap didominasi oleh pandangan pemikir Islam 
Pakistan, Abul A'la Al-Maududi yang bisa dijelaskan 
baik dengan keadilan maupun kedermawanannya, 
sebagai "pola suci” totalitarianisme.” 


Gelombang kebangkitan (revivalism) Islam 
di Timur Tengah yang mengalami radikalisasi pada 
dekade ke tujuh Abad 20 M, merupakan lahan subur 
bagi kemunculan kembali islamisme. Sejak saat 


32  Ibid., hal. 22-23. 
33  Ibid., hal. 240. 
34  Ibid., hal. 274. 
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itulah gerakan-gerakan Islam berada di panggung 
utama, dari Malaysia sampai Senegal, dari Soviet 
(Rusia) sampai daerah-daerah pinggiran di Eropa 
yang dihuni oleh imigran yang sudah mapan. 


Keinginan umat Islam untuk menjadikan Islam 
sebagai landasan politik menjadi teramat besar di 
saat mereka sedang dilanda krisis. Sebuah krisis 
yang lebih parah daripada krisis-krisis sebelumnya. 
Krisis itu tidak terbatas pada negara-negara tertentu, 
namun meresap ke seluruh dunia Islam, krisis itu 
meliputi berbagai bidang sekaligus: sosial, ekonomi, 
politik, kebudayaan, psikologi dan spiritual: dan 
krisis itu bersifat kumulatif, menggambarkan puncak 
kegagalan pembangunan bangsa, pembangunan 
sosial-ekonomi, dan runtuhnya kekuatan militer. 


Krisis yang parah ini telah pula melahirkan 
xenophobia, merebaknya kebencian terhadap yang 
berbau asing. Dalam pandangan masyarakat muslim, 
integritas kebudayaan Islam dan way of life itu telah 
terancam kekuatan-kekuatan non-Islam seperti 
sekularisme, dan modernitas yang disponsori oleh 
pemerintah negara-negara muslim sendiri. 


Gelombang gerakan Islam ini semakin menguat 
setelah dipicu oleh kemenangan Ayatullah Khomaini 


35 Hunter, Op. Cit., hal. 12-13. 
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dalam Revolusi Iran pada 1979. Hal ini menaikan 
semangat bagi pada pendukung gerakan kebangkitan 
Islam karena ternyata Islam mampu mengalahkan 
rezim sekular Syah Reza Pahlevi yang didukung penuh 
oleh AS. Revolusi Iran telah mempengaruhi gerakan 
Islam di negara-negara Arab lainnya. 


Organisasi-organisasi Islam semacam IM 
semakin memperoleh sambutan yang hangat oleh 
masyarakat. Organisasi-organisasi gaya baru ini sangat 
populer di kalangan mahasiswa dan profesional 
muda yang berpendidikan modern di berbagai 
negara Arab muslim. Organisasi yang didirikan oleh 
Hasan Al-Banna pada 1928 ini bahkan menyebar dari 
Mesir ke Sudan, Aljazair, Suriah, Jordania, Palestina, 
negara-negara Teluk, hingga ke Asia Tenggara. 


Tema semua gerakan Islam di hampir seluruh 
belahan dunia berkisar pada dua hal: protes melawan 
kemerosotan internal dan “serangan eksternal”. Para 
pengamat muslim kontemporer melihat fenomena 
ini sebagai respons muslim terhadap sekularisme 
Barat dan dominasi atas dunia Islam, di samping 
respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan 
umat Islam sendiri. 


Sambutan yang luas terhadap gerakan- 


36  Abdullahi Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syariah, 
terj. Amiruddin Ar- dan Ahmad Suaedi, Cet. III, Yogyakarta: LKIS, 
2001, hal. 9. 
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gerakan yang sifatnya radikal sesungguhnya 
disebabkan oleh faktor perlawanan terhadap Barat 
yang hegemonik, dan terlalu dalam ikut campur di 
negara-negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, 
Libya, Bosnia, dan Palestina. ” Umat Islam sudah 
lama diperlakukan tidak adil oleh Barat secara 
politik, ekonomi dan budaya, sehingga mereka harus 
mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat. 
Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak 
dalam kapasitasnya yang saling bekerjasama, tetapi 
malah memojokan dan memusuhi. Pada gilirannya, 
ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi 
kekerasan, dengan sebutan "jihad global”. 


Aktivisme politik-keagamaan yang oleh Olivier 
Roy disebut “islamisme” ini senantiasa terombang- 
ambing antara dua kutub. Bagi kutub revolusioner, 
islamisasi masyarakat mesti dilakukan melalui 
kekuasaan negara dengan merebut kekuasaan 
terlebih dahulu. Bagi kelompok ini, pendekatan 
gerakan yang ditempuh adalah non-kooperatif 
dengan penguasa dan menolak sistem politik 
demokrasi yang dianggap tidak islami. Sementara 
menurut kutub reformis, tindakan sosial dan politis 
mereka terutama bertujuan reislamisasi masyarakat 


37 Konflik di Bosnia, Palestina, dan Afghanistan telah 
mempertajam polarisasi dan radikalisasi masyarakat Muslim 
dunia. Lihat Akbar S. Ahmed, Hastings Donnan, (Eds.) Islam, 
Globalization and Postmodernity, Routledge, 1994, hal. 8. 
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dari bawah ke atas, yang dengan sendirinya akan 
mewujudkan negara Islam. Perbedaan dua kutub ini 
bukan pada masalah perlunya negara Islam. Mereka 
sepakat dengan kemestian igamah al-daulah al- 
Islamiyah (pendirian negara Islam). Perbedaan ada 
pada cara pencapaiannya dan sikap penerapannya 
berkaitan dengan kekuasaan yang ada. Apakah 
cara yang ditempuh adalah penghancuran, oposisi, 
kolaborasi, atau  ketidakpedulian  (apatisme 
politik).28 


Sebagian besar dari kalangan kelompok 
revivalis Sunni yang meliputi IM di Mesir dan 
organisasi-organisasi yang berafiliasi padanya 
menganut pendekatan reformis. Terlepas dari kesan 
militan yang menjadi ciri IM sejak pembentukannya, 
pendiri organisasi ini, Hasan Al-Banna selalu 
bersikap tegas bahwa dia tidak memiliki niat untuk 
melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan. 
Tujuan utama IM adalah pendidikan. Mereka percaya 
jika masyarakat telah menyerap risalah Islam dan 
membiarkannya mengubah mereka, maka Mesir 
akan menjadi negara islami tanpa perlu adanya 
pengambil alihan secara paksa.” 


38 Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik, terj. Harimurti 
dan Oomaruddin SF, Jakarta: Serambi, 1996, hal 29 

39 Karen Armstrong, Berperang Demi Tuhan, terj., 
Satrio Wahono, Helmi, dan Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 
2001, hal. 349-350. 
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Oleh karena itu mereka mencoba bergerak 
pada skala yang besar dalam batas-batas legalitas 
yang ditentukan oleh pemerintah. Karena menyadari 
bahaya yang menyertai konfrontasi revolusioner 
dengan para penguasa, gerakan-gerakan ini mengikuti 
kebijakan bertahap untuk mempertinggi kesadaran 
keagamaan di kalangan masyarakat, sembari terus 
berupaya mendorong pelaksanaan syariat oleh 
negara. Dalam upaya mereka menegakkan tatanan 
Islam, kelompok ini menunjukkan fleksibilitas dan 
kesiapan untuk mengadaptasikan ideologi-ideologi 
dan program-program mereka dengan kondisi 
modern.” 


Sementara itu, pendukung kutub revolusioner 
direpresentasikan oleh gerakan Syiah revolusioner 
yang dimotori oleh ideologi Republik Islam Iran 
dengan landasan wilayatulfagih-nya Ayatullah 
Khomaini. Pengikut-pengikut Khomeinisme ini 
antara lain: Hizb Al-Da'wah Al-Islamiyyah di Irak dan 
gerakan-gerakan yang berafiliasi padanya di Teluk, 
serta Hizbullah, Jihad Al-Islam dan Amal Islam di 
Libanon Selatan.” 


Dari sayap Sunni, kutub revolusioner ini 
meliputi IM di Suriah dan cabang-cabangnya yang 
militan, Organisasi Pembebasan Islam di Mesir dan 
Yordania, Takfir wa al-Hijrah (Jama'ah al-Muslimin) 


40 Hunter, Op. Cit., hal 16. 
41 Ibid., hal 18. 
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dan Jama'ah Al-iIslamiyah di Mesir, HT di Yordania 
dan kelompok-kelompok yang serupa di Mesir, Afrika 
Utara, Libanon, Israel, Saudi Arabia, dan negara- 
negara Teluk, termasuk Hamas di Palestina, Taliban 
di Afghanistan dan jaringan Tandzim Al-Oaida Usama 
Bin Ladin yang berpusat di Afghanistan serta Jl di 
Asia Tenggara. Di era mutakhir, Jabhah Nusroh dan 
ISIS menjadi simpul penting kubu revolusioner kaum 
Sunni. 


Selain HT, kalangan revolusioner ini sebagian 
besar menggunakan perjuangan bersenjata untuk 
mencapai tujuan-tujuannya. Sebagian bergerak di 
internal umat Islam dengan memerangi penguasa 
muslim yang mereka anggap kafir karena tidak 
menerapkan hukum Islam seperti Hizb Al-Da'wah 
Al-Islamiyyah di Irak, Takfir wa Al-Hijrah (Jama'ah Al- 
Muslimin) dan Jama'ah Al-Islamiyah di Mesir, serta 
Jabhah Nusroh dan ISIS di Irak dan Suriah. Sebagian 
yang lain bercita-cita membebaskan kaum muslim 
dari dominasi penguasa negeri yang non-muslim 
semisal Hizbullah, Jihad al-Islam dan Amal Islam di 
Lebanon Selatan, atau membebaskan negeri dari 
penjajah asing seperti Hamas, pejuang Chechnya, 
muslim Pattani, muslim Moro dan pejuang Khasmir. 
Ada pula kelompok yang bergerak dalam sekala 
global melawan Barat yakni Tandzim Al-Gaida Osama 
Bin Ladin dan jaringannya: kelompok Abu Mus'ab Al- 
Zargawi di Irak, Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara, 
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dan kelompok Juma Namangani di negara-negara 
bekas Uni Soviet. Kalangan islamisme atau Islam 
politik sebenarnya memiliki titik singgung dengan 
Salafi dan bisa pula digolongkan sebagai pecahannya. 
Kaum Islamis umumnya menganut teologi Salafi. 
Yakni menganjurkan gerakan kembali kepada Alguran, 
sunah dan hukum syariat serta menolak khazanah 
tradisi (tafsir, filsafat, tasawuf, dan fikih keempat 
mazhab). Maka mereka menyerukan purifikasi dan 
berijtihad. Dalam hal ini mereka menganut pikiran 
Ibnu Taimiyah, Ibnul Ooyyim Al-Jauziyah, Muhammad 
Bin Abdul Wahhab, Al-Afghani, Abduh dan Rasyid 
Ridla. Pada perkembangan berikutnya, Salafisme yang 
mereka anut cederung semakin berciri puritanisme 
radikal dan meninggalkan seruan ijtihad. 


Pandangan kalangan Islamisme sendiri 
terinspirasi dari tulisan-tulisan ideolog kelompok 
radikal IM, Sayyid Guthb yang mengatakan bahwa: 
Pertama, masyarakat hanya bisa di islamkan melalui 
kegiatan sosial dan politik. Gerakan Islamis memilih 
terlibat langsung dalam kehidupan politik dengan 
agenda meraih kekuasaan. Kedua, gerakan islamis 
memiliki argumen politik bahwa Islam adalah 
sistem pemikiran global dan menyeluruh. Menurut 
mereka, masyarakat yang terdiri dari orang-orang 
Islam saja tidak cukup, tapi harus islami dalam 
landasan ideologi maupun strukturnya. Bahkan, 
bagi kalangan islamis radikal (pengikut Sayyid 
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Outhb dan Khomeini) setiap orang punya kewajiban 
untuk memberontak terhadap negara muslim 
yang dinilai korup. Bahkan adalah kewajiban 
untuk mengkafirkan, mengekskomunikasi (takfir) 
penguasa yang dipandang murtad serta untuk 
melakukan tindakan kekerasan, terorisme dan 
revolusi, terhadap penguasa tersebut. 


Ketiga, islamisme menerima pandangan 
klasik bahwa Islam merupakan sistem yang lengkap 
dan universal sehingga tidak perlu melakukan 
“modernisasi” ataupun penyesuaian diri. Justru 
mereka hendak menerapkan model ini atas objek 
modern: masyarakat dalam pengertian modern yang 
terdiferensiasi menjadi badan-badan sosial, politik 
dan ekonomi. 


Keempat, islamisme memandang bahwa 
penerapan syariat adalah hal penting. Namun, 
Islam lebih dari sekedar penerapan syariat, namun 
merupakan ideologi yang utuh dan menyeluruh. 
Maka islamisasi menyangkut masyarakat, negara, 
dan hukum sekaligus.” 


Wahhabisme Internasional 


Wacana transnasionalisme Islam belakangan 
ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari paham 


42 Roy, Gagalnya Islam Politik, Op. Cit., hal 43-47. 
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wahhabisme. Paham ini bukan hanya telah 
menyediakan bahan bakar doktriner yang 
membentuk ideologi dan cara berpikir mereka, 
tetapi juga pandangan universalisme Islam spesifik 
miliknya yang mempengaruhi setiap gerakan Islam 
transnasional yang belakangan ini telah mencoreng 
wajah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. 
Hampir tidak ada gerakan puritan Islam yang 
tidak dipengaruhi oleh wahhabisme, di antaranya 
kelompok Taliban, Al-Gaida, dan sejumlah gerakan 
radikal Islam lainnya. 


Dasar-dasar teologi Wahhabi dibangun oleh 
seorang fanatik abad ke-18 yakni Muhammad Ibn 
Abdul Wahhab (w. 1206 H/1792 M). Gagasan utama 
Abdul Wahhab adalah bahwa umat Islam telah 
melakukan kesalahan dengan menyimpang dari jalan 
Islam yang lurus, dan hanya dengan kembali ke satu- 
satunya agama yang benar mereka akan diterima 
dan mendapat ridla Allah. Dengan semangat puritan, 
laki-laki kelahiran Najd ini mengklaim hendak 
membebaskan Islam dari virus-virus yang telah 
menggerogoti kemurnian Islam, seperti tasawuf, 
tawassul, rasionalisme, ajaran syiah dan berbagai 
praktek keagamaan lainnya yang dianggapnya 
bidah. 


43 Khaled Abou EI Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim 
Puritan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005, hal. 61. 
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Abdul Wahhab dan pengikutnya menafsirkan 
teks-teks yang sudah diseleksi demi mendukung 
gagasan yang terbentuk sebelumnya mengenai 
sejumlah isu. Pembacaan selektif atas bukti tekstual 
ini secara transparan ditunjukkan oleh fakta bahwa 
kaum Wahhabi telah melepaskan diri mereka dari 
peran besar khazanah hukum Islam. Bukannya beradu 
argumentasi dengan berbagai interpretasi yang telah 
dibuat oleh para ulama masa lalu, yang dengan 
cara demikian kaum Wahhabi sebenarnya bisa 
lebih mudah membaca sumber-sumber Islam demi 
mendukung pemahaman dan bias budaya mereka 
sendiri. Sebaliknya, kaum Wahhabi memperlakukan 
berbagai preseden hukum yang tidak memiliki 
kesamaan pemahaman dengan pandangan mereka 
sebagai tindakan bidah. 


Abdul Wahhab, misalnya, menegaskan bahwa 
umat Islam yang berlaku syirik harus ditentang dan 
dibunuh. Penegasan ini didasarkan pada tafsir mereka 
terhadap preseden yang dilakukan khalifah pertama, 
Abu Bakar, di mana Abdul Wahhab mengklaim bahwa 
Abu Bakar memerangi dan membunuh begitu banyak 
orang munafik, meskipun mereka mengerjakan lima 
rukun Islam. Demi mendukung argumennya, Abdul 
Wahhab menganalogikan preseden tersebut dengan 
kehalalan membunuh orang yang berstatus munafik 
kendati mengaku Islam. Dengan berpendapat bahwa 
para pengikutnya dibenarkan untuk membunuh 
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musuh yang juga muslim, ia berpendirian bahwa 
Turki Utsmani, sekutu mereka, dan semua umat 
Islam yang melakukan syirik dan menjadi munafik 
sesungguhnya adalah kaum kafir yang layak dibunuh. 


Abdul Wahhab memangsangatgemar mengutip 
preseden Abu Bakarini meskipun banyak sarjana Islam 
yang meragukan kebenaran preseden tersebut. Akan 
tetapi Abdul Wahhab bersikeras menolak kumpulan 
literatur yang tidak membenarkan preseden tersebut 
dalam usahanya untuk membenarkan pembunuhan 
dan penganiayaan terhadap orang-orang yang ia 
pandang sebagai muslim bidah. Demikianlah semua 
alibi tersebut diajukan atas nama menjaga kemurnian 
ajaran agama Islam. 


Abdul Wahhab menganut apa yang bisa 
disebut sebagai isolasionisme intelektual.“ Mereka 
menganut sistem keyakian yang tertutup, lengkap dan 
mampu mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga 
ia merasa tak punya alasan untuk terlibat atau 
berinteraksi dengan yang lain, kecuali dengan posisi 
mendominasi. Dalam pandangan mereka tidak ada 
nilai-nilai moral universal yang sebanding dengan nilai 
dan misi universal Islam. Pendekatan isolasionisme 
semacam inilah yang lalu direproduksi kembali 
oleh berbagai gerakan Islam baru yang sama-sama 
menganut ideologi puritan. Sayyid Outhb, misalnya 


44 Ibid., hal. 68. 
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salah seorang ideolog puritan paling berpengaruh 
berpandangan bahwa para pertengahan Abad ke- 
20 dunia termasuk dunia Islam sedang hidup dalam 
masa jahiliah (masa kegagalan dan kebodohan yang 
biasanya merujuk pada era pra-lIslam). @Authb dalam 
karyanya Milestones on The Road (bloomington, 
IN: American Trust Publications, 1991) menyatakan 
dukungannya terhadap sistem  isolasionisme 
intelektual yang tertutup dan berpendapat bahwa 
umat Islam tak seharusnya berinteraksi dengan non- 
muslim kecuali dalam posisi supremasi. 


Kendatipun banyak ulama mainstream yang 
menentang pandangan-pandangannya, di antaranya 
saudaranya sendiri Sulaiman ibn Abdul Wahhab 
yang menyatakan adanya unsur despotisme dalam 
metodologi Wahhabi, kenyataannya ajaran dan 
gerakan Wahhabi tidaklah berumur pendek seperti 
yang diperkirakan orang. Wahhabisme justru meluas 
bukan hanya di Arab tetapi juga di belahan dunia 
lainnya. 


Dari sisi doktrin, sebenarnya gagasan Abdul 
Wahhab bisa dibilang tidak begitu menarik untuk 
diikuti secara luas. Kesederhanaan, ketegasan dan 
absolutisme ide-ide Abdul Wahhab barangkali hanya 
menarik bagi suku-suku di gurun pasir, khususnya di 
wilayah Najd, Saudi, yang merupakan wilayah paling 
tribal, kurang berkembang, dan dihuni oleh kelompok 
masyarakat yang kurang beragam. Hanya saja lalu 
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Abdul Wahhab mendapat keberuntungan lantaran 
keluarga Al-Saud bergabung dan mendukungnya 
guna memperoleh legitimasi untuk berperang 
melawan Dinasti Utsmani di Semenanjung Arab. 


Koalisi ini mirip simbiosis mutualisme. 
Hubungan keduanya sebenarnya sudah terjalin sejak 
tahun 1744, ketika Muhammad ibn Saud (w. 1762), 
penguasa Al-Dir'iyyah, sebuah kota kecil di Najd, 
memberi perlindungan dan basis teritorial kepada 
Abdul Wahhab saat para ahli hukum Najd memprotes 
keras tindakan Abdul Wahhab yang kelewat fanatik 
dan tidak memiliki landasan agama yang kuat. Dan 
sebagai imbalan atas dukungan itu, kaum Wahhabi 
menyediakan kekuatan perang yang sangat militan 
dan melegitimasi keluarga Al-Saud secara ideologis 
dan keagamaan, untuk menggelar kekuatan perang 
melawan wmusuh-musuhnya. Dengan demikian 
sekali rengkuh dua tujuan diharapkan bisa tercapai, 
yakni menggulingkan kendali Dinasti Utsmani dan 
memperkuat wahhabisme ke dunia Arab seluas- 
luasnya. Terutama dengan berupaya mengontrol 
Mekkah dan Madinah, mereka akan memperoleh 
kemenangan simbolis dengan mengendalikan 
pusat spiritual dunia Islam. Dan memang itulah 
sebenarnya yang mereka kehendaki. Dengan 
memadukan semangat keagamaan dan nasionalisme 
Arab yang dibangun keluarga Al-Saud, perlawanan 
pemberontakan — terhadap Dinasti Utsmani 
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berdampak besar dan meluas hingga Damaskus di 
Utara dan Oman di Selatan. 


Memang benar bahwa pemberontakan yang 
dilakukan koalisi agama dan politik ini sempat 
dihancurleburkan oleh koalisi militer Mesir dan Turki 
di bawah kepemimpinan Muhammad Ali pada 1818. 
Akan tetapi peristiwa yang telah membuat luluh- 
lantak markas dan ibu kota negara Saudi pertama, 
kota Al-Dir'iyyah dan para penghuninya itu, tidak 
benar-benar mampu mengubur ekstremisme 
Wahhabi. Pada awal abad ke-20, ideologi Wahhabi 
ini dibangkitkan kembali oleh Abdul Aziz ibn Al-Saud 
(berkuasa pada kurun waktu 1319-1373 H/1902- 
1953 M), pendiri negara Saudi modern yang sekaligus 
cikal bakal negara Arab Saudi, yang menganut teologi 
puritan kaum Wahhabi dan menggabungkan dirinya 
dengan suku-suku Najd. 


Penguasaan wilayah Hijaz bisa disebut sebagai 
landasan awal periode regionalisasi wahhabisme. 
Mengapa Hijaz? Sudah lazim diketahui bahwa 
Hijaz adalah wilayah di mana kota suci umat Islam, 
Mekkah dan Madinah, berada. Wilayah ini menjadi 
rebutan dari berbagai suku besar maupun kecil di 
Semenanjung Arab. Karena itu menguasai Hijaz 
berarti memperkuat legitimasi Arab Saudi sebagai 
penguasa politik yang sah, sementara Wahhabi 
sebagai satu-satunya penguasa spiritual umat Islam 
yang benar. Dan dari situ pula, mereka akan bisa 
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memperluas cengkeramannya ke seluruh Jazirah 
Arab. 


Rupanya, keinginan Saudi-Wahhabi ini 
bertemu dengan niat jahat imperialisme Inggris 
yang hendak memperlemah Dinasti Utsmani dengan 
cara menjauhkan Mekkah dan Madinah dari kendali 
mereka. Bagi Inggris, Utsmani adalah halangan untuk 
menguasai pertambangan minyak di Arabia. Oleh 
karena itu demi menjamin hasrat imperialismenya, 
ia harus menciptakan pemerintahan yang kuat 
di Semenanjung Arab yang kelak akan melayani 
kepentingan-kepentingan Inggris. Dan pilihannya 
jatuh kepada ke keluarga Al-Saud, kendati sebenarnya 
Inggris secara oportunistik tidak hanya mendukung 
dan membiayai keluarga Al-Saud tetapi juga keluarga 
lainnya seperti Rasyidi, Hasyim, dan Bani Khalid 
yang berebut wilayah Semenanjung Arab. Dan dari 
sinilah apa yang bisa kita sebut aliansi “tritunggal” 
pun terjadi, antara kaum Wahhabi, keluarga Al- 
Saud, dan imperialis Inggris. Al-Saud berkepentingan 
menguasai teritorial Arab dan menjadi penguasa 
politik yang sah: Inggris berkepentingan atas konsesi 
eksklusif pertambangan minyak kepada perusahaan- 
perusahaan Inggris: sementara Wahhabi berharap 
keluarga Al-Saud memberi kendali bebas atas semua 
urusan keagamaan. 


Setelah fase regionalisasi kekuasaan Wahhabi 
tercapai, tibalah pada gilirannya keinginan Wahhabi- 
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Saud untuk melakukan internasionalisasi kekuasaan. 
Keinginan ini sebenarnya nampak karena rasa 
gengsi diri lantaran sebagai penjaga dua tempat suci 
(khadimul haramain) secara politis rasanya aneh 
saja jika Arab Saudi memiliki sistem keyakinan yang 
berbeda dengan dunia Islam lainnya. Lagi pula, status 
sebagai penjaga tempat-tempat suci ini bernilai 
sensitif di dunia Islam, dan klaim kedaulatan eksklusif 
Saudi atas tempat-tempat ini tetap masih problematik 
sejak 1920-am hingga 1960-an, khususnya karena 
sikap intoleransi Wahhabi terhadap praktik ritual 
yang mereka anggap tidak benar. 


Pada 1950-an dan 1960-an, Arab Saudi 
memperoleh tekanan sangat besar dari rezim- 
rezim republik dan nasionalis Arab yang cenderung 
melihat sistem Saudi sebagai sesuatu yang kuno 
dan reaksioner. Rezim nasionalisme Arab khususnya 
Gamal Abdel Nasser di Messir, bercorak sekuler, 
sosialis, dan revolusioner. Pemerintah Arab Saudi 
dan negara-negara Teluk lain yang menganut 
sistem dinasti, kapitalistik, dan teokratis dipandang 
terbelakang secara historis dan anti-revolusioner. 
Menurut nasionalis Arab revolusioner, Arab Saudi 
adalah negara buatan yang dibentuk oleh kekuatan 
kolonial dalam rangka memenuhi kepentingan 
imperialisme Barat. Oleh karena itu, Gamal Abdel 
Nasser, misalnya tidak hanya menentang status Saudi 
sebagai penjaga tempat-tempat suci, tetapi ia juga 
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berupaya menggulingkan pemerintah Arab Saudi. 


Kendati memperoleh tekanan dari berbagai 
pihak, pemerintah Saudi rupanya tidak pernah 
kehilangan nyali. Justru lagi-lagi posisi Al-Saud 
diuntungkan oleh penemuan dan pemanfaatan 
sumber daya minyak yang sekaligus menjadi 
sumber dana melimpah bagi negaranya. Apalagi 
setelah tahun 1975, kekayaan keluarga Al-Saud 
melimpah ruang akibat melonjak harga minyak 
mentah dunia. Dengan sarana finansial itu Arab 
Saudi pun memperkuat legitimasi dan cengkeraman 
kekuasaannya. Pada titik tersebut, pemerintah Arab 
Saudi pun semakin leluasa untuk memilih: apakah 
harus mengubah sistem pemikirannya sendiri, 
paham Wahhabi, agar sejalan dengan keyakinan 
masyarakat muslim lainnya, atau mereka harus 
agresif menyebarkan pemikirannya ke seluruh dunia 
muslim. Jika pilihan pertama yang diambil, maka 
rezim Saudi harus mengubah dirinya sendiri. Tetapi 
pilihan ini memang tidak mudah lantaran kedekatan 
keluarga Saud dengan Wahhabi sudah sedemikian 
lekat dan mustahil dikompromikan. Sebaliknya, 
pilihan kedua dirasa lebih memungkinkan karena 
selain akan menambah legitimasi keluarga Saud di 
hadapan Wahhabi, hal itu jelas bisa direalisasikan 
dengan dukungan dana melimpah dari booming 
minyak waktu itu. Hal ini lalu direalisasikan melalui 


45  lIbid., hal. 92. 
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penciptaan sistem bantuan finansial berskala dunia 
dengan memberikan bantuan yang melimpah 
bagi mereka yang menyokong tipe pemikiran yang 
“benar” atau mereka yang benar-benar menahan 
diri untuk tidak mengkritisi paham Wahhabi. 


Denganopsi yang kedua inilah internasionalisasi 
Wahhabi berlangsung. Yakni lewat kampanye- 
kampanye dengan tujuan mengubah negara-negara 
muslim dengan menyebarkan ideologi Wahhabi ke 
seluruh dunia sebagai satu-satunya bentuk Islam 
yan benar. Internasionalisasi Wahhabi ini setidaknya 
dilakukan dengan beberapa strategi.“ 


Pertama, memberikan dukungan finansial 
kepada organisasi-organisasi penting. Cara ini 
dilakukan secara lebih canggih dan menyeluruh 
terutama pada tahun 1980-an dengan menciptakan 
organisasi perwakilan seperti Liga Muslim Dunia 
(Rabithah al-Alam al Islami), yang secara luas 
mendistribusikan literatur Wahhabi dalam semua 
bahasa utama dunia, memberikan hadiah dan 
sumbangan, serta menyediakan dana untuk 
jaringan penerbit, sekolah, masjid, organisasi, dan 
perseorangan. Tentu saja efek kampanye ini adalah 
munculnya banyak gerakan Islam di seluruh dunia 
yang menjadi pendukung ideologi Wahhabi. 


Kedua, persebaran Wahhabi juga didukung 


46 Ibid., hal. 92-93. 
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oleh berbagai institusi baik institusi sosial- 
keagamaan, pendidikan, institusi bisnis dan media 
massa seperti penerbitan buku, koran, dan majalah 
maupun institusi politik dan pemerintah, dan juga 
perseorangan seperti imam, guru, ustad, dan penulis 
yang “secara oportunis” ingin mengambil untung dari 
donasi Saudi. Institusi-institusi dan perseorangan 
ini belajar dan berusaha menunjukkan dirinya baik 
melalui ucapan, tindakan maupun pikirannya sebagai 
pengikut wahhabisme tulen yang dengan demikian 
akan menjamin diri mereka layak menerima donasi 
Saudi dan menikmati hidup yang layak. Untuk 
sekadar memperlihatkan melimpah ruahnya uang 
Saudi ini, contoh konkrit menunjukan bagaimana 
seorang sarjana muslim yang selama enam bulan 
menjalankan tugas belajar di universitas Arab Saudi 
akan memperoleh uang yang lebih banyak selama 
masa belajar ini ketimbang sepuluh tahun mengajar 
di Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan cara yang 
sama para penulis atau imam yang mendukung 
sikap pro-Wahhabi akan memenuhi syarat untuk 
memperoleh kontrak, kucuran dana, dan hadiah 
yang menguntungkan. 


Perkembangan yang menggelisahkan terutama 
terjadi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Sejumlah 
sarjana muslim yang dikenal karena liberalisme dan 
rasionalisme mereka ternyata juga menulis buku- 
buku yang membela mentah-mentah Muhammad 
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ibn Abdul Wahhab dan paham Wahhabi. Mereka 
dengan sedemikian rupa memotret dan melukiskan 
wahhabisme sebagai suatu gerakan yang paling 
sanggup menghadapi tantangan modernitas. Apapun 
motif dalam benak mereka, yang jelas mereka 
memperoleh imbalan yang tidak kecil atas kontribusi 
mereka, walaupun sebenarnya buku-buku mereka 
ini sangat diwarnai dengan sikap memilih-milih dan 
banyak menampilkan fakta yang secara historis 
tidak akurat. Beberapa contoh buku ini adalah 
karangan Muhammad Fathi Osman yang berjudul Al- 
Sakafiyyah fi Al-Mujama'at Al-Mu'ashirah (Salafi di 
Masyarakat Modern) (Kuwait: Dar al-Galam, 1981). 
Penulis buku ini menyama-nyamakan antara orang 
Wahhabi dan Salafi, dan memuji-muji Abdul Wahhab 
dan gerakannya. Uniknya, sewaktu menulis buku 
ini, sang penulis sedang menjabat sebagai seorang 
profesor di Arab Saudi. Pembelaan memalukan 
lainnya terhadap gerakan Wahhabi dilakukan oleh 
sarjana liberal bernama Muhammad Jalal Kisyk. 
Kisyk menulis buku Al-Sa'udiyyun wa Al-Hal Al-Islami 
(Bangsa Saudi dan Solusi IslamJ| (West Hanover, MA: 
Halliday, 1981). Menariknya, Kisyk adalah penerima 
penghargaan Raja Faishal yang sangat berpengaruh. 


Beruntung, ada seorang sarjana muslim 
bernama Khalifa Fahd yang menulis sebuah buku 
berbahasa Arab yang diterbitkan di London berjudul 
Jahim Al-Hukm Al-Saudi wa Niram Al Wahhabiyyah 
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(London: Al-Safa Publishing, 1991) yang secara kritis 
menganalisis dan mengilustrasikan banyak fakta yang 
tak menyenangkan tentang Wahhabi yang diabaikan 
begitu saja dalam buku Kisyk di atas. Selain itu, 
Fahd telah membongkar banyak penulis muslim dan 
non-muslim dari negara-negara muslim dan lainnya 
memperoleh banyak imbalan uang lantaran menulis 
teks-teks yang pro-Wahhabi.” 


Modus operandi ini pula rupanya yang 
menyebabkan kebanyakan sarjana Islam selama 
berpuluh-puluh tahun tidak mencoba mengkritisi 
paham Wahhabi. Atau sebaliknya, buku-buku yang 
mengkritik Wahhabi tidak bisa beredar luas lantaran 
dipotong peredarannya dengan segala cara, baik 
melalui tekanan-tekanan terhadap pribadi penulis 
maupun dengan membeli hak cipta buku tersebut. 
Contoh konkritnya adalah apa yang menimpa Rasyid 
Ridha dan Muhammad Al-Ghazali (w. 1996). 


Pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha secara 
mendasar tidak sejalan dengan wahhabisme 
meskipun dirinya seorang pembela Wahhabi. 
Setelah kematian dirinya, kaum Wahhabi pelan- 
pelan menyalahkan dan menfitnah Ridha. Di negara- 
negara muslim, Saudi mencekal tulisan-tulisan 
Ridha, berhasil mencegah upaya cetak ulang karya- 
karyanya dan membuat bukunya sulit dicari. Fatwa- 


47  lIbid., hal. 108-109. Lihat pula catatan kaki dari 
buku yang sama hal. 361-362. 
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fatwa Ridha yang dihimpun dan dipublikasikan dalam 
enam jilid pada 1970 oleh sebuh penerbit bernama 
Dar Al-Jil, misalnya, telah hilang dari pasaran. Arab 
Saudi telah membayar Dar Al-Jil sehingga penerbit 
itu tetap memiliki hak cipta buku tersebut tetapi 
tidak mendistribusikan atau menjual buku tersebut. 


Hal yang hampir sama juga menimpa Al-Ghazali. 
la adalah seorang ulama Salafi dan ahli hukum Islam 
yang berpengaruh dan produktif yang mengkritik 
tajam pengaruh Wahhabi atas keyakinan Salafi. Al- 
Gazali rupanya kesal atas ketakbermoralan kaum 
Wahhabi yang ia sebut sebagai ahlul hadist modern 
yang mengaku sebagai kaum Salafi. Ia mengecam ahlul 
hadist modern ini karena menghidupkan fanatisme 
yang mencemarkan citra Islam di dunia. Lebih lanjut, 
menurutnya, Wahhabi sedang didera sikap isolasionis 
dan arogan sehingga membuat mereka tidak peduli 
pada yang yang dipikirkan oleh umat manusia yang 
lain tentang Islam atau umat Islam. Sikap arogan 
dan intoleran tersebut, lanjut Al-Ghazali, telah 
melecehkan dan memiskinkan pemikiran Islam serta 
menampik universalisme dan humanisme dalam 
Islam. Sebaliknya, mengenai kemunduran dunia Islam, 
Al-Ghazali berpendapat agar umat Islam melakukan 
instrospeksi diri untuk mencari titik kelemahan dari 
pemikiran dan diri umat Islam. 


Secara amat mengejutkan, pemikiran kritis 
Al-Ghazali ini memperoleh reaksi yang eksplosif 
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dan nyaris gila-gilaan. Banyak orang puritan 
dan lainnya menulis buku untuk mengecam dan 
menyerang Al-Ghazali dan mempertanyakan motif 
dan kompetensinya. Atas dukungan dan pengaruh 
Arab Saudi pula beberapa konferensi besar digelar 
di Mesir dan Saudi untuk mengkritisi buku tersebut. 
Demikian pula surat kabar Saudi, Al-Syarg Al-Awsath, 
yang pada tahun 1989 memuat beberapa artikel 
panjang yang merespon Al-Ghazali. 


Sulit dimungkiri, kekuatan besar Saudi sebagai 
pendukung berat wahhabisme telah menciutkan 
nyali sejumlah sarjana Islam untuk bersikap kritis 
dan objektif terhadap sebuah paham yang menjadi 
cikal bakal radikalisme Islam ini. Barangkali di benak 
mereka akan lebih aman untuk tetap melekatkan diri 
pada pemikiran apologetis dan tidak mengungkit- 
ungkit persoalan wahhabisme. Ini misalnya, terlihat 
pada diri Yusuf Al-Gardhawi, kolega sekaligus teman 
Al-Ghazali. Ketika kontroversi Al-Ghazali sedang 
mencuat panas-panasnya, ulama mesir yang sangat 
berpengaruh ini hanya sedikit bereaksi. Ia menulis 
dua buku terkait Al-Ghazali, buku pertama berjudul 
Al-Syaikh Al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlat Nishf Al- 
Oarn (Kairo: Dar Al-Syurug, 1994) yang membahas 
sejarah hidup Al-Ghazali: dan buku kedua berjudul AI- 
Imam Al-Ghazali bayn Madihin wa Nagidih (beirut: 
Mu'assasat al-Risalah, 1994) yang membicarakan 
kontroversi itu. Namun uniknya, dalam kedua 


93 


Islam Indonesia 


bukunya itu Yusuf Al-OGardhawi membela kesalehan 
dan pengetahuan Al-Ghazali, tetapi sama sekali 
tidak melanjutkannya dengan mengkritisi kaum 
Wahhabi!48 


Ketiga, dan ini merupakan faktor penting 
yang tidak boleh dilupakan selain dua hal di atas, 
paham wahhabisme menyebar ke seluruh dunia 
di bawah bendera salafisme. Bagi para pengikut 
wahhabisme, istilah wahhabisme sebenarnya 
dianggap sebagai sebutan yang menghina 
karena kaum Wahhabi lebih melihat diri mereka 
sebagai wakil ortodoksi Islam. Menurut para 
pengikutnya, wahhabisme bukan suatu mazhab 
pemikiran di dalam Islam, melainkan Islam itu 
sendiri, dan satu-satunya Islam yang mungkin. 
Fakta bahwa wahhabisme menolak digunakannya 
istilah mazhab memberinya suatu sifat yang agak 
tidak jelas dan membuat banyak doktrin dan 
metodologinya bisa dengan mudah ditransfer. 
Salafisme, berbeda dengan wahhabisme, adalah 
paradigma yang lebih kredibel di dalam Islam, dan 
dalam banyak hal, bisa menjadi sarana yang ideal 
bagi wahhabisme. Karena itu, dalam literatur 
mereka, tokoh-tokoh Wahhabi secara konsisten 
melukiskan diri mereka sebagai kaum Salafi atau 
pengikut salafisme, dan bukan Wahhabi. Hal 
inilah yang sangat disesalkan Al-Ghazali sebagai 


48 Ibid., hal. 363. 
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salah seorang ulama Salafi sebagaimana telah 
disinggung di atas.” 


Dari sisi gerakan, salafisme menampilkan 
gerakannya dengan kecenderungan  apolitis. 
Pasifitas politik dalam wujudnya yang konstan 
diwakili oleh kecenderungan “fundamentalisme- 
konservatif” (Wahhabi, Salafi, dan ahli hadits) yang 
berorientasi utama menerapkan syariat Islam di 
tengah masyarakat tanpa ambil peduli terhadap 
persoalan politik-negara. Kelompok yang berpatron 
kepada para ulama tradisional-puritanis ini 
cenderung mengutamakan moral pribadi dan mudah 
berkolaborasi dengan pemerintah dan tunduk 
terhadap sistem politik yang ada. Bahkan mereka 
tidak mempersoalkan sekularisasi politik (pemisahan 
agama dan negara) dan memilih mempertahankan 
tradisi. Kecenderungan ini melahirkan kritik dan 
perlawanan dari kalangan kelompok-kelompok 
militan. 


Salafisme ini diwakili oleh organisasi-organisasi 
yang berkecenderungan mesianis yang ditandai 
dengan sikap puritanisme yang ketat yakni berusaha 
mencontoh kehidupan nabi dan bentuk kehidupan 
komunitas pertama (salaf). Mereka berusaha 


49 Lihat “The Beginning and Spreading of Wahhabism', 
http://www.ummah.net/Al adaab/wah-36.html 
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menciptakan kembali umat nabi secara total dari 
penampakan lahiriah hingga pemikiran serta 
keyakinan. Mereka menentang inovasi atau usaha- 
usaha untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi 
modern. Gerakan-gerakan ini antara lain Al-Anshar 
di Sudan, Salafi di Saudi Arabia dan di wilayah Teluk 
lainnya serta jaringan Salafi transnasional. 


Salafisme-apolitis ini menguat akibat dari 
kegagalan perjuangan Islam politik. Banyak para 
mantan aktivis IM kini mulai meninggalkan politik 
untuk terjun ke kegiatan dakwah, transformasi etika 
sehari-hari, gerakan kembali ke ibadah keagamaan 
murni, serta memperjuangkan melalui lobi-lobi 
penerapan syariat. Dengan demikian, ini berarti, 
setelah mengalami periode aktivisme politik, kembali 
ke pendekatan yang khas fundamentalis. Kebangkitan 
kembali syariat kini menjadi tema utama dalam 
tuntutan-tuntutan neo-fundamentalis. 


Sebagaimana diutarakan di atas, salah satu 
sebab munculnya neo-fundamentalisme adalah 
masuknya Arab Saudi ke jaringan islamisme. 
Berangkat dari ketakutan terhadap merebaknya 
pengaruh Revolusi Iran yang mengancam supremasi 
rezim Arab Saudi di negaranya sendiri maupun 
di dunia Islam, penguasa negara petro-dollar ini 
mendanai jaringan revivalis Islam. Pada tahun 1980- 
an, Arab Saudi membuat kesepahaman dengan IM 
Arab untuk tidak beroperasi di negara rezim Saud 
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itu dan menyepakati bahwa selain mendanai IM, 
organisasi ini juga menjadi penghubung dengan 
gerakan Islamis lainnya. 


Upaya Arab Saudi untuk menangkal pengaruh 
Iran, dengan cara memberikan bantuan dana, telah 
dilakukan sejak lama. Pada 1960-an Arab Saudi telah 
mendirikan berbagai organisasi yang salah satunya 
adalah Liga Dunia Islam (Rabithah Al-'Alam Al-Islami) 
yang diprakarsai Raja Faisal sendiri. Organisasi- 


organisasi ini meluaskan — kegiatan-kegiatan 
keagamaan di dunia Islam dalam penerbitan, 
membiayai proyek-proyek, mengorganisasi 


konferensi-konferensi, membangun masjid, sekolah, 
dansebagainya. Rabithah sendiri memainkan peranan 
yang penting di dunia Islam dalam empat bidang, 
membangun pengadilan syariah, mengkonsolidasi 
para juru dakwah, membangun misi koordinasi yang 
disebut Lajnah Al-Tansyig Al-Ulya, Li Al-Munazamat 
Al-Islamiyyah Fi Al-Alam (Komisi Koordinasi Tinggi 
Organisasi-organisasi Islam) dan memberikan 
bantuan kemanusiaan kepada negara-negara 
Islam.”? Ormas Islam yang mendapatkan bantuan 
dari Arab Saudi ini sangat terseleksi sehingga hanya 
mereka yang sepaham dengan Wahhabi sajalah yang 
menikmati bantuan ini. 


50 Mona Abaza, Pendidikan Islam Dan Pergeseran 
Orientasi Studi Kasus Aumni Al- Azhar, terj. S. Harlinah, Jakarta: 
LP3ES, 1999, hal. 90-91. 
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Kolaborasi antara Arab Saudi dengan aktor- 
aktor islamisme tergambar jelas pada kasus perang 
Afghanistan melawan Uni Soviet. IM mengorganisasi 
bantuan kemanusiaan bagi perjuangan Afghanistan 
dan membentuk “legiun islami” terdiri dari para 
sukarelawan asal negara-negara Arab yang ingin 
berjihad membebaskan Afghanistan (Afghanul 
Arab). Biro IM terletak di Peshawar dipimpin 
Abdullah Azzam seorang tokoh perlawanan Palestina 
di Yordania. Dalam kongsi ini bergabung pula Dinas 
Rahasia Angkatan Darat Pakistan, ISI (Inter Services 
Intelligence). IM dan Arab Saudi dengan dukungan 
Amerika Serikat, melakukan segala upaya, terutama 
menghimpun kelompok islamis yang mendukung 
Sayyaf dan kemudian mendukung Hekmatyar. 
Selain mendanai kamp-kamp pelatihan Mujahidin 
Afghanistan, termasuk kamp Jaji yang dikuasai Hezbi 
Islami, Arab Saudi juga melatih kelompok-kelompok 
Hizbi Islami di Kashmir, pejuang Moro di Filipina dan 
kaum islamis Palestina.”! 


Para ulama Wahhabi Arab Saudi di bawah 
Abdullah bin Baz juga membangun jaringan serupa. 
Mereka bekerjasama dengan kelompok sealiran 
di Pakistan yakni Ahli Hadits. Sebuah organisasi 
berideologi purifikasi inilah satu-satunya yang 
benar-benar memiliki kesamaan ideologi dengan 
Wahhabi dan non-politis. Jaringan dakwah Salafiyah 


51 Roy, Gagalnya Islam Politik, Op. Cit., hal. 147-148. 
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juga dikembangkan ke seluruh komunitas muslim di 


seluruh dunia termasuk ke Indonesia melalui jalur 
Yaman (Syaikh Muapbil) dan jalur Kuwait (Al-Albani). 
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ebagaimana diuraikan di bab terdahulu, bahwa 

gerakan Islam transnasional berawal di Timur 

Tengah dan berkembang di belahan lain dunia 
Islam. Gerakan yang melintasi batas negara hingga 
ke Indonesia tersebut tercermin dalam keragaman 
strategi dan metode (manhaj) gerakan. Sebagian 
dari mereka meninggalkan perlawanan kekerasan 
terhadap pemerintah maupun masyarakat dan 
sekarang melakukan integrasi politik dan mendukung 
demokrasi di negara-negara di mana mereka 
berkembang. Dipihaklain, kalanganyang disebut salafi 
atau “neo-fundamentalis” menyerukan pemurnian 
Islam dari unsur-unsur sejarah, budaya dan warna- 
warna kebangsaan, serta memperjuangkan sebuah 
identitas Islam transnasional. Di antara mereka ada 
yang memperjuangkannya dengan non-kekerasan 
dan ada pula yang justru menjadikan kekerasan dan 
teror sebagai alat utama perjuangan. 


Hingga era ini terdapat beberapa gerakan Islam 
dari Timur Tengah, yang dikembangkan melintasi 
batas negara dan memiliki pengaruh yang menguat 
ke Indonesia yang pada akhirnya melahirkan gerakan 
yang sama di tanah air. Pengaruh ini berupa pengaruh 
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pemikiran, pemahaman keagamaan, ideologi dan 
manhaj gerakan. Bahkan organisasi-organisasi 
induk tersebut melahirkan gerakan yang serupa 
baik ideologi, afiliasi, manhaj gerakan hingga nama. 
Beberapa di antaranya adalah Ikhwanul Muslimin 
(IM), Hizbut Tahrir (HT), Salafiyah, dan Islam Jihadis. 
Empat organisasi inilah yang memiliki pengaruh 
kuat di Indonesia dan berhasil mengembangkan diri 
dengan cukup pesat. 


Di Indonesia, IM berwujud gerakan Tarbiyah 
(PKS), HT menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
Salafiyah di wadahi oleh berbagai kelompok Dakwah 
Salafi antara lain Laskar Jihad dan Islam Jihadis 
diwakili oleh kelompok Salafi Jihadis dan kelompok 
Salafi Takfiris. 


Secara umum, gerakan Islam di Indonesia 
mengalami peningkatan kegairahan pada akhir 
dekade 1980-an. Fenomena ini tidak lepas dari 
perubahan kebijakan politik rezim Suharto terhadap 
gerakan Islam. Pada masa sebelumnya, pemerintah 
Orde Baru tampak sekali mempersempit ruang 
gerak ormas-ormas Islam. Kelompok-kelompok Islam 
yang masih kukuh dengan ideologi Islam politiknya 
dipandang sebagai ancaman terhadap kemapanan 
kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh militer, 
birokrasi, dan Golkar. Namun ketika pendekatan 
oposisional-simbolistik kalangan Islam digantikan 
dengan pendekatan yang lebih akomodatif- 
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substansialistik, tak ada alasan lagi bagi pemerintah 
meminggirkan kalangan Islam. 


Sejak dekade 90-an, berbagai unsur Islam 
memperoleh peluang yang semakin luas dalam 
ruang-ruang negara. Pergeseran posisi Islam yang 
semakin ke tengah dalam panggung politik ini sering 
disebut “politik akomodasi Islam”. Setidaknya ada 
empat pola akomodasi yang menonjol: Pertama, 
“akomodasi struktural”, dengan direkrutnya para 
pemikir dan aktivis Islam untuk menduduki posisi- 
posisi penting dalam birokrasi negara maupun 
badan-badan legistalif. Kedua, “akomodasi kultural” 
berupa diterimanya ekspresi kultural Islam ke 
dalam wilayah publik seperti, pemakaian jilbab, 
baju koko, hingga ucapan assalamu 'alaikum. Ketiga 
“akomodasi infrastruktur” yakni penyediaan dan 
bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat Islam 
menjalankan kewajiban agama mereka, seperti 
pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh 
negara. Keempat, “akomodasi legislatif”, yakni upaya 
memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi 
hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat 
Islam saja. Pada era baru ini, kesemarakan kegiatan 
keislaman terjadi di mana-mana. Di masyarakat, 
dunia pendidikan, dunia bisnis, birokrasi, hingga di 
lingkaran elit politik. 


Kebangkitan keislaman ini kemudian menjadi 
prakondisi dan lahan subur bagi munculnya 
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berbagai kelompok gerakan Islam transnasional ini. 
Momentum penting datang ketika Orde Baru jatuh 
dari kekuasaannya. Dalam atmosfir kebebasan, 
bermunculan gerakan Islam berakar Timur Tengah 
ini. Kelompok baru ini berbeda dengan gerakan Islam 
yang lama seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al- 
Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair, dan sebagainya. 
Gerakan mereka berada di luar kerangka mainstream 
proses politik maupun wacana dalam gerakan Islam 
dominan. Organisasi-organisasi Tarbiyah (PKS), HTI, 
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, 
dan sebagainya merupakan representasi gerakan 
Islam transnasional di Indonesia. 


Embrio kemunculan kelompok ini di panggung 
nasional sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya 
kebijakan negara pada dasawarsa 1980-an, dari 
peminggiran Islam ke akomodasi Islam. Baru di era 
keterbukaan dan kebebasan politik inilah, gerakan 
Islam transnasional” mulai menunjukkan sosoknya 
yang selama ini terbenam dalam tekanan rezim Orde 
Baru. Hal ini bukan fenomena yang mengejutkan. 
R. William Liddle misalnya, ia mengatakan bahwa 
kebangkitan gerakan Islam di Indonesia yang ia 
sebut Islam skripturalis adalah sesuatu yang niscaya, 
bahkan sudah pernah diramalkannya sejak lama.” 


52  Khamami Zada, Islam Radikal Pergulatan Ormas- 
ormas Islam Garis Keras di Indonesia, Bandung: Mizan, 2003, 
hal. 6. 
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Bersama bergulirnya reformasi, kelompok- 
kelompok Islam transnasional ini menemukan 
momentumnya untuk melakukan akselerasi politik 
secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai 
Islam). Mereka memiliki peluang yang luas ketika 
rezim yang berkuasa memberikan angin segar 
kebebasan setelah lama dipinggirkan secara politik 
oleh rezim Orde Baru. 


Gerakan Tarbiyah (PKS) 


Tarbiyah (PKS) merupakan gerakan dakwah 
yang berkembang menjadi partai politik. Partai ini 
merupakan anak ideologis dari IM. Maka secara 
permikiran, ideologi dan gerak politiknya mengacu 
kepada IM. IM merupakan sebuah organisasi 
pergerakan Islam kontemporer yang paling besar. 
Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, 
tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di wilayah 
lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Syaikh Hasan Al- 
Banna (1324-1368 H/ 1906-1949 M) di Mesir pada 
bulan April 1928. 


Di Indonesia, embrio gerakan Tarbiyah 
tersemai dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan 
di Masjid Salman ITB. Berbagai kegiatan ini selain 
diikuti oleh para mahasiswa di sekitar Bandung 
sendiri, juga diikuti oleh mahasiswa dari kota-kota 
yang lain. Kader-kader yang dibina melalui LMD 
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(Latihan Mujahid Dakwah)dan usroh-usroh ala Salman 
tersebut bukan hanya berasal dari ITB tetapi juga dari 
berbagai perguruan tinggi umum yang lain seperti UI, 
UGM, IPB dan lain-lain. Mereka inilah yang kemudian 
menjadi dai-dai di kampus mereka masing-masing 
dan juga ke kampus-kampus yang lain. Sebagian di 
antara mereka mengembangkan sistem usroh yang 
telah mereka dapatkan dari Masjid Salman, sebagian 
yang lain hanya sebatas mengembangkan pelatihan- 
pelatihan keislaman formal, dengan berbagai bentuk 
kegiatan dan berbagai macam nama. Gerakan yang 
dikembangkan di Masjid Salman itu mendapatkan 
penerimaan yang sangat luas. Hal tersebut karena 
persebaran kader-kader yang pernah dibina di Masjid 
Salman yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok 
Indonesia. 


Alumni-alumni Salman berusaha 
mengembangkan model kegiatan serupa di berbagai 
kota besar yang lain. Di Jakarta, Yogyakarta, Medan 
bahkan sempat diselenggarakan di Malaysia dan 
Australia. Pada masa-masa berikutnya, kegiatan 
serupa dilaksanakan hampir ke seluruh perguruan 
tinggi umum di Indonesia dari Aceh hingga Irian 
Jaya (baca: Papua). Dari sinilah terbangun jaringan 
Lembaga Dakwah kampus (LDK). 


Perkembangan dan persebaran gerakan 
Tarbiyah semakin cepat meluas setelah banyak 
alumnus Timur Tengah pulang ke Tanah Air. Mereka 
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memberikan tenaga dan semangat baru serta 
menyumbangkan berbagai perbaikan dalam kegiatan 
dakwah Tarbiyah. Selain menerjemahkan buku-buku 
IM, mereka juga aktif dalam membina kelompok- 
kelompok Tarbiyah. Mereka bahu-membahu 
dengan para aktivis LDK yang berasal dari generasi 
awal gerakan ini yang pada umumnya berasal dari 
perguruan tinggi umum. Para aktivis generasi awal 
lebih berperan membangun jaringan ke perguruan- 
perguruan tinggi, sementara itu para alumni Timur 
Tengah berperan menjadi tenaga-tenaga murobbi 
(pendidik) yang mengisi ceramah-ceramah dalam 
pertemuan-pertemuan itu. Para alumni Timur 
Tengah yang memiliki kelebihan dalam pendalaman 
keislaman serta penguasaan akan pikiran-pikiran 
IM menjadi ideolog-ideolog yang handal. Mereka 
dihadirkan dalam pengajian-pengajian dan menjadi 
tempat untuk bertanya dan berkonsultasi dalam 
berbagai masalah. Selain itu, mereka juga berperan 
dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran IM di 
kalangan publik yang lebih luas. Mereka menjadi 
penceramah di radio, televisi, menulis buku, 
mengelola penerbitan, dan menjadi nara sumber di 
seminar-seminar yang diikuti oleh kalangan luas. 


Intensitas pergulatan para lulusan Timur 
Tengah di gerakan Tarbiyah berkontribusi bagi 
menguatnya pengaruh IM di LDK. Sejak mereka ikut 
memperkenalkan pemikiran-pemikiran IM, banyak 
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mahasiswa yang kemudian lebih serius menekuni dan 
mendalami pemikiran dan ideologi maupun manhaj 
dakwah IM. Sejak itu, para aktivis LDK menjadikan 
para tokoh IM sebagai idola, inspirasi, guru, rujukan, 
dan pemberi fatwa. Mereka tidak lagi menjadikan 
tokoh-tokoh Islam dan ulama Indonesia sebagai 
acuan keagamaan. Terputuslah hubungan patron- 
client antara mereka dengan para tokoh Islam di 
Indonesia. Hubungan ulama-umat, guru-murid, dan 
kiai-santri di kalangan mereka mengendur sudah. 
Tergantikan oleh hubungan “murobbi-mutarobbi” 
dengan acuan baru yakni pemikiran, ideologi, dan 
manhaj baru yakni IM. 


Melalui kegiatan yang beranekaragam seperti 
ligo, mabit, rihlah, khoimah, seminar, bedah buku 
dan sebagainya, gagasan-gagasan IM tersosialisasi 
secara luas. Demikian juga dengan pemikiran dan 
doktrin-doktrin purifikasi ala Salafi-Wahhabi. Agenda 
mewujudkan Islam yang murni yang terbebas dari 
penyimpangan, khurafat, dan bidah muncul kembali. 
Masuknya adat, kebudayaan, dan seni tradisi lokal 
nusantara dalam praktik keagamaan dipersoalkan. 
Tradisi maulid nabi, selametan, tahlilan, dziba-an, 
dzikir, haul para ulama dan wali, ziarah kubur, ziarah 
makam wali, dan lain-lain dinilai sebagai bidah 
yang mengotori kemurnian Islam. Demikian pula 
khazanah rasional mantigi berupa tradisi intelektual 
di pesantren dan olah spiritual kaum tarekat sufi 
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dianggap sebagai penyimpangan (khurafat). Seperti 
dua sisi mata uang, ideologi politik IM dan semangat 
wahhabisme besama-sama masuk dan tersebar luas 
di gerakan Tarbiyah. Maka terjadilah keterputusan 
hubungan afiliatif terhadap otoritas keagamaan 
lama, digantikan oleh loyalitas terhadap otoritas 
keagamaan yang baru. 


Para kader Tarbiyah telah memutus hubungan 
dengan para guru mereka dan juga keluar dari 
afiliasi organisasi keagamaan asal mereka. Mereka 
memiliki acuan baru dan loyalitas baru yakni IM. Bagi 
kalangan yang berakar Muhammadiyah mereka tidak 
puas karena Muhammadiyah tidak memiliki agenda 
politik yang tegas terkait pendirian negara Islam dan 
penerapan syariat Islam secara legal-formal. Bagi 
kader Tarbiyah dari kalangan pesantren NU lebih lagi 
ketidakpuasannya karena NU tidak hanya menolak 
pendirian negara Islam, dan tidak mendukung 
formalisasi syariat Islam kecuali secara terbatas, juga 
karena NU dianggap sarang bidah dan khurafat. 


Proses sistematis untuk memutus hubungan 
dari otoritas keagamaan lama yang dianggap tidak 
atau kurang islami, dan membentuk hubungan dan 
loyalitas baru yang Islami ini terus berlangsung di 
Tarbiyah. Pelaksanaan lebih luas doktrin “al-wala' 
wal bara” (pemutusan hubungan dari otoritas yang 
tidak Islami dan membangun loyalitas kepada otoritas 
yang Islami) dari Muhammad Bin Abdul Wahhab ini 
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dilakukan para alumni Timur Tengah bersama para 
aktivis Tarbiyah di LDK dengan membentuk lembaga- 
lembaga dakwah yang memberikan sumbangan 
tidak kecil bagi keberhasilan dakwah mereka. 
Lembaga-lembaga yang mereka dirikan antara lain, 
lembaga bimbingan belajar “Nurul Fikri”, lembaga 
dakwah “Khoiru Ummah”, lembaga pendidikan Islam 
“Al-Hikmah”, lembaga pengkajian “Sidik”, kelompok- 
kelompok kesenian nasyid, majalah “Sabili” dan 
berbagai penerbit buku antara lain: Al-Ishlahy Press, 
Gema Insani Press, Pustaka Al-Kautsar, Robbani Press, 
''tishom, Era Intermedia, As-Syamil dan sebagainya. 


Melalui berbagai usaha ini, para kader Tarbiyah 
berhasil menjadikan para aktivis LDK sebagai bagian 
dari jaringan transnasional IM, sekaligus menjadi 
bagian dari jaringan wahhabisme internasional. 
Terjadilah deteritorialisasi yakni keterputusan 
hubungan-hubungan dengan berbagai unsur 
lokal kedaerahan maupun kebangsaan Indonesia 
digantikan oleh sebuah hubungan baru berupa 
afiliasi kepada suatu jaringan global lintas negara, 
sebuah entitas yang oleh Olivier Roy disebut “global 
Islam” yang tidak mengenal teritori. Ketercerabutan 
dari akar teritori ini menyebabkan fenomena 
“deindonesianisasi” di kalangan aktivis Tarbiyah. 


Dalam jaringan dakwah kampus sendiri, 
perkembangan anggota dan  persebarannya 
menunjukkan tingkat akselerasi yang cepat. Sejak 
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tahun 1988 jaringan ini telah membentuk Forum 
Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) dan 
melakukan pertemuan setiap tahun. Pada tahun 
1998, jaringan ini telah menyebar ke 64 perguruan 
tinggi di seluruh Indonesia. Di sebagian besar 
perguruan tinggi tersebut, para aktivis dakwah 
Tarbiyah ini bahkan menempati posisi penting dalam 
organisasi intra kampus. 


Pada tahun 1998 dalam merespon 
perkembangan politik Indonesia mereka kemudian 
membentuk organisasi formal bernama KAMMI 
(Kestuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Setelah itu, 
bulan Agustus 1998, mereka membentuk partai 
politik bernama Partai Keadilan. Partai yang 
dideklarasikan oleh 52 tokoh gerakan Tarbiyah ini 
berhasil mengikuti pemilu dan menjaring sebanyak 
1.436.565 suara atau sekitar 1,36X6 dari keseluruhan 
jumlah suara dan menempatkan 7 orang wakilnya di 
DPR RI. 


Karena terbentur ketentuan  electoral 
threshold, partai ini tidak bisa mengikuti pemilu tahun 
2004. Dalam upaya mengikuti pemilu berikutnya, 
partai ini berganti nama menjadi Partai Keadilan 
Sejahtera. Dalam pemilu 2004, PKS mampu meraih 
suara sangat signifikan. PKS mampu meraih suara 
sebesar 8.325.020 (7,34 dari total suara). Jumlah 
kursi PKS melonjak menjadi 45 di DPR pusat. PKS 
mendudukkan wakilnya di DPRD provinsi sebesar 
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157 orang, dan di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 
900 orang. Pada Pemilu 2009, jumlah kursi yang 
diperoleh PKS meningkat menjadi 57 kursi. Pada 
Pemilu 2014, perolehan kursi PKS turun menjadi 40 
kursi. Meskipun mengalami dinamika naik-turun, 
perolehan kursi PKS menunjukkan bahwa partai ini 
menjadi pelaku politik yang sangat penting. 


Bahkan, mantan presiden partai ini, Hidayat 
Nurwahid mampu menduduki kursi ketua MPR, dan 
selanjutnya representasi PKS selalu masuk dalam 
jajaran pimpinan DPR. Meskipun kalah dibandingkan 
partai-partai besar yang lain, Partai Keadilan 
Sejahtera merupakan keajaiban politik di Indonesia. 
la mengungguli partai-partai baru yang lain, yang 
memiliki sejarah lebih tua. Hanya dalam waktu 25 
tahun gerakan dakwah kampus ini telah berkembang 
menjadi partai yang diperhitungkan dan diramalkan 
akan berkembang cepat. Bersama tumbuhnya PKS, 
ideologi Islam juga akan semakin luas dan semakin 
memperbesar benturan dengan paham kebangsaan. 
Tanpa upaya adaptasi yang sungguh-sungguh, 
pemahaman keagamaan salafisnya akan semakin 
merangsek dan mendorong “Islam pribumi” semakin 
ke pinggir. 


PKS memiliki dua agenda besar perjuanganyakni 
islamisasi kultural dan islamisasi struktural. Agenda 
pertama dilakukan dengan penyadaran terhadap 
individu dan kelompok masyarakat melalui gerakan 
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dakwah untuk menolak segala bentuk sekularisme 
dan kembali kepada Islam. Umat Islam harus 
kembali kepada sumber utama Islam yakni Alguran 
dan sunah. Islam harus dipahami secara kaffah, 
total, komprehensif dan mencakup keseluruhan 
jalan hidup tanpa pemisahan antara agama dan 
negara (al-din wa al-daulah). Islam dipandang dan 
diyakini sebagai korpus peraturan dan petunjuk 
lengkap (syamil) yang memberikan panduan bagi 
kebutuhan spiritual dan urusan dunia dan berlaku 
universal sehingga bisa diberlakukan di manapun tak 
terkecuali di Indonesia. Sedangkan agenda islamisasi 
struktural dimaksudkan sebagai upaya sistematik 
dalam merealisasikan formalisasi hukum atau nilai- 
nilai Islam melalui instrumen negara. Pola struktural 
ini mengambil bentuk partisipasi politik formal yang 
ditujukan untuk merestrukturisasi kebijakan dan 
institusi negara dalam rangka penerapan hukum 
Islam (syariah) di masyarakat. Tujuan utama PKS 
adalah lahirnya “negara yang berdasarkan hukum 
Islam”. Argumennya adalah bahwa Islam harus 
memainkan peran kunci di dalam negara, dan syariah 
direpresentasikan secara formal dalam hukum 
nasional. 


Hal ini tertera di salah satu kebijakan umum 
PKS dalam bidang pengembangan hukum adalah 


53 Burhanudin Muhtadi, Dilema PKS: Suara Dan 
Syariah, Jakarta: KPG, 2012, hal. 169. 
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penerapan syariat Islam dalam hukum publik. PKS 
memiliki agenda hukum antara lain membangun 
kesiapan masyarakat untuk secara bertahap 
menerima syariat Islam melalui cara-cara yang syar'i 
dan konstitusional, dan memperjuangkan secara 
struktural pemberlakuan hukum-hukum Islam yang 
masyarakat telah siap menerimanya.” 


Meskipun tidak tertera secara formal dalam 
dokumen resmi PKS, keinginan untuk mewujudkan 
negara Islam dalam sebuah sistem kekhalifahan 
Islam sangat kuat di kalangan PKS. Ketika masih 
bernama Partai Keadilan, tujuan mendirikan negara 
Islam dan sistem khilafah termaktub dalam dokumen 
panduan kebijakan dasar partai. Meskipun rumusan 
itu menjadi hilang sejak berubah menjadi PKS di 
tahun 2002, tetapi dalam materi pengkaderan PKS, 
seruan mengembalikan khilafah Islam masih sangat 
menonjol. Khilafah sangat dipercaya sebagai solusi 
bagi kejayaan umat Islam dan pembebasan dari 
dominasi Barat. Oleh karenanya, agenda pendirian 
negara Islam dan khilafah masih sangat kuat dalam 
pikiran dan keyakinan kader-kader PKS. Agenda 
dakwah khilafah menempuh penahapan pertama, 
memperjuangkan negara Islam di negara-negara 
muslim. Partai-partai yang berafiliasi dengan IM, 
termasuk PKS, berjuang mewujudkan sistem negara 
Islam. Tahap berikutnya, mereka membentuk badan 


54 Kebijakan Dasar PKS, dalam PKS on line. 
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multilateral yang beranggotakan negara-negara 
Islam yang bersepakat membentuk pemerintahan 
Islam sedunia (khilafah Islamiyah). 


Namun demikian, di kalangan PKS juga 
berlangsung proses moderasi pemikiran 
keagamaan.” Proses moderasi ini berupa semakin 
lenturnya pengamalan ajaran agama khususnya 
aspek-aspek figihiyyah-ijtihadiyyah. Simbolisme dan 
formalitas yang selama ini membuat kalangan PKS 
terkesan ekslusif kini mulai mengendur. Mencairnya 
sikap sosial dan keketatan figihiyyah serta kekakuan 
ideologis tersebut disebabkan oleh semakin 
dominannya pengaruh pemikiran faksi moderat IM 
khususnya Hassan Al-Banna, Hasan Hudzaibi, dan 
Yusuf Al-Oardhawi dibandingkan dengan pengaruh 
Sayyid O@uthb yang kian melemah. Di samping itu, 
kehadiran para ulama berbasis ilmu syariah (fikih) 
yang sebagian berkultur NU di PKS turut mendorong 
moderasi tersebut. Akrabnya para ulama fikih 
dengan perbedaan mazhab, beragamnya metodologi 
ijtihad, serta tidak seragamnya fatwa hukum fikih, 
membuat mereka memiliki sikap yang toleran 
terhadap perbedaan. Para ulama pesantren yang 
lebih intensif berdakwah di masyarakat tersebut 


55  Muhtadi, Op. Cit., hal. 194-195. 

56 Mengenai moderasi ini lihat M. Imdadun Rahmat, 
Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen, 
Yogyakarta: LKiS, 2008. Khususnya bab kesimpulan. 
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mempunyai keluwesan dalam menghadapi realitas 
masyarakat dan merekalah yang secara serius 
mengimplementasikan manhaj dakwah IM yang 
gradualis. 


Di sisi lain, di kalangan PKS juga berlangsung 
moderasi sikap politik terkait dengan konteks 
keindonesiaan yang menganut konsep negara- 
bangsa. Keterlibatan dalam proses-proses politik 
dalam koridor demokrasi, menyebabkan mereka 
lebih realistis dan akomodatif terhadap kenyataan 
ideologis di negeri ini. Agar tetap berstatus legal 
dan legitimate sebagai partai politik, PKS dipaksa 
untuk lebih luwes dan adaptif terhadap tuntutan 
kebangsaan. Dampaknya, di depan publik, PKS telah 
berkali-kali menegaskan dirinya sebagai kalangan 
nasionalis tulen dan menegaskan komitmennya 
kepada asas-asas kebangsaan termasuk ideologi 
Pancasila. 


Dari sini terlihat bahwa sepanjang perjalanan 
Tarbiyah hingga menjadi PKS saat ini, telah terjadi 
transformasi yang cukup signifikan berupa perubahan 
dari visi revolusioner, yang hendak mengubah 
secara mendasar sistem politik nation-state warisan 
Barat menjadi sistem politik Islam (negara Islam), 
menjadi tidak lebih dari pengelompokan semacam 
neo-fundamentalis. Sebuah gerakan di mana 
aktivisme keagamaannya berpusat pada perjuangan 
memperbaiki moralitas individu dan masyarakat. 
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Saat ini, PKS tidak lagi mengagendakan terwujudnya 
bentuk dan sistem politik baru atau model-model 
masyarakat baru sebagaimana dirumuskan oleh Abu 
A'la Al-Maududi dan Sayyid Outhb. Fokus gerakan PKS 
saat ini adalah memperbesar partai, memperbanyak 
pendukung, memperebutkan — jabatan-jabatan 
penting dalam pemerintahan, dan implementasi 
syariah menjadi hukum formal. Pergeseran PKS ini 
sejalan dengan perkembangan mayoritas gerakan 
islamisme lainnya baik di Timur Tengah maupun di 
belahan dunia lainnya. 


Pragmatisme politik yang menjadi ciri partai 
juga terjadi di PKS. Keterlibatan dan pergulatan 
para politisinya dalam politik kekuasaan turut 
menyumbang sebab munculnya melunturnya 
idealisme perjuangan yang semula kental dengan 
nilai-nilai luhur dan etika politik serta komitmen 
pada cita-cita kejayaan Islam di kalangan kader partai 
dakwah ini. Keharusan bagi PKS merekrut massa 
sebanyak-banyaknya turut mendorong mereka 
lebih akomodatif terhadap realitas masyarakat yang 
beragam serta "logika politik praktis” mendorong 
kecenderungan ini. Fenomena pragmatisme politik 
ini oleh internal kader PKS sendiri disindir sebagai 
munculnya faksi "sejahtera”. 


Di tengah adanya arus moderasi, di PKS 
juga terdapat kekuatan-kekuatan konservatif yang 
menyerukan agar PKS tetap teguh berpendirian dan 
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tidak bergeser dari cita-cita semula sebagaimana 
ketika masih menjadi gerakan Tarbiyah. Mereka ingin 
konsisten denganislamisme ala IM. Mereka menyebut 
diri sebagai kelompok “keadilan”. Kelompok 
konservatif ini tidak menyukai berbagai perubahan 
watak PKS yang akomodatif, kompromistik apalagi 
pragmatis. Kelompok konservatif ini masih memiliki 
pengaruh paling kuat di kalangan kader-kadernya di 
bawah. Oleh karena itu, proses moderasi hingga saat 
ini masih terlihat sebagai fenomena elit dan bahkan 
terkesan sebagai ”siasat” untuk menyembunyikan 
jati diri dan identitas yang sesungguhnya. 


Moderasi yang disuarakan oleh kalangan 
elit PKS belum banyak mempengaruhi para kader 
di bawah. Adanya gap tersebut terjadi karena 
paradigma, sistem, metode. dan isi dari pengkaderan 
yang berbasis Tarbiyah tidak mengalami perubahan 
yang berarti. Hingga kini, Tarbiyah tetap bernuansa 
ideologis Islam yang ketat. Semangat purifikasi 
agama yang disertai dengan kecurigaan terhadap 
rasionalitas, pengaruh tradisi lokal, dan pengaruh 
pemikiran Barat masih kuat tertanam di dalam 
substansi Tarbiyah. Penanaman ghirrah islamiyyah 
(semangat memperjuangkan Islam), dan semangat 
jihad yang disertai dengan kuatnya doktrin tentang 
adanya "ghozwul fikri” (perang pemikiran) dan 
serangan tiada henti dari musuh-musuh Islam 
baik dari kalangan non-muslim maupun kalangan 
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muslim sendiri yang disebut "antek-antek” musuh, 
masih menjadi menu utama Tarbiyah, bahkan untuk 
jenjang yang paling tinggi (manhaj Tarbiyah untuk 
anggota dewasa). Padahal perubahan hakiki, bukan 
sekedar pencitraan mesti berawal dari transformasi 
pemikiran (taghyir al-fikrah), dan dimulai dari 
kurikulum pengkaderan. Akibatnya, arus tawassuth 
(moderasi) yang dihembuskan dari kalangan elit 
PKS tetap membentur tembok ekslusifitas hasil 
pengkaderan Tarbiyah. 


Tentang jawaban pertanyaan besar bagi PKS: 
mampukah PKS merespon secara benar kenyataan 
keindonesiaan yang plural dan multukultural ini? 
Sejauh ini PKS menghadapi kesulitan. Meskipun 
telah ada usaha di kalangan PKS untuk mencari 
titik temu tetapi hasilnya masih tetap menyisakan 
persoalan. Sikap yang serba tanggung dan ambivalen 
terhadap berbagai konsep yang berbasis nation- 
state menunjukkan kegagalan ini. Penerimaan PKS 
terhadap Pancasila, demokrasi, civil right (hak- 
hak sipil), pluralisme, NKRI, dan sebagainya masih 
terganjal oleh konsep-konsep ideologi Islam-nya 
yang ketat itu. Oleh karena itu, PKS masih tampak 
sebagai “barang asing” yang ada dalam kancah 
politik Indonesia akibat ideologi islamnya. Terdapat 
banyak kelompok yang secara ideologis terancam 
akibat keberadaan ideologi Islam yang diusung PKS. 


Sebagai partai politik yang harus berkiprah 
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secara nyata dalam menyelesaikan persoalan bangsa, 
PKS masih terjebak pada proses pencarian "asas” 
dan menformulasikan ”legalitas”, membentuk sistem 
yang Islami serta upaya-upaya memperkuat ideologi. 
Dalam pencarian ini, PKS cenderung terjebak pada 
ekslusifisme sehingga ia tidak mau mengacu kepada 
prestasi dan keunggulan sistem-sistem lain selain 
sistem IM. Kencenderungan lain PKS adalah lebih 
berpatokan kepada basis syar'i (pencarian legalitas 
syariat) daripada analisis atas realitas. Ia juga berdiri 
hanya pada aksioma-aksioma (fikrah mabdaiyyah) 
daripada mencari rumusan pemenuhan kebutuhan 
riil umat. la juga lebih menggunakan metode 
deduktif (istinbhati) yang berlandaskan penafsiran 
teks-teks, bukan metodologi induktif (istigra'i) yang 
membutuhkan pengumpulan dan pengklasifikasian 
data-data riil. Akibatnya, PKS masih berada pada 
tahap produsen jargon-jargon besar ideologis dan 
belum menunjukkan prestasi yang menonjol dalam 
pembuatan konsep-konsep aplikatif baik dalam 
sistem politik, hukum hingga perekonomian. 


Melihat masih kuatnya warna islamismenya, 
serta warna transnasionalnya, tidak mudah bagi PKS 
untuk melakukan proses penyesuaian dengan konteks 
Indonesia. Diperlukan niat sungguh-sungguh dan 
waktu yang lama dalam proses mengindonesianisasi 
dan bisa beradaptasi dengan lokalitas, kebangsaan, 
dan tantangan kekinian. Meskipun PKS telah 
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menyatakan diri sebagai partai terbuka, dan kalangan 
elitnya mendeklarasikan diri sebagai partai yang 
pluralis, akan tetapi perubahan ke arah moderasi 
belum tampak dari gerakan pengkaderan di bawah. 
Sistem, metode, dan fikrahnya tidak banyak berubah 
untuk menyesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. 
Padahal perubahan hakiki, bukan sekedar pencitraan, 
mesti berawal dari transformasi pemikiran (taghyir 
al-fikrah) dan transformasi kurikulum pengkaderan. 


Hizbut Tahrir Indonesia 


Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan 
cabang Hizbut Tahrir (HT) yang didirikan oleh 
Tagiyyuddin An-Nabhany di Al-Ouds, Palestina pada 
tahun 1952. Kegiatan utama partai ini adalah politik 
dan berideologi Islam. Agenda utama partai ini 
membangun kembali sistem khilafah islamiyah dan 
menegakkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. 
HT bercita-cita membangun tatanan masyarakat dan 
sistem politik berdasarkan landasan akidah Islam. 
Islam harus menjadi tata aturan kemasyarakatan dan 
menjadi dasar konstitusi dan undang-undang. Selain 
bermaksud membangkitkan kembali umat Islam 
dari kemerosotan, membebaskan umat dari ide-ide, 
sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum 
yang tidak berasal dari Islam, serta membebaskan 
kaum muslim dari dominasi dan pengaruh negara- 
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negara Barat, HT juga berniat membangun kembali 
daulah khilafah islamiyah di seluruh dunia dan 
dengannya berkeyakinan bahwa hukum Islam dapat 
diberlakukan. 7 


Gerakan yang dilakukan partai ini meliputi 
pendidikan dan pembinaan umat dengan tsagafah 
(wawasan) Islam, melancarkan pertarungan 
pemikiran (syiro'u al-fikr), dan aktifitas politik 
(kifah al-siyasi). Dalam upaya membina umat, HT 
menyebarkan pemikiran Islam yang benar baik 
dalam kerangka sosial maupun politik sambil 
membebaskan umat dari akidah-akidah yang rusak, 
pemikiran-pemikiran yang salah, persepsi-persepsi 
yang keliru, serta membebaskan dari pengaruh ide- 
ide dan pandangan-pandangan Barat yang dianggap 
kufur. 


Terkait agenda "membebaskan umat dari 
akidah yang rusak” para aktivis HT juga menjadikan 
agenda purifikasi. Sebagaimana para aktivis Tarbiyah, 
mereka juga menyerukan gerakan anti khurafat dan 
bidah. Mereka juga mempersoalkan masuknya adat, 
kebudayaan, dan seni tradisi lokal nusantara dalam 
praktik keagamaan. Mereka menentang tradisi 
maulid nabi, selametan, tahlilan, dzibaan, dzikir, haul 
para ulama dan wali, ziarah kubur, ziarah makam 
wali, dan lain-lain. Selain anti bidah yang mengotori 


57 Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir, terj., Abu 
“Afif & Nurkhalish, Jakarta: Hizbut Tahrir, 2000, hal. 1-3 
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kemurnian Islam, mereka juga menentang khazanah 
rasional mantigi kalangan pesantren dan laku spiritual 
tarekat sufi karena dianggap sebagai khurafoat. 


Sebagaimana dikemukakan Olivier Roy di 
awal, watak puritan Hizbut Tahrir ini sejalan dengan 
fenomena  deteritorialisasi yang mendukung 
dan menguntungkan fundamentalisme dan neo- 
fundamentalisme karena ia percaya bahwa Islam 
adalah agama 'belaka' dan bahwa agama akan 
kehilangan “kemurnian dan dimensi holistiknya bila 
tertanam di dalam budaya yang spesifik”. 


Gerakan pertarungan pemikiran mereka 
lakukan dengan mengupas pemikiran-pemikiran 
dianggap sesat dan menawarkan kerangka berpikir 
yang islami. Sementara itu, gerakan politik dilakukan 
dengan cara menentang kaum imperialis untuk 
membebaskan umat dari dominasi politik mereka, 
memerdekakan umat dari cengekraman pengaruh 
mereka serta mencerabut akar-akar kaum imperialis 
baik berupa pemikiran, kebudayaan, ekonomi 
maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. 
Dalam rangka menjalankan agenda politiknya, HT 
menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang 
menentang para penguasa yang tidak menerapkan 
sistem politik islami, syariah dan hukum-hukum Islam 
menurut konsepsi mereka, menghianati amanat 
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rakyat, dan melakukan penindasan. 


Dari keseluruhan aktifitasnya, yang paling 
menonjol adalah kegiatan kampanye untuk menolak 
sistem politik yang berasal dari Barat. Mereka 
menolak konsep nasionalisme, demokrasi, trias 
politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun- 
temurun, hukum sekuler dan konsep politik lain yang 
dianggap tidak berasal dari syariat Islam. Mereka 
menghendaki sebuah sistem politik yang islami yang 
hampir sama dengan konsep politik Islam Abul A'la 
Al-Maududi dan Sayyid OAuthb. 


Nasionalisme dipandang bertentangan 
dengan konsep umat yang berdasarkan kesamaan 
agama (ukhuwwah islamiyah). Kedaulatan rakyat 
dinilai mengingkari kedaulatan Tuhan (hakimiyyah 
lillah). Demokrasi yang berbasis pemenangan 
suara mayoritas diperhadapkan dengan keharusan 
memenangkan kebenaran yang bersumber dari 
Islam. Kekuasaan turun-temurun, termasuk yang 
dianut sebagian besar negara-negara muslim Arab, 
adalah penyelewengan dari keharusan mengangkat 
pemimpin melalui pemilihan oleh umat Islam. 
Sedangkan hukum sekuler harus diganti dengan 
hukum syariah yang diturunkan oleh Allah. 


Pemikiran inilah yang mendasari pilihan strategi 
perjuangan mereka dengan tidak melibatkan diri 


58 Ibid., hal. 2-4 
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dalam proses-proses politik resmi. Mereka memakai 
perjuangan ekstra parlementer karena dengan 
terlibat dalam proses politik demokrasi berarti telah 
menghianati keyakinan dan kewajiban keagamaan 
mereka. 


Sikap yang sama juga mereka tujukan terhadap 
konsep dan sistem ekonomi yang dominan dianut 
oleh negeri-negeri muslim. Mereka menolak sistem 
kapitalisme maupun sosialisme dan menawarkan 
sistem ekonomi Islam. Kapitalisme yang berasaskan 
ekonomi riba, dinilai hanya menyuburkan pengisapan 
atas kaum lemah oleh kaum pemilik modal besar. 
Kapitalisme juga menyuburkan kejahatan ekonomi 
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaliknya, 
sosialisme hanya akan melahirkan ketidakadilan hak 
dan kewajiban. Ia akan melahirkan penindasan yang 
berlebihan oleh kelompok atas individu. Sehingga, 
hanya akan mematikan kreatifitas dan semangat 
berprestasi. Sementara konsep ekonomi Islam yang 
anti riba dan berdasarkan syariat dianggap lebih adil 
dan manusiawi. 


Aktifitas penyebaran pemikiran islami ala HT 
ini pada ujungnya diharapkan berkembang menjadi 
kesadaran baru yang tumbuh di kalangan masyarakat. 
Ketika kesadaran ini telah menyebar dan menjadi 
keyakinan masyarakat maka, menurut HT, akan 
dengan sendirinya muncul perlawanan masyarakat 
dalam bentuk people power dan para aktivis HT akan 
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merebut kekuasaan. Ketika kekuasaan telah direbut 
maka aktivis HT akan mudah melakukan islamisasi 
sistem kenegaraan dalam bentuk khilafah islamiyah 
dengan berdasarkan syariat Islam. 


Untuk mewujudkan cita-cita akhir ini, HT 
mengambil metode dakwah bertahap. Pertama, 
tahap pengkaderan. Pada tahap ini, pembinaan yang 
dilakukan adalah untuk melahirkan orang-orang yang 
meyakini fikrah HT yang disebut dengan “tatsgif', 
termasuk membentuk kerangka sebuah partai yang 
berideologi Islam. Pada awalnya, perhatian dakwah 
HT dipusatkan kepada pembinaan kerangka partai, 
yaitu memperbanyak pendukung dan penganut, serta 
membina pengikutnya dalam halagat berdasarkan 
tsagafat al-hizb yang terarah dan intensif. 


Setelah HT berhasil membentuk kelompok 
partai, dan masyarakat mulai merasakan serta 
mengenal HT sebagai sebuah partai politik Islam, 
maka masyarakat tersebut akan dengan serta merta 
menerima metode, ide, serta apa-apa yang diserukan 
oleh HT kepada masyarakat luas. Dengan demikian, 
pada tahap ini dianggap oleh HT sebagai langkah 
strategi gerakan untuk menapak tahap selanjutnya. 


Kedua, tahap interaksi dengan masyarakat. 
Tahap yang disebut dengan “tafa'ul" ini berupa upaya 
mendorong masyarakat untuk mengemban dakwah 
Islam dengan membentuk kesadaran dan opini 
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UMUM atas ide-ide dan hukum Islam yang telah dipilih 
dan ditetapkan oleh HT. Pada tahap ini, HT beralih 
kepada tahapan kolektif yang lebih luas, antara lain: 
(1) “tsagafat al-murakkazat, melalui halagat dalam 
membangun kerangka pergerakan, (2) “tsagafat al- 
jama'iyat”, melalui aktivitas intelektual dan publikasi 
ilmiah: (3) “shira al-fikry”, melalui pergolakan 
pemikiran untuk menentang berbagai ideologi lain: 
dan (4) “kifa al-siyasy”, melalui perjuangan politik 
terhadap kaum imperialis, penguasa zalim setempat, 
berdasarkan hukum syara”. 


Ketiga, tahap merebut kekuasaan. Pada tahap 
yang disebut dengan “istilam al-hukmy”, strategi 
HT ditujukan pada penyebaran risalah Islam secara 
praksis ke seluruh penjuru negeri. Walau demikian, 
HT membatasi aktivitas dakwahnya dalam aspek 
politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan 
(fisik dan senjata), baik dalam menentang sistem 
kekuasaan atau dalam menentang orang-orang yang 
menghalangi dakwahnya. Perebutan kekuasaan 
dalam konsep HT akan muncul melalui perlawanan 
rakyat secara massif tanpa menggunakan senjata 
apalagi jika para pejabat maupun kalangan militer 
juga melakukan hal yang sama.?? Bagi HT, perjuangan 


59 Menurut Hizbut Tahrir, aktivitas Nabi Muhammad 
di Mekkah hanya terbatas pada dakwah secara lisan, dan tidak 
melakukan kegiatan apapun yang bersifat fisik, sampai beliau 
hijrah ke Madinah, sebagaimana yang diterangkan dalam O.S. 
Al-An'am (6) : 34. 
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fisik dalam konsepjihad hanya akan digunakan apabila 
musuh-musuh yang dianggap kafir menyerang atau 
mengintimidasi salah satu negeri Islam. 


Akan tetapi, teori non kekerasan ini tampaknya 
tidak terbukti secara empiris. Prinsip ini ternyata 
tidak ditaati secara konsisten oleh para aktivis 
Hizbut Tahrir sendiri. Dalam sejarah di beberapa 
negara, antara lain di Mesir dan Yordania, Hizbut 
tahrir terlibat bahkan menjadi aktor utama aksi-aksi 
kekerasan dan teror serta upaya kudeta bersenjata. 
Artinya, non kekerasan semata-mata taktik dan 
strategi gerakan, bukan watak sejati gerakannya. Jika 
kita kaji mendalam pemikiran-pemikiran kelompok 
ini, dengan mudah kita temukan ideologi kekerasan 
di dalamnya, termasuk menghalalkan kekerasan 
terhadap ummat Islam sendiri yang diidentifikasi 
sebagai lawan politik. 


Gerakan HTI pada awalnya lahir dan 
dikembangkan di Bogor. Kegiatan kelompok ini 
terpusat di Pesantren Al-Ghazali dan kampus IPB, 
di bawah bimbingan M. Mustofa, Abdurrahman 
Al-Baghdadi, Abas Aula, dan Abdul Hannan. Para 
aktivisnya pada umumnya adalah mahasiswa IPB 
dan kampus-kampus lain di Bogor. Motor lapis 
kedua gerakan ini antara lain Fathul Hidayat, Adian 
Husaini, Asep Saifullah, Hasan Rifai al-Faridi, dan 
lainya. Merekalah yang memiliki peran besar dalam 
pengembangan gerakan partai ini baik di Bogor 
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maupun perluasannya di kampus-kampus lain di luar 
Bogor pada masa-masa awal. Pada masa berikutnya 
berperan pula para aktivis lain seperti Muhammad 
Al-Khaththath (Ketua Umum HTI 2002-2004)59, 
Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), dan lain- 
lain. 


Dalam waktu yang relatif cepat, gerakan ini 
telah menyebar ke daerah-daerah lain. Sekitar 
tahun 1985, gerakan HTI berkembang ke kampus- 
kampus di luar Bogor seperti Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, 
IKIP Malang, hingga ke luar Jawa seperti Universitas 
Hasanudin. Perkembangan dan persebaran yang 
cepat ini dimungkinkan karena adanya komunikasi 
dan jaringan lembaga dakwah kampus yang telah 
ada sebelumnya. 


Untuk mengembangkan sayap organisasi, para 
aktivis generasi awal sering melakukan kunjungan 
ke masjid-masjid kampus di berbagai daerah dan 
melakukan diskusi untuk memperkenalkan visi, 


60  Al-Khaththath, bernama asli Muhammad 
Gatot Saptono, dicopot dari kursi Ketua Umum PP HTI. Tidak 
diketahui dengan pasti alasan pencopotannya. Ia kemudian 
lebih memiih aktif di FUI dan pernah menjadi Caleg dari Partai 
Bulan Bintang (PBB) di Pemilu tahun 2014. 

61 M. Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: 
Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, 


Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 124 
62 Ibid., hal. 125. 
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ideology, dan pemikiran mereka. Ketika tawaran ini 
memperoleh sambutan, maka mereka melakukan 
training atau dauroh di masjid-masjid tersebut. 
Dalam dauroh-dauroh tersebut, para aktivis HT tidak 
secara terbuka mengidentifikasi diri dan pemikiran 
mereka sebagai HT, tetapi mereka melebur dengan 
kelompok dan pemikiran yang lain dalam wadah 
bersama yakni Lembaga Dakwah Kampus (LDK). 
Dalam pelatihan ini materi narasumber maupun 
peserta berasal dari berbagai kelompok gerakan 
dakwah yang ada. Materi yang disampaikan tidak 
khusus materi pengkaderan HT. 


Di antara berbagai kelompok dalam LDK 
terdapat persamaan pemikiran dan visi yakni bahwa 
Islam adalah sebuah sistem yang sempurna. Islam 
meliputi aturan ritual, kemasyarakatan, ekonomi dan 
politik sekaligus. Mereka juga sama-sama memiliki 
visi penegakan syariat Islam dan mencita-citakan 
terwujudnya negara Islam dan khilafah islamiyah. 
Karena itulah pada awal-awal munculnya gerakan 
dakwah kampus berbagai kelompok tersebut bisa 
bersatu. Namun pada perkembangan selanjutnya 
terjadi persaingan dalam upaya menambah anggota 
dan hubungan yang saling menafikan antara gerakan 
Tarbiyah dan HT.$ 


63 Ibid. 
64 Ibid. 
65  Ibid. 
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Sejak sekitar 1988, dalam tubuh LDK mulai 
muncul bibit-bibit perpecahan antar faksi HT dan 
Tarbiyah. Sehingga, pada masa-masa berikutnya 
masing-masing kelompok ini mengembangkan 
jaringan sendiri-sendiri. Mereka juga mulai menyusun 
materi pengkaderan yang benar-benar sesuai dengan 
pemikiran dan ideologi mereka masing-masing. 
Sejak fase ini, para aktivis HT semakin menegaskan 
diri sebagai pengikut Tagiyuddin An-Nabhani, 
dan pada fase berikutnya menjadi bagian dari HT 
internasional. Maka, karakter transnasional terwujud 
dalam bentuk mengimpor apa adanya pemahaman 
agama dari sumber asal yakni para ulama HT. Mereka 
menjadikan pemahaman agama dan ideologi 
politik gerakan induknya di Timur Tengah sebagai 
acuan tunggal. Pemahaman agama yang demikian 
terputus dengan konteks di mana para aktivis HT 
hidup. Akibatnya, rujukan tunggal kepada organisasi 
induk menjadikan pemahaman keagamaan mereka 
mengalami ketercerabutan dari konteks lokal, dan 
menolak proses adaptasi dengan kondisi dan situasi 
sosio-kultural Indonesia. 


Meskipun gerakan dengan memanfaatkan 
jaringan dakwah kampus ini bersaing dengan 
gerakan Tarbiyah yang juga menggunakan jaringan 
yang sama, namun jaringan HT yang dibangun oleh 
Fathul Hidayah dan kawan-kawan seangkatannya 


66 Ibid. 
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ini berhasil menembus ke Universitas Trisakti, 
Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, 
Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, dan 
universitas lain. Di tengah persaingan ini, mereka 
membuat jalur dan jaringan sendiri. 


Pada masa awal sosialisasi, para aktivis HT terus 
berkeliling ke Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, 
Bandung dan kota-kota besar lainnya”. Ini adalah 
satu-satunya pola yang ditempuh karena kader 
yang memenuhi syarat sebagai juru dakwah belum 
banyak. Tetapi, ketika HT semakin berkembang dan 
memiliki para kader mumpuni maka pola sosialisasi 
yang ditempuh para aktivis HT juga berkembang. 
Pola yang ditempuh adalah selain tetap mengirim 
aktivis dakwah langsung ke daerah, mereka juga 
melakukan sosialisasi melalui jaringan aktivis HT di 
kampus-kampus dan melalui para anggota HT alumni 
perguruan tinggi yang telah terjun ke masyarakat. 
Akan tetapi, hingga saat ini pola sosialisasi yang 
paling dominan adalah melalui jaringan kampus, 
yakni gerakan dakwah kampus. 


Meskipun gerakan dakwah HT berlangsung 
dengan swadaya para aktivisnya sendiri (self 


67 Sebagian aktivis dari generasi awal inilah yang saat 
ini menjadi Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Namun, 
sesuai mekanisme dan aturan organisasi, mereka tidak tampil di 
depan publik. Satu-satunya pengurus pusat yang diperbolehkan 
dan ditugaskan tampil di depan publik adalah juru bicara. 

68 Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, Op. Cit., hal. 126. 
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financing), selain di kalangan komunitas kampus, saat 
ini HT telah berkembang di pabrik-pabrik, pesantren, 
sekolah, perkantoran, masjid, komplek perumahan, 
bahkan ormas. Menurut Ismail Yusanto, HT telah 
tersebar di 20 propinsi dengan jumlah anggota 
kurang-lebih sepuluh ribu orang. Dengan anggota 
terbanyak terdapat di Jakarta, menyusul Jawa Timur, 
DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan di 
luar Jawa anggota terbanyak terdapat di Sulawesi 
Selatan dan Kalimantan Selatan. Saat ini penyebaran 
HT tidak lagi terbatas di kota-kota besar tetapi sudah 
berkembang di kota, bahkan telah masuk ke desa.” 


Gerakan HT ini pada tahun 2000-an secara 
terbuka mengumumkan keberadaannya — di 
tengah publik (tadwin al-hizb jahriyyan). Mereka 
membentuk struktur organisasi formal dari pusat 
hingga ke daerah dengan tidak mengumumkan 
kepada publik bagaimana bentuk strukturnya dan 
siapa-siapa yang duduk dalam struktur tersebut. 
Keberadaan HT diketahui publik hanya melalui juru 
bicaranya, terbitan-terbitan resminya, serta gerakan- 
gerakan massa yang mereka lakukan.” 


Pada masa selanjutnya, ketika pengaruh HTI 
menguat dan jumlah anggota semakin banyak, 


69 Ibid. 

70 Dirahasiakannya struktur dan identitas para 
pengurusnya bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat 
HTI menghadapi represi penguasa. 
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keberadaan HTI ditampilkan dengan lebih terbuka. 
Para pemimpin organisasi ini semakin banyak yang 
tampil di depan publik, bahkan menjadi sangat vokal 
dan terekspose dibandingkan dengan pemimpin 
ormas yang lain. Watak HTI sebagai organisasi bawah 
tanah makin meluntur. 


HTI juga membentuk beberapa organisasi 
underbow seperti Muslimah Hizbut Tahrir yang 
mewadahi anggota perempuan, Syabab Hizbut 
Tahrir untuk kader dakwah kalangan anak muda dan 
Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang menaungi 
kalangan mahasiswa. Gema Pembebasan yang berdiri 
tahun 2004 telah berhasil membangun struktur 
dari Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), 
Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Komisariat yang 
berkedudukan di berbagai kampus di Indonesia dan 
bersaing ketat dengan organ mahasiswa yang lain 
termasuk dengan KAMMI. 


HTI sangat aktif dalam aksi demonstrasi 
merespon berbagai masalah sosial dan politik 
baik di Jakarta maupun di kota-kota lain di seluruh 
Indonesia. Dalam aksi-aksi massa tersebut, HTI 
mengkampanyekan penerapan hukum syariat Islam 
dan sistem negara khilafah. Mereka aktif menolak 
ide-ide Barat seperti kapitalisme, liberalisme, 
sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. 


Unjuk gigi spektakuler yang berhasil dilakukan 
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HTI adalah penyelenggaraan Muktamar Khilafah 
tahun 2013 serta Rapat dan Pawai Akbar tahun 2015 
di Gelora Bung Karno, Senayan yang sukses besar. 
Kegiatan tersebut berhasil menghadirkan puluhan 
ribumassa dari seluruh Indonesia dan mengumpulkan 
tokoh-tokoh teras ormas Islam bahkan tokoh-tokoh 
HT dari negara-negara lain. 


HTI juga disinyalir memiliki pengaruh luas 
di kalangan kaum birokrat bahkan di kalangan 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hasil kajian Pusat 
Pengkajian Strategis TNI pada 2010 menyatakan 
bahwa HTI memiliki kedekatan dengan sejumlah 
mantan jenderal TNI Angkatan Darat sehingga 
memiliki akses terhadap militer. Pimpinan HTI 
menurut kajian tersebut sering diundang mengisi 
ceramah atau khutbah di acara instansi militer.” 


Pada saat sekarang HTI telah menjadi 
ormas Islam yang beranggotakan satu juta orang. 
Kepengurusan telah terbentuk dari tingkat Pengurus 
Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan 
Pengurus Komisariat yang tersebar di 330 kota di 
Indonesia, dengan basis terkuat ada di Jakarta dan 
Bogor, Surabaya, Bandung, Medan, Kendari, dan 
Makassar. Dengan dana gerakan 100 miliar rupiah 
pertahun, HTI sangat aktif merespon berbagai 
masalah nasional dan menjadi kelompok penekan 


71 Tempo, 21 Mei 2017. 
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yang cukup efektif dalam mempengaruhi fatwa-fatwa 
keagamaan di MUI maupun pengambilan kebijakan 
pemerintah menyangkut kehidupan keagamaan di 
Indonesia. Jika keberadaan Hizbut Tahrir di semua 
negara dilarang maka berbeda dengan HTI di 
Indonesia. HTI telah menjadi kekuatan yang berdaya 
“mendikte” pemerintah dalam soal-soal regulasi 
keagamaan. Dalam posisi yang demikian, HTI akan 
semakin berani menginfiltrasi ormas Islam yang lain. 


Infiltrasi HTI ke pesantren dan ormas-ormas 
Islam memunculkan resistensi yang besar. Berbagai 
keresahan melahirkan penolakan terbuka terhadap 
aktifitas HTI yang dinilai ekspansionis. Selain itu, aksi- 
aksi kampanye khilafah Islamiyah dan penolakannya 
terhadap Pancasila, demokrasi, konsep kebangsaan, 
sistem hukum yang ada, dan eksistensi NKRI, 
menyebabkan masyarakat resah dan menuntut 
pelarangan atau pembubaran HTI dalam bentuk 
petisi dan tuntutan terbuka kepada pemerintah. 
Akibatnya, pemerintah telah mengambil keputusan 
untuk melarang dan membubarkan HTI.? 


Gerakan Salafi 


72 Pemerintah resmi mencabut SK Badan Hukum 
HTI pada tanggal 19 Juli 2017 dengan mengacu pada Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang 
dikeluarkan tanggal 10 Juli 2017. 
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Salah satu aktor gerakan Islam transnasional 
di Indonesia ialah Jamaah Salafi. Kita lebih tepat 
menyebutnya “Jama'ah-jama'ah Salafiyin”, karena 
kaum salafiyun pada hakikatnya tidak pernah 
menjadi satu jamaah atau kelompok saja. Sebutan 
ini digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda 
dari masa ke masa. Tidak pernah ada institusi formal 
yang menjadi tempat bernaung kaum salafiyun. 
Sebab salafiyah adalah aliran umum yang tidak 
terbentuk — dalam perkumpulan-perkumpulan, 
kecuali di beberapa negara dalam beberapa waktu 
saja. Sebagai misal, Jama'ah Anshar As-Sunnah Al- 
Muhammadiyah di Mesir dan Sudan atau Jam'iyyah 
Ihya' At-Turast Al-Islami di Kuwait, atau Laskar Jihad 
di Indonesia. 


Di kancah gerakan Islam Timur Tengah 
kontemporer, istilah “salafiyun” adalah terminologi 
baru, yang sulit diketahui kapan mulai tersebar 
penggunaannya. Sebelumnya, salafi — bukan 
merupakan sebuah mazhab sebagaimana misalnya 
Mazhab Hanafi, juga bukan kelompok terorganisasi 
seperti IM. Ia merupakan semangat yang menyebar 
ke dunia Islam semenjak masa tabiin dan terkenal 
dengan sebutan “Al-Salaf” atau “Ahl al-Atsar” 
yang dilawankan dengan “Ahl Al-Ra'yi” dan 
“Al-Mutashawwif”.”? Istilah tersebut biasanya 


73 Musa Zaid Al-Kailani, Al-Harakat Al-Islamiyyat 
fi Al-Urdun: Dirasat Wa At-Tagyim Ikhwan Al-Muslimin, Hizb 
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diidentikkan dengan “Ahlul Hadist”, atau para 
pengikut Ahmad bin Hanbal yang mewarisi aliran 
Ahlul Hadist sebagai lawan dari Ahlul Kalam dalam 
akidah, serta Ahl ar-Ra'yi dalam fikih. 


Orang-orang yang paling giat menyebarkan, 
membela, melahirkan pikiran-pikiran, serta 
menerangkan ajaran-ajaran salafiyah ini dalam 
bidang akidah, fikih, maupun etiket, adalah Syaikh 
Al-Islam Ibnu Taimiyah beserta alirannya. Dan 
diantara murid-muridnya yang paling menonjol: 
Imam Abu Abdullah bin Al-Gayyim. Kedua syaikh 
ini meninggalkan literatur yang sangat kaya demi 
kepentingan aliran salaf, yang muncul pada masa 
mereka dalam performa pembaruan dan reformasi. 


Di zaman modern, aliran salafiyah kembali 
muncul lewat tangan pembaru salafiyah di Jazirah 
Arab: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang 
gerakannya memiliki karakter khusus memerangi 
segala bentuk syirik dan khurafat, menyerukan 
kemurnian tauhid, serta melindungi tauhid dari segala 
noda. la ingih membebaskan umat setelah mereka 
terkungkung dalam bidah zaman kemunduran dan 
tidak mengikuti salaf. Selain itu, Syaikh Ibn Abdul 
Wahhab juga memerangi penafsiran terhadap ayat- 
ayat maupun hadist-hadist tentang pelbagai sifat Allah. 
Dan inilah akar utama dalam aliran-aliran salafiyah. 


Al-tahrir Al-Islamy, Amman: Darul Basyar lin Nasyr Wat tauzi, 
1990, hal. 190. 
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Kemunculan aliran salafiyah di tangan Abdul 
Wahhab ini mewarisi kecenderungan orang-orang 
sebelumnya dalam memahami teks-teks syariat 
secara harfiah, mengenyampingkan kajian akan 
beragam tujuan, makna, serta sebab-musabab 
yang melatarbelakangi hukum-hukum tersebut. Ini 
berbeda dengan dua imam aliran mereka: Syaikh Ibn 
Taimiyah maupun Ibn Al-Oayyim. Oleh karena itu, 
meskipun disangkal oleh kalangan salafi, menurut 
Abu Al-Fadhl, gerakan salafi dan gerakan Wahhabi 
merupakan gerakan yang sama. Wahhabisme 
didirikan oleh muballigh Abad 18 Muhammad Ibnu 
Abdul Wahhab di Semenanjung Arab. Abdul Wahhab 
berusaha membersihkan Islam dari kerusakan berupa 
syirik, bidah dan khurafat yang dipercayainya telah 
merasuk dalam agama. Dia menerapkan literalisme 
yang ketat yang menjadikan teks sebagai satu- 
satunya sumber otoritas yang sah dan menampilkan 
permusuhan ekstrem kepada intelektualisme, 
mistisisme, dan semua perbedaan sekte yang ada 
dalam Islam. 


Menurut doktrin Wahhabi, sangat penting 
kembali pada kemurnian dan kelurusan Islam 
yang dapat sepenuhnya diperoleh kembali dengan 
penerapan perintah nabi secara harfiah dan dengan 
ketaatan penuh terhadap praktik ritual yang benar. 


74 Kholid Abou Al-Fadzl, Toleransi Islam Cita dan 
Fakta, Bandung: Arsy, 2004. 
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Patut dicatat, wahhabisme menolak semua upaya 
untuk menafsirkan hukum Allah secara historis dan 
kontekstual dengan kemungkinan adanya penafsiran 
ulang ketika kondisi berubah. Wahhabisme 
menganggap sebagian besar sejarah umat Islam 
merupakan perusakan terhadap Islam yang benar 
dan autentik. Selain itu wahhabisme mendefinisikan 
ortodoksi secara sempit dan sangat tidak toleran 
terhadap semua kepercayaan yang bertentangan 
dengan kepercayaannya. 


Pada akhir abad ke 18, keluarga Saud bergabung 
dengan gerakan Wahhabi dan memberontak 
kepada kekuasaan Utsmaniyah di Jazirah Arab. 
Pemberontakan ini sarat dengan pertumpahan 
darah karena kaum Wahhabi membantai kaum 
muslim dan non-muslim tanpa pandang bulu. Ulama 
terkenal saat itu seperti Hanafi ibn Abidin dan 
Maliki Al-Sawi, menyebut kaum Wahhabi sebagai 
kaum Khawarij modern, serta mengutuk fanatisme 
dan intoleransi mereka. Pada 1818, bala tentara 
Mesir yang dipimpin Muhammad Ali memadamkan 
pemberontakan tersebut, dan tampak sementara 
wahhabisme ditakdirkan menjadi sekadar peristiwa 
sejarah pinggiran yang tidak mempunyai pengaruh 
kuat pada teologi Islam. 


Namun doktrin wahhabiyah dibangkitkan lagi 
oleh Abdul Aziz ibn Saud pada awal abad ke 20 yang 
menggabungkan dirinya pada pemberontak militan 
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Wahhabi yang dikenal dengan nama Ikhwan, pada 
awal kemunculan Arab Saudi. Meskipun disertai 
dengan tatanan negara Arab Saudi, wahhabisme 
tetap merupakan doktrin yang terbatas pegaruhnya 
hingga pertengahan tahun 1970-an ketika harga 
minyak melonjak tajam, bersama dengan sikap Arab 
Saudi yang agresif, secara dramatis berpengaruh 
pada penyebaran wahhabisme di dunia Islam. 


Wahhabisme tidak menyebarkan dirinya sebagai 
salah satu aliran pemikiran atau salah satu orientasi 
tertentu dalam Islam, tetapi menyatakan diri sebagai 
“jalan lurus” Islam. Dengan menyatakan memiliki 
ketaatan harfiah pada teks agama Islam, dia dapat 
membuat klaim keautentikan yang dapat dipercaya 
pada saat identitas Islam sedang diperebutkan. Selain 
itu, para penganjur wahhabisme menolak untuk 
disebut atau dikategorikan sebagai pengikut tokoh 
tertentu, bahkan termasuk Abdul Wahhab sendiri. 
Para penganjurnya menegaskan diri bahwa mereka 
hanya sekadar mematuhi ketentuan salaf al-shalih 
(para pendahulu yang terbimbing yaitu nabi dan para 
sahabatnya) dan dengan demikian, kaum Wahhabi 
dapat memanfaatkan simbol dan kategori salafisme.” 


Sebagai sebuah gerakan, nama salafi justru 
dipakai pada awal Abad ke-20 oleh Al-Afghani, 
Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha sebagai teologi 


75  Ibid. 
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yang berorientasi liberal. Untuk merespon tuntutan 
modernitas, kata mereka, kaum muslim perlu kembali 
pada sumber murni Alguran dan sunah (tradisi nabi) 
dan mengaitkan diri dengan penafsiran terhadap 
teks. Motor utama gerakan Salafiyah, Muhammad 
Rasyid Ridla (pendiri majalah Al-Manar, penulis 
Tafsir Al-Manar, serta berbagai buku-buku reformis 
lainnya) banyak terwarnai oleh gurunya, Syaikh 
Muhammad Abduh yang sangat terbuka terhadap 
gagasan Barat. Hal ini membuat Rasyid Ridla tidak 
terlalu dilirik oleh kaum salafiyun modern. Mereka 
tidak memanfaatkan aliran pembaruan Rasyid Ridla 
sebagaimana mestinya. Padahal, ia adalah pimpinan 
sejati dari aliran salafiyah yang tercerahkan.” 


Pada awal 1970-an wahhabisme telah berhasil 
mengubah salafisme dari teologi berorientasi 
modernis liberal menjadi teologi literalis, puritan, 
dan konservatif. Harga minyak yang menaik tajam 
pada 1975 menjadikan Arab Saudi pengajur 
utama wahhabisme, dapat menyebarkan doktrin 
wahhabisme dengan wajah salafisme, yang 
dimaksudkan untuk kembali pada dasar-dasar 
outentik agama yang belum dirusak oleh berbagai 
tambahan praktik sejarah. 


76 Yusuf Al-Oardhawi, Kebangkitan Gerakan 
Islam, Dari Transisi Menuju Kematangan, terj., Abdullah Hakam 
Syah dan Aunul Abied Syah, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003, 
hal. 245. 
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Kaum Salafi merupakan kelompok yang paling 
awal menyerukan dekulturasi dan derasionalisasi 
dalam pemikiran dan gerakan Islam. Seruan 
"memurnikan Islam” dan "kembali kepada Alguran 
dan sunah” diwujudkan dalam agenda memberantas 
unsur-unsur budaya setempat ('urf dan 'adah) yang 
diakomodasi dalam praktek keagamaan umat Islam, 
maupun tradisi spiritualisme kaum tasawuf. Pada 
saat yang sama, Salafisme memusuhi penggunaan 
akal (rasionalitas) sebagai pelengkap terhadap 
wahyu, logika, filsafat dan intelektualisme. Bahkan, 
mereka menganggap kitab-kitab para ulama klasik 
sebagai "buatan manusia yang mengotori kemurnian 
ajaran Islam yang datang dari Allah”. 


Kaum salafiyah kontemporer di Timur Tengah 
tidak berwujud dalamsatu kelompoksaja, tapi menjadi 
beberapa kelompok.” Pertama, kelompok “salafiyah 
politik” yang dengan alasan universalitas risalah Islam 
lebih menaruh perhatian pada persoalan-persoalan 
politik ketimbang akidah. Mereka adalah kelompok 
yang terpengaruh oleh pemikiran IM. Mereka biasa 
disebut “Salafiyyun Sururiyyun” dengan merujuk pada 
dai Suriah Muhammad Syurur Zein Al-Abidin, seorang 
anggota IM yang memisahkan diri. Kelompok inilah 
yang menentang keberadaan Amerika Serikat dan 
intervensi militernya dalam perang Teluk II. Mereka 
juga menentang politik Arab Saudi yang terpaku pada 


77  Ibid., hal. 246-248 
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banyak pertimbangan. Itulah sebabnya banyak dari 
mereka yang harus masuk penjara, menyulitkan para 
pengikut mereka, serta mempersempit ruang gerak 
mereka di negeri Raja Saud tersebut. Tokoh-tokoh 
kelompok ini antara lain Salman Al-Audah, Safar Al- 
Hawali, 'Aidh Al-Oarni, dan lain-lain. Namun mereka 
kemudian dibebaskan dan terjadi rekonsiliasi dengan 
pemerintah. 


Kedua, “Salafiyun Al-Albaniyun” yang mengikuti 
Syaikh Al-Muhaddist Nashiruddin Al-Albani. Mereka 
memerangi fanatisme mazhab fikih, dan menolak 
taklid, sekalipun oleh kalangan awam. Namun, 
pada saat yang bersamaan, mereka justru mentaklid 
semua pendapat Syaikh Nashiruddin Al-Albani, dan 
mentahbiskan diri mereka sebagai “mazhab kelima”. 


Ketiga, “Salafiyun Al-Jamiyun” (Salafiyun yang 
beringas). Tokoh kelompok ini adalah Syaikh Rabi' 
Al-Madkhali. Kelompok ini gemar menyalahkan 
dan menyerang semua ulama maupun dai yang 
bertentangan dengan mereka. Tak ada figur yang 
selamat dari serangan kelompok ini, baik dari zaman 
klasik maupun modern. Imam An-Nawawi dan Al- 
Hafidz Ibn Hajar Al-'Asgalani termasuk yang mereka 
salahkan, hanya karena mereka berdua seorang 
penganut Asy'ariyah. Diantara ulama modern yang 
sering diserang antara lain: Hasan Al-Banna, Sayyid 
Outhb, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al- 
Oaradhawi, Muhammad “Imarah, Fahmi Huwaidi, 
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'Ali Ath-Thanthawi, dan sebagainya. Kelompok ini 
menulis beberapa buku untuk menyerang mereka. 


Keempat,  Salafiyyun pengikut Syaikh 
Abdurrahman Abdul Khalik di Kuwait dan kelima, 
Salafiyyun pengikut Syaikh Bin Baz dan Syaikh 
Utsaimin di Arab Saudi. Kedua kelompok terakhir ini 
belum berbentuk organisasi yang rapi. 


Gerakan Salafi-Wahhabi untuk kesekian kalinya 
kembali digelorakan di Indonesia.'8 Pada masa 
awal kemunculannya di Indonesia, tahun 1980- 
an, gerakan ini mengalami banyak hambatan dan 
sulit berkembang karena selalu dicurigai oleh rezim 
Soeharto. Pemerintah menghambat gerak Salafi 
karena mereka mengira bahwa gerakan Salafi sama 
dengan gerakan harakah (Tarbiyah, HTI, dll.) yang 
berseberangan dengan sistem pemerintahan yang 
ada. Sehingga, bagi para aktivis Salafi, munculnya 
gerakan harakah dinilai telah merugikan kelancaran 
dakwah mereka. Selain karena berbeda visi dan 
manhaj dakwah, kalangan harakah juga merupakan 
kompetitor utama bagi gerakan ini. Berbeda dengan 
metode harakah yang cenderung konfrontatif 
terhadap penguasa, Salafi melakukan dakwahnya 
dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara 
menemui para penguasa secara diam-diam. 


78 Tentang perkembangan dan dinamika Dawah Salafi 


di Indonesia lihat Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, Op. Cit., hal. 
124-128. 
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Seiring dengan politik akomodasi Islam yang 
dilakukan Soeharto dengan mendekati berbagai 
kekuatan Islam, pada dekade 1990-an, gerakan 
Salafi semakin bebas untuk melakukan gerakannya. 
Sehingga gerakan ini menyebar ke berbagai kota. 
Kebebasan yang lebih penuh untuk melakukan 
aktifitas diperoleh kalangan Salafi setelah era 
Reformasi. Sehingga, gerakan Salafi berkembang 
sangat cepat di berbagai kota di Jawa seperti 
Yogyakarta, Bandung, Bangil, dan lain-lain. Gerakan 
Salafi mendirikan pesantren-pesantren Salaf dan 
mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh orang 
Salafi seperti Muhammad Nashiruddin Al-Bani dan 
Abdullah Bin Baz. 


Usaha yang menonjol dari gerakan Salafi di 
Indonesia adalah melakukan pemurnian akidah umat 
Islam. Mereka berkampanye membebaskan Islam 
dari virus-virus yang telah menggerogoti kemurnian 
Islam, seperti tasawuf, tawassul, rasionalisme, ajaran 
Syi'ah dan berbagai praktek keagamaan lainnya yang 
dianggapnya bidah. Maka, isu lama yang dibawa 
kaum pembaru puritanis awal abad ke 20 muncul 
kembali. Tradisi maulid nabi, selametan, tahlilan, 
dzibaan, dzikir, haul para ulama dan wali, ziarah 
kubur, ziarah makam wali, dan lain-lain kembali 
dipersoalkan. Amalan-amalan khas masyarakat 
nusantara itu dinilai sebagai bidah yang mengotori 
kemurnian Islam. 
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Sarana utama penyebaran ajaran salafi 
terpulang kepada tigasasaran, pesantren, masjid, dan 
kampus. Untuk ini bantuan dana dari Timur Tengah 
utamanya Saudi dan Kuwait berdampak cukup besar 
bagi perkembangan gerakan ini. Di antara para tokoh 
terkenal gerakan salafi adalah Abdul Hakim Abdat, 
Yazid Jawas, Abu Nida, Farid Okbah, Ainul Harits, 
Abu Bakar M. Altway, Ja'far Umar Thalib, dan Yusuf 
Usman Baisa. 


Yazid Jawas mendirikan Lembaga Dakwah dan 
Pesantren Minhaj Al-Sunnah Bogor. Bersama dengan 
Abdul Hakim hingga sekarang ia mengasuh pengajian 
rutin salafi di DDII dan mengembangkan pengajian 
di masjid-masjid. Sedangkan Farid Okbah menjadi 
direktur Al-Irsyad dan Ainul Harits mendirikan Nida' 
Al-Islam Surabaya. Abu Bakar M. Altway kemudian 
memimpin Yayasan Al-Sofwah Jakarta, dan Yusuf 
Usman Baisa mendirikan Pesantren Al-lrsyad 
Tengaran Salatiga. 


Sedangkan di Yogyakarta, bersama para 
mahasiswa dan beberapa alumnus Timur Tengah yang 
lebih yunior Abu Nida kemudian membentuk cabang 
At-Turats di Indonesia pada tahun 1988 dan diresmikan 
secara legal dalam bentuk yayasan pada tahun 1994. 
Dalam berbagai aktivitasnya Abu Nida bekerjasama 
dengan para tokoh dari pesantren Al-Irsyad Tengaran 
Salatiga yang dibuka sejak 1986 dan telah menjadi 
pusat salafi. Lembaga perguruan ini dipimpin oleh 
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tokoh Salafi terkemuka Yusuf Baisa dan salah satu 
pengajarnya adalah tokoh terkenal salafi Ja'far Umar 
Thalib yang mengajar di sana semenjak pulang dari 
Pakistan dan Afghanistan pada 1989 hingga 1993. Di 
luar itu, Abu Nida juga bekerjasama dengan tokoh- 
tokoh gerakan Tarbiyah untuk memberikan pemikiran 
para ulama Salafi. Abu Nida pada awalnya juga 
bekerjasama dengan para anggota Darul Islam sejauh 
menyangkut penyebaran ajaran prinsip Salafi.” 


Sedangkan jaringan Al-Turats di Indonesia yang 
didirikan oleh Abu Nida telah memiliki beberapa 
sekolah dan sedang mempersiapkan yang lainnya. 
Secara resmi, hanya lima lembaga yang dimilki oleh 
Yayasan Al-Turats (Yayasan Majelis At-Turots al-Islami) 
Yogyakarta,? tetapi di samping itu ia memiliki jaringan 
informal yang lebih luas di kalangan sekolah-sekolah 
yang juga menerima bantuan dana dari Kuwait, yang 
sebagian besar mereka memiliki hubungan dengan 
Al-Turats cabang Asia Tenggara yang berkedudukan di 
Jakarta. 


79 Indonesia Backgrounder: Why Salafism And 
Terrorism Mostly Don't Mix, Executive Summary, CGI Asian 
Report, tgl 13 September 2004. 

80 Antara lain Islamic Centre bin Baz di Bantul: 
Pesantren Salafi Jamilurrahman juga di Bantul: klinik dan rumah 
sakit bersalin: majalah Al-Fatawa, dan agensi pelayanan dan 
bimbingan umroh dan haji. 

81 Lembaga-lembaga itu antara lain pesantren 
pimpinan Ahmad Faiz dan Imam Buchori yang bernaung di 
bawah Yayasan Lajnah Istigomah, Mahad al-Furgon asuhan 
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Selain itu terdapat yayasan Al-Huda, lembaga 
Salafi yang didirikan padatahun 1998 di Ciomas Bogor, 
yang sejak awal diniatkan untuk menghasilkan para 
penghafal Alguran. Lembaga ini juga memiliki Taman 
Kanak-kanak dan juga Radio Al-Imam Swaratama, 
yang disiarkan secara meluas di Jawa Barat. 


Pembangunan masjid juga merupakan bentuk 
kegiatan penting di lapangan karena pembangun 
masjid bisa menguasai dan menentukan ideologi 
sang imam. Pesantren-pesantren utama sSalafi atau 
jaringan pesantren menjadi penghubung dengan 
para penyandang dana dari Timur Tengah. Pada 
rentang waktu 1996-1997 sebagai misal, jaringan Al- 
Turats telah menghubungkan dengan bantuan dana 
dari Organisasi Amal Islam Internasional di Dammam, 
Saudi Arabia untuk membangun 6 masjid. Hal yang 
sama dilakukan Yayasan Al-Huda. Yayasan ini telah 
membantu pencairan dana bagi pembangunan 
42 masjid dalam rentang 1998 hinga 2004. untuk 
mendapatkan bantuan ini ada persyaratan yang 
harus dipenuhi antara lain masjid ini dibangun 
berdasarkan kerjasama dengan masyarakat setempat 
untuk mengelola wakaf, tidak oleh ada kegiatan 
peribadatan yang tidak sesuai dengan Alguran dan 


Aunur Rofig di Gresik di bawah Lajnah Al-Furgon Al-Islami, 
Pesantren Ibnu Taimiyah di Pontianak, Kalimantan Barat, 
Pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor, Pesantren Ukhuwah Al- 
Muslimin di Cisaat, dan Pesantren Al-Imam di Makassar. 
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sunah, harus menerima ustad dan imam masjid yang 
telah ditentukan, dan bahwa kegiatan masjid harus 
ditambah dengan kegiatan lapangan. Dibangunnya 
masjid-masjid ini oleh para aktivis Salafi maka ajaran 
salafi dengan mudah dapat disebarkan. 


Ajaran Salafi juga disebarkan melalui majalah 
dan buku yang diterbitkan oleh kalangan Salafi 
termasuk penerjemahan karya-karya para tokoh 
besar Salafi dari dunia Arab.? Yayasan Al-Sofwah 
telah mendistribusikan satu juta eksemplar buku- 
buku gratis ke seluruh Indonesia sejak didirikan 
pada 1992.2 Banyak lembaga-lembaga Salafi di 
Indonesia yang memiliki website (situs) sendiri yang 
sering kali berhubungan dengan website yang ada 
di Timur Tengah dan Amerika Serikat, dan banyak 
diantara mereka yang memiliki majalah sendiri yang 
berisi berbagai materi khususnya hukum-hukum dan 
doktrin agama. 


82 Penerbit-penerbit tersebut antara lain: Cahaya 
Tauhid Press (Malang), Pustaka Azzam (Jakarta), Pustaka Al Sofwah 
(Jakarta), Pustaka Al-Haura (Yogyakarta), Maktabah Salafy Press 
(Tegal), Penerbit An-Najiyah (Sukoharjo), Oase Media (Yogyakarta), 
Media Hidayah (Yogyakarta), Pustaka Imam Buchori (Solo), Darul 
Hadits (Depok), Penerbit Al-Mubarok (Bogor), Pustaka Imam Syafei 
(Bogor), Darul Falah (Jakarta), Pustaka Arafah (Solo), Pustaka At- 
Tibyan (Solo), Pustaka Al-Atsary (Bogor), Darul Hag (Jakarta), 
Pustaka Progressif (Jakarta), Najla Press (Jakarta), Cendekia 
(Jakarta), dan Elba (Surabaya). 

83 Lihat www.alsofwah.or.id/index.php?pilih-lihat 
layanan& id-29. 
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Dalam perkembangan berikutnya, di Indonesia 
jamaah Salafi ini terpecah menjadi dua. Satu 
kelompok merujuk kepada gerakan Salafi di Kuwait. 
Tokoh kelompok ini adalah Abdul Hakim, Yazid Jawaz, 
Yusuf Baisa, dan Abu Nida. Sedangkan kelompok 
salafi yang berkiblat kepada Arab Saudi imamnya 
adalah Ja'far Umar Thalib$4, alumni pesantren Persis 
Bangil yang kemudian melanjutkan sekolah ke LIPIA 
dan Maududi Institute di Lahore Pakistan. Ja'far Umar 
Thalib juga memimpin Laskar Jihad Ahlussunnah Wal 
Jama'ah untuk berperang di Maluku. Tokoh ini adalah 
mantan pejuang di Afghanistan tahun 1987-1989. 
Masuk dalam blok ini adalah Umar Al-Sewed. 


Perpecahan ini diawali dengan protes yang 
diajukan Ja'far Umar Thalib terhadap pernyataan 
Yusuf Baisa bahwa untuk menyebarkan ajaran salafi 
mereka harus mengadopsi sistem organisasi IM, 
meniru kearifan Jamaah Tabligh, dan menjadikan 
Salafiyah sebagai landasan akidah. Penyebab 
berikutnya adalah diajarkannya pemikiran para tokoh 
Salafi Sururiyyun yang dekat dengan IM oleh Yusuf 
Baisa. Ja'far menilainya sebagai penyimpangan dari 
ajaran salafiyah yang benar. Perpecahan semakin 
memuncak ketika Ja'far sendiri mendirikan Laskar 
Jihad Ahlussunnah wal Jama'ah. Tindakan ini oleh 
kubu Yusuf Baisa, Abu Nida, dan Abdul Hakim dinilai 


84 Syamsu Hilal, Gerakan Dakwah Islam Di Indonesia, 
Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2002. 
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menyimpang karena telah melangar dua prinsip 
Dakwah Salafi: Ja'far telah bermain politik dan telah 
terjerumus kepada hizbiyyah karena telah membuat 
organisasi massa. 


Meskipun demikian, gerakan dakwah Salafi 
telah berkembang mejadi sebuah jaringan gerakan 
yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dan 
tampaknya ia akan berkembang menjadi gerakan 
yang patut diperhitungkan di masa-masa datang. 
Karakter para dainya yang aktif dan agresif dengan 
jaringan transnasional yang mendukung fasilitas dan 
pendanaan gerakan, akan membuat keberadaan 
dakwah salafi semakin mendesak kelompok Islam 
mainstream khususnya NU dan Muhammadiyah 
sebagai representasi Islam Indonesia. 


Dalam konteks mutakhir, Salafi telah mengalami 
transformasi ke berbagai kecenderungan yang 
melampaui pengelompokan yang dikemukakan oleh 
Yusuf Oardhawi di atas. Di samping kecenderungan 
umum  salafisme yang non-politik, bahkan 
menganggap berpolitik adalah bidah, yang di- 
support oleh Kerajaan Arab Saudi, terdapat salafisme 
yang berideologi ultra radikal, yakni kelompok Salafi 
Jihadis dan Salafi Takfiris. Dua kelompok Salafi 
yang melakukan serangkaian teror di seluruh dunia 
termasuk di Indonesia. 
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erakan bersenjata dalam bentuk jaringan 

maupun sel-sel teroris menjadi salah satu 

varian gerakan Islam transnasional. Gerakan 
ini telah menjalankan aksinya di Indonesia lebih dari 
15 tahun. Secara berturut-turut telah terjadi bom 
Masjid Istiglal April 1999, bom Kedubes Filipina 
Agustus 2000, bom Natal (menyasar beberapa 
gereja) Desember 2000, bom Gereja HKBP dan Santa 
Anna Juli 2001, bom Atrium Agustus 2001, bom 
gereja Petra November 2001, pelemparan granat 
ke Kedubes AS September 2002, bom Bali I Oktober 
2002, bom JW Marriot Agustus 2003, Kedubes 
Australia September 2004, bom Bali II Oktober 2005, 
bom JW Marriot dan Ritz Carlton Juli 2009, bom 
“buku” Maret 2011, serta bom masjid Polres Cirebon 
April 2011. Selain itu, selama 5 tahun terakhir terjadi 
serangkaian serangan terhadap personil kepolisian, 
kasus “bom pipa” dan “bom panci”. Serangkaian 
peristiwa peledakan maupun penangkapan jaringan 
“bom panci” menandai babak baru jejaring teror yang 
tidak lagi berpusat pada Tandzim Al-Oaidah pimpinan 
Usamah Bin Ladin.? Selain itu, jika sebelumnya 


85 Serangkaian peristiwa “bom panci” antara lain 
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pengiriman dan pergerakan orang dalam jaringan 
teroris terbatas pada regional Asia Tenggara, sel-sel 
teroris “bom panci” telah mengirimkan orang ke 
Irak dan Suriah untuk menjadi bagian dari pasukan 
ISIS yang merupakan gabungan milisi dari seluruh 
penjuru dunia. 


Setidaknya ada dua jenis kelompok yang 
memperjuangkan agendanya dengan menyebarkan 
ketakutan ini: Salafi Jihadis dan Salafi Takfiri. Tujuan 
dan agenda politiknya sama yakni mewujudkan 
negara Islam dan jika memungkinkan khilafah 
islamiyah. Strateginya sama-sama menggunakan 
kekerasan dan teror. Argumen agama yang dipakai 
juga relatif sama. Warna keagamaannya juga sama- 
sama puritanis. Perbedaan utama dari kedua 
kelompok ini terletak pada pandangannya terhadap 
definisi siapakah kaum muslim dan kaum kafir, siapa 
kawan dan musuh, serta siapa yang boleh diperangi, 
dibunuh, dan menjadi target utama aksi teror. 


Dua kelompok berideologi teror ini memiliki 
akar yang sama yakni wahhabisme/salafisme. 
Sebuah aliran Islam yang didukung, dikembangkan, 
dan disebarkan secara internasional oleh Kerajaan 
bom Thamrin, Februari 2016: bom bunuh diri di Mapolresta 
Solo, Juli 2016: bom molotov di Gereja Oikumene Samarinda, 
November 2016: penangkapan sel teroris yang menarget 
Istana Negara di Bekasi, Desember 2016: bom panci di Taman 


Pendawa Bandung: dan bom bunuh diri di Kampung Melayu, 
Jakarta Timur. 
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Arab Saudi secara besar-besaran dan sistematis baik 
dalam kerangka membangun pengaruh di dunia Islam 
maupun membendungpengaruhlran. Sesungguhnya, 
yang dikehendaki Kerajaan Arab Saudi adalah sebuah 
gerakan apolitis yang loyal dan memberikan legitimasi 
agama bagi keabsahan kekuasaan Raja Saud. Agenda 
konkritnya adalah membendung dan menyaingi 
pengaruh IM yang sangat politis, cenderung kritis 
dan oposisional terhadap semua penguasa di dunia 
Arab. Keluarga Raja Saud ingin melemahkan arus 
deras islamisme, Islam sebagai ideologi perlawanan, 
yang dimunculkan oleh IM. Oleh karenanya, seruan 
yang didukung oleh Salafisme internasional ala Saudi 
adalah kesalehan individu, purifikasi agama, dan 
penerapan syariat Islam sebagai hukum formal. Inilah 
yang oleh Olivier Roy disebut sebagai kampanye 
neo-fundamentalisme yang telah berhasil sekian 
waktu membendung, bahkan menggagalkan agenda 
islamisme di dunia Islam. 


Akan tetapi, keterlibatan Arab Saudi bersama 
Amerika Serikat dalam membentuk “legiun Arab” 
dalamperangAfghanistanserta keterlibatannya dalam 
mendukung kelompok perlawanan Sunni terhadap 
rejim Syiah Basyar Asad di Suriah telah melahirkan 
jenis Salafi baru yang tidak dikehendakinya. Para 
sukarelawan jihad di Afghanistan melawan Uni 
Soviet yang dimobilisasi oleh Arab Saudi dan sekutu 


86 Baca Roy, The Failure of Political Islam, Op. Cit. 
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Teluknya melahirkan Tanzim Al-Oaidah pimpinan 
Usamah Bin Ladin, sebuah kelompok teroris yang 
berideologi Salafi Jihadi. Sedangkan sukarelawan 
Sunni di Suriah berkembang menjadi Daisy (Al-Daulah 
Al-Islamiyyah fi Al-Irag wa Al-Syuriyah) masyhur 
disebut ISIS. Kelompok bersenjata yang didukung 
sukarelawan dari berbagai negara ini merupakan 
kiblat bagi kelompok pro kekerasan yang menganut 
ideologi Salafi Takfiri. 


Pada dasarnya berbagai kelompok jihadis yang 
ada memiliki beberapa doktrin utama yang relatif 
sama antara lain bahwa seluruh rezim yang berkuasa 
di negeri muslim telah murtad karena telah membuat 
peraturan perundangan yang tidak berlandaskan 
syariat Allah. Rezim kafir tersebut meliputi institusi 
legislatif, eksekutif dan judikatif. Pejabat tinggi yang 
menduduki posisi ini, dihukumi murtad atau kafir. 
Sedangkan orang yang bekerja di bawah institusi kafir 
tersebut tidak dihukumi kafir secara personal karena 
mereka dianggap berada dalam kondisi terpaksa (ada 
udzur syar'i). Demikian pula, personil aparat rezim- 
rezim kafir tersebut seperti polisi dan tentara, secara 
kolektif termasuk kelompok murtad (riddah ammah), 
tetapi tidak dihukumi kafir secara personal. Selama 
seorang masih bersyahadat maka orang tersebut 
masih termasuk muslim meskipun hidup dalam 
rezim kafir. Sedangkan ulama yang membela rezim 
kafir dan memusuhi gerakan jihad dianggap sebagai 
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ulama munafik, dan bahkan ada yang mengkafirkan 
mereka. Kaum jihadis menganggap demokrasi, 
sekularisme, nasionalisme dan kebangsaan sebagai 
sistem kafir yang bertentangan dengan Islam. Namun 
masyarakat yang hidup di bawah sistem ini tidak 
termasuk kategori kafir dengan alasan udzur syar'i 
yakni karena keterpaksaan atau karena kebodohan. 
Mereka juga menganggap kelompok syi'ah sebagai 
kelompok sesat atau ahlul bid'ah tetapi tidak 
menghukuminya sebagai kafir. 


Sebagian besar gerakan jihadi relatif 
menghormati imam-imam mazhab fikih (hukum 
Islam) termasuk masalah taklid kepada mazhab 
tersebut dan menolerir penggunaan jimat. Tapi 
pada umumnya, mereka terpengaruh doktrin Ibnu 
Taimiyah dan doktrin Salafi dalam memerangi ajaran 
sufi karena dianggap mengandung bidah. Mereka 
juga saling menghormati perbedaan pandangan 
agama berbagai kelompok jihad yang ada. Pada 
umumnya mereka menolak kompromi perdamaian 
dengan Israel dalam kasus Palestina. Mereka 
berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah simbol 
kekuatan Nasrani dan Yahudi yang harus diperangi, 
akan tetapi tidak semua setuju untuk melakukan 
konfrontasi langsung. Orang kafir di dalam komunitas 
Islam tidak akan diperangi sepanjang mentaati 
perjanjian perdamaian dan memegang teguh prinsip- 
prinsip ahlu dzimmah (masyarakat non-muslim yang 
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dilindungi). 


Akan tetapi, dalam kasus Indonesia, dinamika 
jaringan teror mengarah kepada radikalisasi 
dan wahhabisasi yang cukup menonjol. Proses 
radikalisasi terlihat dari tidak diakuinya konsep ahlu- 
dzimmah atau kafir dlimmi (kaum non-muslim yang 
harus dilindungi) dan semua non-muslim dianggap 
kafir harbi (non-muslim yang berstatus musuh dalam 
perang), sehingga gereja-gereja menjadi target teror 
oleh jaringan Salafi Jihadis kelompok Jl. Lebih-lebih 
lagi, kalangan Salafi Jihadis yang bahkan menganggap 
seluruh personil aparat negara sebagai kaum murtad 
yang wajib diperangi dan menghalalkan darah sesama 
muslim yang tunduk kepada pemerintahan dunia 
muslim yang tidak menerapkan sistem Islam. Aspek- 
aspek purifikasi meliputi isu anti khurafat, bidah, 
tarekat sufi, dan taklid kepada imam-imam mazhab 
makin mengeras. Bahkan, Salafi Takfiri berpendapat 
bahwa para pelaku bidah dan para pendosa besar 
telah murtad, keluar dari Islam dan wajib diperangi. 


Salafi Jihadis 
Varian Salafi Jihadis direpresentasikan oleh 


Jama'ah Islamiyyah (JI). Jl berasal dari gerakan Darul 


87 Abu Mush'ab Al-Tsuri, Perjalanan Gerakan Jihad 
(1930-2002): Sejarah, Eksperimen, dan Evaluasi, Solo: Jazera, 
2009, hal. 185-190. 
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Islam yang memiliki sejarah panjang perjuangan 
berdirinya negara Islam di Indonesia. Jl merupakan 
gerakan teror yang memiliki reputasi besar dalam 
melakukan perlawanan terhadap ideologi negara 
Indonesia. Gerakan ini menghendaki terbentuknya 
sebuah negara Islam dengan konstitusi Alguran dan 
sunah (hadits), menerapkan hukum berdasarkan 
syariat Islam dan menempatkan Islam sebagai agama 
negara serta memposisikan umat Islam sebagai 
pemegang privilege baik dalam politik, ekonomi 
maupun budaya. Gerakan ini menolak segala 
bentuk lain dari negara termasuk bentuk dan sistem 
kenegaraan yang berlaku di Indonesia. 


Akar Jl sendiri yakni Darul Islam-Negara Islam 
Indonesia (DI-NII) merupakan salah satu gerakan 
politik penting kelompok Islam dalam sejarah 
Indonesia. Bagi kalangan pendukung ideologi Islam, 
DI-NII memberikan basis filosofis, ideologis, dan 
sistem yang konkrit tentang negara Islam. DI-NII 
juga mewariskan massa penerus ide negara Islam. 
Kartosoewirjo telah mewujudkan sebuah negara 
Islam di Jawa Barat lengkap dengan struktur birokrasi 
dan militer yang mengimplementasikan syariat Islam. 


Sistem dan struktur kenegaraan NII menjadi 
pedoman dan acuan dasar (bench mark) para 
pimpinan dan anggota Jl di masa-masa awal 
dalam mengkonstruksi negara Islam yang mereka 
cita-citakan. NII diatur dalam sebuah Undang- 
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Undang Dasar yang disebut Oonun Asasi. Aonun ini 
menjelaskan tentang aspek bentuk negara, struktur 
kekuasaan dan hukum: NII menetapkan sebagai 
negara yang bercorak jumhuriyyah (republik), 
Struktur NII membagi kewenangan pemerintahan 
menjadi 5 (lima) kekuasaan institusional, yakni: 
Majelis Syura, Dewan Syura, Imam, Dewan Imamah, 
dan Dewan Fatwa, NII menjamin berlakunya syariat 
Islam bagi kaum muslimin. Hukum Islam merupakan 
satu-satunya dasar dan hukum yang berlaku di 
wilayah NII, dengan meletakan Alguran dan hadits 
sahih sebagai sumber hukum tertinggi. 


Kekuasaan institusional pertama adalah Majelis 
Syura. Dalam struktur pemerintahan NII, kekuasaan 
tertinggi yang berwenang membuat hukum adalah 
Majelis Syura, dengan catatan bila dalam keadaan 
darurat wewenang ini dapat dialihkan kepada imam 
bersama Dewan Imamah.8 Majelis Syura terdiri dari 
wakil-wakil rakyat, ditambah dengan utusan-utusan 
golongan. Majelis Syura bersidang sedikitnya sekali 
dalam satu tahun. Sidang Majelis Syura dianggap 
sah jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari pada jumlah 
anggota. Keputusan Majelis Syura diambil dengan 
suara terbanyak.?? Majelis Syura menetapkan Aanun 
Asasi dan GBHN.? 


88 UUD atau Oanun Asasi NII, Pasal 3. 
89 Ibid., Pasal 4. 
90  Ibid., Pasal 5. 
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Kekuasaan kelembagaan kedua dalam struktur 
pemerintahan NII adalah Dewan Syura. Dewan Syura 
bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan. Dewan 
Syura adalah dewan pekerja dari Majelis Syura yang 
mempunyai tugas/kewajiban menjelaskan semua 
Keputusan Majelis Syura dan melakukan segala 
sesuatu sebagai wakil Majelis Syura dalam mengambil 
kebijakan selain yang bersifat prinsip seperti 
penetapan Oanun Asasi dan GBHN NII. Setiap UU 
harus mendapat persetujuan Dewan Syura. Anggota 
Dewan Syura berhak memajukan rencana UU. Jika 
sesuatu rencana UU tidak mendapat persetujuan 
Dewan Syura maka rencana tidak boleh dimajukan 
lagidalam sidang Dewan Syura itu. Meskipun disetujui 
oleh Dewan Syura, tetapi jika RUU itu tidak disahkan 
oleh Imam maka rencana tersebut tidak boleh 
dimajukan lagi dalam Sidang Dewan Syura masa itu. 
Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Imam 
berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah 
sebagai pengganti UU. Peraturan pemerintah itu 
harus mendapat persetujuan Dewan Syura dalam 
sidang yang berikutnya dan jika tidak memperoleh 
persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.” 


Kekuasaan institusional ketiga adalah Imam. 
Imam NII memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Oanun Asasi, sepanjang tidak melanggar 


91 Ibid., Pasal 6, 7, 8, dan 9. 
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syariat Islam. Imam memegang kekuasaan 
pemerintahan dan membuat UU dengan persetujuan 
Majelis Syura. Imam menetapkan peraturan 
pemerintah setelah berunding dengan Dewan Imamah 
untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Imam 
NIl ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan 
taat kepada Allah dan rasul-Nya dengan menunjukkan 
dan mengamalkan ketundukannya kepada sumber 
hukum Islam tertinggi, Alguran dan hadist. Imam 
dipilih oleh Majelis Syura dengan suara minimal 2/3 
dari seluruh anggota Majelis Syura. Jika hingga dua 
kali berturut-turut dilakukan pemilihan itu, dengan 
tidak mencukupi ketentuan 2/3, maka keputusan 
diambil melalui suara terbanyak dalam pemilihan 
yang ketiga kalinya. Jika Imam berhalangan melakukan 
kewajibannya karena alasan yang telah memenuhi 
ketentuan syariah maka imam segera menunjuk 
salah seorang anggota Dewan Imamah sebagai wakil 
sementara. Sehingga dalam hal ini Dewan Imamah 
harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk 
memutuskan wakil imam sementara yang dipilih dari 
kalangan anggota Dewan Imamah sendiri.” 


Di dalam melakukan kewajibannya sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan, Imam terlebih 
dahulu harus menyatakan baiat di hadapan 
Majelis Syura.8 Di samping memegang kekuasaan 


92  Ibid., Pasal 10, 11, 12, dan 13. 
93  Ibid., Pasal 14. 
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pemerintahan, Imam juga memegang kekuasaan 
tertinggi atas seluruh Angkatan Perang NII (APNII). 
Oleh karena itu, Imam atas persetujuan Majelis 
Syura, menyatakan perang, membuat perdamaian/ 
perjanjian dengan negara lain. Dalam hal ini, Imam 
berhak menyatakan keadaan bahaya yang kualifikasi 
penentuan "bahaya” ditetapkan dengan UU. Di 
samping itu wewenang Imam adalah mengangkat 
duta dan konsul, menerima duta negara lain, 
memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi 
serta memberi gelar, tanda jasa dan anugerah 
kehormatan lainnya.” 


Kekuasaan kelembagaan NII keempat adalah 
Dewan Imamah. Dewan Imamah terdiri dari imam 
dan Kepala-Kepala Majelis, Anggota Dewan Imamah 
diangkat dan diberhentikan oleh Imam. Tiap-tiap 
anggota Dewan Imamah bertanggungjawab atas 
kelancaran dan kemaslahatan pekerjaan majelis yang 
diserahkan kepadanya. Dewan Imamah bertanggung 
jawab kepada Imam dan Majelis Syura atas kewajiban 
yang menjadi tanggungjawabnya.” 


Sementara itu kekuasaan institusional kelima 
adalah Dewan Fatwa. Dewan Fatwa terdiri dari 
seorang Mufti Besar dan beberapa mufti lainnya 
sebanyak-banyaknya tujuh orang. Dewan ini 
berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan 


94  Ibid., Pasal 15-20. 
95  Ibid., Pasal 22. 
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Imam dan berhak mengajukan usul kepada 
pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentian 
anggota Dewan Fatwa menjadi salah satu tugas Imam 
dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan. 


NII juga membentuk struktur pemerintahan 
sipil dari tingkat pusat, provinsi, karesidenan, 
kabupaten, kawedanan, kecamatan hingga ke desa. 
Susunan struktur di semua tingkatan ini sama dengan 
struktur di tingkat pusat. Sehingga, struktur sipil ini 
menjadi gemuk dan rumit. 


Sebagai perwujudan ketentuan bahwa hukum 
Islam berdasarkan Alguran dan sunah maka hukum 
pidana NII juga berdasarkan ketentuan syariat Islam 
sebagaimana dijelaskan dalam Gonun Asasi. Maka 
NII menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
NII. KUHP ini merupakan adopsi begitu saja dari 
hukum pidana Islam. 


KUHP ini disusun dalam kondisi perang 
dan asumsi-asumsi dasarnya adalah semangat 
mempertahankan NII dari kaum penjajah 
(pemerintah RI) dan memenangkan peperangan 
itu. Dalam suasana yang demikian maka hukum 
syariah yang menjadi sumber KUHP ini dipahami dan 
ditafsirkan dengan cara pandang yang hitam-putih, 
keras, dan cenderung ekstrem. Selain regulasi ini 


96 Ibid., Pasal 21. 
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berisi ketentuan-ketentuan terkait dengan hukum 
peperangan, juga memuat hukum tindak kejahatan 
Uinayat) yang dirumuskan juga dalam konteks dan 
kepentingan perang dan jihad. Ketentuan mengenai 
perang mengatur hal-hal seperti wajibnya taat kepada 
rampasan perang. Sedangkan aturan mengenai 
kejahatan meliputi hal-hal yang diatur dalam fikih 
jinayat (hukum pidana) seperti pembunuhan, 
penganiayaan, pencurian, perampokan, minum 
minuman keras, judi, zina, dan murtad. 


Di antara pasal-pasal dalam KUHP ini terdapat 
aturan tentang kewajiban taat kepada pemerintah. 
Mereka yang tidak tunduk kepada hukum pemerintah 
NII disebut bughot. Yakni orang yang tidak mau taat 
kepada Imam atau melepaskan ikatan kepada Imam 
sedangkan ia telah dibaiat sebagai warga negara. 
Bughot diancam hukuman yang sangat berat yaitu 
dibuang atau hukuman mati.” 


Aturan dalam KUHP ini memuat juga ketentuan 
tentang siapa saja yang tidak diperangi dan yang 
harus diperangi. Dalam konteks ini NII memandang 


97  KUHPNII, Babl, pasal 3ayat 1. Mereka mendasarkan 
ketentuan ini kepada surat An-Nisa ayat 4. “Dan jika kalian 
menjatuhkan hukuman diantara manusia, maka sesuaikanlah 
dengan hukum yang adil”. Kata “hukum yang adil” dimaknai 
oleh pendukung NII sebagai sesuai dengan Alguran dan hadits. 
Ayat ini lebih sering dikutip oleh para ulama untuk menegaskan 
keharusan seorang pemimpin menjalankan kepemimpinanya 
dengan adil. 
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manusia hanya ada dua jenis: umat negara Islam 
atau umat muslimin dan umat penjajah atau umat 
kafirin?. Dengan demikian maka umat Islam yang 
mendukung RI dan tidak turut menjadi warga NII 
adalah kaum kafir yang harus diperangi. Selain umat 
penjajah yang kafir tersebut juga diterangkan dalam 
pasal-pasalnya beberapa jenis orang yang harus 
menerima hukuman berat yaitu orang munafik, fasik 
dan musuh negara. 


Orang munafik adalah orang yang merintangi 
berlakunya ajaran Islam dengan berkedok Islam. 
Orang dalam kategori ini harus diperangi dan dijatuhi 
hukuman mati. Hukuman berat juga diberikan 
kepada mereka yang mengaku umat Islam tetapi 
tidak menjalankan ketentuan syariat Islam, orang 
demikian disebut orang fasik dan harus diperangi.” 


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
NII menetapkan pidana berat, termasuk pidana 
mati, bagi yang tidak melakukan salat wajib, dan 
peribadatan wajib lainnya. Karena meninggalkan 
kewajiban ibadat menyebabkan mereka 
berstatus fasik. Tindakan-tindakan yang dianggap 
menyebabkan orang menjadi musyrik juga bisa 
menjadi alasan dihukumnya umat Islam oleh NII. 
Dokumen-dokumen NII menunjukkan sikap yang 


98 Ibid., Bab I, pasal 2 ayat 5. 


99 Ibid., Babl, Pasal 3ayat 2 dan Babll, Pasal 3ayat 5. 
Rujukan ketentuan ini adalah Surat At-Taubah ayat 73. 
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tidak berkompromi mengenai orang-orang yang 
mengaku bertauhid tetapi tidak melaksanakannya, 
alias masih menjalankan praktek-praktek sinkretik. 


Mengenai hukum jihad, KUHP NII membaginya 
dalam lima bagian: hukum perang, hukum yang 
diperangi, hukum penangkapan, hukum tawanan, 
hukum boleh tidaknya mundur dalam peperangan. 
Dalam KUHP ini NII telah menetapkan kewajiban 
berjihad bagi seluruh kaum muslimin. Maka hukum 
perang tidak lagi fardlu kifayah (kewajiban kolektif) 
tetapi fardlu ain (kewajiban personal setiap muslim). 
Kewajiban ini didasarkan kepada Alguran surat Al- 
Bagarah ayat 216. Kewajiban ini tidak diberlakukan 
terhadap mereka yang buta, sakit, lemah fisiknya dan 
yang mengidap penyakit menular. Pengecualian ini 
merujuk kapada surat At-Taubah ayat 91. 


Sedangkan mereka yang harus diperangi 
adalah orang musyrik, orang yang melanggar baiat 
(sumpah setia) kepada imam (muharrab), orang yang 
menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah 
dan rasul-Nya, orang fasik, orang munafik, pelaku 
bughot dan pelaku perampokan (gath'uttorig). 


Sedangkan orang yang boleh ditangkap adalah 
pelaku propaganda untuk kepentingan di luar Islam 
(NII), kelompok pengacau dan pengganggu keamanan, 
ketertiban dan kesejahteraan NII dan kelompok atau 


100 Ibid., Bab II, Pasal 1,2 dan 3. 
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pelaku yang membantu musuh (Republik Indonesia). 
Sementara itu, yang boleh ditahan adalah para 
musuh NII, baik yang akan melawan NII atau hanya 
menyebarkan siasat untuk melemahkan NII.19 


Dalam aturan ini tentara NII tidak boleh 
mundur dari pertempuran kecuali karena kalah siasat 
atau kalah kekuatan tempur atau demi menjaga 
kemaslahatan umum. Aturan lain adalah ketentuan 
tentang rampasan perang. Para pengikut NII diberi 
hak untuk merampas harta-benda milik musuh dan 
orang yang membantu musuh. Barang rampasan ini 
dibagi menjadi dua jenis: jenis ghanimah dan salab 
dan jenis fa'i. Ghanimah adalah harta yang didapat 
dari musuh dengan jalan pertempuran, sedangkan 
salab adalah barang-barang yang dipakai musuh 
dalam pertempuran. Sementara itu, fa'i adalah 
rampasan dari musuh dengan tanpa pertempuran. 


KUHP ini juga menghukum orang murtad baik 
dalam pengertian orang Islam yang pindah agama 
atau dalam arti umat Islam yang tidak mendukung 
pemerintah NII. Jika ia tidak bertaubat dalam waktu 
3 hari, maka hukumannya adalah gishash atau 
hukuman mati. Dalam situasi perang ini, orang-orang 
NII hanya melihat orang dalam dua kategori: mereka 
yang menyokong NII atau musuh Islam (KUHP NII Bab 
| Pasal 1 dan Bab I pasal 3 serta Bab II pasal 3). 


101 Ibid., pasal 4 dan 6, Bab X pasal 25. 
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Mengenai non-muslim NII memberikan 
kebebasan bagi ahlul kitab untuk menjalankan 
ibadahnya tetapi tidak memberikan ijin bagi mereka 
untuk menambah pengikut baru. Kesalehan ortodok 
juga menjadi syarat bagi jabatan-jabatan penting 
dalam pemerintahan. (pasal 28 UUD NII). 


Sejak diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 
1949122, DI-NII mendapat simpati bahkan dukungan dari 


102 Bunyi teks Proklamasi NII: 


PROKLAMASI 
Berdirinja NEGARA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrahim 
Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna 
Moehammadar Rasoeloellah 


Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia 


MENJATAKAN: 
Berdirinja 
“NEGARA ISLAM INDONESIA” 


Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Islam 
Indonesia itoe, ialah: 


HOEKOEM ISLAM 
Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! 
Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia 


Imam 
NEGARA ISLAM INDONESIA 


ttd. 
(S.M. KARTOSOEWIRJO ) 


Lihat Maklumat NII, No. 1, 197 dalam Majelis 
Penerangan NII, Pedoman Dharma Bakti, Menggalang 
Negara Kurnia Allah NII, jilid kesatu cetakan kelima 
tahun 1955. 
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berbagai unsur militer lokal. Pada Januari 1952, Kahar 
Muzakkar dan pasukannya yang bermarkas di Sulawesi 
menerima tawaran Kartosoewirjo untuk memegang 
pimpinan Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi dan 
berdasarkan Surat Keputusan Komandemen Tertinggi 
Angkatan Perang NII, Kahar Muzakkar diangkat oleh 
Kartosoewirjo sebagai Panglima KPW IV TIl untuk daerah 
Sulawesi dan Indonesia Timur. Tetapi, baru Agustus 1953 
Kahar Muzakkar menggabungkan diri dengan NII dan 
menyatakan memisahkan diri dari Pemerintah Republik 
Indonesia, dan sejak saat itu pula pasukan militer Kahar 
Muzakkar memakai nama TII. Pada September 1953, 
Daud Beureuh dari wilayah Aceh menyatakan dirinya 
dan pasukannya menjadi bagian dari NII Kartosoewirjo, 
dan pasukannya mengganti nama dengan TII pula. 
Maka, sejak saat itu Daud Beureuh memutuskan 
hubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia di 
Jakarta. Dan ia diangkat oleh Kartosoewirjo menjadi 
Panglima KPW V TII yang meliputi wilayah Sumatera 
secara umum. Setelah itu pada tahun 1954, Ibnu 
Hajar dan pasukannya yang bermarkas di Kalimantan 
Selatan menggabungkan diri dengan NII Kartosoewirjo 
dan pasukannya menjadi pasukan TII. Kemudian Ibnu 
Hajar diangkat oleh Kartosoewirjo menjadi Panglima 
KPW VI TII yang meliputi wilayah Kalimantan secara 
keseluruhan. 


DI-NII menjadi sebuah pemerintahan yang 
lengkap dan cukup kuat karena eksistensinya dikawal 
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oleh Angkatan Bersenjata yang kuat yakni TII. Pada 
dasarnya, TII telah lahir sejak tahun 1948, kira-kira 
setahun sebelum Proklamasi NII 7 Agustus 1949. 
Dalam pemerintahan NII, kedudukan TII adalah 
sebagai tentara pengawal tegaknya Negara Islam 
Indonesia. Para personil TII inilah yang pada fase 
selanjutnya menjadi penerus gigih cita-cita berdirinya 
negara Islam dan mewariskan militansi ke generasi 
berikutnya. 


DI-NII juga mengidealkan berdirinya NII yang 
berdasarkan hukum syariat Islam secara nasional. 
Karena diimplementasikan dalam keadaan perang, 
maka penerapan syariat Islam ditegakkan secara 
militer. Melalui MKT-APNII No. 1 tertanggal 3 Oktober 
1949, NII telah menegaskan bahwa NII selama 
dalam periode perang (1949 sampai masa yang 
tidak ditentukan) menjalankan negara berdasarkan 
hukum Islam di masa perang. Maka, untuk menjamin 
berlakunya hukum Islam sesuai dengan situasi 
perang, seluruh wilayah Indonesia dibagi menjadi 
tujuh daerah perang. 


Pada masa revolusi, gerakan ini mengobarkan 
pemberontakan yang berlangsung selama 14 tahun, 
dimulai pada tahun 1948 hingga diruntuhkan pada 
tahun 1962. Pada awalnya, DI/TII merupakan barisan 
perjuangan Hisbullah dan Sabilillah Jawa Barat 
yang berhadapan dengan kolonialis Belanda. Ia 
merupakan salah satu elemen perjuangan bersenjata 
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kaum republiken yang berideologi Islamisme yang 
berjalan seiring dengan kaum nasionalis untuk 
meraih kemerdekaan penuh dari Belanda. Tetapi 
ketika Republik Indonesia mendapatkan pengakuan 
penuh dari Belanda pada tahun 1949, DI-NII yang 
basisnya adalah Masyumi menolak bergabung dan 
memproklamasikan dirinya sebagai negara berdaulat 
dan berhadapan dengan Republik Indonesia. Sejak 
fase ini, DI-NII dianggap sebagai pemberontak 
terhadap satu-satunya pemerintahan yang sah yakni 
negara Republik Indonesia. 


DI-NII merupakan kekuatan perlawanan 
bersenjata yang paling besar dan paling tangguh 
dalam sejarah negeri ini. Gerakan ini memiliki basis 
ideologi politik yang berakar kuat, memiliki dukungan 
rakyat setempat yang cukup luas, mempunyai 
struktur pemerintahan sipil dan militer yang lengkap, 
dan memiliki resources militer yang tidak kecil, baik 
personil maupun persenjataan. Sebaran gerakan 
ini juga cukup luas meliputi front Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi. 


Meskipun DI-NII telah diruntuhkan, tetapi 
gerakan dengan basis cita-cita dan ideologi politiknya 
terus berlangsung hingga saat ini. Berbagai gerakan 
yang berakar ideologi politik dan cita-cita DI-NII ini 
mampu beradaptasi dengan situasi politik yang ada 
dan bisa mempertahankan eksistensi gerakannya 
meskipun selalu mengalami dinamika pasang atau 
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surut. Gerakan ini telah mengalami proses dinamisasi 
bahkan mengalami diaspora menjadi berbagai corak 
gerakan dan strategi yang sangat bervariasi. 


Para penerus perjuangan Imam Kartosoewirjo 
ini menempuh berbagai pendekatan dari yang murni 
dakwah, sosial, dan pendidikan, terlibat dalam proses 
politik konstitusional, hingga kelompok-kelompok 
jihadis yang membentuk organisasi-organisasi 
teror. Model perjuangan pro kekerasan inilah yang 
paling menonjol dari aktifitas para pewaris Imam 
Kartosoewirjo, dari Komando Jihad, Angkatan 
Mujahidin Nusantara (AMIN), Jl, dan Tanzim Al- 
Oaidah Indonesia Wilayah Serambi Mekkah. 


Di bawah Imam Kartosoewirjo, gerakan 
DI-NII sendiri merupakan gerakan berorientasi 
lokal Indonesia. Gerakan berideologi politik Islam 
ini mmemproklamasikan berdirinya Negara Islam 
Indonesia pada 1949. Negara Islam ini berbentuk 
jumhuriyyah (republik) di bawah kepemimpinan 
seorang Imam. Negara Islam ini berdasarkan 
syariat Islam, berundang-undang Oonun Asasi dan 
menerapkan Hukum Pidana Islam. Gerakan yang 
bermula dari Jawa Barat ini kemudian menyebar ke 
Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi 
Selatan, Nusa Tenggara, Maluku dan Halmahera. Akan 
tetapi, secara umum, pemberontakan bersenjata ini 
dikalahkan pada tahun 1962. 
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Sepeninggal Imam NII SM. Kartosoewirjo 
pada tahun 1963, imamah NII diteruskan oleh 
Daud Bereueh dan Abdul Kahar Mudzakkar. Setelah 
Daud dan Kahar terbunuh, dan semakin sedikitnya 
pengikut, estafet imamah ini bergulir dari tangan 
ke tangan dengan pola yang tidak jelas hingga 
muncullah klaim-klaim dari berbagai pihak sebagai 
imam penerus Kartosoewirjo. DI-NII tidak berada 
dalam kepemimpinan tunggal seorang imam. 
Masing-masing kelompok mendaku imam masing- 
masing sebagai imam yang sah penerus sang Imam 
Besar Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. 


Di tengah pengawasan yang ketat dari aparat 
keamanan, sisa-sisa gerakan DI-NII tidak leluasa 
bergerak. Ia menjalankan misinya di bawah tanah 
sehingga antar sesama pengikut tidak bisa saling 
mengenal dan berkomunikasi. Akibatnya, terjadilah 
fragmentasi gerakan ke dalam kelompok-kelompok 
kecil. Setidaknya ada beberapa kelompok penerus 
gerakan DI-NII dengan faksi-faksi yang cukup rumit 
dan dinamis dari waktu ke waktu. 


Sepeninggal Imam Kartosoewirjo, secara 
general terdapat beberapa pengelompokan besar: 
(1) Fisabilillah dengan pemimpin Adah Djailani, Ules 
Sudja'i, dan Abu Toto Panji Gumilang: (2) Fillah yang 
diteruskan oleh para kader Djadja Sudjadi, Faksi 
Tahmid Kartosoewirjo dan Mahfudz Siddik, serta 
Faksi Abdul Fattah Wirananggapati, dan (3) Jihadis 
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yakni berbagai kelompok bersenjata yang melakukan 
serangkaian teror di Indonesia.!? 


Berbagai kelompok DI-NII ini terus bergerak 
memanfaatkan berbagai peluang sekecil apapun. 
la membaur dengan gerakan Islam yang lain yang 
mainstream danlegal. Mereka aktifmerekrutanggota, 
membaiat mereka untuk loyal kepada pemimpinnya, 
membinanya menjadi warga NII bahkan melatih 
mereka dengan kemampuan kemiliteran. Dalam 
meluaskan pengaruh, DI-NII menerapkan strategi 
dan pola stelsel. Sebuah metode perekrutan dan 
pembinaan anggota khas gerakan bawah tanah di 
mana setiap unit diikat dalam organisasi skala kecil- 
kecil bernama “usroh”, atau nama yang lain. Maka 
masyarakat menyebut gerakan ini sebagai gerakan 
“usroh”. 


Di dalam mengkampanyekan ideologi 
politiknya, kelompok usroh inimenyerukan penolakan 
terhadap dasar negara Pancasila, anti NKRI, sistem 
demokrasi dan simbol-simbol negara RI. Bahkan 
sebagian dari mereka terlibat aksi kekerasan berupa 
pembunuhan, perampokan (dipahami oleh mereka 
sebagai fai'), pemboman, penyerangan bersenjata 
dan pembajakan pesawat. 


103 Mengenai fragmentasi ini lihat Al-Chaidar, Serial 
Musuh-Musuh Darul Islam (1) Sepak Terjang KW9 Abu Toto 
(Syekh A.S. Panji Gumilang) Menyelewengkan NKA-NII Pasca 
S.M. Kartosoewirjo, Jakarta: Darul Falah, 2000, hal. 31-33. 


179 


Islam Indonesia 


Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, 
aksi-aksi makar ini dilakukan oleh sayap bersenjata 
mereka yang dikenal sebagai Komando Jihad atau 
dikenal dengan teror Warman. Mereka memulai 
perlawanan nyata dalam bentuk pembunuhan 
atas Rektor Universitas Sebelas Maret (1979) yang 
dituduh membocorkan eksistensi Jama'ah Islamiyyah 
sehingga Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir 
ditangkap. Mereka juga melakukan serangkaian 
perampokan terhadap uang IAIN Yogyakarta (1979), 
dan perampokan yang gagal terhadap uang IKIP 
Malang. Komando Jihad sendiri hancur oleh aparat 
pada akhir tahun 80-an dan Warman, sang komandan 
tewas tertembak pada 1981. 


Selain itu juga dikenal adanya Jamaah Imron 
yang berideologi serupa dengan Komando Jihad. 
Pada 1981, jamaah ini disergap aparat dan 44 
orang anggotanya ditangkap karena dianggap 
membahayakan keamanan. Penangkapan itu 
menyebabkan Jamaah Imron menyerang kantor 
Polisi Cicendo, Bandung, berhasil membunuh 4 
orang polisi dan membawa lari sejumlah senjata. Dua 
minggu kemudian, 5 orang jamaah Imron membajak 
Pesawat Woyla (1981). Selain itu juga ada pemboman 
candi Borobudur (1981) yang dilakukan oleh Umar 
Al-Habsyi yang disinyalir hanya sebagai boneka 
sedangkan hingga kini masih belum diketemukan 
dalang sesungguhnya. 
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Dibubarkannya gerakan usroh dan dijadikannya 
Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir (1984) 
sebagai target penangkapan untuk kali kedua, dan 
mereka melarikan diri ke Malaysia, menyebabkan 
para pengikutnya melarikan diri ke berbagai 
daerah termasuk ke Lampung. Para pelarian inilah 
yang menjadi tokoh kunci Jamaah Warsidi yang 
berideologi DI-NII dan berujung pada peristiwa 
berdarah Talangsari yang meminta puluhan korban 
tewas pada tahun 1989. 


Bagi para pengikut yang memiliki kemampuan 
ekonomi sebagian pergi ke Afghanistan untuk 
menjadi pejuang dan belajar ilmu kemiliteran. Selain 
dari pengikut Abdullah Sungkar, ada pula yang ke 
Afghanistan dari kelompok NII Ajengan Masduki. 
Inilah yang kemudian menjadi embrio menguatnya 
jaringan Jama'ah Islamiyah di bawah kepemimpinan 
Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. 


Fase pelatihan di Afghanistan inilah yang 
menjadi momentum penting bagi munculnya 
kekuatan besar kaum jihadis di kalangan DI-NII dan 
semakin menguatnya kaum puritan dan adanya 
orientasi baru yakni internasionalisme dalam 
bentuk Khilafah islamiyah. Berbagai kelompok 
yang berakar pada ideologi Islam ala DI-NII ini 
pada tahun 1992 terbelah menjadi dua: gerakan 
yang tetap mengidentifikasi diri sebagai DI-NII dan 
gerakan yang telah bertransformasi dalam bentuk 
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lain yakni jaringan Salafi-Jihadis dan menyatakan 
keluar dari DI-NII. 


Gerakan jenis pertama ada yang bergabung 
dengan AMIN (Angkatan Mujahidin Islam Nusantara) 
di mana kelompok ini terlibat dengan jaringan teroris. 
Ada yang ikut ”Faksi Tahmid” yang merupakan 
kelompok terbesar dan membolehkan kiprah ke 
partai politik. Sebagian bergabung di NII Fillah yang 
berkiprah di bidang pendidikan dan dakwah, dan 
NII Sabililah yang tetap membentuk struktur militer 
tetapi praktis hanya bisa berdakwah lewat Pesantren 
Al Zaytun. Ada pula yang bergabung dengan Jaringan 
Pesantren Hidayatullah, serta ada yang berjuang 
melalui KPPSI. Ada pula faksi-faksi yang berpolitik 
praktis dan terlibat di dalam Front Pembela Islam 
(FPI). Gerakan yang telah bertransformasi ke arah 
Salafi-Jihadis dan keluar dari DI-NII ini menjelma 
menjadi Jl dengan organ dakwahnya (dalam bentuk 
organisasi formal) yakni MMI dan JAT. 


Disiniterlihatadanya pergeseranideologi politik 
dan identitas yang ingin diperjuangkan oleh Jl yang 
sebelumnya berakar pada ideologi DI-NII ini. Pada 
mulanya sebagai gerakan DI-NII, ideologi yang dianut 
adalah ideologi Islam yang bernuansa Indonesia, 
dengan cita-cita berdirinya negara Islam berskala 
Indonesia, dengan tantangan lokal Indonesia dan 
musuh besar bernama Negara Republik Indonesia. 
Namun ketika telah berubah menjadi Jl dan organ- 
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organ pendukungnya, ia telah menjadi teregionalisasi 
bahkan terinternasionalisasi. Ia menjadi organisasi 
transnasional. Cita-citanya yang ingin menyatukan 
Nusantara di bawah kekuasaan Negara Islam 
Nusantara telah menjadikannya memperluas 
konteks perjuangan. Dengan demikian, musuh Jl 
bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi negara- 
negara sekular se-nusantara bahkan memiliki musuh 
global yakni negara-negara Barat dan pemerintahan 
negara-negara muslim pro Barat. Jl, MMI, dan JAT 
telah menjadikan khilafah islamiyah sebagai goal 
politiknya. Dengan demikian, politik identitas yang 
mendasari perjuangan mereka adalah ”keumatan” 
dan identitas Islam internasional. Keindonesiaan 
tidak lagi bermakna dan bukan identitas yang bisa 
disandingkan dengan keumatan. 


Jl memperoleh porsi yang besar dari perhatian 
publik karena kelompok jihadis ini dikenal sebagai 
organisasi teror bertaraf regional yang mencita- 
citakan terbentuknya Negara Islam nusantara 
meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand 
Selatan, dan Mindanao. Dalam menjalankan misinya 
Jl menempuh jalan kekerasan dengan senjata serta 
teror. Jl aktif membantu pejuang bangsa Moro 
melawan militer Filipina, serta mendukung Muslim 
Pattani di Thailand selatan menentang pemerintah 
Thailand. Jl juga terlibat dalam konflik Ambon dan 
Poso, serta menebar teror dengan pemboman ke 
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gereja-gereja, fasilitas umum dan target-target yang 
dianggap sebagai simbol-simbol asing (Amerika 
dan sekutunya). Meskipun memulainya dengan 
menetapkan nusantara sebagai medan perjuangan, 
Jl memiliki cita-cita akhir terbentuknya khilafah 
islamiyah yang menguasai dunia. Dunia di bawah 
panji syariat Islam dengan seorang khalifah sebagai 
penguasa tunggal merupakan impian JI. 


Sementara itu, faksi-faksi non-Jl yang tetap 
berada dalam naungan DI-NII menempuh jalan lebih 
lunak dan tersamar dalam jalan sunyi bawah tanah 
yang mereka pilih. Mereka berdakwah dari masjid, 
musala, majelis pengajian, dan usroh-usroh. Ada juga 
yang membangun lembaga pendidikan, membuat 
organisasi masyarakat bercorak keagamaan atau 
masuk dalam partai-partai politik. Mereka diam- 
diam menyebarkan militansi keagamaan, menyemai 
ideologi politik Islam, menanamkan cita-cita berdirinya 
negara Islam dan menjalankan agenda politik dengan 
tersamar. Paling menonjol dari faksi non-jihad ini 
adalah upayanya membentuk struktur pemerintahan 
dan struktur militer yang beroperasi secara rahasia. 


Apa yang dikenal sebagai NII KW 9 di bawah 
Imam Abu Toto Panji Gumilang adalah manivestasi 
gerakan ini. Meskipun struktur "pemerintahan 
imaginer” yang berpusat di pesantren Al Zaitun, 
Indramayu ini berhasil dibentuk dari pusat hingga 
kelurahan, namun jangkauan gerakan ini masih 
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terbatas di daerah Jakarta, Banten, dan sekitarnya. 
Selain itu, struktur militer faksi ini tidak kunjung 
termanifestasi sebagai sebuah kekuatan senjata. 
Belakangan, beberapa gerakan yang mengusung 
isu penepenerapan syariat- seperti KPPSI (Komite 
Penegakan Syari'at Islam) di berbagai daerah seperti 
di Cianjur, Tasikmalaya, Sumatera Barat, dan KPSI 
di Sulawesi Selatan secara eksplisit atau implisit 
mengaitkan pergerakannya dengan DI-NII. 


Pelatihan militer di Afghanistan menjadi titik 
tolak penting transformasi dari DI menjadi Jl. Para 
kader NII berangkat ke Afghanistan dan mendapatkan 
pendidikan militer di AMMA (Akademi Militer 
Mujahidin Afghanistan) milik Tanzhim al-lttihad al- 
Islamiy (Jendral Abdur Rasul Sayyaf) yang mempunyai 
lima fakultas: Fakultas Infanteri, Fakultas Komunikasi 
dan Kavaleri, Fakultas Engineering, Fakultas 
Artileri, dan Fakultas Logistik, tetapi mereka tidak 
mengkhususkan diri dalam satu fakultas tertentu. 
Pendidikan militer yang diberikan kepada mereka 
secara umum lebih berkonsentrasi kepada Fakultas 
Infanteri. Akademi ini mulai dimasuki kader NII 
pada tahun 1984 untuk angkatan pertamanya yang 
berjumlah 5 orang (termasuk di dalamnya adalah 
Zulkarnaen, tokoh senior yang bertanggungjawab 
terhadap keberhasilan kader NII di AMMA), angkatan 
kedua berjumlah 59 orang termasuk diantaranya 
adalah Ali Ghufran alias Mukhlas (pelaku bom Legian 
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Bali). Angkatan kelima berjumlah 25 orang termasuk 
Nasir Abas yang masuk tahun 1987 dan Imam 
Samudra alias Oudama masuk tahun 1991 dalam 
angkatan kesembilan yang berjumlah 23 orang. 


Sesekali, para pemimpin DI hadir di akademi 
ini. Kunjungan penting ini terjadi pada tahun 1988. 
Para pimpinan NII seperti Ajengan Masduki, Abdullah 
Sungkar, dan Abu Bakar Ba'asyir hadir melihat 
kegiatan kader-kader NII dalam program pendidikan 
dan pelatihan kemiliteran di akademi tersebut.'” 
Pada tahun 1992, Abu Bakar Ba'syir datang ke 
AMMA dan memberikan ceramah kepada para kader 
NII tentang sejarah NII, tentang buku "Pedoman 
Dharma Bakti” dan "Gonun Asasi NII”. Ba'asyir dalam 
ceramahnya menjelaskan pula bahwa Indonesia 
adalah tempat pertama yang harus dimerdekakan 
dan diperjuangkan, bukan Malaysia atau Singapura. 


Dalam perjalanannya, NII ini kemudian pecah 
atau infishal pada Januari 1993 menjadi sayap DI 
yang dipimpin Ajengan Masduki dan sayap Sungkar- 
Ba'asyir yang mengorganisir diri menjadi al-Jama'ah 
al-Islamiyyah alias "Jamaah Islamiyah”. Setiap 
kader NII di AMMA disuruh menentukan pilihan 
"ikut Abdullah Sungkar atau Ajengan Masduki”. 


104 Ahmad Yani Ansori, Islam dan Negara 
Bangsa: Studi Perjuangan Negara Islam di Indonesia Pasca 
Kemerdekaan, 2005: Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah,Disertasi 
tidak diterbitkan. 
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Menurut versi sayap Sungkar-Ba'asyir, NII pecah 
dan memunculkan dua faksi disebabkan telah 
berubahnya paham keagamaan Ajengan Masduki 
yang lebih memilih jalan mistisisme (tasawwuf). 
Sungkar menganggap akidah Ajengan Masduki telah 
berganti menjadi syi'ah dan melenceng dari Islam 
yang diyakini olehnya dan oleh para pengikutnya, 
yaitu al-Islam 'ala Manhaj Salaf al-Shalih. 


Bukti tentang pecahnya NII ini dibahas pula 
dalam berbagai training kemiliteran di kalangan 
internal Jl sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen 
Jl, yaitu "Laporan Pentadriban Tajni'm (PTA) Yarmuk 
Daurah 1”195 yang dilaporkan oleh Oa'id Wakalah 
Hudaibiyyah, Lampiran XI Tentang "Laporan Seminar 
Dengan Kadet”, dengan penanggalan Mas'adah, 08 
Rabi'ul Akhir 1420 H (19 Juli 1999), dengan nota 
tembusan kepada Majelis Oiyadah Markaziyyah, 
Oa'id Mantigiyyah I, Oa'id Mantigiyyah II, Oa'id 
Mantigiyyah III dan Arsip, seperti berikut ini, 


1. Adanya konflik internal dengan Jama'ah 
Induk DI (Darul Islam), yang disebabkan 
pimpinan yang ber'agidah menyeleweng 
dan tidak mau diluruskan. 

105 Laporan ini merupakan satu kesatuan kegiatan 

DAA (Daurah Asasiyah Askariyyah) di Kamp Pelatihan Militer 
Hudaibiyyah. Nama Yarmuk merupakan kelompok Askariyyah 
yang dikirim oleh Mantigi IIJl dan pada Daurah I diselenggarakan 


selama empat bulan mulai 26 Maret 1999 sampai 22 Juli 1999 
(9 Dzulhijjah 1419-11 Rabiul Akhir 1420). 
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2. Perkembangan setelah infishal 1993 
sebagai proses ekstraksi, konsolidasi dan 
penyusunan Manahij, serta kemajuan- 
kemajuan dalam jumlah dan aset yang 
dimiliki. 

Namun, sumber lain memberikan keterangan 
berbeda. Ja'far Umar Thalib yang mengaku 
mengetahui persis persoalan sebenarnya tentang 
infishal tersebut, mengatakan bahwa persoalan 
sebenarnya tentang pecahnya NII menjadi sayap 
DI induk yang dipimpin oleh Ajengan Masduki dan 
sayap Jl yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar sebab 
utamanya adalah perebutan jabatan posisi tertinggi 
dalam wadah NII, yakni posisi Amir NII. Pada tahun 
1992, Amir NII yaitu Adah Djaelani Tirtapradja 
sudah uzur dan memang sudah waktunya ada 
regenerasi. Maka para pimpinan NII berkumpul 
untuk menentukan siapa pengganti Amir yang sudah 
uzur. Dalam kesempatan tersebut Ajengan Masduki 
yang sebelumnya telah menduduki posisi pelaksana 
harian tugas-tugas Amir ditetapkan menjadi Amir NII, 
Abdullah Sungkar ditetapkan menjadi Menteri Luar 
Negeri NII dan Abu Bakar Ba'asyir ditetapkan sebagai 
Wakil Menteri Luar Negeri NII.196 


Ketetapan ini tidak diterima oleh Abdullah 
Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sehingga pada Januari 


106 Ahmad Yani Ansori, Op. Cit., 
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1993 keduanya memisahkan diri dari NII beserta 
para pengikutnya dan kemudian mereka membuat 
wadah organisasi sendiri yang bernama al-Jama'ah 
al-Islamiyyah atau Jl yang melakukan teror bom di 
mana-mana. Karena aksi-aksi Jl yang disertai teror 
bom ini, Ja'far Umar Thalib memasukkan Jl sebagai 
organisasi sesat. 


Sejak infishal dari NII, sayap atau faksi 
Sungkar-Ba'asyir mengorganisir pengikutnya dan 
secara struktur keorganisasian mulai mapan pada 
akhir tahun 1995 dan ditetapkannya al-Nizham al- 
Asasi, disusul kemudian pada tahun 1996 dengan 
dikeluarkannya PUPJI'” (Pedoman UmumPerjuangan 
al-Jama'ah al-Islamiyyah). Pada tanggal 24 Rajab 
1416H/17 Desember 1995, al-Jama'ah al-Islamiyyah 
menetapkan al-Nizham al-Asasi yang merupakan 
satu kesatuan bagian dari PUPJI (Pedoman Umum 
Perjuangan al-Jama'ah al-Islamiyyah). Didalam 
Bab I Pasal 1 dari al-Nizham al-Asasi, organisasi ini 
menegaskan gerakannya dengan nama al-Jama'ah al- 
Islamiyyah. Sedangkan pelaksanaan dari al-Nizham 
al-Asasi ini bersifat bertahap menyesuaikan dengan 


107 PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan al-Jama'ah 
al-Islamiyyah) merupakan dokumen inti Jl yang disita Polisi 
di Solo pada bulan November 2002 dalam pengejaran para 
pelaku teror yang terkait dengan bom Legian Bali 12Oktober 
2002. Kebenaran dokumen ini sebagai dokumen inti bagi garis 
pergerakan dan perjuangan Jl dibenarkan oleh Nasir Abas 
sebagai mantan Petinggi Jl. /bid. 
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situasi dan kondisi yang terkait dengan organisasi 
al-Jama'ah al-Islamiyyah.'8 Selanjutnya, PUPJI yang 
dikeluarkan oleh Majelis Oiyadah Markaziyyah 
al-Jama'ah al-Islamiyyah tertanggal 30 Mei 1996, 
dalam Mugaddimah-nya menggarisbawahi bahwa 
al-Jama'ah al-Islamiyyah merupakan bagian dari 
Jama'ah min al-Muslimin, lahir dan tegak berdiri 
di Medan al-da'wah dan jihad fi sabilillah bersama 
sejumlah Jama'ah min al-Muslimin lainnya. 


PUPJI ditulis dalam bahasa Indonesia dan 
disusun dalam tujuh bab, yaitu min Hadyi Alguran wa 
al-Sunah, Mugaddimah, Ushul al-Manhaj al-haraki li 
Igomah al-Din, al-Manhaj al-haraki li Igamah al-Din, 
al-Manhaj al-'Amali li Igomah al-Din, al-Nizham al- 
Asasi dan penutup. PUPJI merupakan terjemahan 
dari "Mitsag "Amal al-Islami (MAI)” yang mana MAI 
ini merupakan pedoman perjuangan bagi al-Jama'ah 
al-Islamiyyah Mesir yang didirikan oleh Dr. Umar 
Abdurrahman di Mesir sejak tahun 1973. Dengan 
demikian bisa jadi Jl atau al-Jama'ah al-Islamiyyah 
Sungkar-Ba'asyir mempunyai keterkaitan ideologis 
atau lebih dari itu dengan al-Jama'ah al-Islamiyyah 
Dr. Umar Abdurrahman. Jl yang merupakan wadah 
baru bagi faksi Sungkar-Ba'asyir pasca infishal dari 
NII secara umum harus mendasarkan arah dan target 
perjuangannya sesuai dengan garis-garis besar yang 
ditetapkan dalam PUPJI. 


108 al-Nizham al-Asasl atau Nizham Asasl Pasal. 43. 
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Aktifitas gerakan Jl yang berpegang kepada 
PUPJI menempuh jalan cukup strategis dan tidak 
tergesa-gesa dalam merealisasikan agendanya untuk 
mendirikan negara Islam atau daulah islamiyyah di 
Indonesia dengan memberlakukan syariah islamiyah 
secara syumul dan total. Mereka masih melihat 
kekuatan diri jamaahnya yang masih dalam tahap 
istid'af (lemah). Jl menghendaki terlebih dahulu 
menarik simpati masyarakat dengan da'wah dan 
tarbiyyah untuk menciptakan Oa'dah Aminah 
sebanyak-banyaknya sebagai wilayah garap utama 
menuju solidnya Aa'idah Shalabah. 


Mereka juga mengagendakan terwujudnya 
Tansig Bain al-Jama'ah min al-Muslimin (beraliansi 
dengan Jama'ah Islam lainnya)'?? untuk memperkuat 
barisannya. Artinya, Jl di bawah Abu Bakar Ba'asyir 
dan Abdullah Sungkar masih memposisikan organisasi 
Islam yang lain sebagai mitra yang potensial diajak 


109 Apakah kehadiran Majelis Mujahidin (MM) yang 
berdiri pada tanggal 7 Agustus 2000 (tanggal dan bulan yang 
sama dengan Proklamasi NII Kartosoewirjo tahun 1949), 
melalui Konggres Mujahidin | di Yogyakarta merupakan 
bagian dari “Organisasi tanslk AlJama'ah Al-Islamiyyah”? Hal 
ini tidak dapat disederhanakan karena memerlukan kajian 
yang cepat dan membuktikan yang jelas baik secara teologis 
ataupun organisatoris. Baik DI/TII, Jl, maupun MM dalam garis 
perjuangannya juga tegaknya syariah islamiyah sebagaimana 
garis perjuangan yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam di 
parlemen tempo dulu hingga kini meskipun dengan cara yang 
berbeda-beda satu sama lain. 
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bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita 
negara Islam di Asia Tenggara. Setidaknya, hal ini 
menunjukkan bahwa kelompoknya tidak menganut 
ideologi takfiri yang menganggap kelompok Islam 
di luar jamaahnya sebagai kafir, murtad yang halal 
darahnya dan harus diperangi. Hal ini berbeda 
dengan doktrin NII yang termuat dalam KUHP NII 
yang memandang manusia hanya ada dua jenis, umat 
negara Islam atau umat muslimin dan umat penjajah 
atau umat kafirin. Itulah sebabnya, Jl menjadikan 
kaum non-muslim dan orang-orang Barat atau 
simbol-simbol Barat sebagai target utama teror. 


Namun, perlu dicatat bahwa dalam aksi-aksi 
kekerasan itu tidak sedikit umat Islam yang menjadi 
korban. Mengenai adanya korban umat Islam, Jl 
memandang bahwa itu bukanlah masalah, sebab 
menurut mereka umat muslim korban teror adalah 
konsekwensi belaka dari perjuangan dan mereka 
akan mendapatkan pahala sebagaimana para 
syuhada. Tewasnya kaum muslim sebagai korban aksi 
teror mereka tidaklah dianggap sebagai kesalahan. 
Pembenaran demikian ditolak oleh mayoritas ulama, 
dan para ahli fikih menganggap bahwa para pelaku 
teror tetaplah sebagai pembunuh yang berdosa 
besar. 


Selain itu, dapat dipahami bahwa dalam rangka 
menarik dukungan seluas-luasnya dari umat Islam, 
Abu Bakar Ba'asyir kemudian mendirikan organisasi 
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legal formal bernama MMI dan JAT. Berbeda dengan 
Jl yang beroperasi secara rahasia, dua organisasi ini 
bergerak secara terbuka di masyarakat. Bersama 
dengan organisasi Islam yang memiliki agenda yang 
sama, khususnya HTI, MMI dan JAT mendakwahkan 
ide-ide tentang anti Barat, anti sekularisme, anti 
demokrasi, penegakan syariat Islam dan pendirian 
negara Islam serta khilafah islamiyah. MMI dan JAT 
terbukti cukup efektif dalam hal mengkampanyekan 
ide-idenya di kalangan masyarakat umum. Di sisi 
bawah tanah, MMI dan JAT juga sangat ampuh 
dalam menarik simpatisan, pendukung dan merekrut 
anggota sel-sel teror Jl. MMI dan JAT menjadi 
semacam habitus bagi JI. 


Dari sejarah terbentuknya Jl, terlihat bahwa 
pengalaman bergabung dengan Mujahidin 
Afghanistan, dengan pejuang Afghanistan yang 
berasal dari Arab, hingga persentuhan dengan 
ideologi Al-Jama'ah Al-Islamiyyah Mesir sangatlah 
berpengaruh dalam transformasi menjadi gerakan 
transnasional. Hal yang paling mendasar adalah 
diadopsinya "Mitsag "Amal Al-Islami (MAI)” yang 
mana MAI ini merupakan pedoman perjuangan bagi 
al-Jama'ah al-Islamiyyah Mesir yang didirikan oleh 
Dr. Umar Abdurrahman di Mesir sejak tahun 1973 
oleh Jamaah Islamiyyah. PUPJI (Pedoman Umum 
Perjuangan al-Jama'ah al-Islamiyyah) yang menjadi 
acuan perjuangan Jl ini merupakan terjemahan MAI. 
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Dari observasi awal terlihat adanya perubahan 
yang paling menonjol dalam ideologi politik Jl 
yakni orientasi regional dan internasional dalam 
perjuangannya. Jl telah menetapkan Asia Tenggara 
(Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand 
Selatan, dan Filipina Selatan) sebagai basis 
perjuangannya. Negara yang dicita-citakannya bukan 
lagi NII tetapi “Negara Islam Raya”. Bahkan, negara 
Pan Islamisme dalam bentuk khilafah islamiyah telah 
menjadi agenda perjuangan politik mereka. 


Transformasi menuju  regionalisasi dan 
internasionalisasi yang dipilih Jl juga berpengaruh 
pada pilihan strategi dan tindakan-tindakan politik 
yang berbeda dengan DI-NII. Jl menempuh strategi 
membangun networking dengan organ-organ radikal 
baik internasional (Tanzim Al-Oaida), maupun 
regional (kelompok perlawanan bangsa Moro di 
Filipina dan Pattani di Thailand). Jl juga membangun 
basis gerakan di Indonesia dan Malaysia sebagai 
pendukung utama gerakan. 


Aspek lain dari transformasi menonjol adalah 
terbentuknya pengelompokan baru berdasarkan 
sebuah “identitas baru”. Semula, anggota Jl adalah 
pengikut DI-NII yang mengikatkan jati dirinya 
kepada kelompok yang lebih besar yakni para 
penerus perjuangan Imam Kartosoewirjo. Setelah 
melepaskan dirinya, kelompok Jl membangun 
identitas sendiri yang berbeda dengan DI-NII yakni 


194 


Islam Paripurna 


solidaritas “Mujahidin Melayu Islam”. Bahkan 
menempatkan para pengikut DI-NII sebagai “orang 
luar” bahkan kompetitor. 


Salafi Takfiri 


Jaringan teror di Indonesia mengalami 
dinamika yang membuatnya bisa survive, dan 
semakin meneguhkan dirinya sebagai ancaman bagi 
musuh-musuhnya. Dinamika paling menonjol adalah 
transformasi dari pola jaringan besar yang terpusat 
pada satu kepemimpinan menjadi sel-sel kecil yang 
bergerak lebih otonom, dan munculnya kelompok 
Salafi Takfiri yakni kelompok salafi teroris yang lebih 
radikal di mana mereka menganggap umat Islam 
yang tidak seideologi dengan mereka telah murtad 
dan kafir dan menjadikan umat muslim sendiri 
sebagai target teror. 


Pada saat Jl mengalami kemunduran 
besar akibat keberhasilan Densus 88 dan Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam 
serangkaian operasi penangkapan jaringan tersebut, 
para pelaku teror yang tersisa menempuh jurus 
baru. Mereka mengembangkan pola baru yang tidak 
terpusat dan terpecah-pecah. Para pelaku teror 
menghimpun diri mereka dalam sel-sel berbentuk 
satuan-satuan kecil. Mereka melakukan kegiatan 
teror tanpa ada keterkaitan organisasional dengan Jl 
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sebagai kelompok utama. Satuan-satuan itu dipimpin 
oleh masing-masing tokohnya yang bisa jadi di masa 
lalu adalah pendukung, pengikut atau anak buah 
Abu Bakar Ba'asyir. Mereka melepaskan diri dari 
kepemimpinan Ba'asyir dan tidak ada tokoh besar 
yang menjadi pusat komando. Dalam hal ini, Abu 
Bakar Ba'asyir tidak lagi menjadi imam satu-satunya. 


Bahkan, kecenderungan mutakhir 
menunjukkan bahwa di Indonesia berkembang 
pola serangan teror yang pelakunya beraksi sebagai 
individu yang tidak terkait secara langsung dengan 
satu sel tertentu. Fenomena “serigala sendirian” 
(lone wolf) ini dimungkinkan karena ideologi teror 
dan teknik-teknik melakukan kekerasan mudah 
sekali diakses di internet oleh siapapun. Untuk 
menjadi teroris tidak perlu berguru secara langsung 
lebih dahulu kepada orang-orang seperti Abu 
Bakar Ba'asyir, Azhari, Nordin M. Top, Hambali, 
Imam Samudra, Muhlas, Dulmatin, Santoso, Oman 
Abdurrahman, Bahrun Naim, dan lain-lain. Mereka 
bisa membaca pemikiran radikal dari Ibnu Taimiyah, 
Ibnu Ooyyim, Muhammad Bin Abdul Wahhab, Al- 
Maududi, Sayyid Outhb, Syukri Mustofa (Jama'atul 
Muslimin/Takfir wal Hijrah), Umar Abdurrahman 
(Jama'ah Islamiyah), Abdussalam Farraj (Jamatul 
Jihad/Tandzimul Jihad), Abdullah Azzam dan lain-lain 
dari situs-situs yang dikelola oleh berbagai kelompok 
teroris dan simpatisannya. Situs-situs radikal yang 
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jumlahnya cukup banyak ini juga menyajikan 
cara-cara dan teknik praktis melakukan serangan 
kekerasan dari yang sederhana semisal penyerangan 
dengan senjata tajam, dengan menabrakkan mobil, 
hingga teknik merakit bom. 


Meskipun antara mereka terjadi perbedaan 
bahkan persaingan, namun sel-sel dan satuan- 
satuan teror berukuran kecil ini secara tidak langsung 
terhubung dalam sebuah agenda besar yang 
sama. Bahkan, para “serigala sendirian” yang tidak 
menjadi bagian dari suatu jaringan organisasi teror 
manapun, secara tidak langsung terkoneksi dengan 
jaringan yang lain melalui hubungan-hubungan 
cyber. Mereka sering saling menguatkan untuk 
meraih tujuan jangka pendek atau panjang. Mereka 
sering satu suara dalam isu-isu tertentu. Kemiripan 
paham agama, ideologi, agenda, dan basis kelompok 
pendukung, membuat mereka terintegrasi dalam 
jaringan yang tidak resmi. Mereka saling mendukung 
dalam kampanye islamisme seperti anti Barat, anti 
demokrasi, anti pemerintah, kampanye pendirian 
negara Islam, negara khilafah, dan penerapan hukum 
Islam." 


110 Trend ini hampir mirip dengan yang dikemukakan 
oleh Luther P. Gerlach bahwa pola gerakan sosial baru yang 
cenderung segmented (terpecah-pecah), polycentric (banyak 
pemimpinnya), dan integrated network (jaringan yang saling 
terkait). Luther P. Gerlach, “The Structure of Social Movements: 
Environmental Activism and Its Opponents”, dalam John 
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Berbagai kelompok teroris baik Salafi Jihadi 
maupun Salafi Takfiri ini disatukan dengan beberapa 
kesamaan antara lain bahwa kelompok ini memiliki 
persamaan dengan karakter kelompok fundamentalis 
yang berpemikiran salafi/Wahhabi. Mereka sama- 
sama puritan yang menuntut pemurnian yang ketat 
terhadap amalan keagamaan. Mereka membidahkan 
dan memusyrikan tradisi-tradisi keagamaan kaum 
pesantren seperti mauludan, ziarah kubur, selametan, 
dzibaan, tahlilan, dzikir, amalan sufi (torigoh 
sufiyah), dan sebagainya. Ini dianggap menodai 
kemurnian Islam. Mereka juga literalis (harfiyyah) 
dalam memahami sumber-sumber utama ajaran 
Islam (Alguran dan hadits). Mereka menolak ta'wil 
dan penafsiran Alguran dan sunah secara tersirat. 
Mereka juga cenderung tidak mengakui akal dalam 
memahami teks-teks suci dan memahami pesan 
ajaran Islam. Mereka membatasi sumber istinbath 
(penggalian hukum agama) hanya dengan wahyu. 
Wahyu (Alguran dan sunah) merupakan sumber 
satu-satunya dalam Islam, dan tidak mengakui ijma' 
ulama (konsensus ulama tentang hukum tertentu) 
dan giyas (analogi dalam penggalian hukum agama). 


Dengan semangat pemurnian dan anti- 
rasionalitas, mereka menolak otoritas imam-imam 
mazhab (Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafii, 


Arguilla, David R. Ronfeldt, Networks and Netwars: The Future 
of Teror, Crime and Militancy, Rand, 2001, hal. 289-310. 
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dan Imam Hanafi) dan karya-karya agung mereka. 
Mereka menjadi memusuhi khazanah ilmu-ilmu 
Islam yang di Indonesia disebut kitab kuning itu. 
Kaum salafi/Wahhabi yang agak moderat hanya mau 
menganut Imam Hambali versi Ibnu Taimiyah, Ibnu 
Ooyyim, dan Muhammad Bin Abdul Wahhab. Sebagai 
konsekuensinya, mereka cenderung intoleran, 
memusuhi kelompok muslim lain dan menganggap 
hanya ajaran kelompoknya sendiri yang benar. 
Berdasarkan pada doktrin Muhammad bin Abdul 
Wahhab tentang al-wala' wal bara' (kesetiaan dan 
pembebasan) mereka mudah mengkafirkan orang 
muslim yang tidak seajaran dengan mereka.!!! 


Selain itu, mereka sama-sama berpandangan 
radikal yang menganggap kehidupan Islam dan 
sistem kenegaraan yang telah ada di dunia muslim 
sebagai penyimpangan, dan harus diubah dengan 
cara yang mendasar. Untuk mengubah kondisi yang 
menyimpang harus diluruskan baik dengan jalan 
dakwah (lunak) maupun jalan jihad (kekerasan, 
perang dan teror). Mereka juga berkarakter fanatik- 
militan dengan meyakini bahwa ajarannya sendiri 
sebagai kebenaran tunggal yang harus disebarluaskan 


111 Mengenai doktrin al-wala' walbara”, lihat Adang 
Kuswaya, “Menafsir Ulang Doktrin Al-Wala dan Al-Bara' dalam 
Alguran Sebagai Akar Sektarianisme”, dalam Muhammad 
Abdullah Darraz (ed), Reformulasi Ajaran Islam Jihad, Khilafah, 
dan Terorisme, Jakarta: Maarif Institute-Mizan, 2017, hal. 580- 
597. 
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dengan jalan apapun. Maka kelompok Islam yang 
lain harus ditarik ke jalan mereka dan kalau menolak 
harus dipaksa. Mereka memiliki musuh yang sama 
yakni Barat. Barat dipersepsikan sebagai “biang 
kerok” hancurnya sistem kehidupan yang islami baik 
budayanya, intelektualnya, ekonominya, maupun 
sistem politiknya. 


Mereka juga sama-sama bersifat politis, 
meyakini bahwa kekuasaan politik negara harus 
diraih karena merupakan kewajiban agama. Mereka 
yang tidak menerapkan negara Islam adalah thaghut 
dan kafir dan boleh dibunuh meskipun mereka orang 
Islam. Tatharruf (ekstrem), tasyaddud (memberat- 
beratkan) dan ghuluw (berlebihan) merupakan ciri 
beragama yang menjadi titik temu kelompok yang 
berbeda-beda tersebut. Mereka menempatkan yang 
sunah sebagai wajib, menjadikan yang furu' (cabang) 
sebagai ushul (pokok), mengubah yang profan 
sebagai sakral, dan seterusnya. 


Berbagai kelompok itu juga memiliki kesamaan 
agenda: Pertama, mendirikan negara Islam (al- 
daulah al-islamiyyah) dan khilafah islamiyah. Mereka 
menjadikan perjuangan Islam sebagai perjuangan 
politik. Islam dipahami, dipersepsikan, dan dipakai 
sebagai ideologi politik untuk membentuk sistem 
negara yakni negara Islam atau khilafah islamiyah 
versi mereka sendiri. Kedua, menerapkan ajaran 
Islam dalam masyarakat menurut versi mereka. 
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Kampanye mereka, yang menonjol, adalah 
domestifikasi perempuan, pemisahan yang ketat 
antara laki-laki-perempuan, pelarangan segala 
jenis musik dan seni tari, dan cara berpakaian dan 
penampilan tertentu, perempuan harus memakai 
cadar, laki-laki harus berjenggot, celana ngatung dan 
gamis. Tanpa menerapkan hal tersebut, masyarakat 
dianggap jahiliah. 


Perubahan pola organisasi dan gerakan 
kelompok teror tersebut dikuatkan oleh BNPT 
yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 
sejumlah organisasi teroris baru yang berupa sel-sel 
kecil. Sebagian dari organisasi tersebut berafiliasi 
dengan ISIS di Suriah. JAD yang dipimpin oleh Oman 
Abdurrahman (terpidana teroris yang di penjara 
di Nusakambangan) sangat erat berhubungan 
dengan ISIS melalui Bahrun Naim (mantan terpidana 
yang bergabung dengan ISIS di Ragga, Suriah). 
Serangkaian kasus bom seperti di Thamrin, Bandung, 
dan Bekasi melibatkan anggota JAD yang jika ditarik 
garis akan berkaitan dengan Bahrun Naim, artinya 
terkait dengan ISIS. Kelompok-kelompok baru ini 
merupakan transformasi dari pendahulunya Jl 
yang telah mengalami kerusakan jaringan akibat 
banyaknya anggota yang tewas, ditangkap, dan 
dipenjara. Mereka membentuk sel-sel baru yang 
lebih kecil dari Jl, tetapi simpulnya tetap Jl, JAT, dan 
JAD. Maka munculah Mujahidin Indonesia Timur 
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(kelompok Santoso), dan Mujahidin Indonesia Barat 
yang sebagian besar merupakan anggota JAT. Polri 
juga menyebut Jl, JAT, dan JAD berafiliasi dan berbaiat 
kepada kepemimpinan ISIS di Suriah. Pelaku bom 
Kampung Melayu adalah anggota JAD yang berafiliasi 
ke ISIS.112 


Terdapat berbagai organisasi yang telah 
berbaiat kepada ISIS antara lain: Mujahidin Indonesia 
Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Jamaah Tauhid 
Wal Jihad, Forum Aktivis Syariat Islam, JAD, Gerakan 
Reformasi Islam, Asybal Tauhid Indonesia, Kongres 
Umat Islam Bekasi, Umat Islam Nusantara, Ikhwan 
Muwahid Indunisy Fie, Jazirah Al-Muluk Ambon, 
Anshorul Khilafah Jawa Timur, Gerakan Tauhid 
Lamongan, Khilafatul Muslimin, Lasyar Jundullah, 
DKM Masjid Al-Fata. Sedangkan yang menyatakan 
dukungan terhadap ISIS antara lain Ring Banten, JAT, 
dan Halawi Makmun Group. 


Terbangunnya jaringan transnasional kelompok 
teroris di Indonesia dengan simpul ISIS di Suriah 
dimulai sejak adanya baiat oleh para mantan anak 
buah atau anak ideologis Abu Bakar Ba'asyir kepada 
imam yang baru yakni Abu Bakar Al-Baghdadi 
pimpinan ISIS di Suriah dan Irak. Abu Bakar Ba'asyir 
kalah pamor dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Al- 


112 Dalam beberapa kesempatan, Ansyad Mbai, 
mantan kepala BNPT dan Tito Karnavian, Kapolri mengatakan 
hal ini di berbagai media. 
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Baghdadi telah berhasil mewujudkan sistem negara 
khilafah di wilayah Suriah dan Irak, sedangkan 
Ba'asyir baru wacana. Secara kekuatan militer, ISIS 
telah berhasil membangun kekuatan tempur yang 
mampu menandingi militer Suriah, Irak, bahkan 
Amerika dan sekutunya. Maka mereka meninggalkan 
Ba'asyir dan hampir semua jaringan dan sel-sel teroris 
di Indonesia berafiliasi dengan ISIS. Terdapat ratusan 
warga Indonesia yang telah berangkat ke Suriah, dan 
145 orang telah kembali ke Indonesia. 


Ba'asyir terlihat menurun pengaruhnya ketika 
kepemimpinannya dimakzulkan dari MMI, dia dipecat 
oleh sejawatnya Ustad Irfan Awwas (kakaknya Ustad 
Abu Jibril) dari MMI. Kemudian ia mendirikan JAT. Tak 
lama JAT juga mengalami perpecahan, Ustad Oman 
Abdurrahman memisahkan diri dan mendirikan 
JAD. Dengan berbaiatnya mantan murid dan kawan 
seiringnya ke ISIS, maka otoritas Ba'asyir sebagai 
tokoh sentral jaringan teroris di Indonesia mulai 
berkurang. Bahkan, pada akhirnya Ba'asyir yang 
dulu menjadi Imam Besar Negara Isam Nusantara 
Raya telah jatuh mahkotanya dan diberitakan telah 
berbaiat kepada ISIS. 


Terbentuknya kelompok takfiri ini paling 
kurang bisa dilacak dari serangkaian peristwa 
penyerangan terhadap polisi di sekitar wilayah Solo. 
Pada September 2010 dirancang aksi jihad melawan 
polisi yang oleh kelompok takfiri ini disebut 
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“anshorut thaghut” (para pembela thaghut). 
Mereka membentuk 3 kelompok yang berbaiat 
mati untuk balas dendam atas penangkapan besar- 
besaran di mana lebih dari 100 orang anggota 
jaringan teror di Aceh berhasil diringkus Densus 88. 
Dalam operasi polisi ini Dulmatin dan Maulana, dua 
pentolan Jl tewas. Selain itu, mereka juga marah 
karena Abu Bakar Ba'asyir tokoh panutan mereka 
di penjara. Baiat mati ini meniru peristiwa ketika 
Usman dikabarkan dibunuh oleh orang kafir dan 
beberapa sahabat berbaiat mati untuk membalas 
kematian Usman. Dengan ditangkapnya 400-an 
“mujahidin” dan dibunuhnya puluhan di antara 
mereka oleh Polri maka mereka merasa legitimate 
untuk menjadikan Densus 88 dan Polri sebagai 
target balas dendam. 


Selanjutnya bergabunglah kelompok 
ightiyalat (pembunuhan secara diam-diam) 
pimpinan Roky Apris Dianto alias Atok dari Klaten. 
Atok adalah mantan aktivis NII dan berguru kepada 
Ustad Darwo alias Mus'ab Abdul Ghoffar alumni 
LIPIA dan tokoh “Jihad”. Kelompok bernama 
Lasykar Hizbah yang beranggotakan 10 orang ini 
memiliki agenda membunuh pimpinan “orang 
kafir” dalam bentukan perang kota melawan 
polisi. Kelompok ightiyalat ini juga mempelajari 
pembuatan bom ke Soghir alias Anshori mantan 
narapidana terorisme murid Dr. Azhari. Maka 
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kelompok Laskar Hizbah juga belajar dan mahir 
membuat bom. 


Selanjutnya, untuk memperkuat barisan 
Laskar Hizbah membangun link dengan kelompok 
Ashabul Kahfi Cirebon. Kelompok ini beranggotakan 
Musholla, M. Syarif (pengantin bom masjid Polres 
Cirebon), Ahmad Yoshefa Hayat. Karena kelompok ini 
memiliki anggota yang bisa mengumpulkan senjata 
api, yakni Musholla, yang kebetulan adalah mantan 
anggota Laskar Hizbah Solo yang pulang kampung. 
Musholla berhubungan dekat dengan kelompok 
ektrem di Depok (Zulkifli Lubis) yang pasokan senjata 
ilegalnya bertopeng bisnis Air Soft Gun.1” 


Ashabul Kahfi sendiri terbentuk dari para 
mantan aktivis FUI (Front Umat Islam), GAPAS, dan 
MMI Cirebon. Kemudian mereka pindah ke JAT 
mengikuti Abu Bakar Ba'asyir. Namun kemudian 
mereka pindah kelompok di bawah asuhan ustad 
Oman Abdurrahman dan ustad Halawi Makmun dua 
tokoh yang menganggap Abu Bakar Ba'asyir terlalu 
lembek dalam melawan “orang kafir” (maksudnya 
adalah pemerintah terutama aparat polisi). Maka 
mereka keluar dari JAT membentuk Ashabul Kahfi. 
“113 Tim Setara Institute, Dari Radikalisme Menuju 
Terorisme Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam 
Radikal di Jawa Tengah dan DIY, Jakarta: Pustaka Masyarakat 
Setara, 2012, hal. 99-102. 


114 Ibid., hal. 104. 
115 Ibid., hal. 105. 
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Maka pada 2010 kelompok Laskar Hizbah 
membuat 10 bom dengan berbagai target di Klaten 
dan Solo. Pada 1 Desember 2010 mereka mengebom 
2 gereja di Klaten (Gereja Kristen Jawa Manjung 
dan Kapel Santa Ancilia), serta membom gua Maria 
di Klaten. Mereka juga menyasar kantor pos polisi 
Dlanggu Klaten dan pos polisi Ketandan Klaten. 
Namun semua bom gagal meledak dan berhasil 
dijinakkan. Pada 6 Desember 2010 mereka beraksi 
lagi dengan sasaran gereja Kristus Raja Solo dan 
pos Polisi Pasar Kliwon Solo. Kali ini bom di gereja 
meledak, dan bom di pos polisi bisa dijinakkan. 


Pada 30 Desember 2010 mereka menyerang 
Masjid, Masjid Atta'awun Dlanggu Klaten dan Masjid 
Baitul Makmur Solo Baru. Bagi mereka dua masjid ini 
adalah “masjid Dliror” (masjid yg digunakan kaum 
munafik untuk berlindung dan memacah belah umat 
Islam pada masa Rasulullah) karena dibangun oleh 
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Bagi mereka 
masjid ini dibangun oleh kaum thaghut. Bom di dua 
masjid ini pun gagal meledak dan bisa dijinakkan. 
Pada Januari 2011 mereka menyasar situs yang 
mereka anggap sebagai tempat syirik yakni makam 
keramat Kiai Ageng Gribig Jatianom Klaten. Namun 
bom tersebut berhasil dijinakkan. 


Akhirnya pada Januari 2011, pasukan 
Ightiyalat Laskar Hizbah ini berhasil ditangkap 
Densus 88. Sebagian dari mereka (Nang Ndut dan 
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Ari Budi Santoso) melarikan diri ke Cirebon dan 
disembunyikan oleh kelompok Musholla. Di sinilah 
transfer kemampuan merakit bom terjadi dari Tim 
Hizbah ke Ashabul Kahfi, Ishag dan Heru Gomaruddin 
belajar kepada keduanya. Terciptalah belasan paket 
bom siap ledak." 


Pada 15 April 2011 salah satu bom itu dililit di 
badan M. Syarif dan diledakkan di Masjid Ad-Dzikra 
komplek Mapolresta Cirebon yang menewaskan 
pelaku dan melukai 30 orang jamaah salat Jumat 
termasuk Kapolres Kota Cirebon AKBP Herucoko. 
Kelompok Ashabul Kahfi terlacak dan dilakukan 
penangkapan terhadap para anggotanya. Dari 
interogasi atas Musholla dan kawan-kawan, 
terungkap keterlibatan Tim Hizbah Solo yakni 
Sigit Oordlowi, Eddy Jablay, Ari Budi Santoso, dan 
beberapa kawannya. Pada 15 Mei Sigit Aordlowi dan 
Hendra tewas dalam peristiwa saling tembak dengan 
polisi di Solo." 


Munculnya Laskar Hizbah Solo dan Ashabul 
Kahfi Cirebon menandai eksistensi kelompok Salafi 
Takfiri yang menganggap Jl pimpinan Abu Bakar 
Ba'asyir kurang keras terhadap kaum thaghut. 
Bagi kelompok Salafi Takfiris ini, jihad melawan 
“musuh dekat” yakni kaum thaghut (pemerintah 


116 Berbagai aksi teror di Solo dan sekitarnya ini bisa 


dibaca lebih lanjut di Tim Setara Institute. /bid., hal. 105-108. 
117 Ibid., hal. 108-109. 
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Indonesia termasuk seluruh aparatnya terutama 
Polisi) dan “musuh jauh” (non-muslim maupun 
negara-negara Barat) sama-sama pentingnya. 
Maka, selain menyerang gereja-gereja, mereka 
juga menyerang masjid dan membunuh kaum 
muslim sendiri atas nama jihad. Pemikiran 
keagamaan dan ideologi kelompok Salafi 
Takfiri yang lebih keras dari Jl ini telah secara 
luas dianut oleh berbagai kelompok teroris di 
Indonesia. Kelompok-kelompok yang bergabung 
dan berafiliasi dengan ISIS sebagian besar adalah 
penganut ideologi Salafi Takfiri ini. 


Ideologi Salafi Takfiri ini sesungguhnya 
bukanlah barang baru. Dalam pengalaman dalam 
negeri, ideologi takfiris ini pernah diterapkan oleh 
NII Kartosoewirjo yang membagi masyarakat dalam 
dua kategori saja yakni kaum muslim (yakni umat 
Islam yang mendukung NII) dan orang kafir (kaum 
non-muslim dan orang Islam yang tidak mendukung 
NII). Akar teologi Takfir ini juga banyak diperoleh dari 
ideolog Islam radikal yakni Sayyid Authb. Tokoh yang 
berpengaruh di kalangan IM ini mengatakan bahwa 
inti dari tauhid uluhiyyah adalah al-hakimiyatu 
lillah (kedaulatan hukum milik Allah). Siapapun 
yang membuat, menerapkan dan menaati hukum 
dan aturan buatan manusia ia telah syirik dan kafir 
meskipun ia seorang muslim. Mereka ini telah 
murtad dan halal darahnya. 
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Outhb mengatakan bahwa “barang siapa yang 
memutuskan hukum (menjalankan pemerintahan) 
dengan hukum selain Alguran berarti telah 
menuhankan dirinya sendiri dan sekaligus menafikan 
uluhiyah (ketuhanan) dari Allah, hal ini berlaku umum, 
walaupun keputusan hukum yang diambil hanya 
dalam satu kasus hukum. Pendapat ini berpijak pada 
ayat 44 Surat Al-Maidah. Maka para pengikutnya 
memahami bahwa hakim dan pemerintahan seperti 
di atas darahnya halal, boleh untuk dibunuh berikut 
orang-orang yang ada dalam perlindungan payung 
hukum tersebut. 4? 


Sayyid Outhb sering menyerukan kudeta 
berdarah terhadap pemerintahan yang tidak 
menerapkan hukum Islam secara total (pemerintahan 
thoghut). Ia juga menganggap masyarakat Islam yang 
diatur oleh hukum konvensi sebagai masyarakat kafir 
maka masyarakat seperti itu juga harus diperangi. 
Dalam bukunya berjudul Maalim fii At-thorig ia 
mengatakan “kita sekarang berada dalam kondisi 
jahiliah sebagaimana kejahiliahan masa sebelum 
Islam semua yang ada di sekeliling kita adalah 
jahiliah, pandangan ideologi dan adat istiadatnya. 
Banyak sekali hal-hal yang mereka anggap sebagai 
budaya dan referensi Islam”. la menekankan bahwa 
masyarakat yang tidak mengindahkan hukum Allah 


118 Ali Syu'aibi dan Giles Kepel, Meluruskan Radikalisme 
Islam, Jakarta: Duta Aksara Mulia, 2010, hal. 137. 
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walau sebagian saja maka telah murtad dari Islam. 
Sebab memberikan keistimewaan Tuhan (hak 
legislatif pembuat undang-undang) kepada sebagian 
orang berarti telah zalim terhadap otoritas Allah di 
muka bumi. 


Sayyid @uthb juga menyerukan kaum 
muslim untuk mengangkat senjata memerangi dan 
merevolusi sistem pemerintahan yang ada. Outhb 
juga menyerukan para pengikut yang biasa disebut 
sebagai “Partai Islam” untuk melakukan kudeta. Outhb 
menyatakan: "kepentingan untuk melaksanakan 
kudeta, tidak terbatas pada satu daerah saja, tetapi 
yang diinginkan Islam adalah kudeta menyeluruh di 
setiap penjuru dunia”. Dengan begitu, sangat jelas 
betapa Sayyid Outhb menginginkan para anggota 
“Partai Islam” untuk melakukan kudeta secara 
menyeluruh, untuk mengganti hierarki sistem 
pemerintahan yang berkuasa.!2 


Berbagai aliran radikal Islam — yang 
mengedepankan kekerasan, mengklaim bahwa ayat 
pedang dalam surat At-Taubah mengamandemen 
(nasakh) semua ayat yang berkaitan dengan 
hubungan damai dengan non-muslim, pemberian 
perlindungan dan pertolongan kepada non-muslim 
yang tidak memusuhi umat Islam, serta ayat 
yang menolak paksaan dalam agama. Dari sinilah 


119 Ibid., hal. 149. 
120 Ibid., hal. 149-150. 
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dimulainya era baru dalam hubungan antara orang 
Islam dengan non-Islam. Bagi mereka yang belum 
masuk Islam dihadapkan kepada pilihan untuk masuk 
Islam atau membayar jizyah. Apabila tak satupun 
opsi menjadi pilihannya, maka pedang dan kekerasan 
akan memaksa mereka. Sayyid Authub menjelaskan 
dalam bukunya Fi Dhilali Al-Gur'an, bahwasannya 
terdapat 3 “ayat pedang” dalam Alguran yang 
tercantum dalam surat At-Taubah ayat 5, 29, dan 
36.121 


Sayyid Outhb menekankan bahwa ketiga ayat 
ini menawarkan konsep final bagaimana umat Islam 
dalam berhubungan dengan umat lainnya. Sedang 
ayat lain yang tercantum dalam sejumlah surat 
Alguran hanya berlaku sebagai ayat yang menyerukan 


121 At-Taubah ayat 5, artinya: “Apabila sudah habis 
bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin 
itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. 
Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian”. At- 
Taubah ayat 29, artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian 
dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan 
oleh Allah dan Rasul-nya dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 
Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” At- 
Taubah ayat 36, artinya: "Dan perangilah kaum musyrikin itu 
semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya: 
dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.” 
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tahapan berperilaku. Ketiga ayat At-Taubah tersebut 
menekankan satu prinsip yang disebutnya dengan 
istilah “metode Allah dalam menetapkan legalitas 
jihad mutlak”. Tiga ayat ini mengamandemen semua 
ayat yang berlaku sebagai tahapan tadi. Menurutnya, 
prinsip akhir terpenting yang dapat di ambil dari 
ketiga ayat adalah perintah untuk memerangi para 
ahli kitab yang telah menyimpang dari agama Allah 
dan kaum non-muslim lainnya, sampai mereka mau 
membayar jizyah. 


Oleh sebab itu, menurut Outhb, umat Islam 
tidak dibenarkan untuk menandatangani perjanjian 
apapun yang membawa kepada titik perdamaian 
dengan non-muslim, kecuali mereka mau tunduk 
pada otoritas negara Islam dengan membayar 
jizyah. Sayyid Outhb menjelaskan bahwa inilah 
koridor hukum Allah yang harus ditegakkan yang 
membedakan antara metode Tuhan dengan metode 
jahiliah. Dengan begitu kehidupan beragama yang 
mengamini kemajemukan tidak berlaku, kecuali 
dengan syarat-syarat khusus. Dalam pemikiran 
ini, tidak satupun para ahli fikih dan pemikir Islam 
kontemporer yang mempunyai pandangan serupa 
dengan Outhb. 


Pemerintah yang tidak menerapkan hukum 
Islam adalah “thaghut” yang harus diperangi. Ulama 
yang mendiamkan atau mendukungnya mereka sebut 


20 


“ulama su”, “ulama thaghut” yang halal darahnya. 
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Demikian pula masyarakat yang membiarkan dan 
mentaati hukum yang bukan hukum Islam adalah 
“masyarakat jahiliah”, meskipun mereka orang 
Islam. Sayyid Outhb juga menyerukan jihad tanpa 
syarat (perang ofensif). @uthb mengatakan bahwa 
memerangi orang kafir saat ini adalah wajib bagi 
setiap muslim. Saat ini tidak ada lagi kategori kafir 
dzimmi atau kafir muahhad, semuanya adalah kafir 
harbi. Jihad melawan orang kafir harus dilakukan 
tanpa harus diserang lebih dahulu.!2 


122 Ibid., hal. 152-153. 
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epribumian dan kenusantaraan Islam, sebagai 

diskursus, pada awalnya dikemukakan oleh 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 
1980-an. Wacana ini kemudian dikembangkan oleh 
para kiai dan intelektual pesantren, bahkan PBNU 
menjadikannya topik Muktamar NU yang ke-33 di 
Jombang Tahun 2015 lalu. Islam nusantara juga 
ditawarkan sebagai model ideal pengamalan Islam 
yang damai dan berkeadaban (civilize, tamaddun) 
kepada dunia muslim melalui konferensi pemimpin 
dan pemikir muslim moderat sedunia, International 
Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) Mei 
2016. Gagasan ini mendapatkan sambutan positif 
di tengah merosotnya taraf kehidupan bahkan krisis 
kemanusiaan bangsa-bangsa muslim di Arab dan 
Timur Tengah pada umumnya, akibat invasi militer 
NATO, intervensi politik Barat, instabilitas politik, dan 
terutama akibat konflik dan perang saudara karena 
sektarianisme dan radikalisasi agama. Hal mendasar 
lain yang ditawarkan kepada dunia muslim adalah 
bagaimana Islam Indonesia mendialogkan doktrin- 
doktrin Islam dengan tradisi dan kearifan lokal, di 
satu sisi, serta modernitas dan nilai-nilai universal, 
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seperti nasionalisme, demokrasi dan HAM, di sisi 
yang lain. 


Gagasan yang dimunculkan Gus Dur ini berawal 
sebagai antitesa terhadap gerakan arabisasi budaya 
(sebagai bagian dari agenda purifikasi wahhabisme) 
atau upaya formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan 
budaya. Karena, semua itu berupaya menjadikan Islam 
sebagai tolak ukur tunggal untuk menilai manifestasi 
budaya pada umumnya, yang menampilkan “budaya 
ideal” yang terlepas dari akar-akar budaya lokal. 


Sebagai alternatifnya, Abdurrahman 
Wahid mengajukan gagasan “keterbukaan antar 
budaya”, yang merupakan cabang dari tema besar 
“pribumisasi Islam”-nya, di mana “antara Islam dan 
paham pemikiran lain atau budaya lain berlangsung 
proses saling mengambil dan saling belajar. 
Konsekuensi logis dari keterbukaan seperti itu 
adalah keharusan untuk mendudukkan Islam hanya 
sebagai faktor penghubung antara berbagai budaya 
lokal. Dan melayani semua budaya lokal itu Jakan| 
menumbuhkan universalitas pandangan baru tanpa 
tercabut dari akar kesejarahan masing-masing”? 


Salah satu contoh yang sering diangkat 
Abdurrahman Wahid adalah Masjid Demak yang 
awalnya memiliki ranggon atau atap yang terdiri 
dari sembilan susun. Susunan sembilan ini diambil 


123 Wahid, Pribumisasi Islam, Op. Cit., hal. 1-6. 
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dari konsep “meru” yang berasal dari masa pra- 
Islam (Hindu-Budha). Lalu dipotong oleh Sunan 
Kalijaga menjadi tiga susun sebagai perlambang 
tentang tiga tahap keberagamaan seorang Muslim, 
yaitu tahap Iman, Islam, dan Ihsan. Pada tahap 
berikutnya, bermunculan proses arabisasi yang 
membawa bentuk masjid gaya Timur Tengah lengkap 
dengan kubah dan segala ornamennya. Sementara 
dalam seni drama, seni rupa, sastra, seni musik 
dan tari, Islam terserap dalam budaya lokal dalam 
berbagai bentuk seperti seudati, jipin, rebana, dan 
hikayat-hikayat. Singkatnya, ia berupaya mengurangi 
ketegangan antara “norma agama” dan “manifestasi 
budaya”, dan tidak mencari sisi-sisi yang “islami” 
dalam kultur lokal. 


Selain pengalaman Islam nusantara, gagasan 
pribumisasi Islam yang dikemukakan Abdurrahman 
Wahid ini juga merupakan pantulan dari kehidupan 
pesantren yang dikenalnya di Jawa. Seperti 
ditunjukkannya dalam kasus kesenian ludruk yang 
lahir dari daerah Jombang. Bagaimana mungkin 
sebuah bentuk kesenian yang katanya banyak 
mengumbar nafsu-syahwat, memperagakan tubuh 
perempuan serta memainkan kata-kata jorok dan 
kotor itu, berasal dari daerah santri seperti Jombang? 
Abdurrahman Wahid punya pembacaan sejarah yang 
bagus untuk menjawabnya.!2 


124 Ibid. 
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Ketika Islam mendarat di daratan Jawa Tengah, 
terjadi interaksi antara budaya Jawa lokal yang 
didukung oleh pusat-pusat kekuasaan di pedalaman 
dan budaya Islam yang baru datang. Interaksi tersebut 
awalnya tegang dan seru, namun lama-kelamaan 
mencapai tahap status guo, tenang, dan tidak saling 
mengusik, bagai berada dalam situasi gencatan 
senjata. Saat itu, lanjut Wahid, budaya Jawa diakui 
dapat memanifestasikan aspirasi keagamaan Islam 
dalam banyak kehidupan masyarakat pedalaman 
Jawa Tengah. Pertunjukan wayang dinikmati bersama, 
meski para kiai pura-pura tidak tahu kalau para 
wanita tampil dalam pagelaran kesenian setempat. 
Bentuk masjid tradisional mengambil pola arsitektur 
kejawaan. Dulu, blangkon dan destar menjadi tanda 
pengenal kaum santri pedalaman Jawa Tengah. Bukan 
peci atau kopiah haji, apalagi sorban. Di Magelang 
misalnya, kesenian rakyat kentrung digunakan 
sebagai media ekspresi keagamaan, dipentaskan di 
halaman tempat ritual formal keagamaan (seperti di 
masjid dan langgar). 


Keadaan status guo seperti ini tidak terjadi di 
daerah pedalaman Jawa Timur. Pengaruh budaya 
Jawa tidak tertanam kuat. Mungkin karena terlalu 
jauh dari pusat kekuasaan Jawa waktu itu. Sementara 
kekuatan para santri lebih dominan. Terutama berkat 
dukungan para kiai muda yang didatangkan dari 
pesisir Jawa dan kawin di daerah-daerah pedalaman 
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Jawa Timur. Di antaranya adalah H. Asy'ari, ayahanda 
Kiai Hasyim, pendiri Pesantren Tebuireng Jombang, 
yang berasal dari Demak, yang dijadikan menantu 
oleh Kiai Uthman dari Jombang. Para santri lebih 
senang menangani masalah keagamaan. Aspek 
spiritualitas dan fikih ditekankan secara ketat. 
Akibatnya, pertunjukan kesenian seperti wayang 
jarang digelar. Tayuban hanya dibolehkan pada saat 
musim giling pabrik gula. Jombang waktu itu memang 
dikenal sebagai daerah penghasil gula. 


Dalam situasi keterbatasan seperti ini, para 
perempuan dilarang pentas di publik. Kemudian 
muncul kegerahan: wayang jarang dipentaskan, 
sementara perempuan dilarang manggung. Melihat 
laki-laki menari jadi kurang asyik. Lahirlah inisiatif, 
bagaimana kalau dihadirkan drama urakan yang 
menampilkan pemain pria berperan sebagai wanita. 
Dari sinilah ludruk muncul. Abdurrahman Wahid 
alias Gus Dur menyebutnya “status guo kecil” di 
mana kebuntuan pengamalan beragama disalurkan 
dengan cara-cara dan inisiatif yang sifatnya kultural. 


Fenomena ini bisa disebut sebagai “ruang 
negosiasi”, tempat di mana kalangan santri 
mengapresiasi bentuk-bentuk kesenian lokal, 
sekaligus mengadaptasikannya dengan kebutuhan 
kaum santri. Pencipta kesenian ludruk ini adalah 
kelompok-kelompok seniman yang nantinya 
melahirkan tokoh-tokoh seperti Markuat dan 
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Markaban, nama-nama yang masih kental bau 
kesantriannya, yang terkenal di sekitar Jombang. 


Dengan demikian, ludruksebagaikreatifitaslokal 
dihadirkan bukan untuk menggantikan pengamalan 
cara beragama. Tapi untuk mengakomodasi tuntutan- 
tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh kekakuan 
cara beragama. Ludruk merupakan ruang negosiasi, 
tempat dipertemukannya sejumlah kemungkinan 
yang bisa jadi tidak akan bersatu dalam batas- 
batas tekstualitas doktrinal. Posisi pemain pria yang 
berperan sebagai wanita bisa jadi tidak bisa dipenuhi 
oleh doktrin-doktrin agama yang mengharamkan laki- 
laki berperilaku seperti perempuan atau sebaliknya. 
Tapi karena keperluannya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan akan peran pengganti posisi perempuan 
yang tidak dibolehkan tampil di panggung, maka hal 
itu tidak ada masalah. Apalagi dalam fikih hal itu 
dimungkinkan, yang menghindari dua bahaya yang 
datang bersamaan dengan mengambil yang ringan 
resikonya (dikenal prinsip “akhaf al-dlararain”). 
Keakraban antara budaya Jawa dan budaya santri di 
pedalaman Jawa yang memungkinkan pribumisasi 
Islam seperti dilontarkan Abdurrahman Wahid 
memperoleh energi artikulatifnya. Dan keakraban 
itu memang sudah ditunjukkan sendiri oleh cara 
beragama kalangan pesantren, terutama dalam 
kultur NU, yang sifatnya fleksibel, tidak saklek atau 
kaku dalam memandang persoalan. 
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Fenomena “status guo kecil” 
bisa kita lihat dalam kebudayaan cirebonan. Antara 
lain dalam kebudayaan batik. Batik Cirebon selain 
mengandung unsur motif-motif bunga, daun atau 


macam itu juga 


tumbuhan juga motif binatang. Gambar binatang 
dalam doktrin fikih yang kaku diharamkan. Apa 
yang terjadi? Binatang masih tetap menjadi bagian 
dari batik Cirebon tetapi salah satu anggota tubuh 
binatang itu dihilangkan. Dengan demikian, para 
ulama dan kaum santri tidak terganggu secara 
teologis karena ada ulama fikih yang berpendapat 
bahwa jika gambar binatang itu tidak utuh dihukumi 
boleh.:25 


Dalam sejumlah forum bahtsul masail yang 
digelar dalam arena NU sejak dari tingkat cabang 
hingga pusat, ada sejumlah perkara yang hingga saat 
ini belum ditentukan secara pasti dan persis status 
hukumnya. Ada perkara yang memperoleh tiga 
status hukum yang berbeda. Seperti dalam bunga 
bank, yang diangkat adalah tiga pilihan hukum: 
haram, boleh, dan syubhat. Ada pula perkara yang 
ditunda penentuan status hukumnya, alias mauguf, 
seperti hukum asuransi. Persoalan ke-mauguf-an ini 
bukan berarti dalam NU tidak ada kepastian hukum, 
dan juga bukan berarti tidak adanya pendirian sama 


125 Penjelasan ini disarikan dari presentasi peneliti 
Batik Wiliam Kwan dalam seminar “Global Peace Festival” yang 
diselenggarakan oleh PBNU tahun 2010. 
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sekali. Yang ditekankan, seperti ditulis Gus Dur adalah 
pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak 
hitam-putih, melainkan penuh denganpilihan-pilihan. 
Dengan demikian, tidak berlebihan kalau dikatakan, 
beragama dalam pengalaman NU adalah the art of 
possibilities. Dengan mengambangkan status hukum 
atas suatu kasus dan membuatnya indeterminant 
atau mauguf, maka dimungkinkan untuk mencari 
dan menemukan pilihan-pilihan yang tidak hanya 
sebatas pada satu pendapat pasti saja yang kemudian 
diresmikan sebagai sesuatu yang benar dan absah 
untuk selama-lamanya. Tapi berupa pilihan-pilihan 
yang diakui sama dan sederajat posisinya dari sudut 
pandangan fikih. Dan pilihan-pilihan itu sendiri 
semuanya diakomodasi dalam pandangan fikih. 
Karena ada keyakinan bahwa, “orang-orang yang 
berijtihad dan tepat akan mendapat dua pahala, dan 
kalau keliru akan mendapat satu pahala”. 


Memang, dalam politik NU seringkali 
mengeluarkan keputusan yang secara sepintas 
tampak dibuat sembarangan, yang menurut orang 
dan pengamat dari luar, hanya memenuhi selera 
penguasa atau bersikap akomodatif terhadap 
kepentingan pemerintah. Persoalannya, yang 
menjadi pedoman NU bukanlah “strategi perjuangan 
politik (Islam)” atau “ideologi Islam” dalam artiannya 
yang abstrak, melainkan keabsahan di mata hukum 
fikih. Sejauh ditemukan penjelasannya dalam fikih 
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dengan beberapa argumen dan varian pendekatan 
dan pendapat, maka itu berarti sah secara fighiyyah. 
Artinya, masuk akal dan legal dari sudut pandang 
fikih. Pandangan seperti ini tentu berbenturan 
dengan pandangan yang dianut sebagian umat 
Islam yang memperlakukan Islam sebagai ideologi 
kemasyarakatan, bahkan ideologi politik. Dengan 
demikian, upaya menampilkan Islam sebagai 
“jalan hidup alternatif” yang membentuk sistem 
kemasyarakatan baru di luar dari yang telah ada, sulit 
diterima oleh para ulama NU. 


Kekuatan gagasan pribumisasi Islam 
Abdurrahman Wahid terletak pada basis kultur NU 
yang akomodatif dan fleksibel terhadap kebudayaan 
lokal. Selain itu, Gus Dur lah yang memperkenalkan 
pertama kali gagasan pribumisasi dalam konteks 
Islam di Indonesia yang masih di warnai semangat 
puritanisasi atau islamisasi. Meskipun energi 
pribumisasi masih terbatas seperti dikenal 
dalam proyek indigenous-sasi, inkulturasi atau 
kontekstualisasi agama namun ini sudah merupakan 
langkah maju dalam konteks menjembatani benturan 
keislaman dan keindonesiaan. 


Cara mendamaikan lokalitas dengan doktrin 
agama semacam ini juga menginspirasi penghayatan 
agama umat Kristen tahap kedua. Meskipun hanya 
berupa pengakuan tentang perlunya mengakomodasi 
atribut-atribut budaya lokal. Seperti fenomena 
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gereja bersolek adat kedaerahan. Bentuk bangunan 
peribadatan yang menyerupai pura di Bali, atau 
berupa kepala kerbau seperti di Toraja, pemanfaatan 
gamelan sebagai instrumen musik gereja atau 
penyebutan Yesus sebagai “guru”, dan lain-lain. 


Islam dengan karakter serupa juga digambarkan 
oleh para kiai, intelektual dan cendekiawan NU 
sebagai Islam Nusantara. Islam yang memiliki corak 
tertentu dan berinteraksi dengan secara luwes 
dengan tradisi atau khazanah Nusantara. Dengan 
kata lain Islam Nusantara dimaksudkan sebagai Islam 
yang memiliki karakter dan bercorak Nusantara 
yang mengakomodasi tradisi-tradisi dan alam 
pikiran orang Nusantara, dengan tetap berangkat 
dari titik pijak Islam. Ada satu titik pijak dari Islam 
yang memiliki kesamaan di mana-mana, dan dapat 
dicari kesamaannya dengan Islam di manapun. Akan 
tetapi, juga ada hal-hal yang mungkin hanya dapat 
ditemukan di wilayah Nusantara, sehingga menjadi 
bagian dari khazanah yang dikembangkan oleh para 
dai Islam Nusantara.??8 


Secara kepranataan, Islam Nusantara tersebar 
di seluruh wilayah nusantara dalam perwujudan 
sebagai jaringan keulamaan dan para penyebar 
Islam awal: kitab-kitab rujukan yang diajarkan (kitab 


126 Tim Penulis JMN, Gerakan Kultural Islam 


Nusantara, Yogyakarta: JMN dan Panitia Muktamar NU ke-33, 
2015, hal. 4. 
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kuning): tradisi-tradisi yang dibuat sebagai bentuk 
kreatifitas keagamaan, karya-karya sastra dan 
kesenian: taburan batu-batu nisan bertanda dan 
beraksara sebagai artefak-artefak, ilmu-ilmu batin 
dan hikmah yang masih dilestarikan hingga saat ini, 
penyanga-penyangganya di dunia pendidikan dan 
dakwah, masjid, pesantren, musala, langgar, tajug, 
surau, dan makam-makam para guru, wali keramat, 
dan pembuka desa. 


Secara umum tampak bahwa Islam Nusantara 
mewakili Islam yang toleran terhadap agama lain: 
ramah terhadap budaya lokal: kompatibel dengan 
zaman negara bangsa (nation-state): dan mau 
berbagi bersama untuk bekerjasama dengan agama 
dan penganut kepercayaan lain dalam membangun 
negara dalam NKRI. Islam yang dihasilkan adalah 
Islam yang lahir dari proses dialektis antara 
kesadaran dan nilai-nilai lokal dengan Islam sebagai 
agama pendatang. Wajah ini tentu saja berbeda 
dengan wajah Islam Timur Tengah yang ditampilkan 
intoleran, penuh kekerasan, dan berdarah-darah. 
Wajah demikian berkembang di Indonesia karena 
adanya sekelompok kecil umat Islam yang terjerat 
wahhabisme. 


Munculnya kesadaran ber-iIslam yang khas 
nusantara tersebut merupakan hasil dari proses 
panjang, berliku, dan melalui proses dinamis-kreatif 
Islam yang dilakukan para penyebar dan pembawa 
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Islam, bahkan orang penerusnya hingga saat ini. 
Kerja-kerja mereka ini yang memberikan tempat 
bagi kebutuhan lokal, dan mempribumikan nilai- 
nilai Islam, penggeser pandangan bahwa daerah asal 
(center) yang menjadi presentasi corak kebudayaan 
yang paling “benar”, dan daerah pinggiran (periphery) 
yang menjadi kawasan penerimanya dianggap sumir. 


Dengan demikian, Islam senantiasa 
berdialektika dengan zaman dan tempatnya, karena 
Islam yang lebih maslahah tidak mesti muncul di pusat 
tempat awal kemunculannya, yaitu Timur Tengah. 
Memang penyebaran Islam awalnya di Timur Tengah 
sebagai titik berangkatnya, namun hal tersebut tidak 
menunjukkan secara paralel bahwa Islam yang hidup 
dan berkembang di Timur Tengah saat ini sebagai 
jalan terbaik yang mewakili pandangan Islam dunia 
muslim. 


Bahkan agama-agama manapun akan 
mengalami ini. Kedinamisan Islam ini, adalah 
sebentuk dari Islam yang mengalami akulturasi 
dengan kebudayaan lain. Ini berbeda dengan 
sinkretisme, yang mencampurkan elemen-elemen 
yang saling bertentangan, sehingga seringkali 
memunculkan tipe-tipe baru yang secara substansial 
disertai hilangnya sebagian identitas elemen-elemen 
tersebut, bahkan hilang nilai-nilai substansinya. 
Dalam kasus pertemuan Islam dan budaya Jawa 
misalnya, yang terjadi adalah sesuatu yang menyatu 
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di dalamnya sehingga dengan demikian konsep 
sinkretisasi tidak dapat digunakan. Dalam hal ini, 
akulturasi adalah proses pertemuan kelompok- 
kelompok dan atau individu yang memiliki kultur 
berbeda dan berhubungan secara langsung dan 
intensif sehingga menyebabkan perubahan pola 
kultural dari salah satu atau kedua kultur yang 
bersangkutan.!” 


Islam Yang Menyejarah di Nusantara 


Islam pribumi-nusantara terlihat dari sejarah 
lahir dan berkembangan Islam di negeri zambrut 
khatulistiwa ini. Perjalanan sejarah dan proses 
islamisasi ini lalu membentuk watak yang akomodatif 
dan adaptatif yang memungkinkan terjadinya dialog 
yang kontruktif antara Islam dan kebudayaan lokal. 
Pertanyaan awal untuk memahami perkembangan 
Islam di Indonesia adalah kapan sebenarnya Islam 
mulai masuk ke nusantara. Kenyataannya tidak 
ditemukan jawaban yang seragam. Ada yang 
mengatakan sejak abad pertama Hijriyah oleh para 
pedagang Arab, ada pula yang menyatakan baru pada 
Abad 11/12 Masehi berdasarkan penemuan batu 
nisan kuburan muslim di Jawa Timur. Juga terjadi 
perbedaan pendapat mengenai apakah masuknya 
Islam ke Indonesia langsung dari Arab atau melalui 


127 Ibid., hal. 18-19. 
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India, atau bahkan justru dari wilayah lain, Kurdistan, 
atau Persia. 


Di antara perselisihan pendapat tersebut, 
umumnya orang bersepakat bahwa bahwa agama 
Islam yang datang ke nusantara setelah melewati 
saringan pengalaman religius India, yang telah 
dipengaruhi unsur-unsur mistik yang memungkinnya 
mudah diterima oleh masyarakat yang memang 
sebelumnya sudah menjadi pangkalan rohaniah 
agama Hindu dan Budha, termasuk Sriwijaya yang 
berpusat di Palembang dari Abad ke-7 sampai Abad 
ke-11 Masehi, dan Mataram, Singosari, dan Majapahit 
di Jawa dari Abad ke-9 sampai Abad ke-15 Masehi.'? 
Berdasarkan bukti-bukti historis (seperti Hikayat 
Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu) dan arkeologis 
(penemuan batu nisan) juga bisa dipastikan bahwa 
Islam tak hanya datang dan membentuk komunitas 
(seperti diisyaratkan oleh batu nisan itu), tetapi juga 
berkembang dan menyebar setelah pusat kekuasaan 
Islam berdiri. 


Di Jawa, Islam mulai memasuki arena 
kehidupan masyarakat pada masa perluasan 
kerajaan Majapahit. Peluang islamisasi ini terbuka 
sejak hubungan niaga antara Majapahit dengan 
India sangat erat terutama pada Abad ke-11 sampai 


128 Muhammad Tholchah Hasan, Prospek Islam dalam 
Menghadapi Tantangan Zaman, Jakarta: Penerbit Lantambora 
Press, 2007, hal. 130. 
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Abad ke-17 di mana India merupakan kerajaan Islam 
yang kuat dan berpengaruh besar dalam percaturan 
perdagangan di kawasan lautan Hindia termasuk 
Asia Tenggara. Tercatat pada 1416 M pemeluk Islam 
sudah tersebar di pesisir utara Pulau Jawa, meski 
umumnya mereka orang asing atau keturunan asing 
yang berasal dari India, Arab, dan lainnya. Sementara 
itu menurut ungkapan penjajah Portugis, pada 1498 
beberapa bupati di kabupaten pesisir utara Jawa 
telah memeluk agama Islam. Di sisi lain, kerajaan 
Samudera Pasai di ujung Pulau Sumatera telah berdiri 
di akhir Abad ke-13, dan baru menjadi kekuatan Islam 
dalam bidang maritim dan politik pada pertengahan 
Abad ke-15 dan awal Abad ke-16 sebelum akhirnya 
Malaka jatuh ke tangan Portugis. 


Gelombang Pertama 


Sebagaimana dicatat oleh Raffles, sebenarnya 
cukup lama para pemeluk Islam di Pulau Jawa hidup 
sebagai orang Islam tapi pengetahuannya tentang 
Islam sangat minim, amaliahnya masih dipengaruhi 
kuat oleh tradisi-tradisi pra-Islam. Mereka percaya 
adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya, 
tetapi syariat Islam dan hukum-hukum muamalahnya 
sangat terbatas. Tasawuf Islam rupanya lebih cepat 
terserap oleh mereka karena lebih dekat dengan 
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pengalaman-pengalaman kerohanian sebelumnya.??? 
Mereka ini kerapkali disebut sebagai muslim 
heterodoks yang barangkali bisa disamakan dengan 
penganut folk-religion di mana ekspresi keislamannya 
nampak dalam pengakuan syahadat dan keyakinan 
Islam akan kefanaan dunia dan kebakaan akhirat, 
serta kesadaran adanya batas antara dunia kini yang 
hag dan dunia lama yang bathil. Suasana kehidupan 
keagamaan periode awal inilah yang disebut oleh 
Taufig Abdullah sebagai “gelombang pertama” Islam 
di nusantara.!? 


Menarik bahwa pada gelombang pertama 
ini telah diletakkan dasar-dasar kosmopolitanisme 
Islam, yakni sikap kultural yang menjadikan diri bagian 
dari masyarakat yang kosmopolitan dengan referensi 
kebudayaan Islam. Penerjemahan syair-syair pujian 
kepada nabi (barzanji) dan mitos-mitos Islam (dari 
Arab dan Persia) ke dalam hikayat-hikayat Melayu 
dan dari Melayu ke Jawa, sudah dimulai. Dalam 
Hikayat Melayu, misalnya dilaporkan bahwa ketika 
sedang beristirahat dalam pertempuran menghadapi 
serangan Portugis (1511) para laskar Malaka 
menghendaki agar dibacakan Hikayat Muhammad 
Hanafiah, supaya mereka bisa menjadikan pahlawan 


129 Ibid., hal. 131. 

130 Taufik Abdullah, “Pemikiran Islam di Nusantara 
dalam Perspektif Sejarah”, Prisma, No. 3, Tahun XX Maret, 1991, 
hal. 20-27. 
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ledendaris ini sebagai contoh. Seolah-olah dirasakan 
bahwa keasingan “dunia” orang Persia pada zaman 
dulu ditiadakan sama sekali oleh prajurit Malaka, dan 
seakan-akan hendak ditegaskan bahwa Islam adalah 
landasan komunitas yang baru dan kosmopolit yang 
harus dibina. 


Gelombang Kedua 


Perkembangan Islam terus memasuki 
kehidupan semakin mendalam. Ini karena mulai 
ada kontak-kontak antara Islam di Jawa dengan 
negara-negara luas, terutama Arab, pada Abad ke- 
14. Beberapa orang datang ke Mekkah menunaikan 
ibadah haji, mempelajari Islam dan memahami Islam 
sebagai syariah lebih luas. Sepulang ke tanah air, 
mereka mulai mencanangkan pengaturan kehidupan 
sosial dengan hukum dan akhlak Islam, dan tradisi- 
tradisi diislamkan (islamisasi budaya). Periode ini 
sekaligus menandai “gelombang kedua” penyebaran 
Islam. 


Diakui benar bahwa “gelombang kedua” ini 
sungguh-sungguh menentukan bagi perkembangkan 
kehidupan dan kebudayaan masyarakat Islam 
nusantara. Perkembangan Islam perlahan-lahan 
beralih dari kecenderungan lama yang heterodoks 
menjadi lebih ortodoks (mentaati ketetapan syariah). 
Islamisasi kehidupan mulai dijalankan. Islam dipakai 
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sebagai prisma untuk melihatdan memahami realitas. 
Pusaka lama yang animistik dan hinduistik, misalnya, 
ditransformasikan ke dalam situasi pemikiran Islam 
dan tak jarang pula dipahami sebagai sesuatu yang 
islami. Dari sudut doktrin, telah berlangsung suatu 
pembelahan atau jurang lebar antara folk-religion 
(agama sebagaimana yang dipahami masyarakat) 
dan official-religion (agama sebagaimana teks-teks 
resmi mengajarkan). Tetapi justru saat ini pula agama 
mulai dirasakan sebagai bagian diri yang sah.!'1 


Di sini peran Wali Songo dalam perkembangan 
Islam di Jawa amat sangat menonjol dan mustahil 
diabaikan. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, 
Sunan Demak (atau dikenal dengan Raden Fatah, 
sebagian orang tidak memasukkannya sebagai Wali 
Songo), Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, 
Sunan Kudus, Sunan Drajat, Sunan Muria, Sunan 
Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Merekalah para 
ulama yang berjasa menyebarkan Islam di Jawa dan 
lalu melalui murid-muridnya di seluruh Indonesia, 
dengan hasil yang sangatgemilang karenapendekatan 
dakwahnya yang sangat variatif dan memperlihatkan 
keramahannya pada tradisi lokal masyarakat. Karena 
para Wali Songo ini telah mewarnai karakter Islam 
nusantara, maka rasanya perlu diuraikan beragam 
pendekatan dakwah yang mereka upayakan. 


131 Ibid. 
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Pertama, mereka yang menggunakan 
pendekatan teologis dengan menanamkan dasar- 
dasar keyakinan yang jelas, yang membedakan 
antara pandangan hidup Islam dan pandangan 
lainnya. Dalam kelompok ini diantaranya adalah 
Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Kedua 
waliyullah ini pertama-tama menggarap dakwah 
di kalangan masyarakat bawah (kasta waisya dan 
sudra) yang mayoritas dan mereka yang mudah 
diubah keyakinannya karena tidak dihalang- 
halangi oleh berbagai macam kepentingan. Kedua, 
mereka yang menerapkan pendekatan ilmiah, 
dengan mengembangkan dakwah secara sistematis 
dan metodologis. Salah satu dari mereka adalah 
Sunan Giri yang giat mendirikan pesantren- 
pesantren, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman 
sekaligus pengkaderan dan pelatihan dakwah dan 
penugasan dai, serta menciptakan metode dakwah 
lewat permainan seperti permainan anak-anak 
(jemblongan/jelitungan), tembang dolanan llir-llir, 
Padang Bulan, dan lainnya) yang mengandung makna 
dan nilai pendidikan islami. 


Ketiga, mereka yang menggunakan pendekatan 
kelembagaan, sebagaimana dilakukan Sunan Demak 
(Raden Fatah), Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati 
dengan mendirikan pemerintahan atau kekuasaan 
lembaga peribadatan seperti masjid-masjid, dan 
lain sebagainya. Pengaruh mereka sangat besar, 
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khususnya di kalangan para birokrat dan pedagang. 
Sunan Kudus dikenal juga sebagai penyandang 
dana, perumus strategi dakwah, dan dikenal banyak 
orang karena menara masjid peninggalannya. 
Keempat, mereka yang menggunakan pendekatan 
sosial sebagaimana yang dipraktekkan Sunan Drajat 
dan Sunan Muria yang lebih suka hidup sederhana 
di tengah-tengah rakyat kecil di pedesaan, jauh 
dari keramaian, dan membina mereka dalam 
meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan 
sosialnya. Dan kelima, pendekatan kultural, 
sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan 
Sunan Bonang. Dengan kemampuan intelektualnya 
dan kedalaman penghayatannya terhadap Islam, 
keduanya melakukan islamisasi budaya masyarakat, 
di samping mengembangkan wawasan budaya yang 
baru yang islami. Dari mereka kita kenal Gapura 
Masjid (dari asal kata “Ghafuro”), Gamelan Sekaten 
(asal kata “syahatain”), baju takwo (baju takwa), dan 
lain-lainnya. 


Kendati demikian, di masa hidup para Wali 
Songo ini juga terdapat dua gejala dominan yang 
saling berkaitan, yakni tumbuhnya renungan tasawuf 
yang mempersoalkan hubungan manusia dengan 
hakikat tertinggi dan abadi, dan perumusan sistem 
otoritas dan landasan kekuasaan. Ketegangan di 
antara dua gejala ini tidak bisa dimungkiri telah 
melahirkan peristiwa dihukumnya Syekh Siti Jenar 
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oleh para Wali Songo dan dibakarnya kitab-kitab 
Hamzah Fansuri dan Syamsudin As-Sumatrani. 
Menariknya, saat itu kira-kira pada tahun 1603 mulai 
ada perumusan sebuah teori kenegaraan dalam 
pendekatan sufistik dan ajaran moral politik yang 
disusun oleh pengarang Aceh bernama Buchari al- 
Jauhara berjudul Tajus Salatin (Mahkota Segala 
Raja-Raja), salah satu Kitab Melayu yang paling awal 
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Menurut 
Taufik Abdullah, kitab ini merupakan pemula ke arah 
terumuskannya “ortodoksi kraton” di nusantara yang 
bercorak integratif dan dialogis.'? 


Gelombang Ketiga 


“Gelombang ketiga” Islam di tandai oleh 
semakin mengeraskan proses ortodoksi yang 
menuntut keselarasan antara keyakinan agama dan 
tata kehidupan sosial dan pribadi. Di sini orientasi 
pada fikih-minded sudah mulai mendominasi 
dengan memaksakan terhapusnya apa yang disebut 
sebagai khurafat. Beberapa cara keras dipakai untuk 
merealisasikan penyesuaian folk-religion ke dalam 
keharusan official-religion. Mereka adalah gerakan 
Padri di Sumatera yang banyak memperoleh pengaruh 
dari aliran wahhabisme Arab Saudi dan para “ulama 
istana” Palembang yang menulis kitab-kitab yang 


132 Ibid., hal. 21. 
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tidak saja meneguhkan keberlakuan syariat tapi juga 
menyerang segala khurafat dan bidah. 


Menariknya, pada periode “diserang” inilah 
sebenarnya pesantren-pesantren yang sudah 
lama dirintis sejak para Wali Songo begitu cepat 
menyebar, tradisinya semakin menguat dan jaringan 
guru-murid yang menjadi landasan kelembagaannya 
semakin mengakar. Bisa dipastikan bahwa perluasan 
dan penguatan tradisi pesantren ini juga didukung 
oleh institusionalisasi pemikiran sufisme dan 
tarekat, yang persebaran dan pengaruhnya tidak 
bisa dibendung oleh gerakan-gerakan “puritanisme” 
dalam kehidupan agama, sebagaimana diperlihatkan 
kaum Padri. Meskipun dalam periode ini juga muncul 
ketegangan antara fikih-minded dan sufism-minded 
serta tarekat heterodoks dan tarekatortodoks, ulama- 
ulama besar juga muncul dengan berbagai renungan 
dan pikiran keagamaannya, dan adapun pesantren 
sendiri memperlihatkan dirinya sebagai basis Islam 
tradisional yang makin mantap di Nusantara." 


Gelombang Keempat 


Sementara itu awal abad ke-20 merupakah 
masa yang tepat untuk membatasi periode 
“gelombang keempat” perkembangan Islam. Pada 
masa ini kosmopolitanisme Islam berwajah sangat 
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ortodoks dan politis yang umumnya berwajah 
“pan-islamis” yang memakai baju “modernisme 
Islam”. Sebagaimana sudah dimafhumi, kehadiran 
ortodoksi baru ini semula merupakan respon atas 
kemunduran umat Islam saat itu yang disebabkan 
oleh menurunnya mutu kepemimpinan, perpecahan 
umat Islam, kemandekan berpikir, lemahnya mutu 
iman dan takwa, dan seterusnya. Karena itulah untuk 
membangkitkan kembali semangat Islam, kelompok- 
kelompok pembaru pan-islamis ini menawarkan 
konsep “pemurnian” Islam dan penghapusan segala 
macam bentuk tahayul, bidah dan khurafat yang 
dianggap biang kerok kejumudan. 


Namun kenyataannya apa yang nampak 
jelas menandai gelombang ini adalah perseteruan 
antara mereka yang menyebut diri sebagai “kaum 
reformis Islam” dan mereka yang disebut sebagai 
“kaum tradisionalis Islam” yang berbasis luas di 
pesantren-pesantren seluruh nusantara. Masalah 
yang melatarbelakanginya adalah karena gerakan 
pembaruan tersebut mendefinisikan secara 
sepihak makna “pemurnian” dan pembaruan yang 
menyerang praktek keagamaan ahlussunnah wal 
jama'ah yang mereka anut. 


Gejala ini sebenarnya merupakan kelanjutan 
dari proses pengerasan ortodoksi sebelumnya, yang 
hendak “memurnikan” kehidupan keagamaan dan 
memberantas segala macam khurafat dan bidah 
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(yang sebenarnya dalam konteks baru ini diarahkan 
kepada kaum tradisionalis). Kaum reformis bukan 
hanya menuduh praktek keagamaan tradisional 
sebagai bidah dan syirik, tetapi dengan cara 
menggugat tradisi keagamaannya berarti telah pula 
melemahkan sistem otoritas tradisional para kiai dan 
ulama. Selain itu pada masa inilah Islam, dalam kaca 
mata kaum reformis, ditransformasikan menjadi 
suatu “ideologi politik” yang dianggap sebagai 
cara pandang satu-satunya yang memungkinkan 
kaum muslimin keluar dari keterbelakangan. Alih- 
alih kemajuan atau kebangkitan, gelombang ini 
dalam konteks kehidupan kebangsaan justru hanya 
diwarnai oleh perdebatan-perdebatan khilafiah, di 
mana pengerasan ortodoksi dalam politik “negara” 
tidak menghasilkan cita-cita integrasi umat yang 
diperlukan.??' 


Dengan kata lain, di dalam perkembangan 
Islam di tanah nusantara, segala upaya yang 
hendak meletakkan Islam sebagai “ideologi politik” 
atau menghadirkan Islam dalam wajahnya yang 
puritan, ortodoks dan ekstrem tidak sepenuhnya 
memperoleh tempat luas di masyarakat yang plural, 
dan alih-alih akan mengalami kegagalan dengan 
sendirinya. Kegagalan puritanisasi dan ideologisasi 
Islam inilah yang oleh Taufik Abdullah melahirkan 
“gelombang kelima” perkembangan Islam, di 
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mana islamisasi negara tidak lagi menjadi sasaran 
perjuangan, melainkan strategi sosio-kultural yang 
langsung memperhadapkan diri pada masalah riil 
kemasyarakatan. 


Ahlussunah wal Jama'ah sebagai Jantung dan 
Mayoritas Islam Indonesia 


Proses panjang dialektika antara folk-religion 
dengan official-religion dalam rentang sejarah 
panjang Islam di Nusantara di atas melahirkan 
sebentuk corak Islam yang disebut sebagai 
Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Apakah Aswaja? 
Mengapa Aswaja disebut sebagai jantung yang 
merepresentasikan Islam Indonesia? Orang-orang 
pesantren memaknai Aswaja sebagai ketaatan 
kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya. Lebih tepatnya, ajaran Rasulullah dan 
para sahabatnya sebagaimana diwariskan oleh para 
ulama besar Abad Pertengahan. Warisan khazanah 
Islam yang berbentuk karya-karya “kitab kuning” 
agung. Karakteristik wawasan dan ajaran Aswaja 
warisan para ulama itu adalah moderat (tawassuth), 
itidal (adil dan lurus), tawazun (keselarasan 
dan keseimbangan), dan tasamuh (toleran) baik 
dalam bidang akidah, syariah, akhlak, dan sosial- 
politik. Prinsip-prinsip yang mampu menjaga para 
pengikutnya dari keterperosokan kepada perilaku 
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keagamaan yang ekstrem, tapi sekaligus juga mampu 
melihat dan menilai fenomena kehidupan secara 
proposional.?$ 


Bila pokok-pokok ini harus dijelaskan secara 
singkat, maka moderasi yang dimaksudkan 
meliputi keseimbangan antara penggunaan dalil 
nagli (wahyu) dan agli (akal), antara pendapat 
yang saling ekstrim (misalnya Jabariyah dan 
Oadariyah dalam hal takdir), dan moderat 
dalam menghadapi perubahan dunia. Dalam 
bidang fikih, keseimbangan terletak di antara 
posisi kemauan berijtihad dan taklid buta, yang 
berarti mengikuti mazhab-mazhab yang ada. 
Singkatnya, dalam penyebaran Islam, tujuan 
utamanya adalah terlaksananya nilai-nilai Islam 
di dalam masyarakat melalui cara apapun yang 
disesuaikan dengan kondisi sosial dan situasi 
budaya masyarakat setempat. Karena itu kaum 
Ahlussunnah tidak pernah mendeklarasikan 
diri untuk menghancurkan tradisi dan budaya 
lokal, melainkan menyelaraskan budaya- 
budaya itu dengan nilai-nilai Islam, tanpa harus 
memusuhinya. Dalam hal ini berlaku kaidah “AI- 
muhafadloh ala al-gadim al-shaleh wa al-akhdzu 


135 Lihat Muhammad Thalhah Hasan, Wawasan 
Umum Ahlussunnah wal Jama'ah, Jakarta: Lantabora Press, 
2006. Bandingkan juga dengan Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja 
An-Nahdliyah, Surabaya: Penerbit Khalista dan LTN-NU Jawa 
Timur, 2007. 
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bil al-jadid al-ashlah”, yaitu melestarikan kebaikan 
yang ada dan mengambil atau mengkreasi sesuatu 
yang baru yang lebih baik. 


Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, Islam 
Indonesia adalah produk sejarah perkembangan 
Islam di Nusantara. Penyiaran dan perkembangannya 
sejak abad ke-11/12 Masehi berjalan cepat, 
merata, dengan cara damai dan sukarela. Selain 
itu, penerapan ajaran Islam berlangsung secara 
luwes, lentur dan akomodatif. Islam datang ke 
bumi Nusantara sepenuhnya dengan pendekatan 
kebudayaan, bukan militerisme. Ia berkembang 
melalui kegiatan pendidikan, kesenian, ekonomi, 
perdagangan, dan perkawinan yang lambat laun 
menyebar ke pulau-pulau seluruh Tanah Air. Islam 
juga tidak selalu tampil dalam bentuk pemerintahan, 
melainkan lebih banyak sebagai cara peribadatan, 
hukum positif setempat, dan pengajaran kitab-kitab 
kuning di masyarakat. Mereka merasa cukup dengan 
posisi kooperatif dan adaptatif terhadap sistem dan 
struktur pemerintahan tradisional setempat. 


Sejak dulu gerakan-gerakan sufi besar terwakili 
di masyarakat seperti terbukti dari perdebatan- 
perdebatan tentang ajaran-ajaran tauhid dan tasawuf 
dari para tokoh masa lampau seperti Al-Raniri, Abdur 
Ra'uf Singkel, Hamzah Fansuri, dan tokoh legendaris 
Syek Siti Jenar dan lawannya, para Wali Songo. Seperti 
yang terlihat dari gelombang pemikiran Islam di atas, 
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fikih menjadi hukum positif kebanyakan masyarakat 
di masa lampau, dan berpadu dengan hukum adat 
setempat. Mazhab Syafi'i dianut dominan oleh 
masyarakat, karena mudah diterima berkat ushul 
fikih-nya yang mencantumkan cara-cara menyerap 
hukum adat ke dalam hukum fikih melalui perangkat 
kaidah “al-adah muhakkamah”. Lebih jauh lagi fikih 
dalam perjalanannya di negara Indonesia memasuki 
sistem hukum nasional model Barat. Kedudukan 
penting hukum fikih ini juga terlihat dalam sejumlah 
pepatah, seperti “Adat basandi syara', syara" 
basandi kitabullah” di Minangkabau, dan “hukum 
bak kata meurehum dan adat bak kata Syah Kuala” 
di lingkungan Kesultanan Aceh terdahulu. Dan yang 
tak boleh terlupakan adalah keberadaan pesantren 
(surau, rangkang, dan dayah) sebagai lembaga 
pendidikan tradisional dan modern sekarang ini yang 
tersebar di seluruh penjuru Nusantara.!8 


Taufik Abdullah, sejarahwan, membuat catatan 
yang menarik mengenai perkembangan Islam 
di Indonesia ini. Menurut dia, dari sudut sejarah 
intelektual (histoire de mentalite), perkembangan 
Islam tersebut setidaknya memiliki beberapa 
makna penting yang relevan. Pertama, Islam mulai 
berkembang di Nusantara ketika agama telah 


136 Lihat juga Abdurrahman Wahid, Pergulatan 
Negara, Agama, dan Kebudayaan, Depok: Penerbit Desantara, 
2001, hal. 151. 
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“lulus ujian” dalam menghadapi peradaban besar 
Persia, Hellenisme, Byzantium, dan India. Kendati 
aspek struktural kebudayaan Islam ini dipengaruhi 
oleh peradaban-peradaban itu, Islam sebagai 
agama tetaplah merupakan pertanggungjawaban 
transendental yang tetap utuh. Jadi, Islam yang 
tumbuh dan berkembang merupakan jalan hidup 
masyarakat, bukan suatu ideologi politik. 


Kedua, patokan ortodoksi Islam Aswaja 
sebenarnya telah dibakukan melalui sistem 
bermazhab yang telah ditentukan. Mayoritas ulama 
juga telah membuat batas-batas yang dibolehkan 
dalam kebebasan berpikir (filsafat) dan praktek- 
praktek tasawuf. Dan ketiga, Islam mulai menyebar 
ketika 'urf atau adat istiadat, yang memungkinkan 
terjadinya variasi lokal, telah merupakan bagian dari 
ketentuan yang diakui di dalam kanon hukum Islam, 
dan tidak sekadar kenyatan yang ditolelir. Selanjutnya, 
Taufik juga menegaskan bahwa kesemua faktor 
historis ini membawa akibat pada corak keprihatinan 
dan renungan keagamaan Islam yang khas Indonesia. 
Islam yang telah dipribumisasikan dalam kehidupan 
sosio-kultural sehari-hari. 


Pandangan ini menjadi bukti refleksi yang 
meneguhkan bahwa Aswaja adalah karakteristik 


137 Abdullah, Op. Cit. 
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Islam Nusantara. Dan terbukti bahwa segala upaya 
untuk membelokkan kebenaran watak Islam 
tersebut ke arah sikap yang intoleran, keras, puritan, 
ekstremis dan a-kultural akan menuai perlawanan 
dan kehilangan relevansinya sebagai rahmat bagi 
semesta alam (rahmatan lil alamin). Karena itu 
tidak salah bila dikatakan bahwa Aswaja adalah 
jantung yang merepresentasikan kehidupan Islam di 
Indonesia. 


Islam Indonesia sebagai Komplementer 


Kini tibalah kita menjawab sebuah pertanyaan, 
mengenai karakteristik Islam Indonesia dan 
hubungannya dengan gerakan-gerakan Islam yang 
ada. Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa 
karakterististik Islam Indonesia — sebenarnya 
didominasi oleh warna Islam Aswaja yang berkarakter 
tawassuth (moderat), i'tidal (tegak lurus dan adil), 
tawazun (selaras dan seimbang), dan tasamuh (penuh 
toleransi) sehingga terbukti mampu melihat, menilai 
dan merespon fenomena kehidupan sosial, ekonomi, 
politik dan kebudayaan secara proporsional. 


Karakter Ahlussunnah, sebagai ciri utama 
kaum pesantren, mengikuti keteladanan Wali Songo 
yang menyebarkan Islam di Nusantara. Sebagai 
pewaris nabi, Wali Songo melakukan dakwah dengan 
pedoman yang jelas. Dalam menyikapi tradisi 


246 


Islam Paripurna 


setempat misalnya, diilhami oleh Nabi Muhammad 
sebagai panutan dengan mencontoh ibadah haji. 
Haji adalah ibadah yang sudah ada sejak sebelum 
kelahiran Islam, kendati demikian haji tidaklah 
dihilangkan, melainkan disi dengan ruh tauhid dan 
dibersihkan dari kotoran syirik. Sikap inilah yang 
kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para 
pengikutnya, termasuk Wali Songo, yang disebut 
dengan kaum Sunni. 


Kearifan menjadi kata kunci bagi dakwah kaum 
Aswaja. Dan kearifan pula yang memungkinkan 
negara Indonesia dan Islam Indonesia masih 
bertahan hingga kini. Dari tangan kaum Sunni 
muncul pemimpin-pemimpin Islam yang menyatu 
dengan umat dan masyarakat, yakni para ulama kiai. 
Mereka adalah tokoh-tokoh populis, bukan kaum 
elitis. Barangkali sebab itu pula mengapa umat Islam 
di Indonesia menjadi tahan gangguan dan tahan 
pukul, demikian kata Kiai Muchit Muzadi.!?8 Selama 
350 tahun dijajah Belanda yang anti Islam, namun 
tetap bergeming dan masih eksis. Ini berbeda halnya 
dengan komunitas Islam di kawasan lain seperti 
Spanyol. 


Kearifan ini pula yang nampak membentuk 
Islam Indonesia. Kearifan yang melahirkan apa 
yang disebut Kiai Achmad Siddig sebagai ciri-ciri 


138 KH. Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif 
Sejarah dan Ajaran, Surabaya: Penerbit Khalista, 2007, hal. 159. 
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Islam Indonesia yang terlukis sebagai: “Lebih tertib 
dalam mengerjakan ibadah, lebih toleran terhadap 
perbedaan pandangan, tetap setia pada kesatuan 
kelompok (bangsa dan negara) tanpa mengurangi 
kesetiaan terhadap  universalitas — Islam.” 5? 
Dalam masalah-masalah sosial dan kenegaraan, 
pendekatan-pendekatan fikihiyyah membuat kaum 
Sunni relatif lebih mudah menerima ketentuan 
pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan 
berorganisasi dewasa ini. Demikian pula mengenai 
ideologi, Islam Indonesia mampu keluar dari kesulitan 
yang dimunculkan oleh pandangan Islam sebagai 
“jalan hidup alternatif” yang membentuk sistem 
kemasyarakatan baru di luar sistem yang sudah ada. 


Islam Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai 
substantif, artinya nilai-nilai keislaman ketimbang 
bentuk atau simbolnya belaka. Karena itu pula Islam 
mampu berintegrasi ke dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, dengan cara mengedepankan nilai- 
nilai demokrasi, keadilan sosial, kemanusiaan, dan 
persamaan di depan hukum. Bagi kaum Islam Sunni, 
hal ini merupakan operasionalisasi dari kaidah 
hukum fikih yang dianutnya yakni “tasharraful 
imam “ala ra'iyyatihi manuthun bil mashlahah” 
(tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan 
oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka). 


139 Andree Feillard, NU Vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, 
Bentuk dan Makna, Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 252. 
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Singkatnya, Islam Indonesia adalah wajah Islam yang 
telah dipribumisasikan dalam konteks sosial dan 
budaya Indonesia. Sebagaimana diperlihatkan dalam 
aktivitas dan peran yang dimainkan oleh komunitas 
Islam terbesar di tanah air: NU dan Muhammadiyah. 


Menarik untuk dinyatakan bahwa dalam 
sejarah Indonesia, terdapat pandangan yang 
berbeda dengan kenyataan Islam Indonesia 
tersebut. Seperti dicatat dengan baik oleh 
Abdurrahman Wahid, ternyata tidak sedikit 
kalangan elit Islam yang berpendirian bahwa Islam 
adalah sistem kemasyarakatan dan kenegaraan yang 
harus didirikan di nusantara. Pendirian ini terlihat 
jelas misalnya pada tahun 1930-an sampai 1940- 
an, namun sayangnya gerakan elit tersebut tidak 
selaras dengan fakta objektif bahwa sebagian besar 
kaum muslim justru lebih cenderung untuk hanya 
menggelorakan kesadaran berbangsa sebagai cita- 
cita politik. Kemudian secara bertahap tetapi pasti, 
penerimaan atas kenyataan sosial telah berlangsung 
di kalangan gerakan Islam. Muhammadiyah, 
misalnya, menyatakan diri tidak terlibat dengan 
partai politik manapun sejak tahun 1970, setelah 
menyatakan secara tak langsung sia-sianya upaya 
mengembalikan perjalanan sejarah bangsa kepada 
sesuatu yang dianggap “islamis”. Demikian pula NU, 
dalam rumusan hasil Muktamar ke-27 di Situbondo 
yang menyebutkan Republik Indonesia sebagai 
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bentuk final dan upaya muslimin untuk membentuk 
negara di kawasan Nusantara.” 


Terkait dengan aspek kesejarahan 
perkembangan hakikat negara dan bangsa dalam 
pemikiran kaum muslim tersebut, satu pernyataan 
penting yang harus dikemukakan di sini adalah bahwa 
peran ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan 
merupakan faktor komplementer bagi komponen- 
komponen lain yang menjadi pembentuk dan pengisi 
kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia. 
Jadi, Islam sepenuhnya bukanlah faktor tandingan 
yang akan berfungsi disintegratif terhadap kehidupan 
berbangsa dan bernegara." 


Kendati demikian, penegasan tersebut 
bukan berarti mengabaikan kenyataan lain tidak 
sedikitnya kalangan pergerakan Islam lain yang 
berpegang pada pola idealistik yang menganggap 
Islam sebagai “pemberi warna tunggal” bagi 
kehidupan masyarakat. Tetapi keberadaan mereka 
tetaplah tidak bisa menutup kenyataan dominan 
bahwa komunitas Islam terbesar di negeri ini, 
terutama yang diwakili oleh komunitas NU dan 
Muhammadiyah, sudah tidak mempersoalkan lagi 
apa yang terus dimasalahkan oleh sekelompok 
kaum pergerakan tersebut. Sebuah kenyataan yang 


140 Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, Jakarta: 


The Wahid Institute, 2007. 
141 Ibid., hal. 236. 
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tak terbantahkan untuk memahami karakteristik 
Islam Indonesia dewasa ini yang moderat, toleran 
dan berkeadilan. 


Indonesia sebagai Tempat yang Nyaman Bagi Umat 
Islam dan Umat Non-Islam 


Pada bagian ini penulis ingin mengemukakan 
lebih lanjut wajah keindonesiaan sebagaimana 
yang dipromosikan oleh kaum Sunni. Tujuannya 
jelas bahwa memperlakukan Islam sebagai faktor 
komplementer dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara membawa konsekuensi keterlibatan 
dirinya secara integratif dalam menyelesaikan 
masalah-masalah dalam kehidupan warga negara. 


Tentu saja pandangan NU sebagai organisasi 
Islam penting dikemukakan di sini karena ia mewakili 
komunitas Sunni terbesar di nusantara yang sejak 
kelahirannya secara aktif dan inovatif ikut melukis 
wajah cantik Indonesia dewasa ini. 


Pandangan NU tentang Pluralisme Keagamaan 


Pikiran-pikiran mendasar NU mengenai 
pluralisme keagamaan terumuskan secara jelas 
dan konkrit melalui konsepnya tentang ukhuwwah 
Islamiyah (persaudaraan Islam), ukhuwah 
wathaniyah (persaudaraan setanah air) dan 
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ukhuwwah  basyariyah (persaudaraan sesama 
manusia), yang pertama kali diperkenalkan oleh Kiai 
Achmad Siddig, mantan Rais 'Am PBNU. 


Bagi NU ketiga jenis persaudaraan tersebut 
adalah jalinan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, di 
mana ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah 
dan ikhuwah basyariyah bersumber dari landasan 
yang sama yakni ajaran-ajaran Islam. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah yang berbunyi: 
”Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan 
kamu dari laiki-laki dan perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. 
(OS. Al-Hujarat: 13) 


Melalui ayat itu nampak jelas bahwa Islam 
mengajarkan persaudaraan, kerukunan dan 
hubungan yang baik antar sesama manusia yang 
kemudian dikenal dengan hablum minannas. 
Sedangkan manusia sendiri jenis, etnis, dan 
agamanya bermacam-macam. Di antara mereka 
adalah manusia seagama, manusia sebangsa 
dan setanah air, dan antar sesamanya yang 
tidak memperdulikan asal laterbelakang sosial 
dan agamanya. Terhadap mereka ini, Islam 
mengajarkan persaudaraan, yang lalu disebut 
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oleh Kiai Achmad Siddig dengan ketiga sebutan 
di atas.'“2 


Lebih dari itu semua, pada dasar NU menyadari 
dirinya berada di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat Indonesia yang plural. Mereka beraneka 
ragam suku, budaya, agama, bahasa dan adat istiadat 
hidup. Sehingga realitas ini dipahami oleh NU 
dengan semangat dan kepedulian sebagai sesama 
anak bangsa. Semangat itu meliputi: ruhut tadayyun 
(semangat keagamaan), ruhul wathaniyah (semangat 
cinta Tanah Air), ruhut ta'addudiyah (semangat 
menghormati perbedaan/pluralisme), dan ruhul 
insaniyah (semangat penghargaan terhadap harkat 
kemanusiaan). 


Semangat pertama, yakni ruhut tadayyun, 
berarti NU mendorong warganya untuk selalu 
meningkatkan pemahaman terhadap nilai- 
nilai agama yang ramah, damai dan moderat 
(tawassuthh). Sikap demikian ini berarti 
mengharuskan NU agar mengajak seluruh 
komponen bangsa ini mengembangkan 
kemoderatan di tengah-tengah masyarakat tanpa 
memandang latar belakang sosial dan budayanya. 


142 Lihat Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan 
Ajaran, Op.cit., hal. 170-171. 

143 Tim PWNU Jawa Timur, Op. Cit., hal, 47-50. 
Bandingkan, Said Agil Siradj, Tasawuf sebagai Kritik Sosial, 
Jakarta: Penerbit Mizan & Yayasan Khas, 293-295, 2006. 
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Semangat kedua, yakni ruhul wathaniyah. 
Semangat ini sudah menjadi bagian dari nadi 
pergerakan NU terutama yang dibuktikan 
melalui pergerakan kebangsaan dan perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Bahkan NU telah 
membuktikan dirinya mengedepankan 
persatuan dan solidaritas bangsa, ketimbang 
memperjuangkan secara mati-matian aspek- 
aspek dan bentuk-bentuk simbolik dari keyakinan 
sepanjang tidak merusak akidahnya. Ini misalnya 
terlihat dari kerelaan NU menghilangkan “tujuh 
kata” dalam rumusan Pancasila sila pertama, dan 
penolakannya terhadap formalisasi syariat Islam 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Adapun semangat ketiga, ruhut ta'addudiyah, 
menekankan pentingnya mempertahankan 
keanekaragaman bangsa. Bagi NU, pluralisme 
atau keanekaragaman bukanlah kekurangan atau 
rintangan yang harus dihapuskan, melainkan 
peluang dan kekayaan sehingga mengharuskan 
warga NU untuk menghargai dan menghormatinya 
sepenuh hati. Lagi pula ini merupakan konsekuensi 
dari semangat cinta Tanah Air (ruhul wathaniyah) 
yang secara objektif memiliki keragaman sosial dan 
budaya. Sedangkan ruhul insaniyah mendorong agar 
semua warga negara Indonesia sebagai bagian dari 
warga masyarakat dunia menghormati hak-hak dasar 
manusia. 
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Karena itu berdasarkan semangat ini, NU juga 
merasa terpanggil untuk terlibat dalam agenda 
penegakan hak-hak atas kebebasan beragama dan 
berkeyakinan. Muktamar ke-32 menyerukan agar 
pemerintah segera merumuskan RUU tentang 
perlindungan kehidupan umat beragama yang 
dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki 
kebebasan sepenuhnya dalam mengamalkan ajaran 
agamanya dan pada saat yang sama menghormati 
kebebasan orang lain.1” 


Perjuangan NU dalam Penegakan HAM 


NU mencerminkan Islam Nusantara yang humanis 
dan manusiawi. NU memiliki argumentasi mendasar 
mengapa ia mesti menghadirkan Islam dalam warna 
kemanusiaan yang kental termasuk terlibat dalam 
wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Visi 
Islam sebagaimana dipahami oleh kaum Sunni adalah 
pembawa kedamian dan kasih sayang (rahmatan lil 
alamin). Visi ini terefleksi kuat di dalam keseluruhan 
teks-teks ilahiyah baik yang berkenaan dengan masalah 
teologi, syariat, maupun tasawuf dan akhlak. Dan 
konsepsi rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung 
menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak 
dasar manusia (hugugul insan). 


144  Hasil-Hasil Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama, 
Jakarta: PBNU, 2010, hal. 187-198. 
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Di dalam Islam sendiri, pemenuhan HAM 
sebenarnya secara implisit sudah dielaborasi oleh 
para ulama melalui konsep al-mabadi' al-khamsah 
atau lima prinsip dasar kemanusiaan. Kelimanya ini 
merupakan panggilan agar umat muslim menghargai 
dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan (“adalah), 
persamaan (musawah), kesepakatan (musyawarah), 
solidaritas (ta'awun), dan kebebasan (hurriyyah). 
Sehingga penegakan HAM merupakan imperatif bagi 
segenap kaum muslim. Apalagi dalam jurisprudensi 
Islam, telah ditetapkan standar baku mengenai sikap 
ini, yakni diistilahkan dengan al-kulliya al-khamsah 
atau lima prinsip pokok agama, yang meliputi: 
hifdz al-din (perlindungan untuk menganut dan 
mengamalkan agama), hifdz al-nafs (perlindungan 
keselamatan jiwa), hifdz al-'agl (perlindungan atas 
kebebasan bernalar), hifdz al-'irdh (perlindungan 
kehormatan), dan hifdz al-nasl wa al-mal 
(perlindungan kelangsungan keturunan dan harta 
benda). 


Bila dielaborasi lagi, perlindungan atas agama 
berarti perlindungan atas keyakinan yang teramat 
penting bagi semua manusia yakni agama. Dapat 
dipahami jika pengakuan atas hak beragama dan 
berkeyakinan dilindungi, maka pengakuan atas 
identitas kelompok seperti ras, etnik, budaya, 
pemikiran dan keyakinan politik juga dakui dan 
dilindungi. Perlindungan atas jiwa berarti pengakuan 
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terhadap mulianya hidup (nyawa) manusia 
sehingga segala bentuk kekerasan dan kekejaman 
harus ditolak. Perlindungan jiwa juga termasuk 
pemenuhan atas kebutuhan fisik minimal yang harus 
diperoleh seseorang untuk menjadi manusia yang 
layak. Perlindungan atas akal berarti pemenuhan 
kebutuhan akan pendidikan, kebebasan berfikir, 
kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, 
mengemukakan pendapat, kebebasan melakukan 
penelitian, kebebasan melakukan — aktivitas 
intelektual dan lain sebagainya untuk memperkaya 
mutu peradaban umat manusia. Perlindungan 
atas kehormatan diri berarti perlindungan atas 
kehormatan (dignity) seseorang termasuk kehidupan 
privacy setiap orang, terhadap serbuan kebudayaan 
massa yang melanda setiap aspek kehidupan pribadi 
manusia modern. Sementara itu perlindungan atas 
keturunan berarti pemenuhan atas hak beregenerasi, 
termasuk jaminan kelestarian sumberdaya bagi 
kebutuhan generasi mendatang, pemenuhan akan 
penciptaan lingkungan yang baik bagi anak cucu 
untuk menjalani kehidupan yang wajar dan layak. 
Jaminan atas hak milik mencerminkan haramnya 
perampasan kepemilikan secara sewenang-wenang, 
serta jaminan bagi keadilan akses terhadap kekayaan 
negara demi tercukupinya kebutuhan hidup manusia. 
Dalam konteks ini NU mengakui bahwa pemenuhan 
terhadap hak-hak tadi merupakan realisasi maslahah 
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ammah berdasarkan orientasi pada magashid as- 
syariah atau tujuan dasar syariat untuk mewujudkan 
dan menjaga kebaikan dan kemakmuran rakyat. 


Dalam konteks ini NU mengakui bahwa 
pemenuhan terhadap semua ini adalah realisasi 
maslahah ammah berdasarkan orientasi pada 
magashid as-syariah atau tujuan dasar syariat untuk 
mewujudkan dan menjaga kebaikan dan kemakmuran 
rakyat. Dari paparan ini selanjutnya bisa dijelaskan 
bagaimana sesungguhnya NU berhubungan dengan 
kelompok-kelompok adat dan budaya minoritas. 
Kiai Achmad Siddig, misalnya, jelas menegaskan 
bahwa Islam mengakui adanya keragaman kelompok 
manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. 
Oleh karena itu dia menyerukan agar satu sama 
lain untuk saling mengenal dan mengakui eksistensi 
yang lain.“$ Ini berarti ditegaskan posisi NU yakni 
menghormati semua warga negara tanpa membeda- 
bedakan satu sama lain, tanpa sikap diskriminatif. 


Dalam rekomendasinya, dari muktamar ke 
muktamar, NU menegaskan pentingnya pemajuan, 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. 


145 Lihat dan bandingkan dengan, Tim PWNU Jawa 
Timur, Op. Cit., hal. 37-45. Terutama pada bagian “Mabadi' 
Khoira Ummah”, hal. 37-45. Bandingkan dengan Siradj, Op.cit., 
hal. 337-349. Bandingkan juga dengan Abdurrahman Wahid, 
Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Jakarta: The Wahid Institute, 
2006, hal. 119-158. 

146 Feillard, Op. Cit., hal. 251. 
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Muktamar NU Ke-31 mengingatkan pemerintah dan 
masyarakat untuk lebih peka terhadap nasib para 
buruh khususnya TKI dan TKW. NU berkomitmen 
untuk mengadvokasi mereka agar tidak dieksploitasi 
demi kepentingan menaikkan devisa negara.” 
Muktamar NU ke-32 menyoroti adanya inkonsistensi 
penyelenggaraan negara dalam menyelesaikan kasus- 
kasus pelanggaran hakasasi manusia yang diakibatkan 
oleh banyaknya kepentingan politik yang bermain 
dalam setiap penyelesaian kasus HAM. Pemerintah 
dinilai kurang mampu sepenuhnya melindungi 
korban pelanggaran HAM sehingga mengakibatkan 
terhambatnya rehabilitasi korban pelanggaran HAM. 
Oleh karena itu muktamar merekomendasikan 
agara pemerintah segera merehabilitasi hak-hak 
korban pelanggaran HAM ternasuk hak komunitas 
adat, dalam eksplorasi sumberdaya alam, korban 
Lumpur Lapindo, korban kejahatan HAM masa lalu, 
dan korban sengketa tanah dan agraria. NU juga 
menyoroti carut-marut sistem penegakan hukum dan 
peradilan di Indonesia yang dipenuhi praktek mafia 
peradilan. Nu merekomendasikan agar pemerintah 
mengerahkan segala daya upaya untuk memberantas 
mafia peradilan dan budaya korup di kalangan aparat 
penegak hukum yang selama ini memperlemah 
penegakan hukum di negeri ini. 

147 Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama, Op. 


Cit., hal. 108, 161-162. 
148 Hasil-Hasil Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama, 
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NU juga menjadikan agenda penguatan HAM 
sebagai program utamanya antara lain melakukan 
advokasi untuk korban pelanggaran HAM perampasan 
hak (misalnya penggusuran tanah, pelarangan 
menangkap ikan di pantai oleh perusahaan 
pengembang) dan untuk keadilan dan kesetaraan 
gender. NU juga mengadvokasi kaum buruh khususnya 
TKI dan korban traficking. NU melakukan kampanye 
HAM di masyarakat dan pendidikan HAM di lembaga 
pendidikan di lingkungan NU dan organisasi, serta 
dan membangun atau terlibat dalam jaringan anti 
korupsi, anti pelanggaran HAM dan anti kekerasan. 
Pemberdayaan perempuan juga menjadi agenda NU 
dengan berbagai program seperti pendidikan politik 
untuk perempuan, peningkatan pendapatan keluarga 
dengan melibatkan perempuan tersebut, serta 
mengiptimalkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU 
yang telah ada untuk mengadvokasi masyarakat yang 
memerlukan bantuan hukum.!” 


Jakarta: PBNU, 2010, hal. 125. 

149  Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama, 
Op. Cit., hal.109-110. Lihat pula, Hasil-Hasil Muktamar ke-32 
Nahdlatul Ulama, Jakarta: PBNU, 2010, hal, 97. 
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Pendahuluan 


ulit disangkal, bahwa kelahiran Nahdlatul 

Ulama (NU) adalah bagian dari geliat 

berkembangnya peradaban Islam dunia. Fakta- 
fakta historis memperlihatkan dengan jelas kelahiran 
organisasi berbasis pesantren-pesantren di seluruh 
Indonesia ini merupakan manifestasi kesadaran 
teologis dan kesadaran politis sekaligus, untuk 
mengembangkan, menyebarkan dan melestarikan 
ajaran-ajaran Islam ala ahlussunnah wal jama'ah 
(Aswaja)di bumi nusantara. Sebagaimana sudah 
banyak dimafhumi, Islam diperkenalkan Nabi 
Muhammad dan berkembang sejak fase hijrah dari 
Mekkah ke Madinah. Sekitar abad ke-7 H, bertepatan 
dengan awal keruntuhan Dinasti Abbasiyah, Islam 
sudah masuk ke Indonesia. Dan kira-kira tujuh abad 
kemudian tepatnya pada 1344 H, NU didirikan di 
Surabaya. Dengan demikian, pendirian NU yang 
berpaham Aswaja itu tidak bisa dipisahkan dari 
peradaban Islam di dunia. 


Sebagaimana tercatat dalam sejarah, lahirnya 
NU secara kelembagaan merupakan respon 
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terhadap gerakan reformisme Islam yang cenderung 
memperlihatkan watak ekstremisme, eksklusivisme, 
puritanisme, anti-kebudayaan, dan menyerang 
tradisi dan praktek-praktek keagamaan tradisional 
yang sudah dianut oleh kalangan pesantren. Para 
reformis ini menentang upacara-upaca tertentu, 
seperti tahlilan, selametan, ziarah ke makam wali 
dan kepercayaan atas kemampuan mereka sebagai 
perantara dalam berhubungan dengan Allah, yang 
dianggap tindakan syirik dan bidah. Selain itu, kaum 
pembaru tidak mengakui otoritas ulama para ulama 
dalam menafsirkan ayat-ayat (taklid) dan ketaatan 
buta terhadap hukum fikih, karya empat imam 
mazhab, termasuk Mazhab Syafi'i yang dianut oleh 
mayoritas muslim Indonesia. Kaum pembaru ini 
menganjurkan kembali ke sumber asli, Alguran dan 
hadist, melalui slogan kebebasan berijtihad. 


Serangan-serangan gencar yang dilakukan 
kaum reformis terhadap kaum tradisionalis ini 
akhirnya memperoleh respon dalam bentuk 
perdebatan-perdebatan sengit pada tahun 20-an. 
Dalam diskusi itu, termasuk di forum Sarekat Islam, 
Kiai Wahab berhadapan dengan Ahmad Surkati, 
seorang guru agama dari Sudan, Afrika Timur, pendiri 
gerakan reformasi Al-Irsyad, demikian pula Ahmad 
Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tetapi, serangan 
gencar terus memanas dan memuncak pada Kongres 
Al-Islam tahun 1922 di Cirebon di mana tuduhan- 
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tuduhan “kafir” dan “syirik” terdengar. Kaum 
tradisionalis semakin mengkhawatirkan kondisi ini, 
kendati begitu niat yang diusulkan Kiai Wahab untuk 
membuat sebuah gerakan yang merepresentasikan 
para ulama tradisionalis urung direalisasikan oleh 
Kiai Hasyim Asy'ari. 


Baru pada tahun 1924, kaum tradisionalis 
merasa makin terancam setelah khilafah di Turki 
dihapuskan dan kaum Wahhabi menyerbu Mekkah. 
Dengan kemenangan Wahhabi yang ekstremis dan 
puritan itu, dikhawatirkan aktivitas kaum tradisional 
di Mekkah seperti berziarah ke Makam Rasulullah 
dan para wali serta kebebasan tradisi bermazhab 
akan diberangus oleh otoritas Wahhabi. Maka pada 
tahun 1926, Kiai Wahab mengusulkan pada Kongres 
Al-Islam agar usul-usul kaum tradisionalis mengenai 
praktek keagamaan dibawa oleh delegasi Indonesia 
untuk disampaikan ke Mekkah. Sayangnya, usulan 
tersebut tidak digubris oleh sebagian besar kaum 
pembaru lantaran mereka sendiri mendukung 
pembersihan terhadap tradisi praktek keagamaan di 
Saudi. Maka tidak ada pilihan lain, kaum tradisionalis 
terpaksa memperjuangkan kepentingannya dengan 
caranya sendiri, dengan membentuk sebuah 
komite yang diberi nama Komite Hijaz, untuk 
mewakili mereka dihadapan Raja Ibn Sa'ud. Untuk 
mempermudah kerja-kerja komite, maka tepat 
pada 31 januari 1926, para ulama berkumpul untuk 
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membentuk suatu organisasi yang mewakili Islam 
tradisionalis, yaitu Nahdlatoel Oelama (NO). Delegasi 
diberi mandat untuk diserahkan kepada raja baru 
yang berisi permintaan mengenai “kemerdekaan 
bermazhab”, dibebaskannya mengakses kitab-kitab 
karangan Imam Al-Ghazali, Imam Sanusi dan lain- 
lain, diperbolehkan ziarah ke makam Rasulullah dan 
keluarganya, dan juga mengenai hukum yang berlaku 
di negeri Hijaz. 


Bisa diduga hasilnya ternyata tidak 
memuaskan: raja hanya mengabulkan permintaan 
kebebasan bermazhab, tapi tidak menanggapi 
tuntutan-tuntutan lainnya. Maka sebagai tindak 
lanjut, NU resmi mengadakan Muktamar I tahun 
1928, dan menegaskan diri sebagai pengawas tradisi 
dengan mempertahankan ajaran Islam Aswaja, 
dengan mempertahankan ilmu dan hak para ulama 
untuk menafsirkan ayat-ayat suci dan hadist, dan 
menangkis serangan kaum reformis yang menuduh 
sebagai “ahli bidah”.!50 


Demikianlah sekilas sejarah berdirinya NU, yang 
bila kita cermati kehadirannya tidak bisa dilepaskan 
dari reaksinya terhadap sikap ekstremisme yang 
diperlihat beberapa kaum pembaru Islam. Kelahiran 
NU, sebagaimana segera diuraikan dalam bab ini, 


150 Lihat, Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara: 


Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 
3-13. 
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mirip dengan latar belakang munculnya sejumlah 
tokoh Aswaja yang berupaya keras mengambil 
jalan tengah antara dua titik pandangan ekstrem 
dengan cara menawarkan sikap tawazun, i'tidal 
dan tawassuth serta berusaha mencari konvergensi 
dan titik temu di antara berbagai mazhab pemikiran 
atau aliran keagamaan. Selanjutnya, bab ini juga 
akan membahas prinsip-prinsip utama moderatisme 
NU, serta peran Wali Songo dan pesantren dalam 
menggerakkan tradisi moderat ini. 


Aswaja sebagai Mabda' dan Manhaj Tawassuth 


NU selalu menyatakan dirinya sebagai 
pengusung dan pembela tradisi ahlussunnah 
wal jama'ah (Aswaja). Selalu dikatakan pula 
bahwa di kalangan para ulama pendiri NU dan 
para pengikutnya, telah lama terdapat kesamaan 
wawasan keagamaan yang sudah melembaga dan 
membudaya sehingga Aswaja sudah menjadi watak 
dan jati diri kaum nahdliyin. Watak moderatisme 
NU, misalnya, diakui sebagai manifestasi dari ajaran 
Aswaja. Bagaimanakah sebenarnya NU memahami 
Aswaja sebagai mabda' dan manhaj tawassuth? 


Kiai Hasyim Asy'ari memberikan definisi 
praktis dan sederhana mengenai Aswaja yang bisa 
dijadikan pegangan bagi kaum Nahdliyin, yakni 
paham keagamaan yang dalam perkara akidah 
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mengacu pada salah satu dari aliran Imam Abu Al- 
Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) atau aliran Imam Abu 
Al-Mansyur Al-Maturidi (w. 333 H)). Dalam soal-soal 
bersifat 'ubudiyyah mengikuti salah satu dari imam 
mazhab empat yakni Abu Hanifah (w. 150 H), Malik 
ibn Anas (w. 179 H), Muhammad ibn Idris As-Syafi'i 
(w. 230 H), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 230 H). Dalam 
bertasawuf mengikuti salah satu dari dua imam 
besar sufi, yakni Abu Al-Oasim Al-Junaidi Al-Baghdadi 
(w. 297 H) dan Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H). 
Penjelasan ini memang nampak sederhana dan 
lebih konkrit, karena diperlukan untuk menangkis 
serangan bertubi-tubi yang ekstrem, keras dan 
menjurus fitnah untuk melindungi dan meneguhkan 
akidah umat dari “kesembronoan” kaum reformis. 
Pada intinya, rumusan ini ditujukan agar kaum 
muslim tidak menyimpang dari akidah Aswaja yang 
“benar”, dan jatuh ke ujung ekstremisme yang saling 
menegasikan. Tapi apa sebenarnya makna Aswaja 
dilihat dari konteks historisnya? 


Wawasan historis yang kritis dan lumayan 
komprehensif mengenai pemahaman Aswaja NU ini 
dipresentasikan oleh Ketua Umum PBNU, Said Agil 
Siradj.'5! Kisahnya berawal dari pertikaian politik dan 
pertentangan antar golongan sesama umat Islam 
pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib, meski 
sebenarnya benih-benihnya sudah mulai nampak 


151 Siradj, Op. Cit., hal. 413-422. 
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sejak wafatnya Rasulullah. Pertikaian pada masa 
kepemimpinan Ali ini ditandai dengan Perang Jamal 
antara Ali sendiri dan kelompok Thalhah, Zubair, 
dan Aisyah. Pertempuran yang akhirnya dimenangi 
Ali itu telah menelan banyak korban di kalangan 
umat Islam baik dari kubu Ali maupun kubu Aisyah. 
Tidak lama kemudian, pecah Perang Shiffin yang 
melibatkan pihak Ali dengan Mu'awiyah, yang waktu 
itu menjabat sebagai gubernur Syam (Syria/Suriah). 
Perang ini sebenarnya hampir dimenangi pihak Ali. 
Namun, karena kelicikan kubu Mu'awiyah yang 
dimotori oleh Amr ibn Ash, akhirnya perang berakhir 
dengan tahkim atau arbitrase, yang berujung 
pada tergusurnya Ali sebagai khalifah. Mulai saat 
itulah kaum Muslim mengalami al-fitnah al-kubra, 
malapetaka besar. Mereka lalu terkotak-kotak dalam 
berbagai partai dan golongan (hizb dan firgah). 
Muncullah kelompok garis keras yang menentang Ali 
yang terkenal dengan sebutan Khawarij, yang semula 
berada di kubu Ali sendiri. Dan ada pula kelompok 
yang membela dan mengkultuskan beliau, yang 
terkenal dengan sebutan kaum Syi'ah. 


Celakanya, munculnya faksi-faksi politik itu 
tidak tetap sebagai gerakan politik, tapi malah 
memasuki wilayah teologi (baca: akidah). Hakikat 
iman pun lalu dipersoalkan, termasuk soal kekufuran 
dan perbuatan manusia dalam kaitannya dengan 
Tuhan. Pernyataan pertama yang menyentuh 
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problem teologis berasal dari dalam pasukan Ali yang 
tidak menyetujui tahkim. Mereka mengutuk orang- 
orang yang menyetujui tahkim, dan keluar (khariji) 
dari kelompok Ali, sehingga kemudian mereka 
disebut kelompok Khawarij, orang-orang yang keluar, 
yang menyempal. Sementara itu, kubu Mu'awiyah 
sebagai pemenang dalam pertikaian antara dirinya 
dan Ali, mendirikan dinasti baru bernama Bani 
Umayyah, dan kini mulai berkepentingan untuk 
memapankan kekuasaannya. Muncullah aliran 
Jabariyah yang lebih bersifat pasrah terhadap takdir 
Allah (gadha dan gadar). Aliran ini sangat kondusif 
untuk melegitimasi pemerintah Mu'awiyah. Mereka 
pun mengembangkan paham ini di kalangan umat 
Islam. Dan Mu'awiyah sendiri yang melontarkan 
pernyataan yang mendukung paham fatalisme ini: 
“Seandainya Tuhanku tidak melihat diriku mampu 
untuk memegang tampuk pemerintahan ini, tentu Ia 
tidak akan membiarkanku untuk memegang tampuk 
kekuasaan itu. Seandainya la tidak menyukainya, 
tentu Ia akan mengubahnya”. Dengan pernyataan ini, 
Mua'wiyah hendak mengatakan bahwa kekuasaannya 
adalah sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah 
SWT. 


Paham Jabariyah ini segera memperoleh reaksi 
dari Muhammad Ali Al-Hanafiyah, putra Ali, yang 
menawarkan paham Oadariyah tentang perbuatan 
manusia, dalam majlis pengajiannya di Masjid Nabawi 
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di Madinah. Menurutnya, Allah tidak ikut campur, 
dan segenap tindakan manusia berasal tindakan 
manusia itu sendiri, dan menjadi tanggung jawab 
yang bersangkutan pula. Oleh karena itu tindakan 
Mu'awiyah adalah perbuatannya sendiri dan juga 
tanggungjawabnya sendiri: Allah tidak ikut campur. 
“Kezaliman adalah kezaliman manusia sendiri,” 
tegas Muhammad ibn Ali. Kaum Oadariyah ini pada 
akhirnya menjadi embrio dari aliran Mu'tazilah yang 
rasional dan mengabaikan wahyu yang didirikan oleh 
Washil ibn “Atha, murid Muhammad Al-Hanafiyah. 
Situasi ini semakin dikeruh akibat terbunuhnya putra 
Ali, Husain yang beserta rombongannya dibunuh 
secara sadis di Padang Karbala (Irak) oleh Ubaidillah 
ibn Ziyad, salah seorang gubernur dari Khalifah Yazif 
ibn Mu'awiyah kala itu. 


Di tengah situasi kacau balau dan situasi 
politik yang tidak menentu ini, dan ketika orang sulit 
menemukan kebenaran, ternyata ada beberapa orang 
dari generasi tabi'in yang berpikir jernih dan netral 
menyikapi situasi tersebut. Kelompok ini dipelopori 
oleh Imam Al-Hasan Al-Basri (w. 110 H), Abu Sufyan 
Ats-Tsauri, Fudlail ibn Iyadl serta Abu Hanifah. 
Mereka menyikapi situasi saat itu dengan memilih 
tindakan menyejukan, yakni mengajak kembali 
kepada Alguran. Pandangan Hasan Al-Basri ini lalu 
diteruskan oleh para muridnya seperti Abdullah ibn 
Kullab, Harits ibn Asad Al-Muhasibi, dan Abu Bakar 
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Al-Oalanisi, yang pada abad berikutnya dilanjutkan 
oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Al-Manshur 
Al-Matudiri. Imam Al-Hasan Al-Basri memiliki 
karakteristik Aswaja lantaran ia adalah bagian 
dari orang-orang yang memiliki metode berpikir 
keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan 
yang berlandaskan atas asas-asas moderat, menjaga 
keseimbangan dan toleran. Dalam konteks ini, konsep 
Aswaja berarti bukan Khawarij yang penuh fanatisme 
dan kekerasan, bukan pula Murji'ah yang mencari 
aman tapi tidak ada jalan keluarnya, bukan pula 
Syi'ah yang terlampau mencintai ahlul-bait dan tidak 
mengakui para sahabat (khalifah) lain selain Ali dan 
keturunannya. Aswaja merupakan manhaj antara 
Oadariyah dan Jabariyah (free-will versus fatalism) 
atau dapat dikatakan Aswaja adalah “antroposentris 
transendental” yang berdiri di antara Mu'tazilah dan 
ahlul hadits (rasional-tekstual). 


Di masa yang berbeda, hal yang sama juga 
dihadapi oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Ia hidup pada 
zaman krisisdalampemerintahan BaniAbbasiyahyang 
condong kepada MU'tazilah yang terlalu menekankan 
rasio. Al-Asy'ari lantas keluar dari Mu'tazilah dan 
mendirikan aliran baru Aswaja. Rumusan Aswaja- 
nya muncul terutama untuk mengimbangi pemikiran 
filsafat Yunani dan rasionalisme Mu'tazilah, dan juga 
untuk mengimbangi literalisme Mazhab Hanbali. 
Sementara itu tokoh Sunni lain, Imam Al-Ghazali, 
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juga berusaha mencari jalan tengah dengan menolak 
filsafat dan membuat titik temu berbagai aliran dan 
mazhab dalam bentuk tasawuf. Hal yang sama juga 
diajarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang 
memberi batasan Aswaja sebagaimana yang kini 
dipegangi jamaah Nahdliyin, di tengah maraknya 
gelombang pembaruan Islam yang “sembrono”, 
ekstrem, keras, dan melakukan takfir terhadap 
sesama muslim di Indonesia. 


Beberapa contoh ini, dalam pandangan Said 
Agil Siradj, merupakan kerangka yang sangat relevan 
untuk memahami konteks moderasi (tawassuth) 
yang ditawarkan oleh paham Aswaja. Pandangan 
Aswaja, seperti terlihat dari para figurnya, meliputi 
semua aspek kehidupan manusia dan memiliki sifat 
yang fleksibel, moderat, yakn tawazun, i'tidal dan 
tawassuth serta berusaha mencari konvergensi dan 
titik temu di antara berbagai mazhab pemikiran dan 
aliran keagamaan. Aswaja, selain berisi pandangan 
keagamaan yang tertentu yang benar, ia adalah 
manhajul fikr atau paham yang mencakup nilai-nilai 
moderasi di atas yang sesuai dengan pandangan etika 
sosial NU. Hal ini tercermin dari sikap dan pandangan 
kaum Aswaja yang mendahulukan nash, meski 
memberikam porsi yang longgar terhadap rasio atau 
akal, tidak mengenal tatharruf (sikap ekstrem dan 
radikal), serta tidak mengkafirkan sesama muslim. 
Ke-tawassuth-an Aswaja ini meliputi semua aspek 
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kehidupan, akidah, syariat, muamalah, akhlak- 
tasawuf, dan sosial-politik. 


Tawasuth, Itidal, Tawazun dan Tasamuh dalam 
Konsep NU 


Sebagaimana disinggung di awal bab ini, 
sejak awal berdirinya NU merupakan organisasi 
sosial-keagamaan yang berwawasan keagamaan 
Aswaja. Wawasan ini mencakup cara pandang 
(paradigma), pemahaman, penghayatan, dan 
pengamalan ajaran-ajaran agama Islam, serta sikap, 
tata cara dan perilaku dalam kehidupan sehari- 
hari. Wawasan keagamaan ini biasanya disebut 
dengan istilah “khittah nahdliyah”. Di kemudian 
hari, tepatnya pada tahun 1979, khittah nahdliyah 
mulai di rumuskan secara tertulis, terutama oleh 
KH. Achmad Siddig, yang disebarkan kepada para 
peserta muktamar ke-26 di Semarang.'? Meski 
pada waktu itu tulisan Kiai Achmad belum menjadi 
pembahasan resmi, namun karya tersebut 
merupakan bahan pembahasan dan pengolahan 
dalam muktamar ke-27 di Situbondo tahun 
1984 yang akhirnya melahirkan naskah “Khittah 
Nahdlatul Ulama” yang terkenal itu. 


152 Tulisan ini kini telah diterbitkan. Lihat KH. Achmad 
Siddig, Khittah Nahdliyyah, Surabaya: Penerbit Khalista dan 
LTN-NU, 2005. 
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Melalui Khittah Nahdliyah ini kita sebenarnya 
bisa membaca dan memahami garis-garis besar 
pandangan dan tingkah laku perjuangan NU yang 
telah diwarisi dan hayatinya sepanjang perjalanan 
sejarah keberadaannya, kendati dalam penggalan 
sejarahnya, tak sedikit aktivis NU yang dengan 
beberapaalasan mengabaikangaris-garis Khittah yang 
selama ini dipeganginya. Faktor inilah diantaranya 
yang mendorong tokoh-tokoh NU untuk merumuskan 
Khittah Nahdliyah secara tertulis sebagaimana yang 
dilakukan oleh Kiai Achmad Siddig. 


Secara umum, Khittah Nahdliyah berisi 
pemaparan mengenai karakter non-radikal dari sikap 
Aswaja tradisional dalam bersikap dan menghadapi 
realitas kehidupan. Karakter tersebut meliputi: 
tawassuth, i'tidal, tawazun dan tasamuh, yang 
dalam pandangan KH. Achmad Siddig merupakan 
karakteristik dari agama Islam sendiri. 


Karakteristik pertama adalah tawassuth. Secara 
etimologis, “tawassuth” berarti “pertengahan”. 
Istilah ini berasal dari kata “wasathan” yang diambil 
dari Alguran yang menyatakan: “Dan demikianlah, 
Kami telah menjadikan kamu sekalian (umat Islam) 
umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu 
menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan 
perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah SAW 
menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan 
perbuatan) kamu sekalian ...” (OS. Al-Bagarah: 143). 
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Kedua adalah i'tidal. Kata “i'tidal” berarti 
“tegak lurus”, tidak condong kekanan-kananan dan 
tidak condong kekiri-kirian. Istilah ini diambil dari 
kata “al-'adlu” (artinya: keadilan) atau “diluu” 
(artinya: bersikaplah adil) di dalam Al Ouran yang 
berbunyi: “Hai orang-orang beriman. Hendaklah 
kamu sekalian menjadi orang yang yang tegak 
(membela kebenaran) karena Allah SWT menjadi 
saksi (pengukur kebenaran) yang adil (bil gisthi). 
Dan jangan sekali-kali kebencianmu pada kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah! Keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah itu 
Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan”. 
(OS. Al-Maidah: 9). 


Karakteristik ketiga adalah tawazun, yang 
berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak 
berlebihan suatu unsur atau kekurangan suatu 
unsur lain. Istilah ini berasal dari kata “al-waznu” 
atau “al-mizan” yang berarti “alat penimbang”, 
yang diambil dari firman Allah yang berbunyi: 
“Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti kebenaran yang nyata 
dan telah kami turunkan bersama mereka al- 
Kitab dan Neraca (penimbang keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan (al-gisth) 
..” (OS. Al-Hadid: 25). Dan adapun prinsip dan 
karakteristik keempat adalah tasamuh atau 
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toleransi. Tasamuh adalah sikap toleran atau tepo 
seliro yang berintikan penghargaan terhadap 
perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas 
budaya masyarakat.!?? 


Dalam pandangan NU, memiliki empat 
karakteristik di atas bukan berarti sikap NU serba 
kompromistis dengan mencampuradukkan semua 
unsur, juga bukan berarti mengucikan diri dengan 
menolak pertemuan dengan unsur-unsur lain. Tetapi 
ia merupakan penegasan bahwa NU selalu mengacu 
pada jalan tengah, keseimbangan, dan menghindari 
sikap ekstrem. Bagi Kiai Achmad Siddig, misalnya, 
sikap tawassuth adalah manifestasi dari segala 
kebaikan yang telah diberikan Allah, di mana segala 
kebaikan itu pasti terdapat di antara ujung tatharruf 
atau ekstremisme.'54 


Apa yang menarik dari pernyataan Khittah 
Nahdliyyah ini adalah bahwa NU telah menurunkan 
secara sistematis garis-garis besar operasionalisasi 
dan konsekuensi-konsekuensi praktisnya dalam 
semua aspek kehidupan sehingga bisa dijadikan 
acuan yang jelas bagi kaum nahdliyin. Aspek-aspek 
tersebut meliputi bidang keagamaan, sosial, politik 
dan kebudayaan. 


153 Lihat juga Khoirul Huda Basyir, Potret Gerakan 
Dakwah Nu: Hasil Mukernas IV Lembaga Dakwah NU, Jakarta: 
PP LDNU Publishing, 2007, hal. 7. 

154 Siddig, Khittah Nahdliyah, Op. Cit., hal. 62. 
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Dalam bidang keagamaan NU 
mempertanggungjawabkan prinsip-prinsip 
keagamaannya, pembelaan mazhab dan peranan 
keteladanan ulama serta himbauan agar berhati- 
hati terhadap pemikiran-pemikiran yang ekstrem 
dan mengancam ortodoksi. Di antaranya adalah 
penegasan diri berpegang teguh kepada Alguran dan 
sunah, dengan menggunakan metode dan sistem 
yang bisa dipertanggungjawabkan dan melalui jalur- 
jalur yang wajar. Di dalam segala tindakannya, NU juga 
menegaskan untuk mengacu pada dalil nagli dan dalil 
agli, serta menjauhkan diri dari sikap ekstremisme 
dan sikap berlebih-lebihan (al-ghuluwwu) yang bisa 
menyelewengkan akidah dan syariat umat. 


Sementara itu dalam bidang kehidupan sosial 
dan pergaulan hidup sehari-hari ada baiknya dikutip 
secara utuh: 


(a) Mengakui watak tabiat manusia yang 
selalu senang berkelompok dan bergolong- 
golongan berdasarkan atas unsur 
pengikatnya masing-masing, 


(b) Pergaulan antar golongan harus diusahakan 
berdasarkan saling mengerti dan saling 
menghormati: 


(c) Permusuhan terhadap sesuatu golongan 
hanya boeh dilakukan terhadap golongan 
yang nyata memusuhi agama Islam dan 
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umat Islam. Terhadap yang tegas memusuhi 
Islam, tidak boleh ada sikap lain kecuali sikap 
tegas.!” 


Pernyataan tersebut menandaskan bahwa 
NU memandang perbedaan baik itu berdasarkan 
kelompok budaya, agama, etnis, maupun golongan 
adalah suatu keniscayaan sosial, sunnatullah. 
Konsekuensinya dalam setiap relasi sosial mesti 
dibangun sikap saling toleransi (tasamuh), saling 
pengertian dan saling menghormati satu sama lain. 
Demikianlah sehingga NU tidak sulit untuk menjalin 
hubungan lebih baik dengan kelompok-kelompok 
Islam lainnya, dan juga para pemeluk agama-agama 
lain. Dan juga nampak dalam penolakan NU terhadap 
cita-cita negara Islam dan penerimaan atas Pancasila 
pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 
adalah ekspresi yang berakar pada pengakuan bahwa 
Indonesia adalah sebuah masyarakat yang plural. 


Hal ini lebih menarik, tatkala pada Munas 
NU di Cilacap pada tahun 1987, Kiai Achmad 
Siddig mengemukakan beberapa konsep ukhuwah 
(persaudaraan). Yakni ukhuwah islamiyah yang 
berarti pentingnya NU mempererat persaudaraan 
antar sesama muslim, ukhuwah wathaniyah atau 
persaudaraan kebangsaan dan ukhuwah basyariyah 
atau persaudaraan kemanusiaan. Kedua konsep 


155 Ibid., hal. 66-67. 
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terakhir lebih memperlihatkan kembali keterbukaan 
dan toleransi NU kepada kalangan non-muslim 
Indonesia serta kepedulian pada isu-isu yang lebih 
global ketimbang parokial semata.!"8 


Adapun dalam bidang kebudayaan, NU 
menyadari pentingnya kebudayaan seperti adat 
istiadat, pakaian, kesenian dan sebagainya sebagai 
hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena 
itu dalam menghadapi perkembangan kebudayaan 
umat manusia, NU berpedoman pada kaidah: “al- 
Muhafadlatu alal gadimi al-shaleh wal akhdzu bil 
jadidil ashlah”, yakni memanfaatkan warisan lama 
yang baik dan mengambil kreasi baru yang lebih 
baik. Dalam konteks ini maka sikap apriori terhadap 
kebudayaan atau perkembangan kebudayaan, dalam 
pandangan NU, harus ditinggalkan. 


Sedangkan di bidang politik, NU menegaskan 
bahwa “(a) Negara nasional (yang didirikan 
bersama oleh seluruh rakyat) wajib diperlihara dan 
dipertahankan eksistensinya: (b) Penguasa negara 
(pemerintah) yang sah harus ditempatkan pada 
kedudukan yang terhormat dan ditaati, selama 
tidak menyeleweng, dan/atau memerintah ke arah 
yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan 


156 KH. Achmad Siddig, Islam, Pancasila dan Ukhuwah 
Islamiyah, Semarang: Sumber Barokah, 1985: keterangan lain 
lihat Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, 
Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LKiS, 2008, hal. 131-132. 
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Allah: dan (c) Kalau terjadi kesalahan dari pihak 
pemerintah, cara mengingatkannya melalui tata cara 
yang sebaik-baiknya.”'” Pernyataan ini menandaskan 
lebih jauh bahwa NU mendukung eksistensi negara 
RI, negara nasional, dan mendukungnya atas dasar 
kedaulatan rakyat. Secara implisit namun jelas 
di sini bahwa NU menolak cita-cita negara Islam 
dalam masyarakat majemuk yang mana itu berarti 
hanya mengakomodasi kepentingan umat Islam 
semata. Kendati demikian, pernyataan itu sekaligus 
menegaskan posisi NU sendiri yang akan selalu 
bersikap kritis terhadap pemerintah apabila berbagai 
kebijakannya salah atau tidak berpihak kepada 
masyarakat. Misalnya, kebijakan Orde Baru yang 
menghasilkan ketimpangan pembangunan ekonomi 
dan pengabaian pemerintah terhadap golongan 
ekonomi lemah.:: 


Demikianlah, moderatisme merupakan 
karakteristik dasar NU dalam merespon masalah 
keagamaan dan masalah-masalah kemasyarakatan 
lainnya. Karakteristik ini seolah tak pernah rapuh 
dan tak akan menghilang dari ruh gerakan jam'iyyah 
NU kendati aneka perubahan dan gempuran zaman 
menerpanya. la terus dihayati, dipikirkan, dan 
jika perlu direaktualisasi berdasarkan kebutuhan- 
kebutuhan mendasar jama'ah dan jam'iyyah. Hal ini 


157 Siddig, Khittah Nahdliyyah, Op. Cit., hal. 66. 
158 Bruinessen, Op. Cit., hal. 117, 132. 
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misalnya nampak dalam Taushiyah yang dikeluarkan 
pada forum Muktamar ke 31 di Solo beberapa waktu 
lalu agar jam'iyyah NU: 


1. Mengembangkan tradisi pemahaman keagamaan 
yang mendalam, metodologis, dan komprehensif, 
supaya mampu mengatasi kecenderungan 
pemahaman agama formalistik yang berkembang 
dewasa ini, di saat agama diekspresikan dengan 
penuh ketegangan berwujud tindak kekerasan. 
Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip 
as-silm (kedamaian) dan as-sulh (perdamaian) 
sebagai salah satu ajaran luhur Islam. 


2. Mengembangkan ajaran islam Ahlussunnah wal 
Jama'ah dengan menekankan nilai-nilai tawassuth 
(moderasi), toleransi terhadap setiap komunitas, 
agama dan ekspresi pemikiran, yang berdasarkan 
prinsip kebenaran dan keadilan. Ajaran Aswaja 
tersebut harus tersusun dalam format yang 
aplikatif hingga mudah dipahami dan diamalkan. 

3. Dengan prinsip-prinsip yang berbasis Aswaja, 
NU menolak segala bentuk fundamentalisme, 
ekstremisme, liberalisme dan aliran-aliran yang 
menyimpang. Berdasarkan prinsip Aswaja pula, 
penolakan tersebut dilakukan secara tegas, tetapi 
tetap persuasif dan dialogis.!5” 


Sikap ini diperkuat dengan rekomendasi 
Muktamar ke-32 yang menyerukan pemerintah, 
para tokoh agama, muballigh dan pendidik untuk 


159 Lihat Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama, 
Op. Cit., hal. 158-159. 
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menyadari bahaya berkembangnya paham Islam 
radikal terhadap kehidupan bangsa, berupaya untuk 
makin mengintensifkan penyebaran ajaran Islam 
yang sejalan dengan misinya sebagai rahmatan 
lil alamin, yakni dengan mengedepankan prinsip- 
prinsip tasamuh (toleransi), tawassuth (moderasi), 
dan tawazun (seimbang) sesuai dengan kondisi 
objektif kemajemukan dan mewaspadai munculnya 
radikalisme dan ekstremisme keagamaan sehingga 
dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.:89 


Wali Songo: “Best Practice” Dakwah Non- 
Kekerasan NU 


Dakwah Islam adalah bagian integral dari Islam, 
yakni mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. 
Tugas dakwah ini menjadi kewajiban dari setiap 
umat Islam, termasuk NU. Tidak seperti organisasi 
keagamaan yang lain, NU secara tegas menyatakan 
bahwa pola dakwahnya menganut model dakwah 
yang dilakukan para “Wali Songo”. Bahkan KH. Hasyim 
Muzadi menyebut model dakwah ala Wali Songo ini 
sebagai best practice dakwah Islam di nusantara.'8! 


160 Hasil-Hasil Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama, Op. 
Cit., hal. 110. 

161 KH. Hasyim Muzadi, “Meneruskan Tradisi 
Berdakwah dari Para Pendahulu NU”, dalam Basyir, Op. Cit., hal. 
XXI-XXXIV. 
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Wali Songo atau Wali Sembilan ini adalah: Maulana 
Malik Ibrahim, Sunan Demak (atau dikenal dengan 
Raden Fatah, sebagian orang tidak memasukkannya 
sebagai Wali Songo), Sunan Ampel, Sunan Bonang, 
Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Drajat, Sunan Muria, 
Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Kesembilan 
orang inilah yang berhasil mengislamkan penduduk 
Melayu Nusantara yang sebelumnya mayoritas 
beragama Hindu dan Budha selama berabad-abad. 
Secara garis besar, warisan model dakwah Wali 
Songo ini bisa dibedakan ke dalam tiga kelompok.!82 


Pertama, mereka yang menggunakan 
pendekatan teologis dengan menanamkan dasar- 
dasar keyakinan yang jelas, yang membedakan 
antara pandangan hidup Islam dan pandangan 
lainnya. Dalam kelompok ini diantaranya adalah 
Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Kedua 
waliyullah ini pertama-tama menggarap dakwah di 
kalangan masyarakat bawah (kasta waisya dan sudra) 
yang mayoritas dan mereka yang mudah diubah 
keyakinannya karena tidak dihalang-halangi oleh 
berbagai macam kepentingan. 


Kedua, mereka yang menerapkan pendekatan 
ilmiah, dengan mengembangkan dakwah secara 
sistematis dan metodologis. Salah satu dari mereka 
adalah Sunan Giri yang giat mendirikan pesantren- 


162 Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi 
Tantangan Zaman, Op. Cit., hal. 133-136. 
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pesantren, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman 
sekaligus pengkaderan dan pelatihan dakwah 
dan penugasan dai, serta menciptakan metode 
dakwah lewat permainan seperti permainan anak- 
anak (Jemblongan/Jelitungan), tembang dolanan 
(Uir-Ilir, Padang-padang Bulan, dan lainnya) yang 
mengandung makna dan nilai pendidikan islami. 


Ketiga, mereka yang menggunakan pendekatan 
kelembagaan, sebagaimana dilakukan Sunan Demak 
(Raden Fatah), Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati 
dengan mendirikan pemerintahan atau kekuasaan 
lembaga peribadatan seperti masjid-masjid, dan 
lain sebagainya. Pengaruh mereka sangat besar, 
khususnya di kalangan para birokrat dan pedagang. 
Sunan Kudus dikenal juga sebagai penyandang dana, 
perumus strategi dakwah, dan dikenal banyak orang 
karena menara masjid peninggalannya. 


Keempat, mereka yang menggunakan 
pendekatan sosial sebagaimana yang dipraktekkan 
Sunan Drajat dan Sunan Muria yang lebih suka hidup 
sederhana di tengah-tengah rakyat kecil di pedesaan, 
jauh dari keramaian, dan membina mereka dalam 
meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan 
sosialnya. 


Dan kelima, pendekatan kultural, sebagaimana 
dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. 
Dengan kemampuan intelektualnya dan kedalaman 
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penghayatannya terhadap Islam, keduanya 
melakukan Islamisasi budaya masyarakat, disamping 
mengembangkan wawasan budaya yang baru yang 
islami. Dari mereka kita kenal Gapura Masjid (dari 
asal kata “Ghafuro”), Gamelan Sekaten (asal kata 
“syahatain”), baju takwo (baju takwa), dan lain- 
lainnya. 


Berdasarkan kelima model dakwah tersebut 
sungguh-sungguh bisa dicermati karakter umum 
dakwah para Wali Songo. Dalam dakwahnya, para 
Wali Songo mampu menjalin hubungan yang baik 
dengan masyarakat setempat dan beradaptasi 
dengan situasi, tradisi dan kultur lokal. Para Wali 
Songo berdakwah dengan cara-cara yang sangat 
kontekstual dan menyenangkan sehingga mudah 
diterima masyarakat. Mereka memperlihatkan 
kesantunan ajaran Islam disertai perilaku-perilaku 
dan sikap yang ramah nan meneduhkan, sehingga 
tampilan wajah Islam memiliki daya tarik memukau 
kepada penduduk pribumi yang pengaruhnya meluas 
ke pusat-pusat kekuasaan kerajaan masa itu. Oleh 
para Wali Songo, Islam diperkenalkan melalui dialog, 
pengajian, permainan-permainan, pertunjukan seni 
dan sastra, serta aktivitas-aktivitas budaya lain. 
Praktek dakwah ini juga dilakukan dengan tanpa 
paksaan, intimidasi maupun konfrontasi, apalagi 
sampai menumpahkan darah. Selain itu, mereka 
tidak begitu menekankan kehadiran simbol-simbol 
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Islam yang mencerminkan budaya Timur Tengah yang 
sangat asing bagi masyarakat Jawa tradisional, tetapi 
menanamkan nilai-nilai subtantif Islam dengan kerja- 
kerja kultural yang penuh nuansa dialogis, toleran 
dan tawassuth. 


Keberhasilan dakwah para Wali Songo di 
tanah Melayu-Nusantara inilah yang membuat NU 
meyakini bahwa pola dakwah Wali Songo adalah best 
practice dakwah Islam. Dakwah semacam itu sesuai 
dengan petunjuk Alguran yang memerintahkan agar 
persebaran ajaran Islam dilakukan dengan cara bil- 
hikmah. Yakni dijalankan dengan contoh dan teladan 
yang baik, sejuk dan menentramkan. Bila dalam 
berdakwah dibutuhkan argumentasi atau mujadalah, 
maka itu dilakukan dengan dialog yang sehat, 
persuasif dan saling menghormati pendapat masing- 
masing. Demikian pula bila dilakukan secara lisan 
berupa nasihat, maka itu dilakukan dengan santun, 
sebagaimana yang dikembangkan oleh lukisan 
simbolik dakwah walisongo di atas. Apa yang khas dari 
model dakwah Wali Songo sebagai prototipe dakwah 
NU adalah penekanannya pada nilai-nilai substantif 
Islam (magashid syari'ah) dengan kerja-kerja dakwah 
kultural yang bernuansa dialogis dan toleran sebagai 
cermin dari Islam rahmatan lil alamin. 
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Pesantren dan Pengalaman Panjang “Pemberdayaan 
Umat” 


NU adalah organisasi yang unik. Secara 
struktural, NU memiliki cabang-cabang di seluruh 
Indonesia dan menginduk secara hierarkis ke 
pusat di Jakarta, akan tetapi yang menjadi basis 
riil NU sebenarnya adalah pesantren-pesantren. 
Bahkan sebagai organisasi sosial-keagamaan, justru 
keberadaan pesantren dengan watak kemandiriannya 
inilah yang paling vital peranannya dalam menyangga 
moral organisasi NU. 


Bila kita kembali melacak jejak-jejak sejarah, 
peran pesantren tidak sekadar menjadi pusat 
pengembangan ilmu dan kebudayaan yang 
berdimensi religius sebagaimana terlihat dalam 
kenyataannya sampai kini, tetapi juga sungguh- 
sungguh memiliki andil besar dalam memelihara 
umat dan proses transformasi masyarakat dan 
bangsa. Uniknya, peran keagamaan dan sosial 
budaya ini justeru bertolak dari kepeloporannya 
dalam mempertahankan dan melestarikan ajaran 
Islam Aswaja serta mengembangkan kajian-kajian 
keagamaan melalui khazanah kitab kuning, dengan 
tetap bertolak pada landasan tradisi masyarakat 
setempat. Keseluruhan dinamika dan pergulatan 
kebudayaan yang kreatif antara tradisi kajian, sistem 
pendidikan dan pola interaksi kiai-santri-masyarakat 
ini akhirnya membentuk pola kehidupan pesantren 
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yang spesifik dan menempatkannya sebagai 
“subkultur” tersendiri dalam pranata sosial budaya 
masyarakat dan bangsa.'8 


Kekhasan pesantren sebagai subkultur ini 
ditandai oleh pola kepemimpinan pesantren yang 
berdiri sendiri dan berada di luar kepemimpinan desa. 
Pola otoritas pesantren tidak hanya bersifat vertikal, 
tetapi juga dibentuk secara horizontal di mana 
kepemimpinan kiai berkembang menjadi sebuah 
hubungan patron-client yang sangat erat antara 
pesantren besar yang menjadi “induk” dan pesantren- 
pesantren kecil yang tersebar di berbagai daerah 
lainnya. Pesantren juga memiliki tradisi keagamaan 
yang diwariskan secara berkesinambungan dari 
generasi ke generasi berikutnya yang berasal dari 
literatur universal Alguran dan hadist serta perilaku 
ulama salafus salih yang digali dari kita-kitab 
kuning sebagai sumber rujukan utama. Karena itu 
memang pantas bila pesantren memainkan peran 
sentral menjadi kiblat bagi masyarakat luas, baik 
menyangkut segi-segi keagamaan maupun sosial 
kemasyarakatan. Hal ini misalnya terlihat dari peran 
aktif pesantren dalam pembangunan desa atau 
dalam perubahan sosial pada umumnya, mulai dari 


163 Lihat Abdurrahman Wahid, “Pesantren sebagai 
Subkultur”, dalam Abdurrahman Wahid, Menggerakkan 
Tradisi, Yogyakarta: LKIS, 2008, hal. 1-44. Lihat juga Wahid, 
Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi 
Kebudayaan, Op. Cit., hal. 88-120. 
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irigasi, kesehatan masyarakat, gizi anak, inovasi 
dan intensifikasi pertanian, keluarga berencana, 
perbaikan infrastruktur desa hingga terlibat dalam 
perbaikan ekonomi pedesaan dengan memelopori 
agro-industri dan pengadaan koperasi. Selain itu, 
pesantren juga memiliki sistem nilai yang unik 
dan terpisah dengan sistem nilai masyarakat 
luarnya. Dengan sistem nilai yang dipegangi itu, 
pesantren berusaha mentransformasi nilai-nilai 
lama masyarakat dan diasimilasikan ke dalam nilai- 
nilai yang dianut pesantren sehingga dengan begitu 
tercipta kesatuan yang bersifat integral antara 
kesalehan individual dan sosial. 


Dengan demikian jelas di sini bahwa peran 
pesantren sebagai subkultur di tengah-tengah 
masyarakat tidak sebatas pada transformasi spiritual 
dan moral. Seperti yang pernah dicatat oleh Clifford 
Geertz, pesantren sebagaimana direpresentasikan 
oleh aktivitas para kiai memerankan diri sebagai 
cultural broker atau penghubung budaya antara 
pesantren dan “dunia luar”. Kiai berfungsi menyaring 
berbagai dampak negatif perubahan yang masuk 
dalam kehidupan masyarakat tradisional dan 
menyeleksi mana unsur budaya yang boleh dan mana 
yang tidak dalam arus perubahan sosial.15' Fungsi 


164 Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing 
Role of a Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and 
History, Vol. 2, 1960, hal. 200-249. 
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sosial dan kebudayaan kiai dan pesantren dalam 
perubahan sosial juga diperlihatkan oleh Hiroko 
Horikoshi yang meneliti kehidupan Kiai Yusuf Tajri 
di Cipari, Garut, Jawa Barat, dan memperlihatkan 
betapa kiai tidak hanya berperan pasif sebagai 
penyaring atau peredam perubahan, melainkan 
justeru menjadi pelopor perubahan yang berperan 
aktif menyiasati problem sosial dan menyusun 
agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan 
kebutuhan nyata masyarakat lokal.16$ 


Pergeseran pandangan ini memperlihatkan 
dengan jelas betapa pesantren memiliki 
dinamikanya sendiri dalam merespon 
perkembangan zaman. Di sisi lain, ini lantaran 
pesantren juga tidak bisa menghindar darituntutan 
zaman untuk memperbaiki dirinya sendiri, 
melakukan inovasi-inovasi kreatif dan menciptakan 
siasat-siasat dalam menghadapi perubahan. 
Kenyataan ini diilhami oleh dua hal: pertama, 
lingkungan yang berubah akibat perkembangan 
budaya dan teknologi berikut ancaman dan 
tantangannya yang mendorong pesantren untuk 
melakukan perubahan: kedua, watak pembawaan 
Islam sendiri yang memang bersifat dinamis yang 
memberikan impuls-impuls (dorongan) untuk 


165 Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial, 
Jakarta: P3M, 1987. 
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berkembang.'58 Kendati demikian, perkembangan 
yang mungkin dilakukan oleh Islam adalah sejauh 
perkembangan itu tidak merusak nilai-nilai 
subtansialnya sendiri yang dalam kaidah fikih 
dinyatakan dengan adagium “al-muhafadhatu ala 
al-gadimi al-saleh wal akhdzu bil jadidi al-aslah”. 


Kemampuan dunia pesantren untuk 
selalu terbuka pada realitas kehidupan ini hanya 
dimungkinkan oleh pengkajian yang dalam atas 
tradisi Islam yang digali dari kitab kuning. Kitab 
kuning inilah yang merupakan faktor penting yang 
menjadi karakteristik pesantren sekaligus menjadi 
alat produksi dari subkultur pesantren. Selain 
sebagai pedoman bagi tata cara keberagamaan, 
kitab kuning juga difungsikan oleh kalangan 
pesantren sebagai referensi (maraji”) universal 
dalam menyikapi segala tantangan kehidupan. 
Aspek dinamis yang diperlihatkan kitab kuning 
adalah transfer pembentukan tradisi keilmuan yang 
fikih-sufistik yang didukung oleh penguasaan ilmu- 
ilmu instrumental seperti ilmu-ilmu humanistik 
atau adab. Dalam sejarah keilmuan di Indonesia, 
kajian kitab kuning membuktikan diri telah mampu 
memproduksi tradisi intelektual pribumi yang tidak 
terjebak pada model pemahaman yang ekstrem. 
Pesantren justeru melahirkan sikap-sikap tawassuth 


166 Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi 
Tantangan Zaman, Op. Cit., hal. 235. 
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(moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (jalan tengah), 
dan tasamuh (toleran).?” 


Pernyataan ini secara langsung bisa 
diverifikasi melalui sikap Nahdlatul Ulama (NU) 
yang menerjemahkan konsep “mabadi' khoira 
ummah” atau prinsip-prinsip dasar kemaslahatan 
umat sebagai landasan perjuangan kemasyarakatan. 
Konsep ini mengambil rujukan dari salah satu kitab 
yang selalu dikaji di pesantren-pesantren, yakni kitab 
Fathul Mu'in, karya Syeikh Zainuddin Al-Malibary (w. 
1522 M). Penulis kitab ini memberikan salah satu 
rumusan mengenai jihad yang berarti daf'u dlarar 
ma'shumin musliman kana au ghaira muslim. Di sini 
ditekankan bahwa jihad bermakna sebagai upaya 
mengayomi dan melindungi orang-orang yang berhak 
memperoleh perlindungan, baik muslim maupun 
non-muslim. Dalam konteks kekinian, rumusan 
ini memiliki relevansi besar dan lebih membumi 
terutama bila diaktualisasi sebagaimana dirumuskan 
oleh para ulama klasik yang meliputi: jaminan pangan 
(al-Ith'am), jaminan sandang fal-Iksa'), jaminan 
papan (al-Iskan), jaminan obat-obatan (tsaman ad- 
dawa') dan jaminan kesehatan (ujrah at-Tamrid).'88 
Pengertian jihad yang diyakini NU ini menjadi prinsip 
dasar yang diyakini pula akan lebih membawa 
manusia ke dalam kebaikan, toleransi, inklusif dan 


167 Lihat Siradj, Op. Cit., hal. 209. 
168 Ibid., hal. 106-109. 
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moderat yang dengan demikian akan mengantarkan 
ke arah kehidupan bersama yang lebih harmonis dan 
integratif. 


Dalam konteks pergaulan sosial prinsip-prinsip 
ini juga sejalan dengan konsep Khittah Nahdliyyah 
yang hendak mewujudkan ukhuwah islamiyah 
(persaudaraan Islam), ukhuwah  wathaniyah 
(persaudaraan nasional), dan ukhuwah basyariyah 
(persaudaraan kemanusiaan) yang dibangun 
berdasarkan semangat religiusitas (ruh at-tadayyun), 
semangat  nasionalitas (ruh  al-wathaniyah), 
semangat pluralitas (ruh al-ta'addudiyah) dan 
semangat humanitas (ruh al-insaniyah). Keempat 
semangat ini adalah suatu keniscayaan bagi sebuah 
komunitas yang memiliki keragaman agama dan 
aliran kepercayaan di Indonesia, sebagai upaya 
menumbuhkan kerukunan kehidupan antarumat.”? 
Dalam konteks Indonesia, rumusan itu sudah 
menjadi kesepakatan negara yang dibangun atas 
dasar semangat kebangsaan. Para founding father 
kita telah berkomitmen membangun kehidupan 
beragama dan aliran kepercayaan serta kehidupan 
antar etnis, termasuk Tionghoa, dalam konteks 
berbangsa dan bernegara dengan menitikberatkan 
pada pengembangan nilai-nilai universal seperti 
ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
serta keadilan sosial. Bukankah rasulullah pun 


169 Ibid., hal. 293-295. 
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memberikan pidato terakhir yang menyejukkan saat 
menjelang ajalnya yang menegaskan kemuliaan 
dan kehormatan manusia, nyawa dan hartanya 
sebagaimana mulianya Hari Arafah, bulan Dzulhijjah, 
dan negeri Mekkah? 


Dakwah Tanpa Kekerasan dan Jihad Bersyarat 


Nampaknya harus diakui sekarang ini 
bahwa jihad adalah kata yang paling sensitif 
sekaligus controversial dalam kosa kata Islam. 
Jihad selalu didengar, dipahami, digunakan dan 
dipraktekkan dengan cara yang emosional, baik 
itu positif maupun negatif. Bagi non-muslim, jihad 
digambarkan sebagai hunusan sebilah pedang 
yang mustahil kembali ke sarungnya. Ia kerapkali 
dimengerti sebagai perang suci (the holy war) 
melawan eksistensi mereka. Adapun bagi kaum 
muslim sendiri, jihad dimaknai secara berbeda- 
beda. Di antara mereka memandang jihad sebagai 
kewajiban agama untuk membimbing orang- 
orang non-muslim menuju iman dan kebenaran 
yang sejati. Kaum ekstremis meyakininya sebagai 
perintah Tuhan untuk memaksa Islam dan 
kebenaran imannya kepada non-muslim. Hanya 
sebagian kecil saja yang menghayati jihad dalam 
pengertian moral dan spiritual serta meliputi aspek 
yang luas dan subtansial serta bersifat kontekstual. 


295 


Islam Indonesia 


Belakangan ini, seiring dengan munculnya 
gelombang radikalisme Islam dan aksi terorisme yang 
memakan korban nyawa orang tak berdosa, kata 
jihad semakin terdengar angker dan menyeramkan. 
Jihad lebih nampak sebagai aksi kekerasan 
dan anarkisme brutal ketimbang pemahaman 
esensialnya sebagai alat pengayom umat manusia. 
Di sini jihad lebih nampak sebagai alat manipulasi 
politik yang dibungkus dengan baju keagamaan 
ketimbang sebagai manifestasi kaum muslim untuk 
mencurahkan segenap daya dan upaya untuk 
mengimplementasikan pesan-pesan Allah di muka 
bumi dalam kapasitasnya sebagai khalifah fil ardl. 


Berbeda dari apa yang dipahami oleh kalangan 
ekstremis Islam di atas, NU memiliki pandangan yang 
lebih mendasar mengenai konsep jihad dalam Islam. 
Konsep ini selain tertuang dalam kitab-kitab yang 
dikarang oleh tokoh-tokoh dan ulama-ulama NU, 
juga bisa diamati dari pengalaman sejarah di mana 
NU sejak kelahirannya merupakan alat perjuangan 
dakwah Islam dalam konteks kehidupan masyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dalam bab ini, secara 
khusus akan dipaparkan pengertian jihad sekaligus 
pengalaman berjihad sebagaimana yang dipahami 
dan dipraktekkan oleh para ulama NU. 


Jihad adalah bagian integral dari Islam. Dalam 
Alguran sendiri kata ini disebut-sebut sebanyak 
41 kali. la berasal dari kata kerja jahada yang 
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derivasinya berturut-turut menjadi jahada, yujahidu, 
jihad wa mujahadah, yang berarti usaha keras dan 
sunggug-sungguh, atau berjuang baik dengan cara 
fisik maupun nonfisik. Jadi jihad memiliki banyak 
makna: penentangan atau perlawanan dengan keras, 
menyelesaikan tugas atau masalah sampai tuntas, 
upaya sungguh untuk mencapai tujuan: melakukan 
sesuatu yang sulit: upaya keras atau rangkaian 
upaya melawan keadaan yang buruk untuk menjaga 
eksistensi orang atau perikehidupan."”” Oleh karena 
itu membicarakan makna jihad sebenarnya juga tidak 
bisa dipisahkan dengan derivasinya yang lain seperti 
ijtihad dan mujahadah. 


ljtihad adalah upaya mengembangkan dan 
memperkayasisiintelektualitas manusia sebagaimana 
ijtihad para ulama dan kiai dalam diskusi-diskusi, 
seminar maupun dalam forum bahstul masail. Para 
ulama melakukan proses ijtihad untuk memperoleh 
landasan hukum-hukum agama mengenai berbagai 
persoalan masyarakat dan menemukan teori-teori 
baru dalam berbagai disiplin keilmuan. Sedangkan 
mujahadah lebih berorientasi pada dimensi 
spiritualitas manusia, yakni upaya sungguh-sungguh 
secara ruhaniah untuk meraih magamat dan ahwal 
atau tingkatan-tingkatan dan stasiun-stasiun spiritual 
yang biasanya dijalani lewat dunia tasawuf. Jihad ini 


170 Mohammad Said Al-Ashmawy, Jihad Melawan 
Islam Ekstrem, Depok: Penerbit Desantara, 2002, hal. 182. 
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merupakah jihad al-nafsi yakni perjuangan batin 
setiap orang yang terfokus pada diri sendiri untuk 
memerangi hawa nafsu dan membina akhlak mulia. 
Jihad ini sering disebut juga sebagai jihad akbar 
lantaran memiliki peranan yang sangat besar bagi 
kehidupan individu-individu. Bentuk konkrit jihad 
yang bersifat pribadi ini adalah mujahadah binnafsi, 
yakni perjuangan melawan keingian nafsu, yang 
dalam bahasa tasawuf terwujud dalam pembersihan 
hati dari godaan nafsu dan setan. Dalam pandangan 
nabi, jihad dalam pengertian mujahadah inilah yang 
paling berat. Selain karena bersifat individual dengan 
menghadapi hawa nafsu diri pribadi, perjuangan 
mujahadah membutuhkan kontinuitas dan masa 
waktu sepanjang hidup.”! 


Lazim diketahuibahwamanusiatercipta daridua 
unsur: jasmani yang bersifat lahiriah dan rohani yang 
bersifat gaib. Kehidupan manusia juga mempunya dua 
bidang, demikian pula musuh-musuhnya mengambil 
dua buah bentuk: bentuk lahiriah yakni syaitan al- 
ins dan bentuk yang gaib yakni syaitan al-jin. Musuh 
yang tak terlihat seperti jin, iblis, setan inilah yang 
merupakan lawan asli dan abadi umat manusia. 
Mereka berbisik dalam diri dan kalbu manusia serta 
menggoda manusia dengan keinginan-keinginan dan 
hasrat-hasrat syahwat, mengajak kepada kekufuran, 
kemusrikan, dan mengajak kepada tindakan yang 


171 Siradj, Op. Cit, hal. 104-106. 
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anarkis dan destruktif. Dalam surat Al-A'raaf, ayat 27, 
Allah berfirman: “Sesungguhnya ia dan pengikutnya 
melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak 
bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah 
menjadikan syaitan-syaitan itu telah menyesatkan 
sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu 
tidak memikirkan”. 


Ada banyak cara dan tipu muslihat setan untuk 
menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus yakni 
jalan yang di-ridloi oleh Allah. Namun sangat jelas 
bahwa ujung dari segala tipu muslihat ini adalah untuk 
merusak dan membinasakan manusia. Mengapa? 
Karena kerohanian adalah yang paling fundamental 
dalam diri manusia sehingga dengan menggerogoti 
unsur-unsur batiniah itu, maka kerusakan manusia 
dalam semua aspek kehidupan akan semakin mudah 
terealisasi. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa 
manusia memiliki musuh intern yang tinggal di 
dalam diri manusia, yakni hawa nafsu. Dan rasulullah 
menyebutnya dengan tandas bahwa "sesungguhnya 
musuh yang paling ganas ialah yang ada di antara 
dua lambungmu”."? Nafsu sebagai markas iblis dan 
setan inilah yang merupakan musuh yang terganas 
yang selama ini tidak memperoleh perhatian serius 
dari orang yang gemar meneriakkan jihad selama ini. 
Padahal, dua jenis musuh ini tegas-tegas ditekankan 


172 Dikutip dari Harus Din, Manusia dan Islam, Kuala 
Lumpur: PKNJ, 1990, hal. 371. 
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dalam Alguran dan sunah secara terperinci dan 
memperoleh perhatian serius dari para ulama salafus 
soleh. 


Dengan demikian juga itu berarti kedua 
pengertian jihad di atas tidak bisa diisolasi dari 
pengertian jihad secara umum karena bisa 
mengakibatkan kita terjatuh dalam pengertian jihad 
yang justru seringkali dipahami secara parsial dan 
keliru. 


Al-Asymawi, seorang intelektual muslim 
sekaligus mantan Ketua Pengadilan Tinggi 
Kairo, mencatat bahwa makna jihad sebenarnya 
mengalami perkembangan dan pergeseran makna 
secara historis”? Menurutnya, pada awal fase 
Mekkah (610-622 M), makna jihad digunakan 
dalam pengertian etis, moral dan spiritual. Jihad 
pertama kali berarti menjaga iman dan kehormatan 
seseorang di tengah-tengah situasi yang gawat. Pada 
periode Mekkah ini, nabi diperintahkan Tuhan agar 
bersikap sabar dan tenang terhadap orang-orang 
Mekkah, serta tidak melayani kekuatan mereka 
dengan kekuatan pula. Allah berujar kepada nabi 
dalam Surat 88 ayat 22 yang berbunyi: “Ingatkanlah 
mereka (orang-orang Mekkah), karena engkau tidak 
lain hanyalah pengingat, engkau bukanlah penguasa 
atas mereka”. Allah juga berfirman dalam Surat 29 


173 Al-Ashmawy, Op. Cit. 
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ayat 18: “Katakanlah (ini adalah) kebenaran dari 
Tuhanmu semua. Barangsiapa berkehendak, maka 
hendaklah ia beriman dan barangsiapa berkehendak 
maka hendaklah ia mengingkari”. 


Baru pada fase Madinah (622-632 M), kata 
jihad berarti mencakup perjuangan individu dan 
masyarakat dengan orang-orang Mekkah. Ini misalnya 
bisa ditelusuri dari firman Allah dalam Surat 29 ayat 
8 yang berbunyi: “Dan telah kami wasiatkan kepada 
manusia agar berbuat baik kepada orang tua, tetapi 
Jika mereka berusaha keras mengajakmu untuk 
berbuat syirik kepada-Ku, sesuatu yang engkau tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya, maka jangan 
patuhi mereka”. Dalam Alguran Surat 29 ayat 69 juga 
tertulis: “Barang siapa sungguh-sungguh berjuang 
di jalan kami (Tuhan), maka Kami akan tunjukkan 
kepada mereka jalan kami”. Dan di bagian lain dalam 
Surat 25 ayat 52 dikatakan: Janganlah tunduk kepada 
orang-orang yang tidak beriman tetapi berjuanglah 
melawan mereka sebenar-benarnya jihad”. Sampai 
di sini jihad masih mengandung makna spiritual, 
yakni bersungguh-sungguh dan berjuang. 


Namun, karena orang-orang Mekkah terus 
memusuhi komunitas Islam yang baru tumbuh 
ini, nabi dan pengikutnya akhirnya dipaksa hijrah 
ke Madinah. Mereka meninggalkan tanah airnya, 
keluarga, harta, perdagangan dan masa depan 
mereka. Dalam kondisi yang tertekan dan terusir 
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inilah makna jihad memperoleh arti baru, yakni 
berjuang melawan agresi orang-orang Mekkah yang 
sudah pada tahap mengancam dan membahayakan. 
Ayat Alguran Surat 9 ayat 388 yang turun pada fase 
Madinah ini mengatakan: “Orang-orang yang benar- 
benar beriman adalah mereka yang percaya kepada 
Allah dan utusan-Nya (Muhammad) dan tidak ragu- 
ragu setelah itu, tetapi berjuang dengan dengan 
harta dan jiwa mereka demi mendapatkan ridla 
Allah. Mereka adalah orang-orang yang tulus”. 


Dari peristiwa ini, pelan-pelan makna spiritual 
jihad mulai menipis dan digeser oleh makna material 
yang makin menebal. Kaum muslim terus berjuang 
sekuat tenaga, kadang juga disertai ancaman dan 
serangan-serangan dengan tujuan agar diakui dan 
diterima keberadaannya sehingga bisa mengunjungi 
tanah kelahirannya, Mekkah, dan diijinkan beribadah 
di sana. Tapi sayangnya, komunitas Islam tidak begitu 
saja menerima pengakuan orang Mekkah. Sebaliknya 
pada tahun 624 M, orang-orang Mekkah ini 
mempersiapkan seribu tentara untuk memusnahkan 
kaum muslim yang waktu itu berjumlah tak lebih dari 
tiga ratus orang. Dalam situasi gawat tersebut, jihad 
pun mengambil makna baru, yakni perang suci (holy 
war) atau gital. Kendati demikian, Allah memberikan 
landasan etis bagi perang suci ini. la berfirman 
dalam Surat 2 ayat 190: “Berperanglah di jalan Allah 
melawan orang-orang yang memerangimu, dan 
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jangan memulai permusuhan, Karena Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berperang”. Dalam ayat 
ini jelas bahwa dalam berperang, umat Islam dibatasi 
oleh etika. Etika dasarnya sebagaimana disebutkan 
di atas adalah bahwa orang Islam bukanlah pihak 
penyerang dan tidak pula pihak yang memulai 
permusuhan. 


Singkat cerita, perang baratayuda pun terjadi. 
Perang yang disebut dengan Perang Badar tersebut 
akhirnya dimenangi oleh kaum muslim dengan 
gemilang. Namun, ketika masih dalam suasana 
sorak sorai kegembiraan kemenangan itu, tiba-tiba 
di tengah jalan pulang ke Madinah, nabi berujar 
kepada mereka: “Kita (kaum muslimin) telah kembali 
dari jihad kecil ke jihad besar”. Di sini nampak bahwa 
nabi mengingat kembali bahwa jihad yang terbesar 
bukanlah kemenangan yang diperoleh dari perang 
Badar, perang fisik bersenjata, sebuah perang besar 
yang justru beliau sebut sebagai jihad kecil. Ada 
bentuk jihad lain yang justeru lebih penting dan 
lebih sulit, yakni jihad etika, moral dan spiritual 
untuk melawan hawa nafsu, sumber ketamakan, 
kebodohan, tirani, ketidakadilan, dan sebagainya. 


Baru setelah dua tahun kemudian, tepatnya 
pada 626 M, umat Islam melakukan peperangan 
yang kedua, saat komunitas Yahudi (Suku Bani 
Ouraidzah di Madinah) mengkhianati perjanjian 
dengan kaum muslim, dan nyaris saja kaum muslim 
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menderita kekalahan dari orang-orang Mekkah. Demi 
kepentingan melindungi Islam, maka turunlah ayat 
Surat 9 ayat 29 yang memerintahkan agar umat Islam 
memerangi para pengingkar janji Yahudi tersebut. 
“Perangilah para ahli Kitab karena tidak percaya 
kepada Allah dan Hari Akhir, dan tidak melarang 
apa yang telah dilarang Allah melalui rasul-Nya, dan 
tidak mengikuti iman yang benar, sampai membayar 
upeti.” Dalam konteks inilah manifestasi jihad 
adalah memerangi orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah atau hari kiamat dan memaksa mereka 
membayar upeti sebagai tanda penyerahan mereka 
kepada komunitas muslim. 


Pertama-tama penting ditekankan di sini bahwa 
ayat untuk memerangi ahli kitab tersebut adalah 
kondisional dan tidak bersifat umum atau absolut. 
Buktinya Alguran tidak mengatakan apapun tentang 
pengislaman mereka atau penghancuran mereka. 
Alguran hanya memperingatkan, “Jangan melarang 
apa yang tidak dilarang oleh rasul (Muhammad)”. 
Kedua yang perlu di garisbawahi adalah mengenai 
konsep upeti. Penarikan upeti itu diterapkan 
kepada Ahli Kitab, Yahudi atau Kristen, yang tinggal 
di komunitas muslim sebagai ganti tidak menjadi 
tentara lantaran non-muslim tidak diperkenankan 
berperang dalam pasukan muslim. Upeti ini 
merupakah pajak yang dikumpulkan oleh negara 
sebagai subsidi bagi anggota pasukan yang tidak 
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mampu atau tidak diizinkan berperang. Baru pada 
empat tahun kemudian, pasca penaklukan Mekkah 
(630 M), makna jihad ini bergeser menjadi perang 
suci yang mencakup pemaksaan (coercion) semua 
orang Mekkah menjadi Islam. Semua orang Mekkah 
harus mengakui keesaan Tuhan dan kerasulan 
Muhammad. Dari sini makna jihad menjadi konversi 
non-muslim Mekkah menjadi muslim. 


Paparan mengenai fakta historis ini sebenarnya 
hendak menunjukkan bahwa pengertian jihad 
sepanjang sejarah Islam mengalami perkembangan 
dan pergeseran-pergeseran. Di sini jihad pada 
dasarnya selalu dimaknai secara kondisional, 
kontekstual dan tentu saja historis. Kendati begitu, 
pemilahan jihad ke dalam jihad besar dan jihad 
kecil ikut memperjelas betapa luasnya makna jihad 
sehingga ia tidak bisa direduksi begitu saja ke dalam 
praktek kekerasan atau radikalisme yang menjurus 
pada terorisme kemanusiaan. Justru kita sebenarnya 
diingatkan oleh bentuk jihad yang bernilai lebih besar, 
yakni pengendalian hawa nafsu dan memerangi 
elemen-elemen negatif dalam diri kita sendiri. 


Jihad dalam Pemahaman Tradisi NU 


Didalamliteraturpesantren yangjuga dipegangi 
oleh ulama-ulama NU, wawasan pengertian mengenai 
jihad salah satunya diambil dari kitab Fathul Mu'in 
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yang ditulis oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i, 
Syeikh Zainuddin Al-Malibari."? Menurutnya, jihad 
itu hukumnya fardlu kifayah yang dilakukan sekali 
dalam setiap tahun. Ini artinya, bila sudah ada orang 
yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban 
itu bagi yang lainnya. Jihad tersebut meliputi empat 
macam hal. Pertama, menegaskan eksistensi Allah 
(itsbat wujudillah). Kedua, menegakkan syariat dan 
nilai-nilai agama, seperti salat, puasa, zakat, haji, 
nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan lain 
sebagainya (igamah syari'atillah). Ketiga, berperang 
di jalan Allah (al-gital fi sabilillah). Dan keempat, 
mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang 
harus ditanggung oleh pemerintah, baik itu muslim 
maupun kafir dzimmi (daf'u dharar ma'shumin, 
musliman kana au dzimmiyan). Yang dimaksud kafir 
dzimmi ini meliputi kaum Nasrani, Majusi, Yahudi, 
serta pemeluk-pemeluk agama-lainnya yang bukan 
musuh. 


Jenis jihad yang ketiga ini menekankan 
aspek sosial kemasyarakatan, yakni sebagai upaya 
mengayomi dan melindungi orang-orang yang 
berhak memperoleh perlindungan, baik itu muslim 
maupun non-muslim. Cara pemenuhan kebutuhan 
tersebut, tandas Al-Malibari, mencakup penyediaan 


174 Syeikh Zainuddin Malibari, Fathul Mu'in, Beirut: 
Dar al-Fikr, dikutip dari Ahmad Baso, NU Studies, Jakarta: 
Erlangga, hal. 419-420. 
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kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi seluruh 
masyarakat, yang rinciannya bisa dipaparkan berikut 
ini. Pertama, ia mencakup jaminan pangan (al- 
ith'am) untuk memenuhi hak dan kelangsungan 
hidup masyarakat seperti sembako murah, santunan 
kaum miskin, subsidi kaum dhuafa, dan lain-lain. 
Kedua, pemenuhan jaminan sandang (al-iksa) yang 
memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan 
pakaian secara memadai, seperti harga tekstil yang 
terjangkau, tersedianya pakaian di pasaran dengan 
harga sesuai dengan daya beli masyarakat, dan lain- 
lain. Ketiga, jaminan perumahan f(al-iskan) agar 
masyarakat bisa bertempat tinggal secara layak, 
diantaranya dengan pengadaan rumah sederhana 
yang layak dan harga terjangkau, dan lain-lain. 
Keempat, jaminan obat-obatan (tsaman addawa”), 
dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat atas 
obat-obatan yang terjangkau. Termasuk dalam hal 
ini adalah tersedianya rumah sakit dan puskesmas 
yang berpelayanan baik dan murah, obat-obatan 
yang bersubsidi dan biaya rumah sakit gratis bagi 
warga miskin dan kurang mampu. Dan kelima adalah 
jaminan kesehatan (ujrah at-tamrid). Termasuk dalam 
hal ini adalah penyuluhan-penyuluhan kesehatan, 
sosialisasi kebersihan lingkungan, peringatan dini 
terhadap penyakit menular, dan mengusahakan agar 
orang-orang yang sakit tidak terbebani oleh beban 
ongkos yang tidak terjangkau masyarakat luas. 
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Lima jaminan kebutuhan dasar inilah yang 
lalu dikenal sebagai “mabadi' khaira ummah” atau 
prinsip-prinsip dasar kemaslahatan masyarakat 
yang oleh NU kemudian digunakan sebagai orientasi 
dasar perjuangan jam'iyah. Dengan demikian NU 
dengan basis umat muslim terbesar di Indonesia 
menerjemahkan konsep jihad secara lebih konkrit, 
subtansial, dan kontekstual dengan kebutuhan 
mendasar umat, melampaui pemahaman yang 
selama ini kaku, sempit dan cenderung parsial. Karena 
itu juga semakin jelas bahwa NU memahami jihad fi 
sabilillah tidak dalam pengertian perang fisik semata 
atau gital, melainkan mencakup ijtihad, mujahadah, 
dan perealisasian mabadi' khoira ummah dalam 
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Secara mendasar hal ini berarti sebuah upaya universal 
dan inklusif untuk menciptakan kebaikan, keadilan, 
kesejahteraan, harmoni dan kedamaian sebagai 
perwujudan tugas dirinya sebagai khalifah fil ardl. 


Dari paparan tadi, tidak mengherankan bila 
Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yang juga Rais 
Akbar NU pernah menerjemahkan jihad secara 
sangat kontekstual saat berlangsungnya revolusi 
kemerdekaan Republik Indonesia. Hadratus Syaikh 
mengeluarkan “Fatwa Jihad” untuk memerangi 
serdadu sekutu yang datang ke Surabaya pada 
November 1945. Perang tersebut tidak semata untuk 
membela agama, tetapi juga membela tanah air dan 
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bangsa serta mempertahankan kemerdekaan yang 
telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 


Jenis jihad yang kedua ini bisa digolongkan ke 
dalam bentuk "jihad al-mujtama?” atau ”jihad sosial”. 
Jenis jihad semacam ini terarah pada kehidupan 
sosial kemasyarakatan, baik secara jasmaniah 
maupun rohaniah, dengan harta, tenaga atau pikiran, 
yang diorientasikan untuk mewujudkan kepentingan 
dan kemaslahatan masyarakat. Termasuk dalam 
kategori ini adalah sebagaimana yang ditekankan 
oleh KH. Achmad Siddig, mantan Rais Am PBNU 
berupa perjuangan memperbaiki taraf kehidupan 
masyarakat yang meliputi (pangan, papan, sandang, 
kesehatan dan pendidikan)."'" Ditegaskan pula dalam 
kitab Panatut Thalibin bahwa jihad sosial atau jihad 
kemasyarakatan adalah usaha manusia yang selain 
menjaga kesucian agama dan syariat, juga upaya 
menyediakan tempat tinggal yang bisa diakses oleh 
publik dengan cara mudah, murah, dan terjangkau.'' 
Dalam konteks ini pelayanan pemerintah untuk 
menyediakan perumahan murah, rumah sakit 
untuk warga miskin, pendidikan yang terjangkau, 
ketersediaan air yang bersih, dan lain-lain adalah 
bagian dari manifestasi jihad sosial. 


175 KH. Achmad Siddig, Pedoman Berfikir Nahdlatul 
Ulama, Jember: PMII Jember, 1968, hal. 11. 

176 Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta al-Bakri, 
Yanatut Thalibin, Surabaya: Al-Hidayah, Jilid IV Bab Jihad, hal. 
180-207. 
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Jihad sosial bisa dipilah ke dalam dua bagian. 
Pertama, perjuangan fisik untuk menghadapi musuh- 
musuh non-muslim di luar masyarakat atau negara. 
Kedua, perjuangan orang Islam melawan musuh 
Islam dari dalam masyarakat atau dalam masyarakat 
Islam. Perjuangan jenis kedua ini disebut dengan 
istilah dakwah atau tabligh, yakni al-amru bil mar'rufi 
wannahi 'anil munkar. 


Di dalam Islam, jihad fisik untuk menghadapi 
musuh-musuh non-muslim diperkenankan hanya 
dalam konteks untuk mempertahankan diri dan demi 
menjamin keamanan masyarakat. Hal ini ditegaskan 
oleh firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 73, 
yang berbunyi: “Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) 
orang kafir dan orang munafik itu dan bersikaplah 
keras terhadap mereka”. Di Surat Al-Furgon ayat 
52 disebutkan pula "Maka jangan kamu mengikuti 
orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka 
dengan Alguran dengan jihad yang besar”. Ayat- 
ayat ini dimaksudkan untuk memerangi orang-orang 
kafir yang agresif, mengganggu keamanan dengan 
melakukan penyerangan dan menciptakan instabilitas 
dan kekacauan sehingga bisa melahirkan suasana 
yang tidak aman dan nyaman dalam kehidupan 
sosial. Jihad semacam ini juga diserukan terhadap 
orang kafir yang secara ofensif berusaha merampas 
hak, harta benda, dan wilayah orang Islam. Kendati 
begitu, jihad dengan angkat senjata ini pun harus 
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disertai dengan persyaratan prosedural dan etika 
yang harus dipenuhi secara ketat dan syar'i. 


Kiai Achmad Siddig merangkum pengertian 
jihad dalam bentuk perang fisik ini sebagai 
berikut. Pertama, jihad dilakukan dalam kerangka 
menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri. 
Tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah 
dan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan 
umum dan untuk menjaga kesatuan dan persatuan 
bangsa dan umat. Jihad ini ditujukan kepada mereka 
yang menyusun kekuatan fisik untuk: (a) melakukan 
tindakan kekerasan terhadap segolongan lain dari 
rakyat (segolongan rakyat melawan segolongan 
rakyat yang lain), (b) melakukan pembangkangan 
dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. 


Kedua, jihad diberlakukan terhadap berbagai 
ancaman dari luar negeri. Jihad ini dilakukan semata- 
mata karena: (a) melawan kelaliman dan pengusiran 
semena-mena (termasuk perlawanan pada penjajah), 
(b) untuk mempertahankan diri dari serangan musuh 
dari luar. 


Ketiga, jihad fisik juga diberlakukan untuk 
melawan gangguan bagi perkembangan kebebasan 
beragama. Jihad ini ditujukan kepada: (a) mereka 
yang dengan kekuatan/kekerasan menghalangi dan 
merintangi perkembangan kebebasan agama pada 
umumnya dan agama Islam pada khususnya, dan 
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(b) mereka yang dengan kekerasan memaksakan 
perbuatan kezaliman dan kesewenang-wenangan.!' 


Adapun jihad dalam pengertian berdakwah 
atautabligh telah ditegaskan dalam firman Allah Surat 
Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: "Dan hendaklah 
ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang marruf 
dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang- 
orang yang beruntung”. Dan dalam Ali Imran ayat 
110 dinyatakan pula: “Kamu adalah umat yang 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru 
kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, 
dan beriman kepada Allah.” Ayat ini juga dipertegas 
dengan sejumlah panduan atau metodologi 
sebagaimana termaktub dalam Surat An-nahl ayat 
125 yang berbunyi: “Serulah (manusia) kepada 
Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang memperoleh 
petunjuk”. 


Menurut keterangan ayat di atas, dari segi 
metodologis, jihad dakwah dilakukan dengan 
hikmah. Yakni dakwah yang dilakukan dengan contoh 
yang baik, entah melalui tingkah laku maupun 


177 Siddig, Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama, Op. 
Cit., hal. 12a-12b. 


312 


Islam Paripurna 


tutur kata yang baik, menyentuh, menyejukkan 
dan menentramkan. Selanjutnya pula disampaikan 
berita gembira dan harapan yang baik. Jihad dengan 
cara dakwah bil hikmah semacam ini lebih efektif, 
tantangannya relatif sedikit dan dampak sosialnya 
lebih besar. Faktanya memang kebanyakan orang 
lebih senang meneladani suatu kebajikan atas dasar 
kesadaran diri ketimbang dipaksa orang lain. Mereka 
biasanya juga lebih nyaman dibiarkan melihat, 
menghayati, dan mengikuti prilaku atau contoh 
keteladanan yang baik. 


Selain itu berdakwah dilakukan dengan lisan, 
yakni menyampaikan nasehat dan menjelaskan 
ajaran-ajaran Islam secara lisan. Pengajian- 
pengajian atau ceramah-ceramah keagamaan lain 
bisa dimasukkan dalam kategori ini. Sikap-sikap dan 
perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma 
dan etika agama, dijelaskan dan diperingatkan 
sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. 
Memang cara yang demikian ini kerap menelorkan 
tentangan, terutama ketika ber-nahi munkar atau 
mencegah kemaksiatan. Dan menasehati orang agar 
meninggalkan kemaksiatan jauh lebih berat resikonya 
dari pada mengajak kepada kebaikan. 


Berdakwah juga perlu dilakukan dengan dialog, 
adu argumentasi atau mujadalah. Dakwah model 
ini lebih banyak dilakukan oleh para intelektual 
atau ahli agama untuk masalah-masalah berat yang 
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memerlukan kajian ilmiah, baik di bidang akidah, 
ibadah maupun muamalah yang memerlukan 
argumentasi rasional untuk meyakinkan atau 
membuktikan secara ilmiah. Mengenai hal ini tidak 
sedikit masalah-masalah kontemporer yang tidak ada 
pijakan normatifnya, namun harus ditinjau dari sudut 
pandang Islam, mengundang perdebatan di kalangan 
ulama. Di sinilah diperlukan proses mujadalah atau 
debat terbuka, dan siapa yang argumentasinya lebih 
kuat maka pendapat tersebut yang harus dianggap 
paling mendekati kebenaran. Dalam melakukan ini, 
memang diperlukan bukti dan hujjah atas kebenaran 
Islam. Misalnya memperlihatkan kedudukan hakikat 
akidah Islam, akhlak Islam dan sistem hukum Islam. 
Diperlihatkan pula kedudukan hakikat tersebut 
di tengah gerakan pemikiran, ideologi, teori-teori 
dan falsafah dengan berbagai corak alirannya yang 
bertentangan, dan lain-lain. 


Demikianlah, seruan jihad ber-amar mar'ruf dan 
nahi munkar ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan 
bertujuan untuk menciptakan suatu sistem sosial yang 
damai dan sejuk serta jauh dari tindak kemaksiatan 
dan kemunkaran, yang dengan demikian seluruh 
lapisan masyarakat bisa menjalankan amal ibadahnya 
dengan baik, sempurna, tenang dan nyaman. 


Walhasil, jihad menurut Alguran bersifat 
umum dan menyeluruh (ijmal). la meliputi semua 
aspek daya dan kemampuan kaum muslim untuk 
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menghadapi musuh-musuhnya, baik yang bersifat 
jasmani maupun rohani, personal maupun sosial, 
demi mencapai cita-cita yang digariskan oleh Allah 
dan rasulnya. Dalam pengertian lain, jihad juga bisa 
dipilah dalam dua makna: makna religius dan makna 
politik yang ditentukan secara historis. 


Dalam makna rreligiusnya yang otentik, 
jihad adalah upaya sungguh-sungguh melawan 
kecenderungan negatif dalam diri atau kondisi- 
kondisi ketidakadilan guna menjaga kekuatan dan 
eksistensinya agar tetap stabil dan terbuka terhadap 
kebaikan dan kemajuan. Jihad dalam pengertian 
ditujukan untuk menanamkan keadilan dan kasih 
sayang dalam nurani seseorang dan kemudian 
memantapkan keadilan dan kasih sayang di dalam 
komunitas melalui kesadaran individu dan kolektif. 
Konsep "mabadi' khoiro ummah” yang menjadi 
landasan perjuangan NU bisa dibilang merupakan 
salah satu representasi hakiki jihad dalam pengertian 
yang paling religius dan otentik ini. Sementara itu 
dalam makna politiknya, jihad bersifat kontekstual 
dan sepenuhnya ditentukan oleh sejarah. Di sini 
jihad adalah bentuk pembelaan diri dan tidak lebih 
dari itu. Hal ini misalnya diperlihatkan oleh Hadratus 
Syeikh Hasyim Asy'ari yang mendeklarasikan "Resolusi 
Jihad”, sebuah jihad fisik dengan angkat senjata, yang 
bertujuan untuk melawan penjajah Belanda dan 
mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI. IJ 
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Nahdlatul Ulama sebagai Benteng Ahlussunah wal 
Jama'ah 


udah lazim kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama 

(NU) adalah organisasi sosial-keagamaan berbasis 

pada komunitas pesantren. Sejak perkembangan 
awal Islam, terutama di tanah Jawa, pesantren 
merupakan pusat persebaran Islam Ahlussunnah wal 
Jama'ah (Aswaja). Ribuan santri didik menjadi kader 
perjuangan Islam dan dilatih untuk menjadi pelayan 
masyarakat. Lalu karena posisinya semacam itulah 
pesantren menjadi kiblat dan panutan umat. 


Pertama kali NU didirikan, organisasi ini tidak 
mengalami kesulitan dalam konsolidasi. Hal ini 
karena dalam tradisi Islam Aswaja, para kiai-lah yang 
secara otomatis memegang kepemimpinan dalam 
pengambilan keputusan. Memang demikianlah 
adanya karena dalam tradisi Aswaja fungsi pemimpin 
dalam masyarakat adalah "harosah ad-din wa giyadah 
al-ummah” atau menjaga agama dan membimbing 
umat atau dalam istilah lain disebut dengan "harosah 
ad-din wa siyasah ad-dunya” yang berarti penjaga 
agama dan pengatur dunia. Dan kepemimpinan 
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model demikian itu tepat direpresentasikan oleh 
para ulama 


Karena NU pada dasarnya adalah suatu 
institusionalisasi dari banyak pesantren, maka NU 
sendiri adalah organisasi dengan tradisi keilmuan 
yang bertumpu pada akidah Aswaja. Secara resmi, NU 
mengakui bahwa doktrin tersebut berpangkal pada tiga 
patokan: mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi 
dalam bertauhid (mengesakan Allah dan mengakui 
keutusan Allah), mengikuti salah satu mazhab fikih 
yang empat (Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i), dan 
mengikuti cara yang ditetapkan Al-Junaidi Al-Bahgdadi 
dan Al-Ghazali dalam bertarekat atau bertasawuf. 
Dengan ini sesungguhnya NU hanya menformalkan saja 
apa yang sebenarnya sudah menjadi siklus kehidupan 
masyarakat Islam pada umumnya terutama yang 
mengambil acuan dari tradisi pesantren. 


Pandangan keagamaan semacam inilah yang 
sebenarnya dipertahankan erat oleh komunitas NU 
di awal-awal kelahirannya, dan berusaha melawan 
gerakan kaum pembaru (reformis Islam yang 
puritan) yang berusaha menentang praktek-praktek 
keagamaan mereka. Sehingga tepat pada Muktamar 
ke-1 (21-23 September 1926) para ulama membuat 
keputusan penting yang menetapkan bahwa NU 
adalah pembela Aswaja”? 


178 Muhammad Thalhah Hasan, Aswaja dalam Persepsi 
dan Tradisi NU, Jakarta: Lantambora Press, 2007, hal. 319. 
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Skisme NU vs Reformis-Puritan: Peran NU dalam 
Bangunan Kultural Islam Indonesia 


Berbicara mengenai NU sebagai organisasi 
keagamaan, kita juga tidak bisa memisahkannya 
dengan misi dakwah Islam. Sebagaimana organisasi 
Islam lainnya, yang membedakan adalah gerakan 
dakwah NU menembus lapisan masyarakat 
bawah, menyasar aras masyarakat tradisionalis, 
dan masyarakat agraris yang kental dengan tradisi 
lamanya. Maklum saja NU sendiri lahir di tanah 
Jawa, di tengah-tengah masyarakat Jawa yang kaya 
tradisi, adat istiadat dan kaya nilai budaya, akibat 
dari persentuhannya dengan tradisi lama dari 
animisme, dinamisme, hinduisme hingga budhisme. 
Mau tidak mau, dalam rangka menanamkan Islam 
pada masyarakat Jawa dan selanjutnya masyarakat 
Indonesia, NU ditantang untuk menggunakan 
metodologi yang efektif di samping pengajaran 
materi yang substantif. 


Seperti yang terlihat dalam  dakwah- 
dakwahnya, NU ternyata lebih memilih pendekatan 
kultural, mengakomodasi tradisi-tradisi lokal, dan 
mengisinya dengan roh dan nilai-nilai kelslaman 
secara damai, tanpa menggusur budaya lokal dan 
tanpa membuat garis demarkasi diametral antara 
yang tradisional dengan baru, modern. Pilihan 
dakwah semacam ini sebenarnya juga tidak bisa 
dipisahkan dari warisan model dakwah yang dirintis 
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oleh Wali Songo yang dilakukan secara damai, 
kultural, berangsur-angsur, populis, namun efektif, 
dinamis dan berkelanjutan. Darimembuat kidung dan 
tembang keagamaan sampai ke festival sholawatan 
dan kasidah, dari kerawitan sampai rebana, dari 
sesajen ke selametan, dan dari sedekahan sampai ke 
walimahan, merupakan konversi (pengubahan) nilai- 
nilai pra-Islam menjadi nilai-nilai baru yang islami, 
dan tradisi lama ke tradisi baru yang lebih islami. 
Strategi kultural Wali Songo ini kemudian dilanjutkan 
oleh dakwah NU. Bisa ditemukan dalam aktivitas 
warga NU, misalnya, upacara-upacara perkawinan 
dengan berbagai macam simbol ritualnya yang sarat 
dengan nilai-nilai Islam meski jauh dari simbol-simbol 
kearaban. Selain itu juga nampak dalam beberapa 
praktek tradisi yang bernuansa keagamaan seperti 
tahlilan, diba'an, barzanjian, yasinan, istoghosahan, 
managiban, serta tradisi kebudayaan lain seperti 
ziarah kubur, khitanan massal, peringatan hari besar 
Islam, halal bihalal, khoul ulama atau wali, dan lain- 
lainnya. Perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai 
Islam ini dijadikan sebagai sarana permberdayaan 
dan komunikasi para ulama dan kiai dengan umat. 


Baru pada awal abad ke-20, skisme atau 
ikhtilaf antara komunitas tradisional NU dan non-NU 
terjadi khususnya dengan Islam baru yang puritan. 
Penentangan terhadap NU dan cara-cara dakwah 
kultural NU dilakukan oleh mereka yang menamakan 
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diri sebagai kaum pembaru (reformis) Islam yang 
menganut Pan-Islamisme yang menyebar dari pusat 
asalnya, Timur Tengah, akibat dari berbagai gejolak 
politik lokal di sana. Gerakan reformisme Islam yang 
diusung kaum pembaru ini menyerang tradisi dan 
praktek-praktek keagamaan tradisional yang sudah 
dianut oleh kalangan pesantren dan mayoritas 
masyarakat nusantara tersebut di atas. Mereka 
menuding bahwa praktek-praktek keagamaan NU 
dan komunitas Islam tradisional adalah “bidah” dan 
“syirik”. 

Kendati memperoleh serangan gencar dari 
reformis puritan ini, tidak seperti Islam populer di 
Mesir yang lama kelamaan tergusur oleh gerakan 
reformis, Islam tradisional di Indonesia justeru 
menjadi kuat berkatorganisasi NU yangterus menerus 
memberi tanggapan atas serangan-serangan kaum 
pembaru. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa 
NU menjadi statis dan tidak mengenal perubahan, 
karena bukti-bukti historis memperlihatkan bahwa 
para ulama NU juga menyerap beberapa tujuan kaum 
pembaru, seperti misalnya mengadakan kegiatan 
sosial-keagamaan dan lama kelamaan penambahan 
pengetahuan umum di sekolahnya di samping 
ilmu agama. Hanya saja dalam bidang akidah dan 
kehidupan bermazhab, NU secara habis-habisan 
mempertahankannya baik secara ilmiah maupun 
secara kultural sebagai bagian dari pengamalan 
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tradisi Aswaja, terutama Mazhab Syafi'i yang dianut 
oleh kebanyakan umat Islam di seluruh Nusantara. 


Secara ilmiah (teoritis), NU dengan 
berkesinambungan berupaya melestarikan tradisi 
amaliyah dan nilai-nilai kultural yang menjadi jati 
diri Aswaja, dengan ditunjang oleh konsep ilmiah 
baik dalil nagli maupun agli yang memadai yang 
disampaikan kepada umat dengan pendekatan 
dialektis di samping pendekatan normatif. 


Sementara itu secara kultural, NU memakai 
medium tradisi budaya lokal seperti tahlilan, selawatan 
dan lain-lain yang secara sosiologis berpengaruh besar 
terhadap pembentukan komunitas dengan seluruh jati 
dirinya serta mengikat solidaritas ukhuwah yang kental 
dengan makna kultural, serta membentuk rabithah 
ma'nawiyah dalam kehidupan umat. Perpaduan 
antara kepentingan dakwah Islam dengan pendekatan 
doktriner dan ilmiah serta pendekatan kultural yang 
tidak antipati terhadap tradisi masyarakat setempat 
inilah yang dilakukan NU dalam pembentuk wajah dan 
watak Islam Indonesia khas. 


Dalam khazanah pemikiran NU, kemungkinan 
untuk memadukan kedua hal tersebut memang 
amat terbuka berkat landasan cara berpikirnya yang 
dibangun melalui nalar fikih. Dalam kajian ushul figh, 
masalah tradisi ini atau yang disebut dengan al-urfu 
memperoleh perhatian cukup besar. Dua di antara 
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empat mazhab fikih yang populer (Hanafi, Maliki, 
Syaf'i dan Hambali), yakni Mazhab Hanafi dan Maliki 
secara luas menggunakan tradisi sebagai landasan 
atau dalil istinbath dan memandangnya sebagai 
prinsip dasar pijakan berijtihad, selama tradisi budaya 
tersebut bertentangan dengan nash gath'i. Dalam 
Mazhab Syafi'i tradisi juga diperhatikan apabila tidak 
ada dasar-dasar lain berupa ijma atau giyas yang bisa 
dijadikan pijakan dalam melakukan ijtihad. 


Perhatian Islam yang cukup besar terhadap 
tradisi ini dibuktikan, misalnya, dengan adanya kaidah 
fikih: al-Adah al-Muhakkamah, yang berarti bahwa 
adat atau tradisi dikukuhkan sebagai hukum."? 
Pengertian adat sendiri dalam ushul fikih maupun 
fikih adalah sesuatu yang telah mantap diterima 
secara nalar dan dinilai baik oleh perasaan yang sehat. 
Atau, sebagaimana didefinisikan Prof. Musthafa Az- 
Zarga sebagai tradisi mayoritas masyarakat (gaum) 
dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Secara 
mendetail Imam As-Syathibi di sini membagi tradisi 
atau adat dalam dua macam. 


179 Terdapat juga kaidah fikih lain yang menjadi 
landasan penetapan hukum berdasar alasan adat istiadat, antara 
lain kaidah “AI tsabit bi al urf ka al tsabit bi al syar' (ketetapan 
yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan 
yang didasarkan atas syara”) atau kaidah “Isti'mal an- 
nas hujjatun yajibu al-'“amal biha (Kebiasaan masyarakat banyak 
adalah dasar hukum yang harus diikuti)”. Kaidah hukum ini tentu 
saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip agama atau magashid al syari'ah. 
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Pertama, tradisi yang berdasarkan syara', 
yakni tradisi yang dikuatkan oleh dalil syar'i 
atau  dinafikannya, seperti: apabila syara 
memerintahkannya baik dalam wujud kewajiban atau 
kesunatan, atau bila syara' melarangnya dalam wujud 
keharaman atau kemakruhan, atau mengizinkan 
untuk melakukan atau meninggalkan. Contohnya 
adalah puasa hari Asyura yang dilakukan masyarakat 
Madinah untuk keselamatan dan penghormatan 
Nabi Musa AS. Mendengar berpuasanya masyarakat 
itu, Rasulullah pun lalu menguatkan puasa itu dan 
memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa 
pada hari itu juga. Jenis kedua adalah tradisi yang 
berlaku dalam kehidupan masyarakattapisyara' tidak 
membuat ketetapan apapun, tidak melarangnya dan 
tidak menyuruhnya pula. Kasus kontemporer yang 
bisa dijadikan contoh adalah peringatan hari besar 
nasional, dan peringatan-peringatan lain yang serupa 
yang mana agama tidak menganjurkannya tetapi 
juga tidak melarangnya. Masalah-masalah semacam 
dalam perspektif Syatibi di atas maka dianggap 
menjadi urusan budaya-budaya masing-masing 
bangsa dan maslahat serta kebaikannya diserahkan 
pada penilaian masing-masing.'? 


Dalam pandangan Aswaja, tradisi atau adat 
ini diapresiasi berdasarkan pada sejumlah dalil 


180 Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, Op. 
Cit., hal. 211. 
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atau argumen, yang diantaranya ayat Alguran 
yang berbunyi: “Jadikanlah engkau pemaaf dan 
suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan 
serta berpalinglan dari orang-orang yang bodoh” 
(AS. Al-A'raf: 199). Di sini mengerjakan kebaikan 
mengandung arti “hal-hal yang diakui dan diterima 
sebagai kebaikan dalam kehidupan masyarakat”. 


Selain ayat tersebut juga terdapat hadist yang 
berbunyi: “Apa yang dipandang baik oleh umumnya 
orang muslim maka bagi Allah hal itu baik juga”. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal 
dalam Musnad-nya dari Abdullah bin Mas'ud. 
Memang menurut Al-'Ala'i hadist tersebut mauguf 
(riwayatnya terhenti pada Ibn Mas'ud) saja, tetapi 
Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Imam Fakhruddin 
Ar-Rozy, Imam Zainuddin bin Najim Al-Hanafi 
menggunakan hadits tersebut sebagai dalil. Bahkan 
disebutkan oleh Imam AS-Suyuthi bahwa kaidah fikih 
“al-'Adah Muhakkamah” di atas diambil dari hadist 
tersebut.'81 


Perhatian terhadap tradisi inilah membuat 
corak dan orientasi dakwah NU menyerupai dakwah 
Wali Songo, dan memang demikian di mana 
pertama kali dalam melakukan dakwah di nusantara 
mereka menggunakan pendekatan kultural yang 
mengakomodasi tradisi masyarakat dan budaya lokal 


181 Ibid., hal. 212. 
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sambil  menginternalisasikankan (menanamkan) 
nilai-nilai Islam yang dipandang sangat fundamental 
seperti memperkenalkan Allah yang berhak 
disembah, akhlak islamiyah, syariah, tasawuf dan 
lainnya. Hasilnya adalah sebuah karakter Islam 
universal dengan pijakan realitas sosio-kultural yang 
khas lokal, sehingga ia tidak merupakan “copy-paste” 
dari Islam di Timur Tengah yang pada dasarnya juga 
berkarakteristik lokal. 


Dalam gugusan tradisi pemikiran inilah 
sebenarnya bisa dimengerti mengapa dalam skisme 
di awal abad ke-20 hingga sekarang ini NU berusaha 
terus mempertahankan model dakwah kulturalnya, 
dan secara otomatis menegaskan kontribusi besarnya 
terhadap pembentukan bangunan kultural Islam 
yang bercorak khas Indonesia. 


Ideologi Politik Islam dalam Pandangan NU 


Negara-bangsa merupakan kenyataan sejarah 
yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, 
termasuk bangsa Indonesia. Sebagai suatu konsep 
negara modern, negara-bangsa diyakini bisa menjadi 
payung politik bagi semua anak bangsa dengan 
latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan yang 
beragam. Kendati begitu, dalam perspektif Islam yang 
notabene agama mayoritas penduduk Indonesia, 
menguraikan hubungan antara agama dan negara 
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bukanlah pekerjaan mudah. Jalinan hubungannya 
ternyata begitu rumit dan kompleks.'82 Pokok soal 
ini telah cukup lama memancing debat dan sengketa 
intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik 
maupun dalam kajian politik Islam kontemporer.!8 


Setidaknya terdapat empat tipe negara-negara 
muslim menurut pengakuan konstitusinya terhadap 
agama negara. Pertama, negara-negara yang 
menyatakan diri mereka sebagai “Negara Islam”, 
seperti Arab Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, 
Bahrain, Oman, Brunei, Maladewa, Mauritania, dan 
Yaman. Kedua, negara-negara yang menyatakan 
Islam sebagai “agama negara”, antara lain Mesir, 
Bangladesh, dan Malaysia. Ketiga, negara-negara yang 
tidak memiliki penegasan konstitusi tentang agama 


182 Harun Nasution, saat memberikan kuliah di 
Pascasarjana IAIN Jakarta, pernah mengatakan bahwa persoalan 
yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya 
dalam kehidupan umat Islam adalah berkaitan dengan masalah 
hubungan agama dan negara. 

183 Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan 
antara Islam dengan negara (politik) pada periode Klasik, Abad 
Pertengahan, dan Kontemporer, lihat Munawir Sadzali, Islam 
dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta:UI 
Press, 1990: W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought, 
Endinburgh: Endinburgh University Press, 1960: Oomaruddin 
Khan, Political consept in the Ouran, Lahore: Islamic Book 
Foundation, 1982, Erwin I.J Rosenthal, Political Thought 
in Medieval Islam: An Introductory Outline, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1961: Erwin I.J Rosenthal, Islam in 
The Modern National State, Cambridge: Combridge University 
Press). 
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negara, seperti Indonesia, Suriah, dan Uzbekistan. 
Keempat, negara-negara yang menyatakan dirinya 
sebagai negara sekuler seperti Turki, Senegal, dan 
Ajerbaizan.18 


Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan 
diskursus intelektual dan historis pemikiran dan 
praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang 
berbeda, beberapa bahkan saling bertentangan, 
mengenai hubungan yang pas antara agama (Islam) 
dan negara modern.!85 Hal ini sangat wajar sebab 
Alguran sendiri hanya memandatkan satu konsep 
yang sangat umum, yakni syuro, tanpa ada penjelasan 
detail operasionalnya (OS. Asy-Syura: 42, 38, dan 
OS. Al-Imran: 3, 159). Di sana tidak ada penjelasan 
detail yang memudahkan perumusan sistem politik 


184 “The Religion-State Relationship and The Right to 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis 
of the Constitution of Predominantly Muslim Countries”, United 
States Commission on International Religious Freedom, March 
2005,  http://www.uscirf.gov/countries/global/comparative 
constitution/03082005/Study0305.pdf (accessed 7 August 
2005) 

185 Belakangan diskursus prihal relasi Islam dan negara 
marak kembali, seiring dengan antusiasme dan kebangkitan 
Islam yang melanda hampir seluruh negara yang berpenduduk 
mayoritas muslim. Anehnya, meskipun telah diperbincangkan 
beberapa abad lalu hingga dewasa ini, hal itu tetap belum 
terpecahkan secara tuntas, bahkan cenderung mengalami 
impasse (kebuntuan). Indonesia modern masih terus dalam 
proses pencarian pola hubungan yang pas antara Islam dan 
negara. 
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bagi umat, termasuk bagaimana proses transisi 
pemerintah dan peralihan kekuasaan. 


Meskipun tidak ada kerangka operasional 
sistem politik dalam nash, ulama sepakat bahwa 
masalah politik adalah masalah yang wajib 
dilaksanakan oleh umat Islam. Konsep syuro dan ulil 
amri (OS. An-Nisa: 4, 59) dalam nash Alguran jelas 
memerintahkan umat untuk melakukan kerja politik 
untuk mencapai kemashlahatan. Imam Al-Mawardi 
mengambil dalil dari hadits sohih Muslim sebagai 
landasan kewajiban mengurusi persoalan politik, 
“Barang siapa meninggalkan dunia dan dia tidak 
terikat dengan satu baiat (kepada imam/pemimpin), 
maka dia meninggal dalam keadaan jahiliah” 
(Muslim, Al-Musnad Al-Shohih: III, 1478). 


Selain kedua landasan nash di atas, ulama fikih 
siyasah Aswaja juga melandaskan urusan politik umat 
Islam kepada dalil ijma' sahabat, khususnya pada 
peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat 
Abu Bakar dalam pidatonya yang terkenal menegaskan 
pentingnya memilih pemimpin yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan agama Islam (man 
yakumu bihi) setelah wafatnya Rasulullah SAW. 


Dengan hanya berlandaskan hukum normatif 
tentang kewajiban umat Islam mengurusi masalah 
politik ini, masih banyak pertanyaan lanjutan yang 
perlu dijawab. Para ulama fikih al-siyasah kemudian 
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memberikan ketentuan hukum siyasi bahwa konsep 
atau model pemerintahan yang akan dijalankan dalam 
kerangka mengurus persoalan politik yang wajib 
diserahkan kepada area ijtihadiyah yang disesuaikan 
dengan konteks waktu atau tempat maka bentuk 
pemerintahan yang dapat dikembangkan oleh umat 
Islam yang pada saaat ini tersebar ke dalam konteks 
negara-bangsa (nation-state) diserahkan kepada 
ijtihad ulama masing-masing wilayah atau negara. 
Apakah akan mengambil bentuk khilafah, teokrasi, 
republik, monarki, federal, atau bentuk lainnya, 
sungguh harus dilihat dari kebutuhan dan konteks 
keumatan yang ada. Prinsip utama adalah bahwa 
segala macam ijtihad dalam bentuk tatanan politik 
dan pemerintahan tersebut harus tetap menuju 
pada mashlahah amah, selaras dengan tujuan dan 
maksud ajaran Islam (magashid al-syari'ah), yang 
mampu menjamin terpeliharanya lima hak dasar 
manusia (al-dloruriyyat al-khomsah). Imam Al- 
Ghazali merumuskan al-dloruriyyat al-khamsah ke 
dalam bentuk perlindungan pada agama (khifdzu 
al-din), jiwa (khifdzu al-nafs), akal (khifdzu al-'agl), 
keluarga atau keturunan (khifdzu al-nasl), dan hak 
milik (khifdzu al-maal). 


Dengan demikian, dalam konteks kekinian 
misalnya, muncul model khilafah yang di dengungkan 
oleh kelompok HT. Dengan menggunakan logika 
ketentuan hukum normatif politik Islam di atas, maka 
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model khilafah ala HT hanyalah semata hasil ijtihad 
semata yang tidak harus diikuti secara wajib oleh 
seluruh umat Islam. Sebagaimana keputusan Majelis 
Bahtsul Masail NU Jawa Timur pada Konferwil Tahun 
1428/2007 di PP Zainil Hasan, Genggong, Ponorogo. 


Selain persolan bentuk tatanan politik dan 
pemerintahan, persoalan umat pada konteks 
negara-bangsa adalah tentang hubungan antara 
wilayah politik Islam yang tidak tunggal. Banyaknya 
pemimpin politik Islam sangat mungkin terjadi, dalam 
keragaman bentuk pemerintahannya. Pertanyaannya 
adalah apakah landasan normatif politik Islam 
sebagaimana dijelaskan di atas memandatkan untuk 
penyatuan kekuatan politik umat Islam dalam satu 
tata kelola politik dunia internasional misalnya? 


Ulama siyasah berbeda pendapat mengenai 
hal ini. Sebagian berpendapat kepemimpinan umat 
Islam haruslah tunggal. Imam An-Nawawi adalah 
ulama dalam mazhab ini. Landasan utamanya adalah 
iima' sahabat dan praktek pada masa Khulafaur 
Rasyidin yang menjalankan satu komando politik dan 
pemerintahan sebagai pengejawantahan penerusan 
kerja kenabian. Ulama lain mengatakan boleh untuk 
membuat imamah yang berbeda untuk wilayah umat 
yang berbeda. Landasannya adalah praktek pada 
masa khilafah Ali bin Abi Thalib yang juga di barengi 
dengan kepemimpinan Mu'awiyyah. 
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Imam Al-Ourthubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' 
li Ahkam Alguran mendukung argumen ini dengan 
dua penjelasan tambahan. Pertama, bahwa dengan 
adanya dua imam di wilayah yang berbeda maka 
masing-masing bisa mengurusi dan menyelesaikan 
persoalan umat di wilayahnya. Kedua, dalam konsep 
kenabian dalam Islam, ada fakta bahwa Allah SWT 
mengutus dua nabi pada waktu yang sama untuk 
wilayah yang berbeda. Posisi satu nabi di wilayah atau 
umat tertentu, tidak membatalkan misi nubuwwah 
nabi lainnya di umat lainnya yang berbeda. Adanya 
alasan tuntutan perkembangan keumatan Islam 
di berbagai negara yang semakin meluas dan sulit 
untuk dihindari, Imam As-Syaukani juga mendukung 
bolehnya dua Imam untuk wilayah yang berbeda 
pada waktu yang bersamaan. 


Pertanyaan normatif hukumnya adalah, 
bagaimana memposisikan ijma' sahabat dan as-salaf 
al-shalih sebagai tonggak awal pemerintahan Islam 
pada masa Khulafaur Rasyidin yang secara normatif 
menyatukan umat Islam ke dalam satu ikatan tata 
politik dan pemerintahan? Apakah ijma' tersebut, 
selain bersifat normatif untuk keabsahamnya, juga 
bersifat imperatif dalam kewajiban mengikutinya 
untuk semua masa? Menjawab pertanyaan 
semacam ini, KH Abdul Ghofur Mimoen menjelaskan 
bahwa ijma' sahabat dan as-salaf al-shalih tentang 
penyatuan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi 
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Muhammad adalah sahih, namun tidak menunjukkan 
kewajibannya untuk dijadikan landasan berpolitik 
bagi umat Islam saat ini. Beliau mengatakan sebagai 
berikut: “Ini berarti bahwa penyatuan entitas politik 
umat Islam dalam wadah kesatuan negara adalah 
perjalanan sejarah absah, tapi tidak menafikan 
keabsahan perjalanan sejarah berikutnya yang 
berbeda.” Hal penting yang mendukung kesimpulan 
hal ini adalah bahwa tidak adanya nash sahih satupun 
yang menginformasikan kesatuan umat Islam dalam 
wadah kesatuan negara. 


Dalam sejarah kebangsaan, pendirian NU atas 
politik dan sistem negara-bangsa telah jelas dan 
tegas. KH. Wahab Chasbullah di dalam Konferensi 
Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA) Pada tahun 1954 secara 
lugas menyatakan bahwa pemerintahan Soekarno 
dalam dinamika politik yang memanas pada tahun 
1950-an, adalah sah dengan dasar kedaruratan, yang 
kemudian di kenal sebagai Piagam Waliyyul Amri Ad- 
Dloruri bis-Syaukah. Dalam point ke-5 dari pidato 
tersebut, KH. Wahab menegaskan idealitas tentang 
penyatuan politik umat Islam seluruh dunia dengan 
imam a'dhom sudah tidak bisa dilakukan sejak 700 
tahun lalu karena tidak adanya bagi orang yang 
memiliki persyaratan yang mencapai syarat mujtahid 
muthlag. Dengan dasar ini, maka pemerintah 
Indonesia dalam bentuk negara bangsa modern dapat 
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diperbolehkan dan harus diperjuangkan karena juga 
menyangkut soal keamanan dan persatuan negara 
dan bangsa kala itu.'88 


NU sebagai organisasi sosial keagamaan 
terbesar di Indonesia telah menawarkan suatu 
penyelesaian teologis yang cemerlang melalui 
fikih politik dalam hubungan Islam dan negara. 
Penalaran fikih politik ini tampaknya dapat menjadi 
pedoman atau paling tidak inspirasi bagi organisasi 
keagamaan lain yang masih gamang menghadapi 
kenyataan modernitas (negara-modern) dan masih 
berromantisme ria dengan model khilafah islamiyah, 
sesuatu yang imposible diterapkan pada zaman 
sekarang 


Pandangan NU tentang Negara (Apakah Harus 
Negara Islam?) 


Dalambagian kedua dari babinisudah dijelaskan 
dengan gamblang bahwa NU menganut suatu tradisi 
ilmu keagamaan yang sepenuhnya bertumpu pada 
akidah Aswaja. Tradisi ini pada intinya mengandung 
pertautan organik antara tauhid, fikih, dan tasawuf 
yang selalu diamalkan secara berkesinambungan dan 
membentuk perpaduan kehidupan di lingkungan NU 
yang mencakup duniawi dan ukhrawi. 


186 Abdul Mun'im DZ, (ed.), Piagam Perjuangan 
Kebangsaan, Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011, hal. 77. 
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Konsekuensi yang ditimbulkannya hampir 
semua bisa dijelaskan secara logis bahwa pandangan- 
pandangan sosial dan politiknya tidak bercorak 
“hitam-putih”. Tetapi di lain pihak juga hampir bisa 
dipastikan bahwa sikap dan tindakan NU didasarkan 
pada ijtihad keagamaan, yang bertumpu pada 
tradisi pengambilan keputusan hukum lewat fikih, 
yang berlandaskan pada niat untuk membangun 
keseimbangan antara kehidupan duniawi dan 
ukhrowi tersebut. Ini juga karena pandangan hidup 
di lingkungan NU yang memosisikan kehidupan dunia 
sebagai jembatan persiapan menuju kebahagiaan di 
akhirat. 


Paradigma keilmuan semacam ini pulalah 
yang melatarbelakangi pandangan kenegaraan 
yang dianut oleh NU. Para ahli fikih memandang 
bahwa mengangkat kepala negara (nashbul imam) 
dan membentuk pemerintah (agdul imamah) 
hukumnya wajib kifayah bagi umat Islam atas dasar 
ijma'. Alasannya di samping dari sumber syara' 
(agama) juga dari konsep rasional bahwa kehidupan 
sosial yang kompleks ini memerlukan tatanan 
dan kekuasaan yang mengatur, menertibkan atau 
melindungi hak-hak dan mengatur kewajiban- 
kewajiban, baik individu maupun masyarakat. 
Mengenai sistem pemerintahan sendiri, Islam 
nampak tidak menyediakan sistem yang tegas dan 
baku, tetapi memberikan sejumlah prinsip dan etika 
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dasar dalam melaksanakan pemerintahan, dan 
prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam 
berbagai macam sistem pemerintahan yang ada.!” 


Oleh sebab di atas, bagi NU sistem 
pemerintahan apapun bentuknya tidak menjadi 
masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan 
pemerintah berdasarkan teoritisasi fikihus siyasah 
seperti hirasati al-dini (memelihara agama), dan 
siyati al-dunya (mengelola negara) dalam rangka 
menerapkan ajaran Islam, menolak kerusakan, 
mewujudkan kemaslahatan umum (al-mashalih 
lirraiyyah), menegakkan keadilan (al-'adalah) dan 
menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir- 
batin, dunia-akhirat. Begitu penting tujuan tatanan 
atau negara itu dalam pandangan NU, maka bila 
para pemegang kekuasaan yang telah ada dan 
mapan melakukan kesalahan dalam pengambilan 
keputusan maka bukan berarti hal itu mengharuskan 
adanya penolakan dan perubahan dalam sistem 
pemerintahan dengan sistem alternatif lain, 
melainkan harus dilakukan perbaikan dengan cara- 
cara yang bersifat gradual (tadrijy). Dan bila toh 
harus dilakukan perubahan maka terlebih dulu harus 
memperoleh legitimasi dari tradisi keagamaan yang 
dianut NU. 


187 Lihat Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, 
Op. Cit., Terutama bab 12 “Sistem Pemerintahan (Hukumah/ 
Imamah) dalam Fikih Islam”. 
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Walhasil, berdasarkan hukum fikih NU 
menyatakan bahwa sistem negara yang ada, yakni 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah 
bentuk pemerintah yang sah dan final, dan tidak 
diperlukan lagi sistem pemerintahan atau “negara 
Islam” sebagai alternatif. Kendati begitu hukum fikih 
juga memiliki ketentuan-ketentuan yang memuat 
tolok ukur bagaimana sebuah pemerintahan 
seharusnya dikelola dan dijalankan. Misalnya 
ketentuan “tasharraful imam ala  al-raiyyah 
manutun bil mashlahan”, yakni kebijaksanaan 
kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan 
rakyat, yang menjadi pokok tujuan utama sebuah 
pemerintahan. Dengan demikian sekali lagi bentuk 
formal pemerintahan bukan menjadi permasalahan 
bagi NU selama masih diikuti perilaku formal negara 
yang tidak bertentangan dengan hukum fikih.'88 


Pendirian ini secara jelas, misalnya, telah 
dinyatakan jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya 
pada Muktamar ke-11 di Banjarmasin, 9 Juni 1935. 
Waktu itu NU telah memberikan keabsahan status 
hukum negara Hindia Belanda sebagai “darul 
Islam” dengan alasan secara historis Indonesia 
pernah dikuasai sepenuhnya oleh penguasa Islam 
dan masyarakatnya secara bebas bisa menjalankan 
syariat Islam, kendati itu berarti harus memberi 


188 Lihat Abdurahman Wahid, Islam Kosmopolitan, Op. 
Cit., hal. 219 
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legitimasi religius kepada pemerintah kolonial.18? Atas 
dasar nalar fikih ini pula, pada Konferensi Nasional 
Alim Ulama NU di Cipanas pada 1954, NU memberi 
dukungan kepada Soekarno dan pemerintahannya, 
dengan memberinya gelar “waliyul amri al-dlaluri bi 
al-syawkah atau pemegang pemerintahan de facto 
dengan kekuasaan penuh, saat pemerintah sedang 
berhadapan dengan pemberontakan Darul Islam 
di Jawa Barat, yang kemudian dikukuhkan melalui 
keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya, 8-13 
september 1954.” Ini adalah dampak lanjut dari 


189 K.H.A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil 
Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 
s/d Keduapuluh Sembilan 1994, Surabaya: Kerjasama PP 
RMI dengan Dinamika Press, 1997, hal. 138. Dalam buku ini 
dijelaskan bahwa pada Muktamar ke-11 itu muncul pertanyaan: 
“Apakah nama negara kita menurut syara” agama Islam?” 
Keputusan Muktamar menyatakan: “Sesungguhnya negara kita 
Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai 
sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut 
oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap 
selamanya”. Argumen fikih-nya diambil dari Kitab Bughyatul 
Mustarsyidin, pada Bab “Hudnah wal Imamah”. Dalam teks 
kitab itu disebutkan: “.. Fa 'ulima anna ardla batawiy Jakarta) 
bal wa ghalib ardli jawa daru Islamin li istila'i al-muslimina 
alayha gabl al-kuffar. 

190 K.H.A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil 
Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 
s/d Keduapuluh Sembilan 1994, Surabaya: Kerjasama PP RMI 
dengan Dinamika Press, 1997, hal. 207-208. Dalam buku ini 
dijelaskan bahwa pada Muktamar ke-20 itu muncul pertanyaan: 
“Sah atau tidakkah Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas 
tahun 1954 bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat 
negara adalah waliyul amri dlaruri bisy syaukhah?” Keputusan 
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penolakan NU terhadap gagasan dan pendirian 
Darul Islam (DI) yang didirikan oleh Kartosoewirjo 
di Jawa Barat serta Negara Islam Indonesia (NII) di 
Sulawesi Selatan oleh Kahar Mudzakkar. Bahkan 
secara tegas para ulama NU memberikan keputusan 
fikih kepada Kartosoewirjo sebagai pelaku bughot 
(pemberontakan kepada pemerintah yang sah). 


Pandangan NU tentang Pancasila 


Pancasila adalah dasar negara Republik 
Indonesia yang rumusannya disusun oleh Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 
Sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah, NU 
juga berkontribusi besar dalam perumusan dasar 
dan filsafat negara ini melalui wakilnya KH. A. Wachid 
Hasyim dalam PPKI. Panitia kecil ini akhirnya berhasil 
merumuskan Mukadimah UUD 1945 yang pada 
awalnya masih mencantumkan Piagam Jakarta yang 
berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah kata 
”Ketuhanan”. Memang, demikianlah adannya bahwa 
pada tahun 1945, NU bersama kelompok Islam 
lainnya membela syariat seperti tercantum dalam 
Piagam Jakarta. 


Muktamar menyatakan: “Betul, sudah sah keputusan tersebut”. 
Argumen fikih-nya diambil dari Kitab Syarh al-Ikhya'i dan 
Kifayatul Akhyar Il, halaman 159. 
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Namun, tanpa diduga, pada malam menjelang 
proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta 
tiba-tiba didatangi salah seorang perwira tinggi 
Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan berita 
bahwa masyarakat non-muslim Indonesia Timur 
mereka keberatan dengan disertakannya Piagam 
Jakarta tersebut dalam Pembukaan/Mukaddimah 
UUD RI dan mereka berniat tidak bergabung dalam 
negara RI yang akan diproklamirkan. Menghadapi 
reaksi tersebut, Hatta segera memanggil empat 
tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Kasman 
Singodimedjo, Teuku Muhammad Hasan dan A. 
Wachid Hasyim. Akhirnya, dalam diskusi yang 
berlangsung alot dan kebesaran hati tokoh-tokoh 
Islam tersebut, penghapusan Piagam Jakarta 
disetujui demi mewujudkan persatuan Indonesia 
dan menyelamatkan negara Republik Indonesia yang 
baru lahir. Saat itu juga usul Wachid Hasyim untuk 
menambah kalimat "Yang Maha Esa” di belakang 
kata "Ketuhanan” diterima baik oleh semua aliran 
kelompok.'? 


Kenyataan itu secara jelas memperlihatkan 
bahwa NU terlibat aktif dalam membidani lahirnya 
Pancasila sebagai dasar negara. Fakta ini sekaligus 
membuktikan bahwa NU siap hidup bersama dengan 
komponen-komponen bangsa lain yang berbeda- 
beda, serta siap mengutamakan kepentingan bersama 


191 Muhammad Tholhah Hasan, Op.cit., hal. 360. 
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di atas kepentingan kelompok, golongan dan agama 
sendiri. Kendati demikian harus diakui pula bahwa 
kesepakatan tersebut masih meninggalkan beberapa 
masalah politik yang belum tuntas mengenai tempat 
Islam dalam kehidupan bernegara. Tarik menarik 
antara mereka yang menginginkan "dasar negara 
Islam” dan di lain pihak mereka yang menghendaki 
"dasar negara Pancasila” terus mewarnai sidang- 
sidang Konstituante, hingga akhirnya Dekrit Presiden 
5 Juli 1959 menetapkan Pancasila sebagai dasar dan 
falsafah negara, dan NU menjadi salah satu barisan 


192 


pendukungnya. 


Pembuktian sikap penerimaan NU terhadap 
Pancasila juga diperlihatkan ketika pemerintah 
mengajak semua organisasi berasas Pancasila. NU 
secara relatif tanpa kesulitan menerima ajakan 
tersebut lewat sebuah deklarasi yang disusun dalam 
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan lalu secara 
resmi Pancasila diletakkan sebagai asas organisasi pada 
Muktamar ke-27 Tahun 1984 di Situbondo. Penerimaan 
ini dimungkinkan karena dalam pandangan NU sendiri 
Islam bukanlah ideologi. Sebaliknya Islam adalah 
agama Allah yang merupakan jalan hidup, sementara 
ideologi adalah hasil pemikiran manusia. Secara 
lengkap deklarasi itu berbunyi sebagai berikut. 


192 Lihat Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara: 
Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Yogyakarta: LKIS, 1999: lihat 
juga Muhammad Tholhah Hasan, Ibid., hal. 359-361 
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Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah 
negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan 
tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat 
dipergunakan untuk menggantikan kedudukan 
agama. Kedua, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
sebagai dasar negra Republik Indonesia menurut 
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang 
menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid 
menurut pengertian keimanan Islam. Ketiga, bagi 
Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, 
meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan 
hubungan antar manusia. Keempat, penerimaan 
dan pengamalan Pncasila merupakan perwujudan 
dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan 
syariat agamanya. Dan kelima, sebagai konsekuensi 
dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban 
mengamankan pengertian yang benar tentang 
Pancasila dan pengamalannya yang murni dan 
konsekuen oleh semua pihak.!? 


Dalam deklarasi itu, jelaslah bahwa NU 
mengakui dan mendukung penuh Pancasila sebagai 
dasar dan falsafah negara Republik Indonesia, yang 
pengamalannya bisa menjadi perwujudan dari upaya 
umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. NU 
dengan tegas dan jelas memisahkan antara agama 
dengan negara. Pancasila adalah dasar negara, bukan 


193 Abdul Muchit Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah 
& Ajaran, Surabaya: Penerbit Khalista, 2007, hal. 75-76 
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agama. Keberadaan Pancasila tidak dapat menggantikan 
agama atau dipergunakan untuk menggantikan 
kedudukan agama. Meski begitu, bukan berarti agama 
tidak selaras dengan negara. Dalam deklarasi itu 
malah dinyatakan bahwa adalah kewajiban NU, atau 
dengan kata lain kewajiban umat beragama, untuk 
mengamankan tafsir yang benar tentang Pancasila dan 
sekaligus pengamalannya yang murni dan konsekuen 
agar sesuai dengan upaya umat Islam Indonesia 
dalam menjalanan syariat agamanya. Ini artinya NU 
memposisikan agama sebagai landasan moral-etik bagi 
negara agar negara tetap berada dalam kontrol agama 
untuk menegakkan keadilan dan selalu berorientasi 
pada kesejahteraan dan kemaslahatan umatnya. 


Pandangan NU tentang Penerapan Syariat Islam 


Dari uraian sebelumnya tampak jelas bahwa 
sejak tahun 1984 para pemimpin NU telah menerima 
bentuk negara Indonesia dan Pancasila yang 
monoteis, dan posisi ini diteguhkan kembali dalam 
setiap muktamar. Indonesia tidak akan disebut 
sebagai negara Islam, kendati islamisasi masyarakat 
menjadi perhatian besar dakwahnya. Dengan kata 
lain, yang dikehendaki oleh NU bukanlah memaksakan 
suatu pola kehidupan yang sesuai dengan syariat, 
melainkan membuat kaum santri berintegrasi secara 
lebih baik ke dalam kehidupan berbangsa. 
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Bila dilihat dari penerimaan final NU terhadap 
Pancasila dan ideologi negara nasional pada tahun 
1984 itu maka bisa disaksikan sebenarnya bahwa 
tujuan keagamaan NU yang terutama bukanlah 
menerapkan syariat secara formal dan eksklusif 
dalam kehidupan bernegara, melainkan terciptanya 
kemaslahatan nasional dan demi keselamatan dan 
keutuhan bangsa sambil tetap berusaha memasukkan 
nilai-nilai Islam ke dalam hukum nasional. Sementara 
Islam di sini dipahami sebagai spirit moral dan etika 
sosial yang bisa menjadi landasan tranformasi sosial 
menuju ke arah kehidupan bangsa yang harmonis 
dan demokratis. Sikap yang demikian ini pada 
akhirnya sejalan dengan sikap sosio-kultural NU yang 
sunni dengan lebih mengedepankan pokok-pokok 
seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran) dan 
tawazun (harmoni) dalam kehidupan masyarakat. 


Guna mendeskripsikan pendekatan NU secara 
global dalam proses islamisasi dalam negara nasional, 
alangkah baiknya dikutipkan pernyataan Andree 
Feillard dalam bukunya NU Vis a Vis Negara berikut 
ini. Menurut Feillard, ”...pemimpin Islam ... lebih 
mementingkan pendekatan yang sekarang disebut 
subtansialis ketimbang pendekatan skripturalis atau 
literalis, artinya lebih mengutamakan nilai-nilai 
keislaman, bukan bentuk luarnya saja...” 


194 Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, Op. 
Cit hal. 361. 
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Dalam agenda penyerapan hukum-hukum 
syariat Islam dalam hukum nasional, Muktamar NU 
ke-32 di Makassar memberikan penjelasan lebih 
lanjut. Ada tiga pola: pertama, formal (rosmiyyah) 
artinya penyerapan bagian-bagian tertentu 
hukum Islam pada hukum nasional secara formal. 
Formalisasi hukum agama ini dibatasi pada aspek- 
aspek pelayanan keagamaan oleh negara untuk 
memudahkan umat Islam menjalankan ajaran 
Islam seperti nikah, cerai, waris, zakat, wakaf, haji, 
wasiat, hibah, transaksi perbankan maupun ekonomi 
syariah pada umumnya. Hukum-hukum tersebut 
hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak terdapat 
dimensi diskriminasi dan tidak mengurangi hak-hak 
warga negara lainnya. Kedua, substansial (dzatiyah), 
yakni penyerapan nilai-nilai dan norma dari hukum 
Islam dalam hukum nasional tanpa membawa 
bentuk formalnya. Ajaran Islam bisa mewarnai 
aturan perundang-undangan dengan diserapnya 
nilai substansi Islam dalam berbagai regulasi 
seperti larangan pornografi, perjudian, pelacuran, 
penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, perusakan 
lingkungan dan sebagainya. Ketiga, esensial 
(ruhiyyah/jauhariyyah), di mana penyerapan dan 
penerapan hukum syariat Islam dapat juga terjadi 
secara esensial dalam arti terserapnya nilai-nilai 
hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun 
tidak dalam bentuk norma maupun sanksi yang 
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dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 
nasional. Hal ini misalnya berkatan dengan upaya 
mendekatkan pelaksanaan peraturan perundang- 
undangan tentang pidana yang lebih mendekati nilai 
ajaran Islam. Sehingga akan semakin menjauhkan 
pelaku tindak pidana dari berbagai perbuatan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.” 


Komitmen NU pada Kebangsaan 


Secara historis, NU rupanya tidak memiliki 
masalah dengan konsep kebangsaan. Ini terbukti, 
misalnya, pada tahun 1916, KH. A. Wahab 
Chasbullah dan kiai-kiai lainnya telah membentuk 
sebuah lembaga yang dinamakan Nahdlatul Wathan. 
Mengapa tidak Nahdlatul Ummah? Tidak ada yang 
bisa menjawab dengan pasti. Akan tetapi bila dilihat 
dari perkembangan sejarah, pendirian Nahdlatul 
Wathan jelas tidak bisa dilepaskan dari semakin 
besar gelombang kesadaran nasionalisme yang 
tumbuh di kalangan pesantren. Sebagai sebuah 
organisasi Islam, KH. Wahab memandang bahwa 
perkembangan Islam Aswaja sangat tergantung 
pada kesuksesannya dalam melibatkan diri di dalam 
perjuangan masyarakat untuk menggapai cita-cita 
nasional. Dilihat dari sini, maka kiai-kiai NU tidak 


195  Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, 
Jakarta: PBNU, 2010, hal. 239-240. 
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membedakan antara Islam sebagai agama universal 
dengan Islam yang bersifat nasional dalam arti corak 
keberislaman yang ikut mendorong dinamika pada 
level masyarakat. 


Dalam kaitan NU dan kebangsaan ini, John L. 
Esposito mengatakan bahwa, “Nama organisasi ini 
bermakna “Kebangkitan Ulama' yang mencerminkan 
dua aspek dari asal-usulnya. Organisasi ini merupakan 
bagian dari gelombang kebangkitan nasionalis yang 
dipimpin sebelumnya oleh Syarikat Islam (SI) yang 
dibentuk pada tahun 1912. Abdul Wahab Chasbullah 
(1888-1971) yang ikut mendirikan NU, dilaporkan 
membentuk cabang SI di Makkah pada tahun 
1913. Setelah kembali ke Indonesia, dia mendirikan 
lembaga pendidikan bernama Nahdlatul Wathan 
(kebangkitan tanah air) di Surabaya pada tahun 1916, 
dan organisasi ini menjadi cikal bakal NU.”196 


Dengan demikian jelas bahwa sejak lahir NU 
bukan hanya tidak mempersoalkan konsep negara 
kebangsaan atau nasionalisme, tetapi memberikan 
dukungan dan ikut berjuang sepenuhnya 
mewujudkan dan membangun negara kebangsaan. 
Dukungan semacam ini tidak lahir dari ruang kosong. 
NU juga menyadari betapa beragamanya masyarakat 
nusantara. Sejak kedatangan Islam ke Indonesia, 
realitas ini ditunjukkan oleh agama-agama yang 


196 Dikutip dari Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan 
Tradisi NU, Op. Cit.,hal. 346-347. 
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sudah jauh berkembang seperti Hindu dan Budha, 
belum lagi keragaman kultural masyarakat yang 
tersekat-sekat secara geografis yang meliputi Jawa, 
Sumatra, Borneo, Sulawesi, Ambon, Bali dan lain- 
lain. Dalam pengalaman sejarah menunjukkan bahwa 
telah terjadi interaksi yang damai di antara berbagai 
komunitas ini baik dalam bidang ekonomi, sosial dan 
budaya, dan Islam hadir di tengah keragaman sosial. 
NU menyadari bahwa tanah Nusantara yang luas dan 
terkenal dengan kekayaan alam dan kesuburannya 
menjadi incaran kaum kolonial. Maka bagi NU tidak 
ada jalan untuk mempertahankan integritas dan 
nasib masyarakatnya kecuali ikut melibatkan diri 
bersama rakyat yang lain mengobarkan semangat 
nasionalisme melawan penjajah. 


Berangkat dari kegagalan perjuangan melawan 
penjajah sebagaimana yang diperlihatkan para 
pejuang seperti Pangeran Diponegoro dari Jawa, 
Teuku Umar dari Aceh, Sultan Hasanuddin dari 
Sulawesi, Pattimura dari Maluku, Tuanku Imam 
Bonjol dari Sumatera Barat, Pangeran Antasari 
dari Kalimantan, dan lain-lain muncul kesadaran 
bahwa perjuangan melawan penjajah tidak cukup 
dengan semangat dan perlawanan bersenjata, tetpi 
diperlukan kesatuan tekad dan kesamaan pandangan 
di antara masyarakat yang beragam melalui wawasan 
kebangsaan atau keindonesiaan sehingga perjuangan 
tidak terpecah belah. Maka bersamaan dengan 
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kesadaran ini muncullah sejumlah organisasi seperti 
Budi Utomo pada 20 Mei 1908, Serikat Dagang Islam 
pada 1909, Muhammadiyah tahun 1912 dan NU 
pada 1926. 


Komitmen kebangsaan NU ini, misalnya, 
diperlihatkan dalam bentuk Resolusi Jihad pada 
bulan Oktober 1945. Ketika itu tentara sekutu 
masuk ke wilayah RI dengan mengikutsertakan 
tentara Belanda, NU melalui Rais Akbar KH. Hasyim 
Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang berisi seruan 
kepada seluruh lelaki muslim yang mampu untuk 
terjun ke medan perang suci sebagai kewajiban 
setiap orang Islam. Fatwa ini mengobarkan semagat 
pasukan RI dalam pertempuran besar pertama di 
Surabaya melawan tentara sekutu pada November 
1945. Perang kemerdekaan yang dahsyat dengan 
pekik “Allahu Akbar” berkobar di mana-mana dan 
berlangsung sampai tahun 1949 ketika Belanda 
akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. 


Fatwa tersebut tidak lepas dari pandangan 
agama khususnya pandangan fikih yang mengatakan, 
“bahwa suatu kewajiban yangtdak mungkin dilakukan 
kecualidengan suatu tindakan maka tindakantersebut 
hukumnya menjadi wajib.” Karena mempertahankan 
negara dari ancaman musuh itu merupakan suatu 
kewajiban bagi umat Islam, maka melakukan 
jihad untuk tujuan tersebut hukumya wajib. Dua 
bulan setelah Republik Indonesia diproklamasikan 
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kemerdekaannya, tepatnya tanggal 22 Oktober 
1945, Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan 
fatwa “Resolusi Jihad” yang mewajibkan setiap orang 
(fardlu “ain) dalam radius 94 km untuk melakukan 
Jihad fiy sabilillah melawan Belanda. Belanda saat itu 
tiba kembali di Tanah Air untuk menjajah. Fatwa ini 
kemudian dikukuhkan sebagai Keputusan Muktamar 
NU ke-16 di Purwokerto, 26-29 Maret 1946.1” 
Keputusan Muktamar itu secara lengkap berbunyi: 


1. Bahwa berperang menolak penjajah dan para 
pembantunya adalah wajib “ain atas tiap-tiap 
jiwa, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak 
juga yang sama berada di tempat yang dimasuki 
oleh mereka itu (penjajah atau pembantunya). 


2. Wajib “ain pula atas tiap-tiap jiwa yang berada di 
dalam tempat-tempat yang jaraknya kurang dari 
94 km terhitung dari tempat mereka itu (musuh). 


3. Wajib kifayah atas segenap orang-orang yang 
berada di tempat-tempat yang jaraknya ada 94 
KM tersebut. 


4. Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 
dan 2 di atas tidak mencukupi untuk menolaknya 
maka jiwa yang tersebut di dalam nomor 3 wajib 
membantu sampai cukup. 


197 Masyhuri, Op. Cit., hal. 197. Argumen fikihnya 
diambil dari Kitab Bujairimi Fath al-Wahhah jilid 4 halaman 251, 
Ashnal Mathalib Syarh al-Rawdl Juz 4 Halaman 178 dan Fath al- 
Oarib. 
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Keputusan keagamaan ini merupakan 
dukungan politik keagamaan NU yang sangat berani 
dan mampu mempengaruhi semangat rakyat untuk 
mempertahankan bentuk baru negara Indonesia 
yang di proklamasikan, yakni NKRI, dengan Pancasila 
sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan 
konstitusionalnya. 


Ketentuan serupa juga membuat NU menolak 
adanya Darul Islam (DI) yang didirikan oleh 
Kartosuwirjo di Jawa Barat, atau terhadap Negara 
Islam Indonesia (NII) di Sulawesi Selatan oleh Kahar 
Muzakar, atau yang lain seperti Perjuangan Rakyat 
Semesta (Permesta) di Sulawesi, Republik Maluku 
Selatan (RMS) dan Pemerintahan Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat, apapun 
dasar ideologinya, karena semua aksi tersbut 
merupakan pemberontakan terhadap pemerintah 
yang sah dengan menggunakan senjata, yang dalam 
fikihnya mereka sebut sebagai bughot (pemberontak 
terhadap pemerintahan yang sah). Dan ulama- 
ulama NU membolehkan pemerintah RI menindak 
mereka dengan senjata, meskipun harus — terpaksa 
— menimbulkan korban jiwa. Sikap demikian juga 
diberlakukan terhadap pemberontak-pemberontak 
yang lain, seperti G 30 S, dan sebagainya. Ulama- 
ulama Aswaja sejak dulu memang menolak 
pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan 
yang sah, meskipun membolehkan perbedaan 
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pendapat dalam berpolitik dan membolehkan 
melakukan kritik tajam (tapi benar dan jujur) kepada 
penguasa, sehingga ada yang mengatakan bahwa 
tradisi politik Aswaja cenderung berorientasi pada 
stabilitas (adanya ketentraman). 


Komitmen kebangsaan lainnya ditunjukkan 
oleh NU melalui penerimaan Pancasila sebagai 
asas organisasi melalui Munas Alim ulama NU 
di Situbondo Jawa Timur Tahun 1983, kemudian 
dikuatkan oleh Muktamar NU ke-27 di tempat 
yang sama pada tahun 1984. Sikap demikian 
berangkat dari pandangan kemaslahatan nasional 
dan menyelamatkan keutuhan bangsa dengan 
pendekatan fikih. KH. Abdurrahman Wahid, mantan 
Ketua Umum NU pernah mengatakan: 


“Dalam pandangan fikih, asas Pancasila adalah 
salah satu dari sekian banyak persyaratan bagi 
keabsahan negara RI, hal itupun bukannya 
persyaratan keagamaan sama sekali. Dengan 
sendirinya tidak ada alasan untuk menolaknya, 
selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan 
agama dalam kehidupan organisasi yang 
bersangkutan. Islam sendiri dapat saja diletakkan 
dalam kedudukan yang berbeda-beda dalam 
kehidupan organisasi... Pada suatu saat ia dijadikan 
asas, dan di waktu lain dijadikan landasan keimanan 
(akidah), karena masalahnya 'hanyalah sekadar 
pencapaian legitimasi” dalam pandangan fikih... 
Fikih menentukan asas organisasinya sebagai salah 
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satu persyaratan hidupnya, sedangkan “landasan 
keagamaan' dapat saja dirumuskan di bagian lain 
dari anggaran dasarnya...” 


Sikap-sikap demikian menjadikan NU sering 
dicap sebagai oportunistik karena NU seringkali 
mengeluarkan keputusan yang secara sepintas lalu 
tampak dibuat sembarangan, untuk memenuhi 
selera penguasa pada satu saat yang sangat bersifat 
akomodatif terhadap kepentingan pemerintah 
saat itu. Sikap NU yang semacam itu seringkali 
dijadikan kambing hitam bagi tidak konsistennya 
“perjuangan Islam di Indonesia” dan menjadi casus 
belli perbedaan tajam dalam strategi perjuangan 
bagi gerakan Islam di negeri ini. Bagi NU tuduhan 
demikian tentu dinilai tidak tepat, karena bagi NU 
pedomannya bukanlah “strategi perjuangan politik” 
atau “ideologi Islam” dalam artiannya yang abstrak, 
melainkan keabsahannya di mata hukum fikih. Dalam 
aturan hukum fikih Sunni antara lain dikatakan bahwa 
apabila kekuasaan kepala negara (presiden) diakui 
sahnya maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama 
tidak memerintahkan hal-hal yang jelas bersifat 
maksiat atau durhaka kepada Allah. 


Ketika Orde Baru berada dalam puncak 
kejayaan kekuasaannya muncul kebutuhan mendasar 
untuk mengokohkan NKRI dan menetapkan Pancasila 


198 Dikutip dari Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan 
Tradisi NU, Op. Cit, hal.349. 
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sebagaisatu-satunyaideologinegaradan satu-satunya 
asas bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. 
Kebutuhan ini tentu saja menimbulkan kontroversi 
paradigmatik yang luar biasa di kalangan semua 
komponen bangsa, terutama umat Islam: antara 
mengikuti kehendak politik Orde Baru atau menjadi 
pendukung penegakan “negara Islam”. Ini sebuah 
dilema besar bagi bangsa Indonesia yang dalam 
kenyataannya terdiri dari ribuan pulau, ratusan 
etnis dan bahasa, dan puluhan agama, sementara 
mayoritas penduduknya beragama Islam di mana 
gagasan mendirikan negara Islam masih belum pupus 
dari cita-cita gerakan sebagian penduduknya. 


Dilema ini masih berlanjut, meski Pancasila 
telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam 
UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, tetapi begitu Orde Baru tumbang 
dari kekuasaannya, gagasan pendirian “negara Islam” 
muncul kembali. Upaya mencantumkan kembali isi 
Piagam Jakarta ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 
oleh sebagian gerakan Islam pada Sidang Tahunan 
MPR 2000 dan 2002 adalah bukti masih bersemainya 
gagasan politik tersebut. Meski berbagai indoktrinasi 
politik telah dilakukan oleh negara untuk meyakinkan 
pilihan NKRI dan Pancasila sebagai pilihan ideologi 
paling tepat bagi bangsa Indonesia yagn pluralistik 
ini, tetapi gagasan itu tetap saja selalu hadir kembali 
pada saat menemukan momentum politiknya. 
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Di sinilah upaya pencarian penyelesaian 
paradigmatik relasi agama dan negara dalam 
pendekatan keagamaan menjadi penting dilakukan, 
karena gerakan Islam selalu mendasarkan pemikiran 
politiknya dari pemikiran keagamaan. 


Bagi NU sebetulnya diskusi tentang relasi agama 
vis-a-vis negara, atau Islam vis-a-vis Pancasila, sudah 
dianggap selesai. Keputusan Muktamar NU ke-27 di 
Situbondo padatahun 1984 telah mengakhiri perdebatan 
ini. Muktamar yang berlangsung tanggal 8-12 Desember 
1984 itu mengukuhkan keputusan Munas NU 1983 
yang memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai 
satu-satunya asas dan memulihkan kembali NU menjadi 
organisasi keagamaan sesuai dengan Khittah (semangat) 
1926. Melalui forum keagamaan kultural bahtsul masa'il, 
ulama NU mampu menemukan rumusan yang tepat 
untuk mengurai dan memberikan kesimpulan tentang 
relasi Islam dan Pancasila dari perspektif keagamaan, 
khususnya pendekatan fikih. 


NU adalah organisasi kemasyarakatan 
dan keagamaan pertama yang menuntaskan 
penerimaannya atas ideologi Pancasila. NU bukan 
hanya pertama menerima, tetapi juga yang paling 
mudah menerima Pancasila.  Muhamadiyyah 
menerima Pancasila setelah terbitnya UU Nomor 8 
Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.!” 


199 Lihat Lukman Harun, Muhamadiyyah dan Asas 
Pancasila, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986, hal. 33-69. 
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Keputusan paradigmatik penerimaan NU atas 
Pancasila dan keberadan negara-bangsa dikenal 
dengan “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila 
dengan Islam”. Deklarasi ini merupakan simpul dan 
titik akhir dari pembahasan keagamaan (bahtsul 
masa'il) ulama NU tentang Pancasila sebagai 
ideologi negara, tentang wawasan kebangsaan, 
dan posisi Islam dalam negara-bangsa. Keputusan 
ini mengakhiri perdebatan paradigmatik tentang 
hubungan agama dan negara di Indonesia, sekaligus 
memperkuat basis teologis penerimaan NU atas 
kenyataan negara-bangsa yang pluralistik dan 
demokratik. NU mendukung kenyataan ini sebagai 
ijtihad politik yang tepat. 


Sebagai inplementasi penerimaan NU atas 
Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, maka Anggaran Dasar 
(AD) NU pun sejak 1984 berubah sesuai dengan 
paradigma tersebut. Ada hal yang menarik untuk 
dicatat dari perkembangan Anggaran Dasar NU hasil 
Muktamar ke-27 di Situbondo, 8 sampai 12 desember 
1984, asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila. 
Dalam rumusan ini dibedakan antara “asas” dan 
“akidah”. Islam ditempatkan sebagai akidah, bukan 
asas. Sedangkan asas diisi dengan Pancasila. Secara 
lengkap rumusan itu sebagai berikut : 
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Pasal 2 

Asas 

Nahdlatul Ulama berasas Pancasila 
Pasal 3 

Agidah 


Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyyah Diniyyah 
Islamiyyah beragidah Islam menurut paham 
Ahlusunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu 
mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'l dan Hambali. 


Dibandingkan dengan Muktamar Situbondo, 
rumusan AD NU pada Muktamar NU ke-29 di 
Cipasung Tasikmalaya, 1-5 Desember 1994, terdapat 
perubahan penempatan “asas” dan “akidah”. 
Rumusan “akidah” ditempatkan pada pasal 3 tentang 
Agidah yang menyatakan bahwa “Nahdlatul Ulama 
sebagai Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah berakidah 
Islam menurut paham ahlussunnah wal jama'ah 
dan mengikuti salah satu mazhab empat: Hanafi, 
Maliki, Syafi'i, dan Hanbali”. Menyusul kemudian 
pasal 4 tentang asas yang selengkapnya berbunyi: 
“Nahdlatul Ulama berasaskan Pancasila”.20 


Dalam keputusan tentang Materi Ahkam/ 
Masail Diniyah Muktamar Ke-29 disebutkan argumen 


200  Hasil-Hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama, 
Jakarta: PBNU, 1996, hal. 91-92. 
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pokok tentang hubungan yang kompatibel antara 
Islam yanguniversal dengan kondisi Indonesia sebagai 
bagian dari planet bumi. Diuraikan lebih lanjut bahwa 
universalitas Islam merupakan “kekuatan bagi umat 
Islam” untuk membangun manusia dan masyarakat 
di mana saja, dalam corak perbedaan kondisi dan 
budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam 
bisa saja menampilkan “penampilan yang berbeda” 
dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam 
sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan 
adat dan ahwal ijtimaiyyah (kondisi sosial). Cara 
pandang NU yang positif terhadap tradisi dan 
kenyataan kemasyarakatan di Indonesia serta 
upaya NU mengembangkan pemahaman Islam 
yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 
merupakan wujud konkrit mempertemukan Islam 
dan kebangsaan. 


Kerangka pemikiran tadi membuka sikap 
lapang dada dan toleransi dalam menyikapi berbagai 
kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang berupa 
norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat dan 
kesadaran hukum dan sikap khas kemajemukan 
bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari 
nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan 
Islam terhadap berbagai hal di atas. Pengemasan 
budaya lokal dengan muatan ajaran Islam dan 
pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam 
kehidupan masyarakat sungguh menjadi sangat 
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strategis dan besar andilnya dalam membangun dan 
membimbing masyarakat Indonesia. Untuk itu, upaya 
menumbuh-kembangkan pemahaman yang sesuai 
dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi 
keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia 
merupakan langkah sekaligus sarana yang setrategis 
dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan 
wawasan kebangsaan.2! 


Sedangkan pada Muktamar ke-30 di Lirboyo 
Kediri, tanggal 21-26 November 1999, rumusan 
“akidah” dan “asas” digabung dalam satu bab dan 
pasal, dengan perubahan substansi yang sangat 
mendasar, bahwa akidah dan asas NU adalah 
Islam. Demikian juga rumusan akidah dan asas 
pada Muktamar ke-31 di Kediri. Rumusan ini seolah 
mengulang rumusan AD NU sebelum Muktamar 1984. 
Secara lengkap rumusan tersebut sebagai berikut:? 


Bab II Agidah/Asas 
Pasal 3 


Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyyah Diniyyah 
Islamiyyah beragidah/berasas Islam menurut 
paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut 
salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Hambali, 
Maliki, dan Syafi'i. 


201 Ibid, hal. 22-23. 

202 Lihat SK Muktamar XXX NU Nomor: 003/MNU- 
30/11/1999, lihat pula pada Hasil-Hasil Muktamar XXXI 
Nahdlatul Ulama, Jakarta: PBNU, 2004, hal. 31. 
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Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial 


bagi seluruh rakyat Indonesia. 


NU secara terus-menerus mengukuhkan 
kembali komitmen kebangsaan di tengah indikasi 
memudarnya integritas bangsa akibat meluasnya 
gagasan federalisme bahkan sparatisme, serta 
merenggangnya relasi sosial yang memunculkan 
saling curiga dan saling membenci yang berujung 
pada konflik sosial sesama bangsa. Rekomendasi 
Muktamar ke-31 NU tahun 2004 menegaskan 
kembali bahwa bagi NU, NKRI adalah bentuk final 
dari sistem kebangsaan.?? 


Konsistensi NU dalam menerima pilar-pilar 
kebangsaan terlihat betul hingga dua Muktamar 
yang terakhir, Muktamar NU ke-32 di Makassar 
tahun 2010 dan ke-33 tahun 2015 di Jombang. 
Dalam hasil dua Muktamar tersebut dikemukakan 
bahwa NU berpedoman pada Alguran, al-sunnah, 
al-ljima' dan al-giyas, NU berakidah Islam menurut 
paham ahlussunnah wal jama'ah mengikuti mazhab 


203  Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama, 
Jakarta: PBNU, 2005, hal. 163-164 
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Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur 
Al-Matiridis dalam bidang fikih mengikuti salah satu 
dari mazhab empat (Hanafi, Hambali, Maliki, dan 
Syafi'i): dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab 
Imam Al-Junai Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al- 
Ghazali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
NU berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.2 


Di rumusan mengenai rekomendasi, Muktamar 
NU di Makassar menyerukan agar pemerintah dan 
semua pihak yang memiliki komitmen kepada NKRI 
untuk waspada terhadap berkembangnya paham 
yang mengancam NKRI dan Pancasila. Menurut NU, 
telah berkembang kelompok-kelompok konservatif 
radikal yang menginginkan menggantikan NKRI 
dengan Negara Agama. Bagi NU, Pancasila adalah 
dasar negara yang tepat bagi bangsa majemuk 
dengan perbedaan agama, etnik, dan golongan.2 


Perjuangan Kultural sebagai Pilihan 


Sementara ini banyak orang yang mengatakan 
bahwa kelahiran NU semata-mata dilatarbelakangi 
oleh motif-motif keagamaan berupa pembelaan 


204 Lihat Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, 
Jakarta: PBNU, 2010, hal. 23. Lihat pula Hasil-Hasil Muktamar 
Ke-33 Nahdlatul Ulama, Jakarta: PBNU, 2015, hal 25-26. 

205 Ibid., hal.116-117. 
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NU terhadap kepentingan dan legitimasi praktek- 
praktek keagamaannya yang kala itu tengah diserang 
habis-habisan oleh kaum reformis Islam. Kendati 
pandangan mayoritas ini tidak keliru total, tetapi 
penulis bersepandangan dengan pengamatan KH. 
Tholchah Hasan bahwa selain bermotif teologis, 
kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat Indonesia 
didorong kuat oleh motif sosio-kultural.206 


Keprihatinan teologis ini dipicu oleh realitas 
dan praktek kehidupan keagamaan masyarakat di 
Jawa dan Indonesia yang pada umumnya jauh dari 
memuaskan, begitu juga kesulitan yang dialami 
dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam 
sebagai akibat kebijakan pemerintahan kolonial 
Belanda. Salah satu kesaksian misalnya disajikan 
oleh KH. Masykur, mantan Menteri Agama RI dan 
Ketua PBNU, yang ceritakan kembali oleh Tholchah 
Hasan, memperlihatkan bagaimana Kiai Masykur 
dipaksa menghadap ke pendopo Kawedanan yang 
mengontrol madrasah-nya di Singosari, Malang, 
Jawa Timur, yang mulai dirintisnya pada tahun 
1922. Terbuka kemungkinan nasib semacam ini juga 
dialami oleh para ulama lain waktu itu dalam upaya 
pengembangan dakwah dan pencerdasan kehidupan 
masyarakat. Disusul kemudian dengan keprihatinan 
kaum ahlussunnah wal jama'ah terhadap kebijakan 


206 Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, Op. 
Cit.,hal. 313 
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pemerintah Arab Saudi yang melarang kebebasan 
bermazhab dan menganut tharigat-tharigat sufi 
yang banyak dianut umat Islam di Indonesia. 


Selain latar belakang teologis itu, kita 
juga tidak bisa menutup mata melihat realitas 
kehidupan ekonomi waktu itu yang tengah berada 
dalam cengkeraman kolonial Belanda yang telah 
menenggelamkan rakyat dalam kemiskinan 
struktural dan ekonomi, dan melemahkan umat 
dan bangsa. Melihat kenyataan inilah, maka masuk 
akal bila sebelum kelahiran NU secara institusional 
para kiai telah melakukan berbagai upaya kreatif 
untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. 
Pada tahun 1916, didirikan lembaga pendidikan 
"Nahdlatul Wathan” yang lalu disusul dengan 
gerakan ”Nahdlatut Tujjar” pada 1918, disusul 
kemudian dengan gerakan pemikiran ”Tashwirul 
Afkar” pada 1924 yang diprakarsai oleh KH. Wahab 
Chasbullah dan KH. Mas Mansur di Surabaya, dan 
setelah itu baru didirikan jam'iyyah Nahdlatul Ulama 
(NU). Maka saat NU didirikan otomatis sebenarnya 
basis pendukung NU di kalangan pesantren yang 
telah berkembang relatif terkonsolidasikan, dan 
NU sendiri yang baru terbentuk pada dasarnya 
memiliki akumulasi kepentingan, keprihatinan dan 
agenda yang sangat luas, meliputi bidang ekonomi, 
sosial dan budaya dan kehidupan politik. Karena itu 
keterlibatan dalam politik praktis, seyogyanya tidak 
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mengalahkan kepentingan yang lebih besar demi 
kemaslahatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan 
dan pemberdayaan umat. 


Pelajaran inilah yang sebenarnya telah 
dipetik oleh NU terutama melalui "Kembali ke 
Khittah” untuk lebih mengedepankan pilihan- 
pilihan strategisnya demi kepentingan umat. Sebuah 
pengalaman yang sebenarnya merupakan buah 
refleksi dari muktamar-muktamar dalam periode 
awal berdirinya. Seperti dalam muktamar ke-2 
di Surabaya (10-11 Oktober 1927) yang dibuka 
gubernur Van der Plas, yang mengangkat masalah 
perbankan, perpajakan, pegadaian dan masalah 
ekonomi dalam Islam. Demikian juga dalam 
muktamar ke-3 di Surabaya (29-30 September 
1928) yang memutuskan pembentukan jaringan 
dan kerjasama di antara pondok-pondok pesantren 
dalam upaya meningkatkan peranannya dalam 
kehidupan masyarakat. Dan juga muktamar ke-11 di 
Banjarmasin (8-12 Juni 1936) di mana NU memasuki 
wacana dan gerakan politik kerakyatan dengan 
memutuskan bahwa Hindia-Belanda sebagai "negeri 
Islam” yang memungkinkan pelaksanaan hukum- 
hukum agama bagi komunitas Islam. Muktamar 
ke-13 di Menes, Jawa Barat (11-16 Juni 1938) juga 
menetapkan keputusan penting mengenai strategi 
pendidikan NU, yakni pendidikan Ma'arif yang 
mencakup dua jalur pendidikan formal: pendidikan 


366 


Islam Paripurna 


madrasah (konsentrasi pada pendidikan agama) dan 
pendidikan sekolah (konsentrasi pada pendidikan 
umum). Selain itu, dalam muktamar yang sama juga 
didirikan wadah organisasi wanita NU yang bernama 
Nahdlatul Ulama bagian Muslimat yang disingkat 
NUM, dan ini menandai kepedulian besar NU pada 
masalah kesetaraan gender. 


Dengan kata lain, NU mesti membuat pilihan- 
pilihan strategis dan melupakan pengalaman pahit 
dan tidak mengenakkan saat terlibat dalam politik 
praktis sejak 1955 sampai 1984 yang terlalu banyak 
mengabaikan — isu-isu — kultural-kemasyarakatan, 
kendati kita juga tak bisa mengingkari peran-peran 
politik yang dimainkannya selama itu. Dan menurut 
hemat penulis, kembali ke Khittah 1926 adalah 
pilihan strategis itu, di mana cita-cita dan tujuan 
NU mesti dicapai lewat ikhtiar konkrit di berbagai 
bidang kehidupan. Alangkah afdhal-nya bila dalam 
kesempatan ini dikutip lengkap sejumlah ikhtiar 
tersebut. 


Pertama, peningkatan silaturrahmi/ 
komunikasi/relasi-relasi antar ulama (Dalam 
Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: 
Mengadakan  perhoeboengan di antara 
oelama-oelama jang bermazhab) 


Kedua, peningkatan kegiatan di bidang 
keilmuan/pengkajian/ pendidikan. (Dalam 
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Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: 
Memerika kitab-kitab sebeloemnja dipakai 
oentoek  mengadjar, soepaja  diketahoei 
apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah 
wal djamaah ataoe kitab-kita ahli bid'ah' 
memperbanjak  madrasah-madrasah jang 
berdasar agama Islam). 


Ketiga, — peningkatan penyiaran Islam, 
membangun sarana-sarana peribadatan dan 
pelayanan sosial. (Dalam Statoeten Nahdlatoel 
Oelama 1926 disebutkan: Menjiarkan agama 
Islam dengan djalan apa sadja jang halal, 
memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan 
dengan  masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe 
dan pondok-pondok, begitoe joega dengan hal 
ikhwalnua anak-anak jatim dan orang fakir 
miskin). 


Keempat, peningkatan taraf dan kualitas 
hidup masyarakat melalui kegiatan yang 
terarah. (Dalam Statoeten Nahdlatoel Oelama 
1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan 
oentoekoentoek  memadjoekan — oeroesan 
pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang 
tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).?” 


207 Pernyataan Khittah NU ini dikutip dari Muzadi, Op. 


Cit., hal. 28 


368 


Islam Paripurna 


Bila kita cermati masing-masing poin di atas 
maka gambar NU yang hendak dilukis para ulama 
dengan tinta khittah tersebut memperlihatkan 
sebenarnya arah perjuangan kultural NU. Pertama- 
tama, sebagai organisasi para ulama yang berbasis 
di pesantren NU diharapkan mengembangkan 
kemandirian dengan mempererat persatuan dan 
kekompakan di antara kaum ulama sendiri. Dalam 
konteks ini pesantren seharusnya dikembalikan lagi 
menjadi markas dakwah, pendidikan dan pergerakan 
Islam guna membina dan membimbing umat 
serta menanamkan nilai-nilai keislaman kepada 
mereka. Mengapa? Karena di sini posisi ulama 
sebagai pemimpin masyarakat diharapkan untuk 
ikut menciptakan perubahan-peruabahan terutama 
atas nasib mereka yang terjerat oleh keterbelangan, 
kebodohan, dan kemiskinan. 


Sebenarnya peran pesantren semacam ini juga 
bukan hal baru. Sejak zaman Wali Songo, pesantren 
sudah memainkan peran sentral baik dalam 
penyebaran Islam maupun pembinaan umat. Sunan 
Ampel, misalnya, membangun pesantren di Ampel 
Denta (Surabaya) dan kemudian membangun jaringan 
kepesantrenan di Malaka, dengan mengirimkan 
dua orang puteranya, yakni Sunan Giri dan Sunan 
Bonang untuk mendalami ilmu tasawuf di bawah 
bimbingan Syekh Wali Lanang. Dan di Jawa sendiri 
jalinan antar pesantren sendiri sangat kuat sehingga 
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merupakan modal sosial penting bagi persebaran 
Islam.??8 Karena itu belajar dari sejarah persebaran 
Islam, maka pesantren seharusnya memainkan 
perannya sebagai pusat keilmuan, kajian, pendidikan 
dan persebaran Islam. Dakwah Islam juga semakin 
dipergiat dan pengajian-pengajian yang digalakkan 
baik di rumah-rumah, surau, langgar, masjid maupun 
majelis-majelis taklim. 


Peran-peran sosial dan kultural ditujukan untuk 
melakuan perubahan, perbaikan dan pembaruan 
masyarakat. Di sini kegiatan sosial dan ekonomi juga 
menjadi penting untuk mengubah masyarakat yang 
terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat 
yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Oleh 
karena itu NU harus terlibat dalam kegiatan 
pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, 
penyuluhan kesehatan, dan kegiatan-kegiatan sosial 
lainnya. 


Selain lewat kegiatan ekonomi, perubahan 
masyarakat juga bisa dilakukan lewat pendidikan 
politik kewarganegaraan. Tujuannya adalah 
menumbuhkan sikap partisipatif dalam setiap usaha 
untuk memajukan masyarakat menuju kehidupan 
yang maslahat. Dalam hal ini kegiatan yang bisa 
dilakukan seperti pendidikan demokrasi, pemahaman 
atas nilai-nilai HAM, kesetaraan, pluralitas, toleransi 


208 Hasan, Aswaja dalam Persepsi dan Tradisi NU, Op. 
Cit., hal. 292-293 
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dan lain sebagainya kepada masyarakat luas. Ini 
semua berkaitan erat dengan upaya peningkatan 
taraf dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, 
berperikemanusiaan dan berkeadilan. 
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ika dilihat dari perspektif  sosial-politik, 

pemahaman keagamaan gerakan Islam 

transnasional hanya memiliki kebenaran dan 
relevansi relatif. Ia akan benar dan tepat dalam 
konteks yang khusus yang berkesesuaian dengan 
karakter unik tempat asalnya. Bisa jadi kesesuaian 
itu disebabkan oleh waktu atau tempat tertentu. 
Maka dari itu, corak pemahaman tersebut tidak bisa 
dipaksakan menjadi pemahaman tunggal bagi umat 
Islam di seluruh dunia dan di segala zaman. Islam yang 
telah mengalami proses pribumisasi di nusantara 
memandang bahwa Islam tidak bisa ditafsirkan 
dan diimplementasikan dengan cara yang tunggal. 
Islam yang telah menjadi mainstream di nusantara 
menerima kenyataan bahwa mazhab itu lebih dari 
satu baik dalam kalam (ketauhidan) maupun dalam 
fikih. Apalagi dalam soal politik kenegaraan di mana 
masalah itu adalah wilayah ijtihadi yang pasti akan 
melahirkan banyak pemahaman terkait dengan 
konteks penafsir, tempat, dan waktu. 


Lebih jauh, gerakan Islam yang cenderung 
terdeteritorialisasi, mengalami keterputusan 
dengan kebudayaan dan teritori sosial dan 
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geografis di “wilayah baru”nya, akan mengalami 
persoalan terkait kegunaan dan kemaslahatan bagi 
masyarakat di tempat baru yang dirambahnya. 
Gagasan-gagasan yang bersifat deterritorialized, 
yang kemudian diklaim sebagai globalized Islam 
ini lalu hendak diterapkan secara lintas-negara 
(transnasional) tanpa mengindahkan corak yang 
spesifik lokal-lokal setiap daerah maupun negara. 
Islam global yang telah mengalami dekulturasi ini 
didesakkan sebagai Islam satu-satunya di seluruh 
negara muslim. Gejala memusuhi lokalitas ini dalam 
pengalaman Indonesia berlangsung pada gerakan 
HTI, Salafi, dan Tarbiyah. 


Di Indonesia, ada Islam ala kaum pesantren 
yang menganut pendekatan Islam damai yang lebih 
mengedepankan dakwah dan pendidikan. Karena bagi 
kaum muslim Aswaja yang sebagian besar berafiliasi 
ke NU, makna terdalam dari Islam itu sendiri adalah 
rahmat (kasih sayang) bagi semua. Agenda utama 
kaum pesantren adalah memperkuat keimanan, 
kesalehan, dan akhlak umat Islam serta menciptakan 
ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, dan 
kebahagiaan bagi semua mahluk Allah. Untuk itu 
aktivitas kaum Nahdliyin lebih banyak bergumul 
dengan ishlahul ummah (memperbaiki hidup 
masyarakat) baik dalam sisi keagamaan maupun 
keduniaan umat Islam. Maka diimplementasikan 
pula oleh NU bahwa jalan yang digunakan untuk 
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meraih tujuan perjuangan Islam itu ditempuh juga 
sebisa mungkin tanpa kekerasan. 


Hal lain yang berseberangan antara NU dengan 
Islam transnasional adalah sikapnya terhadap unsur- 
unsur budaya setempat dan unsur-unsur kemajuan 
yang berasal dari kebudayaan lain. NU memandang 
sejauh kedua unsur tersebut tidak bertentangan 
dengan ajaran pokok Islam dan bisa dibingkai dalam 
ajaran Islam maka keduanya adalah bagian yang sah 
dari Islam. NU tidak pernah tertutup atau menolak 
mentah-mentah pengaruh lain. Sebab bagi NU 
hikmah (kebaikan) bisa datang dari mana saja. Dan 
hikmah itu merupakan barang yang hilang dariummat 
Islam sehingga dari manapun datangnya justru harus 
diambil. NU tidak berapriori bahwa yang datang 
dari luar pasti jelek. Maka ia bisa dengan lapang 
hati mengadopsi segala kebaikan dan kemudian 
difilter dengan ajaran prinsip Islam. Bahkan, 
selain mengalami akulturasi, kaum pesantren juga 
memanfaatkan kultur menjadi sarana penting bagi 
islamisasi masyarakat. 


Dilihat dalam perspektif yang NU yang lebih 
general, kehadiran Islam transnasional tidaklah 
sesuai dengan kondisi Indonesia. Indonesia memiliki 
kekhasan baik secara sosial, politik maupun budaya 
yang juga harus didekati dengan corak yang khas pula. 
Bagi NU, kekhasan tersebut tidaklah bertentangan 
dengan keaslian Islam. Sebab pada dasarnya 
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keaslian Islam tidak ditentukan oleh keharfiahan dan 
keketatan dalam memahami sumber-sumber Islam. 
Sejauh ajaran Islam yang ushuli dan telah goth'i 
diikuti dengan sungguh-sungguh, maka adaptasi 
pada konteks tidaklah merusak keaslian Islam. Hal 
ini justru akan membuat Islam mudah diamalkan 
dan lebih bermakna bagi ummat Islam yang memiliki 
keragaman latarbelakang. 


Bila dilihat dari perspektif NU di atas, kehadiran 
Islam transnasional di Indonesia menghadirkan 
ancaman bagi dua pihak sekaligus. Pertama, ancaman 
terhadap paham keagamaan, identitas kultural 
serta eksistensi ormas-ormas Islam yang telah ada 
sebelumnya. Kedua, ancaman ideologis bagi sistem 
negara bangsa yang dianut bangsa Indonesia. Ketiga, 
ancaman bagi cita-cita bangsa Indonesia yang 
ingin membangun kehidupan harmonis di tengah 
keragaman (multicultural) baik di tingkat nasional 
maupun hubungan dengan dunia internasional. 


Dalam kancah gerakan Islam, Islam 
transnasional telah melahirkan kekhawatiran serius 
bagi gerakan Islam yang telah lama berkembang 
dan mapan di Indonesia. Islam transnasional bisa 
dianggap menantang doktrin gerakan Islam “pribumi” 
yang telah mapan. Benturan ini seringkali tidak bisa 
dihindari ketika para aktivis Islam transnasional 
masuk ke lembaga-lembaga keagamaan yang 
selama ini dinaungi secara kultural oleh NU atau 
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Muhammadiyah. Ketika mereka masuk ke majelis 
taklim, musala, masjid, dan madrasah-madrasah 
maka acap kali yang terjadi adalah pengambilalihan 
oleh mereka dari pengelola lama. Maka isu perebutan 
umat maupun perebutan institusi keagamaan 
mewarnai hubungan Islam transnasional dengan 
ormas Islam yang lain. Inilah yang mendorong 
adanya gerakan untuk menangkal infiltrasi Islam 
transnasional oleh Muhammadiyah maupun NU. 


Fenomena keresahan yang dirasakan 
Muhammadiyah terhadap infiltrasi yang dilakukan 
kelompok Tarbiyah/PKS akhir-akhir ini menjadi 
penanda jelas. Muhammadiyah mengambil kebijakan 
tegas untuk mengamankan aset-aset Muhammadiyah 
dari pengambil-alihan oleh kader-kader kelompok- 
kelompok lslamtransnasional termasuk Tarbiyah/PKS. 
Kebijakan ini tertuang dalam SK PP Muhammadiyah 
No. 146. Kebijakan pembendungan ini bagi 
Muhammadiyah lebih didasarkan pertimbangan 
politik-ideologis daripada alasan doktrin keagamaan 
karena pada dasarnya, paham keagamaan yang 
hidup di kalangan Islam transnasional sangat 
dekat dengan paham keagamaan Muhammadiyah. 
Keberadaan kalangan Islam transnasional khususnya 
Tarbiyah/PKS di Muhammadiyah berubah menjadi 
masalah karena adanya semangat dan strategi 
mengkooptasi institusi-institusi Muhammadiyah. 
Lambat laun, pengelolaan lembaga-lembaga 
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pendidikan Muhammadiyah seperti sekolah-sekolah, 
universitas-universitas, serta lembaga amal usaha 
Muhammadiyah semacam rumah sakit, klinik 
kesehatan, perusahaan dan sebagainya beralih ke 
tangan para kader PKS. Perkembangan ini sangat 
merugikan Muhammadiyah. 


Kehadiran "gerakan dan paham Islam lain” 
dalam tubuh Persyarikatan Muhmammadiyah juga 
ditanggapi dengan keprihatinan oleh kalangan 
muda Muhammadiyah. Hal ini terungkap dalam 
tulisan-tulisan mereka juga dalam kolokium kaum 
muda Muhammadiyah yang dilakukan di Malang 
beberapa waktu yang lalu. Selain mengeluhkan 
makin banyaknya kader Muhammadiyah yang 
menjadi jama'ah Tarbiyah, HTI, dan MMI, kaum 
muda tersebut juga menyesalkan adanya ”loyalitas 
ganda” para aktivis amal usaha Muhammadiyah 
yang juga berafiliasi ke PKS. Acap kali, keberadaan 
mereka menjadi awal proses pengambil-alihan 
aset-aset Muhammadiyah ke PKS atau dikuasainya 
posisi-posisi strategis dalam lingkungan amal usaha 
Muhammadiyah. 


Hal yang sama juga dialami NU. Di kantong- 
kantong kultural NU, telah terjadi serangan terhadap 
doktrin-doktrin keagamaan yang dipraktekan 
oleh kaum nahdliyyin. Kelompok transnasional ini 
mendaku diri sebagai kelompok yang taat secara 
penuh kepada apa yang dipraktekkan Nabi dan 
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generasi sahabat. Mereka menuntut umat Islam 
meniru cara hidup nabi hingga hal-hal yang sekecil- 
kecilnya. Ketaatan itu harus diwujudkan dengan 
meninggalkan apa yang mereka anggap bidah, 
khurafat dan tahayul. Purifikasi agama menjadi 
agenda sangat penting dalam dakwah mereka. 


Maka, kalangan Islam transnasional 
mengkampanyekan pemberantasan praktek syirik, 
bidah dan khurafat dan menyerukan kembali kepada 
paham salafi. Tak jarang kelompok pendatang ini 
menuduh NU sebagai sarang kemusyrikan, ahlul 
bid'ah dan ahlud! diolal. Para ulama NU diragukan 
keulamaannya dan sering dicap dlollun mudlillun 
(sesat dan menyesatkan). Sembari melakukan 
"pembusukan” terhadap tradisi keagamaan 
NU kalangan Islam transnasional menyerukan 
masyarakat untuk meninggalkan NU dan bergabung 
dengan ormas dan gerakan mereka. 


Dalam merespon serangan ini, NU menempuh 
jalan "membendung Islam transnasional” dengan 
cara kultural dan struktural. Secara kultural, para kiai 
NU menerbitkan berbagai buku yang menjelaskan 
dalil-dalil keagamaan mengenai akidah Aswaja dan 
keabsahan tradisi ritual ke-NU-an seperti tahlil, ziarah 
kubur, maulidan, dliba'an dan sebagainya yang akhir- 
akhir ini kembali digugat oleh kelompok-kelompok 
Islam transnasional. Dalam kerangka ini pula para kiai 
NU menulis berbagai buku yang menjelaskan sikap 
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kultural (karakter rahmatan lil alamin) dan paham 
keindonesiaan NU yang menerima kebhinekaan 
dalam bingkai ideologi Pancasila. Secara internal, 
NU membentengi umatnya dengan mengukuhkan 
kembali paham keagamaannya (Aswaja) melalui 
jalur pengajian di kalangan NU dan pesantren. 
Gerakan penguatan dakwah internal NU ini dikenal 
dengan ungkapan "membendung GAM (gerakan anti 
maulid), GAT (gerakan anti tahlil), dan GAB (gerakan 
anti barzanji)”. 


Secara struktural, masalah ini mendapatkan 
respon yang serius dari PBNU antara lain dengan 
diadakannya pertemuan Syuri'ah NU se Indonesia 
yang salah satu agenda pentingnya adalah 
merumuskan tindakan strategis untuk membendung 
Ikhwanul Muslimin (PKS), Hizbut Tahrir, Dakwah 
Salafi, Mujahidin, Al-Gaidah dan sebagainya. Dalam 
rangka ini pula Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi 
melakukan road show ke cabang-cabang NU seluruh 
Indonesia. NU juga merapatkan barisan denganormas 
Islam ”tradisionalis” lainnya (Persatuan Tarbiyah 
Islamiyyah, Nahdlatul Wathan, Al-Washliyyah, 
Mathla'ul Anwar, Darud Da'wah Wal Irsyad, dan Al- 
Khoirot) untuk membentengi umat dari pengaruh 
gerakan Wahhabisme. 


Sedangkan dalam konteks kebangsaan, 
kehadiran gerakan Islam transnasional ini melahirkan 
benturan lama antara Islam dengan nation- 
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state. Bagi mereka, ideologi Pancasila, sistem 
negara bangsa, kedaulatan rakyat, demokrasi dan 
sistem ekonomi kapilatistik yang dianut Indonesia 
bertentangan secara frontal dengan Islam. Mereka 
mengagendakan perubahan mendasar atas asas 
tersebut dan memperjuangkan terciptanya negara 
Islam (ad-daulah al-islamiyyah atau khilafah 
islamiyah), ideologi Islam, pemberlakuan Alguran 
dan sunah sebagai sumber hukum, kedaulatan 
Allah, penerapan syariat sebagai undang-undang 
publik, perwujudan sistem sosial-kultural Islami dan 
ekonomi Islam. 


Sesungguhnya, perdebatan dan benturan 
antara Islam dengan asas-asas kebangsaan 
merupakan masalah lama dan telah mendapatkan 
jalan keluar yang cukup baik melalui pendekatan 
“Islam substansialistik” yang ditempuh para tokoh- 
tokoh Islam pada era 1990-an. Pada masa itu, prinsip- 
prinsip gerakan, pendekatan, modus artikulasi 
pemikiran dan aksi politik Islam sudah mengalami 
perubahan cukup pentingdibandingera kemerdekaan 
hingga masa awal Orde Baru. Belajar dari sejarah 
yang “kelam” di mana pemerintah selalu bersitegang 
dengan kalangan Islam, sejumlah intelektual, ulama 
dan aktor gerakan Islam mengubah pemikiran dan 
aksi politiknya, yang tidak lagi legalistik-formalistik 
dan konfrontatif. 


Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan 
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kembali potensi umat dan menumbuhkan simpati 
pemerintah terhadap Islam dengan memperbaiki 
hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan 
negara. Dengan kata lain, generasi baru ini mencari 
pola relasi agama (Islam) dan negara yang lebih 
harmonis dan tidak saling curiga. Itulah sebabnya, 
dalam dekade tersebut, terjadi pergeseran orientasi 
di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan 
Islam, kaum intelektual, dan termasuk aktivis partai 
Islam. Generasi baru yang disebut “intelektual 
baru Islam” menempuh strategi kultural dengan 
memproduksi wacana politik Islam yang inklusif dan 
substansialistik. 


Gerakan Islam yang substansialis-inklusif ini 
berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan 
rezim Orde Baru yang ditandai dengan sejumlah 
kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi 
aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenai 
Undang-undang Pendidikan Nasional (1988), 
Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya 
ICMI (1990), Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Efektivitas 
Pengumpulan Zakat (1991), dan Surat Keputusan 
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P & K tentang 
diizinkannya Pemakaian Jilbab bagi pelajar putri. 
Dalam kancah politik Indonesia, akomodasi Islam ini 
melahirkan fenomena “ijo royo-royo” di parlemen 
maupun birokrasi. 
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Kebijakan politik yang mengakomodir 
kepentingan umat Islam tersebut menjadi dorongan 
positif bagi berkembangnya dakwah Islam. 
Masyarakat semakin rajin beribadah, pengajian 
Islam berkembang di mana-mana, dan budaya 
kesantrian berkembang di berbagai bidang. Ini 
semua menyebabkan Islam mengalami kemajuan 
yang luar biasa. Bahkan, munculnya gerakan 
Islam transnasional juga menjadi mungkin dan 
mendapatkan kebebasan dan keleluasaan karena 
posisi Islam yang “bersahabat” di mata pemerintah. 


Kemunculan gerakan Islam transnasional 
dengan demikian mengembalikan model gerakan 
politik lama dengan ciri yang tidak akomodatif, 
militant, dan konfrontatif. Ia kembali menampakkan 
diri sebagai kekuatan daya tekan (oposisi) kepada 
rezim yang menurut mereka tidak sepenuhnya Islam. 
Doktrin “Islam kaffah”, pengaruh watak gerakan 
dari Timur Tengah yang puritan, fundamentalistik 
serta ekslusif mendorong pendukung gerakan ini 
tak mudah menerima kenyataan sistem politik yang 
“sekular religius” ini. 


Kelompok transnasional ini kembali 
memperjuangkan agenda lama seperti penerapan 
syariat Islam. Bahkan, di antara mereka, Hizbut Tahrir 
Indonesia, dan MMI menghendaki lebih jauh lagi. HTI 
menuntut pembentukan negara Islam dalam bentuk 
kekhalifahan Islam. MMI menuntut pendirian negara 
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Islam di bumi Indonesia. Isu menonjol yang mereka 
angkat adalah pemberlakuan kembali Piagam Jakarta 
ketika proses amandemen UUD 1945 berlangsung. 
Piagam Jakarta adalah bagian penting dari tuntutan 
formalisasi syariat Islam karena ia memberikan 
pijakan konstitusi. Meskipun tuntutan ini gagal di 
DPR-MPR, niatan serupa diperjuangkan di tingkat 
daerah melalui agenda islamisasi Peraturan Daerah. 
Organisasi-organisasi baru ini, bersama kelompok 
seide, membentuk berbagai komite penegakan 
syariat Islam di beberapa daerah. 


Masalah lain yang dimunculkan gerakan Islam 
transnasional adalah sikap ekslusif terhadap mereka 
yang dikategorikan sebagai “orang lain” (the others). 
Kecenderungan eksklusif ini sekaligus ditujukan 
terhadap kelompok Islam yang lain dan juga kalangan 
non-muslim. Kuatnya doktrin keagamaan mereka 
memunculkan keyakinan akan kebenaran tunggal, 
yakni kebenaran Islam kelompok sendiri. Kelompok 
yang tidak sepaham dipersepsikan sebagai golongan 
yang tersesat yang harus didakwahi agar kembali ke 
jalan yang benar. Kecenderungan mendaku sebagai 
“yang paling benar” (truth claime) membuat mereka 
cenderung mudah menyalahkan orang lain, merasa 
sebagai penguasa kebenaran sehingga merasa 
berhak memaksa orang lain untuk berkeyakinan dan 
berperilaku seperti dirinya. 


Sikap demikian juga mendorong mereka untuk 
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tertutup terhadap orang lain, tidak mau mengakui 
kebaikan dan keunggulan orang lain, tidak mau 
belajar kepada orang lain, dan ujung-ujungnya tidak 
mudah menghargai orang lain bahkan membenci 
mereka yang berbeda dengan diri mereka. Maka 
sikap “anti ini” dan “anti itu” selalu mewarnai jargon 
perjuangan mereka. 


Dalam konteks fenomena di Indonesia, kalangan 
transnasional secara aktif mengkampanyekan 
“sikap keras” terhadap kelompok lain. Yang disebut 
kelompok lain meliputi kalangan yang disebut Islam 
moderat (tawasshutiyah), Islam rasionalis, Islam 
sekuler, Islam liberal, Islam pluralis, kaum muslim 
abangan, penganut Islam “aliran sesat”, kaum non- 
muslim, bahkan kalangan Islam transnasional yang 
tidak sefaksi dengan dirinya. 


Selain itu, gerakan Islam transnasional juga 
menyerukan perlawanan terhadap Barat. Barat 
dipersepsikan sebagai sebuah satu kesatuan baik 
ideologi, sistem politik, peradaban, intelektualisme, 
kebudayaan, agama, sistem ekonomi, dan 
masyarakatnya, yang kesemuanya itu musuh Islam. 
Barat dipersepsikan sebagai entitas tunggal yang 
mengancam Islam dan senantiasa memusuhi dan 
menghancurkan Islam. Dengan kata lain, semua 
yang datang dari Barat adalah kekufuran dan harus 
dilawan. Oleh karena itu, mengadopsi unsur-unsur 
apapun dari Barat adalah kesalahan. Dialog dan 
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kerjasama dengan masyarakat Barat, peradaban 
Barat, intelektualisme Barat dengan demikian 
tidaklah mungkin dilakukan. 


“Sikapkeras” terhadap oranglain ini diwujudkan 
dalam bentuk bertingkat-tingkat dari dakwah 
hingga jihad dan perang. Titik tolak inilah yang 
mendasari sikap ofensif dan agresif dalam dakwah, 
sikap memaksakan kehendak, menundukkan dan 
menguasai kelompok lain, merebut asset-aset orang 
lain, mengintimidasi, menyerang orang lain, merusak 
property orang, hingga terorisme berkedok jihad fi 
sabilillah. 


Watak keberagamaan demikian tentu saja 
menimbulkan berbagai benturan dengan kelompok 
keagamaan mainstream dan komponen bangsa 
lainnya dalam berbagai isu. Posisi Islam transnasional 
semakin tampak berseberangan dengan Islam 
moderat di satu sisi dan juga komponen bangsa pada 
umumnya di sisi lain. 


Beberapa waktu berselang kelompok ini 
melansir “fatwa sesat”, dan “halal darah” terhadap 
para intelektual muda baik dari NU, HMI, maupun 
Muhammadiyah dengan alasan mereka adalah kaum 
“sepilis” (sekularis, pluralis dan liberalis)”. Bahkan, 
Nurcholish Majid, seorang intelektual yang sangat 
dihormati dinista sebagai “mati dalam kesesatan”. 
Dan Abdurrahman Wahid, pemimpin yang dihormati 
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di kalangan kaum pesantren dicap sebagai kiai sesat 
dan menyesatkan. 


Kelompok ini juga terlibat dalam berbagai 
penyerangan terhadap kelompok Islam yang 
dituding “aliran sesat”. Mereka juga terkait dengan 
“penyegelan” rumah ibadah kaum Nasrani. Bahkan, 
mereka juga berhadap-hadapan dengan jaringan 
LSM pro-demokrasi, jaringan gerakan perempuan 
dan jaringan antar-agama yang menyuarakan 
kebhinekaan dan kebebasan berkeyakinan. 


Dalam isu kebangsaan dan keindonesiaan, 
mereka juga berpolemik keras dengan kaum Islam 
nasionalis dari NU maupun Muhammadiyah. Secara 
politik perselisihan initerlihatjelas dalam pergumulan 
maupun dalam pertarungan di parlemen dalam 
isu Piagam Jakarta. Tampak tokoh-tokoh ormas 
mainstream semacam NU dan Muhammadiyah 
berpolemik sengit dengan para tokoh gerakan Islam 
transnasional Laskar Jihad, MMI, HT, dan kelompok 
seide lainnya. Sementara itu, PAN dan PKB dibantu 
Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat beradu kuat 
melawan PKS, dan partai-partai sehaluan di sidang- 
sidang parlemen. 


Akhirnya, keberadaan gerakan Islam 
transnasional ini mengubah wajah Islam Indonesia 
yang dulunya dikenal dunia internasional sebagai 
Islam ramah dan Islam damai menjadi Islam yang pro 
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kekerasan. Indonesia yang sebelumnya dicitrakan 
sebagai bangsa yang siap hidup damai dalam 
pergaulan internasional, kini mendapatkan citra 
buruk sebagai bangsa pro kekerasan dan terorisme. 


Sebaliknya, Islam Indonesia, Islam dan budaya 
lokal berada dalam posisi saling memberi dan 
menerima, tetapi dengan berpijak dari nilai-nilai 
Islam, sehingga menghasilkan bentuk Islam yang 
berkarakter tertentu, dan di Indonesia berkarakter 
Islam Indonesia. 


Pertama, Islam Indonesia — merupakan 
pengejawantahan dari hasil pemahaman dan 
penyikapan terhadap teks-teks keagamaan untuk 
konteks Indonesia. Bagi masyarakat Islam Indonesia, 
teks-teks keagamaan yang menjadi eferensi dalam 
bertindak tidak hanya Alguran dan al-hadist, tetapi 
juga hasil-hasil ijtihad para salaf as-salih, dan apa 
saja yang dianggap penting yang tidak bertentangan 
dengan syariat. Melalui referensi tersebut, Islam 
Indonesia memberikan pijakan terhadap benar- 
tidaknya sebuah tradisi yang mereka warisi dari 
leluhurnya. 


Kedua, Islam Indonesia menempatkan budaya 
lokal, bukan sebagai ancaman terhadap kemurnian 
agama tapi justru memperkaya ekspresi keagamaan. 
Budaya lokal memiliki nilai-nilai yang selaras dan 
tidak bertentangan dalam Islam dengan dilihat dan di 
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baca dari sudut tertentu dalam Islam tradisi tahlilan 
mendoakan orang yang sudah meninggal dunia 
harus dilakukan dan dipertahankan karena tahlilan 
merupakan bentuk pemuliaan dan penghargaan 
kepada para leluhur disamping berdoa kepada Allah 
secara bersama-sama. Menolak untuk melakukan 
tahlilan merupakan sikap dari orang-orang yang tidak 
punya akhlak. 


Ketiga, terhadap politik (baca: negara), Islam 
Indonesia tidak memandang bahwa Islam harus 
menjadi kekuatan politik tetapi tidak menolak jika 
harus menjadi kekuatan politik karena fondasi Islam 
Indonesia adalah gerakan kulutral. Di Indonesia, 
Islam menjadi agama penopang negara Pancasila 
bersama dengan agama-agama dan kepercayaan 
lain yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Jadi bagi 
masyarakat Islam Indonesia, bukan bagaimana Islam 
harus diperjuangkan menjadi satu-satunya jalan 
dengan berkuasa, tetapi lebih kepada bagaimana 
umat Islam dapat menjalankan agama dan 
keyakinannya, di lingkungan yang berbeda-beda. 
Sikap ini dapat dilihat dari dukungan kaum pesantren 
kepada pengukuhan Ir. Soekarno sebagai presiden 
Indonesia, dan penerimaan Pancasila sebagai dasar 
negara,dan lain-lain. 
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dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU 
(LAKPESDAM NU), PTIO Jakarta dan Paras Foundation. 
Penulis juga aktif di Indonesian Conference on 
Religions and Peace (ICRP), dan menjadi Wasekjend 
PBNU pereode 2010-2015. Terakhir, penulis menjabat 
sebagai anggota Komnas HAM pereode 2012-2017 
(mengemban jabatan Wakil Ketua Komnas HAM pada 
2013-2014 dan Ketua Komnas HAM pada 2016-2017). 


Sejak tahun 2000 penulis aktif sebagai 
pelaksana program-program pemberdayaan 
masyarakat sekaligus sebagai konsultan penelitian, 
narasumber, dan fasilitator pelatihan untuk program 
bertema HAM, demokrasi, kebebasan beragama, 
pluralisme, dan keadilan gender (khususnya dalam 
perspektif Islam). 


Penulis aktif menulis artikel di berbagai media 
massa nasional dan menulis buku antara lain: Arus 
Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme 
Islam Timur Tengah ke Indonesia (Erlangga Press, 
2005) dan Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus 
Ke Gedung Parlemen (LKIS, 2008). 
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Profil 
Forum Silaturahmi Bangsa 


Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) dideklarasikan 
pada tanggal 1Mei 2017 di Masjid Arraudlah, Cawang, 
Jakarta Timur. Forum yang diinisiasi oleh A. Djunaidi 
Sahal dan M. Imdadun Rahmat ini merupakan respon 
terhadap perkembangan situasi sosial, politik, dan 
keagamaan kontemporer yang terjadi di Jakarta dan 
berbagai daerah. 


Dalamnaskah deklarasinya, FSB mencantumkan 
landasan dan tujuannya, yakni: Pertama, FSB 
didirikan oleh sekelompok generasi muda Islam yang 
memiliki komitmen kuat terhadap NKRI di bawah 
naungan Pancasila dan UUD 1945, 


Kedua, FSB didirikan dengan tujuan mengajak 
seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai- 
nilai kebangsaan dan toleransi antar semua 
golongan di Indonesia, baik golongan agama, 
suku, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, demi 
menciptakan kehidupan yang damai, berkeadilan, 
dan berkeadaban: 


Ketiga, FSB merupakan organisasi terbuka dan 
siap bekerjasama dengan semua elemen bangsa 
yang memiliki komitmen kebangsaan, toleransi, dan 
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berupaya menciptakan kehidupan yang harmoni 
serta berkeadilan: 


Keempat, FSB akan menjalankan cita-cita 
pendiriannya dengan mengembangkan konsep 
pendidikan, negara berkeadilan, dan kepemimpinan: 


Kelima, FSB akan melibatkan seluruh 
masyarakat dan menularkan nilai-nilai persaudaraan 
dan kemanusiaan kepada seluruh elemen bangsa: 


Keenam, FSB bukan organisasi politik, tapi 
ikut menciptakan sistem politik yang beradab 
dan mendorong terciptanya iklim demokrasi yang 
berkualitas di Indonesia, dan: 


Ketujuh, FSB mendorong terciptanya 
pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang 
harmoni dalam rangka membendung penyebaran 
radikalisme dan ekstremisme di Indonesia. 
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FORUM SILATURAHM BANGSA Indonesia 


ISLAM ena 


PERGULATAN ISLAM PRIBUMI DAN ISLAM TRANSNASIONAL 


"Ka (Ya Imdadun Rahmat ini telah berhasil 
memetakan berbagai dinamika Islam Indonesia 
baik ke dalam (within) maupun ke luar (without). 
Meski Islam Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan paham 

dan gerakan transnasional, dia nampaknya 
meyakini sekali bahwa Islam Indonesia 

adalah 'Islam Paripurna" " 


Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE - 


